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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2021 - 2026;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi ...



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312});

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 - 2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalamn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5
(lima) tahunan.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu)
tahunan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan daerah.

6. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara
apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil
saat penyusunan perencanaar.
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12.

13.

14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil
program perangkat daerah.

Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran pembangunan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan
secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan /atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
dan kegiatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
memaduserasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana
pembangunan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk
kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan
perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

23. Bupati ...
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25.

(1)

(2)

(1)

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-

2026 adalah untuk menjabarkan visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2020

dengan masa jabatan Tahun 2021-2026 ke dalam dokumen

perencanaan jangka menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,

Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta

program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebagai pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun
dokumen perencanaan, diantaranya Renstra PD dan Renja PD;

b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;

c. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah; dan

e. sebagai acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
ISI DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3
Sistematika RPJMD meliputi:
a. Bab I pendahuluan;
b. Bab II gambaran umum kondisi Daerah;
c. Bab II gambaran keuangan;
d. Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat

daerah;
h. Bab VII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

i. BabIX ...




i. Bab IX penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program
pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan
RPJMD.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah
dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi,
tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7 ...



Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan
dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan
Peraturan Daerah ini.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 18 Olfober 2021

{1 /4 ’c)H},_JE?ATI

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 18 Oktober 2021

KRETARIS DAERAH
TEN SUMBA BARAT 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 04/2021
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2021 - 2026

[. UMUM

Upaya mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara
menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk pemerintah daerah
melalui perencanaan pembangunan secara sinergis dan berelanjutan.
Salah satu perencanaan dimaksud adalah melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu
5 (lima Tahun). Berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021
mengharuskan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumba Barat untuk jangka waktu 2021 - 2026. Hal ini
tentunya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah di
Kabupaten Sumba Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Sumba Barat didsarkan pada visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumba Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut:
*Teruwujudnya Kehidupan Rakyat Sumba Barat Yang Maju, Berdaya Saing
Dan Berkeadilan”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut
dijabarkan ke dalam 6 (enam) Misi meliputi: 1) Mengembangkan usaha
ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai
penggerak utama; 2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
melalui pelayanan kesehatan yang profesional, mudah dan terjangkau;
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang
cerdas, unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan
yang memadai, berkualitas dan terjangkau; 4) Meningkatkan
pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk
menjamin aksesibilitas pemerataan pembangunan; 5) Meningkatkan
ketenteraman dan ketertiban umum; dan 6) Meningkatkan kapasitas
aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,
profesional dan berjiwa melayani.

Secara Filosofis, Peraturan Daerah in memiliki landasan yang kuat
yakni: “bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan
tanggungjawab Pemerintah termasuk Pemerintahan Daerah melalui
pembangunan  yang dilakukan secara terencana, sinergi dan
berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi
masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat”.
Selanjutnya secara sosiologis, Peraturan

Daerah ...




II.

Daerah ini memiliki landasan yang beresensi pada: “bahwa sebagai
upaya pemenuhan hak asasi manusia serta upayan intervensi
permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat, maka perlu
adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2021 — 2026 yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumba barat guna mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan social bagi masyarakat Kabupaten Sumba
Barat”. Dalam tataran yuridis, Peraturan Daerah ini memiliki landasan
yakni: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021 - 2026”.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 terdiri
dari 5 (lima) BAB dan 8 (delapan) Pasal serta lampiran Rencana
Pembangunan yang memuat: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran
umum kondisi Daerah; Bab III gambaran keuangan; Bab IV
permasalahan dan isu-isu strategis Daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan
sasaran; Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan
daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program
perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
dan Bab IX penutup.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2021 NOMOR 0081

LAMPIRAN ...




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 4

TANGGAL : 18 OKTOBER 2021

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 -2026




Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas limpahan berkatNya, Rancangan Awal Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-
2026 dapat dirampungkan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tentang yang
kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Muatan dokumen ini berisikan visi, misi, tujuan, arah kebijakan serta
program prioritas berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta
penjelasan terkait proyeksi penganggaran dan target indikator kinerja yang
akan dicapai selama lima tahunan. Proses penyusunan dokumen ini melalui
tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 melalui pendekatan politis, teknokratis,
parisipatif, bottom up dan top down. Berbagai tahapan ini dilakukan untuk
memperkaya muatan materi yang terkandung dalam dokumen perencanaan

lima tahunan ini.

Untuk itu, melalui momentum yang membahagiakan ini, ijinkanlah
kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua

pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini.



Semoga dokumen ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya dalam
mewujudkan “KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU,

BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN"

>~ Waikabubak, 18 Oktéber 2921

© . BBUPATISU
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PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjapada penjelasan
umum menyebutkan bahwa Daerah dalam membentuk kebijakan
daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya
memperhatikan pula kepentingan nasional. Hal ini dilakukan agar
tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan
tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Penentuan arah
kebijakan suatu Daerah pada masa mendatang dilakukan melalui
perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan pada perencanaan
pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi.
Orientasi pada proses meliputi pendekatan teknokratik, partisipasif,
politis, serta atas - bawah dan bawabh - atas. Orientasi substansi meliputi

pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses dalam
penentuan kebijakan masa depan dengan melibatkan berbagai unsur
pemangku  kepentingan, dalam rangka pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu
pada suatu daerah melalui urusan pilihan. Salah satu perencanaan
pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Pada RPJMD merupakan penerjemahan dari visi - misi
dan program Kkerja Kepala Daerah yang telah dipromosikan selama
masa kampanye, yang merupakan syarat administratif proses
pendaftaran bakal calon Kepala Daerah sesuai yang disebutkan dalam
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
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menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada Undang - undang nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa
setelah dilantiknya pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,
pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah terkait
RPJMD. Pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Pasal 70,
disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Proses penyusunan
RPJMD Kabupaten Sumba Barat untuk periode 2021 - 2026
menggunakan pendekatan teknokratik. Rancangan teknokratik RPJMD
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Adapun perumusan rancangan teknokratik RPJMD mencakup
substansi : pendahuluan, kondisi umum, gambaran umum keuangan
daerah, serta permasalahan dan isu strategis sebagai acuan dalam
penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumba Barat

Tahun 2021 - 2026.

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 - 2026

diuraikan sebagai berikut:

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1969 tentang tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969
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Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
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10.

11.

12.

13.

14.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur = Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Nomor 0045);
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2012 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat

Nomor 0079);.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan bahwa perencanaan
pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan bersinergi dengan
perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJMD Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat yang merupakan dokumen perencanaan
jangka menengah lima tahunan penyusunannya didasarkan pada
Dokumen RPJP Daerah dengan memperhatikan Dokumen RPJM
Nasional. Setelah RPJMD disusun, maka akan dijabarkan dalam
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi

dasar penyusunan Dokumen APBD.

RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 - 2026 berpedoman
pada Rancangan Teknokratik RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Untuk mendukung
integrasi Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat dengan Dokumen

perencanaan lainnya maka Dokumen ini berpedoman pada Dokumen
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RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 - 2032 dan Dokumen
RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030, serta
Dokumen RTRW Nasional Tahun 2008 - 2028.

Hubungan  Keterkaitan = RPJMD  Kabupaten @ Sumba  Barat
Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen - dokumen perencanaan lainnya

dapat digambarkan pada gambar 1.1.
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Dlacy

1.3.1 KETERKAITAN RPJMD DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Selanjutnya hubungan antara RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun

2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersaji pada

tabel berikut ini :
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Tabel 1.1

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

0 ewrw

1 Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi 01;02;06;14;18; 20 JE Pangan sebagian 1. Perlu perlindungan lahan pertanian pangan
setidaknya setengah proporsi laki- besar adalah kategori 2. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
laki, perempuan dan anak-anak dari sedang seluas meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
semua usia, yang hidup dalam 48.286,49 Ha hidup sehingga lebih fokus untuk usaha
kemiskinan di semua dimensi, sesuai (67,57%) peningkatan perekonomian
dengan definisi nasional. JE air bersih sebagian 3. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
besar adalah kategori bencana sehingga penduduk dapat fokus
sedang seluas dalam upaya peningkatan perekonomian
48063,66 Ha (66,97%) 4. Pemeliharaan kualitas udara dengan
JE Tempat tinggal pengurangan kendaraan bermotor dan polusi
sebagian besar udara dari kegiatan industry
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan rendah
seluas 33.429,53 Ha
(46,77%)
. JE Tata Air dan Banjir
sebagian besar
berkatori sedang
seluas 57.663,79 ha
(80,44%)
1.3 Menerapkan secara nasional sistem - Target tidak terkait DDDT-LH
dan upaya perlindungan sosial yang
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tepat bagi semua, termasuk kelompok
yang paling miskin, dan pada tahun
2030 mencapai cakupan substansial
bagi kelompok miskin dan rentan.

1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa 01;02;04;06; JE Pangan sebagian 1. Perlu perlindungan lahan pertanian pangan
semua laki-laki dan perempuan, 14;18; 20 besar adalah kategori 2. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
khususnya masyarakat miskin dan sedang seluas meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
rentan, memiliki hak yang sama 48.286,49 Ha hidup sehingga lebih fokus untuk usaha
terhadap sumber daya ekonomi, serta (67,57%) peningkatan perekonomian
akses terhadap pelayanan dasar, JE air bersih sebagian 3. Peningkatan upaya inovasi energi terbarukan
kepemilikan dan kontrol atas tanah besar adalah kategori 4. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sedang seluas bencana sehingga penduduk dapat fokus
sumber daya alam, teknologi baru, 48063,66 Ha dalam upaya peningkatan perekonomian
dan jasa keuangan yang tepat, (66,97%) 5. Pemeliharaan kualitas udara dengan
termasuk keuangan mikro. JE Tempat tinggal pengurangan kendaraan bermotor dan polusi

sebagian besar udara dari kegiatan industry
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan rendah
seluas 33.429,53 Ha
(46,77%)

JE Tata Air dan Banjir
sebagian besar
berkatori sedang
seluas 57.663,79 ha
(80,44%)

1.5 Pada tahun 2030, membangun 01;02;06;13;14;18; JE Pangan sebagian 1. Perlu perlindungan lahan pertanian pangan
ketahanan masyarakat miskin dan 20 besar adalah kategori
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mereka yang berada dalam kondisi
rentan, dan mengurangi kerentanan
mereka terhadap kejadian ekstrim
terkait iklim dan guncangan ekonomi,
sosial, lingkungan, dan bencana.

sedang seluas
48.286,49 Ha
(67,57%)

JE air bersih sebagian
besar adalah kategori
sedang seluas
48063,66 Ha
(66,97%)

JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan rendah
seluas 33.429,53 Ha
(46,77%)

JE pengaturan iklim
sebagian besar
berkategori sedang
seluas 57.627,41 ha
(80,4%)

JE Tata Air dan Banjir
sebagian besar
berkatori sedang
seluas 57.663,79 ha
(80,44%)

2. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
hidup sehingga lebih fokus untuk usaha
peningkatan perekonomian

3. Peningkatan upaya teknologi ramah
lingkungan

4. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
bencana sehingga penduduk dapat fokus
dalam upaya peningkatan perekonomian

5. Pemeliharaan kualitas udara dengan
pengurangan kendaraan bermotor dan polusi
udara dari kegiatan industry

2 Tujuan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2

Pada tahun 2030, menghilangkan
segala bentuk kekurangan gizi,

Target tidak terkait DDDT-LH
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termasuk pada tahun 2025 mencapai
target yang disepakati secara
internasional untuk anak pendek dan
kurus di bawah usia 5 tahun, dan
memenuhi kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan menyusui,
serta manula.

3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
31 Pada tahun 2030, mengurangi rasio - Target tidak terkait DDDT-LH
angka kematian ibu hingga kurang
dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri - Target tidak terkait DDDT-LH
kematian bayi baru lahir dan balita
yang dapat dicegah, dengan seluruh
negara berusaha menurunkan Angka
Kematian Neonatal setidaknya hingga
12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)
dan Angka Kematian Balita 25 per
1000.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan - Target tidak terkait DDDT-LH
universal, termasuk perlindungan
risiko keuangan, akses terhadap
pelayanan kesehatan dasar yang baik,
dan akses terhadap obat- obatan dan
vaksin dasar yang aman, efektif,
berkualitas, dan terjangkau bagi
semua orang.
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4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

4.1

Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua anak perempuan dan laki-laki
menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah tanpa dipungut biaya,
setara, dan berkualitas, yang
mengarah pada capaian
pembelajaran yang relevan dan
efektif.

Target tidak terkait DDDT-LH

4.2

Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua anak perempuan dan laki-laki
memiliki akses terhadap
perkembangan dan pengasuhan anak
usia dini, pengasuhan, pendidikan
pra-sekolah dasar yang berkualitas,
sehingga mereka siap untuk
menempuh pendidikan dasar.

Target tidak terkait DDDT-LH

4.6

Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua remaja dan proporsi kelompok
dewasa tertentu, baik laki-laki
maupun perempuan, memiliki
kemampuan literasi dan numerasi.

Target tidak terkait DDDT-LH

Pada tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan pasokan guru yang
berkualitas, termasuk melalui
kerjasama internasional dalam
pelatihan guru di negara

Target tidak terkait DDDT-LH
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berkembang, terutama negara kurang
berkembang, dan negara berkembang
kepulauan Kkecil.

5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

5.6

Menjamin akses universal terhadap
kesehatan seksual dan reproduksi,
dan hak reproduksi seperti yang telah
disepakati sesuai dengan Programme
of Action of the International
Conference on Population
andDevelopment and the Beijing
Platform serta dokumen-dokumen
hasil reviu dari konferensi-konferensi
tersebut.

Target tidak terkait DDDT-LH

5b

Meningkatkan penggunaan teknologi
yang memampukan, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan pemberdayaan
perempuan.

Target tidak terkait DDDT-LH

6 Menj

amin Ketersediaan serta Pengelolaan Air

Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

6.1

Pada tahun 2030, mencapai akses
universal dan merata terhadap air
minum yang aman dan terjangkau
bagi semua.

02;14; a. JE air bersih sebagian
besar adalah kategori
sedang seluas
48063,66 Ha
(66,97%)

1. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
hidup masyarakat

2. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir dengan pengaturan drainase
dan daerah resapan
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JE Tata Air dan Banjir
sebagian besar
berkatori sedang
seluas 57.663,79 ha
(80,44%)

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses
terhadap sanitasi dan kebersihan
yang memadai dan merata bagi
semua, dan menghentikan praktik
buang air besar di tempat terbuka,
memberikan perhatian khusus pada
kebutuhan kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat rentan.

02;06; 14;17;20

JE air bersih
sebagian besar
adalah kategori
sedang seluas
48063,66 Ha
(66,97%)

JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan
rendah seluas
33.429,53 Ha
(46,77%)

JE Tata Air dan
Banjir sebagian
besar berkatori
sedang seluas
57.663,79 ha
(80,44%)

Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
hidup masyarakat

Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir dengan pengaturan drainase
dan daerah resapan

7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
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7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara 02;04;09;14 a. JE air bersih 1. Perlu peningkatan akses air bersih serta
substansial pangsa energi terbarukan sebagian besar pemanfaatan air bersih sebagai sumber
dalam bauran energi global. adalah kategori energi terbarukan

sedang seluas 2. Pemanfaatan energi terbarukan dalam
48063,66 Ha upaya perlindungan lingkungan
(66,97%) 3. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
b. JE Tata Air dan bencana banjir dengan pengaturan drainase
Banjir sebagian dan daerah resapan
besar berkatori
sedang seluas
57.663,79 ha
(80,44%)

7.3 Pada tahun 2030, melakukan - Target tidak terkait DDDT-LH
perbaikan efisiensi energi di tingkat
global sebanyak dua kali lipat.

8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk

Semua

8.1 Mempertahankan pertumbuhan - Target tidak terkait DDDT-LH
ekonomi per kapita sesuai dengan
kondisi nasional dan, khususnya,
setidaknya 7 persen pertumbuhan
produk domestik bruto per tahun di
negara kurang berkembang.

8.2 Mencapai tingkat produktivitas - Target tidak terkait DDDT-LH
ekonomi yang lebih tinggi, melalui
diversifikasi, peningkatan dan inovasi
teknologi, termasuk melalui fokus
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pada sektor yang memberi nilai
tambah tinggi dan padat karya.

8.3

Menggalakkan kebijakan
pembangunan yang mendukung
kegiatan produktif, penciptaan
lapangan kerja layak, kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi, dan
mendorong formalisasi dan
pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan
menengah, termasuk melalui akses
terhadap jasa keuangan.

Target tidak terkait DDDT-LH

8.5

Pada tahun 2030, mencapai
pekerjaan tetap dan produktif dan
pekerjaan yang layak bagi semua
perempuan dan laki-laki, termasuk
bagi pemuda dan penyandang
difabilitas, dan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya.

Target tidak terkait DDDT-LH

8.6

Pada tahun 2020, secara substansial
mengurangi proporsi usia muda yang
tidak bekerja, tidak menempuh
pendidikan atau pelatihan.

Target tidak terkait DDDT-LH

8.9

Pada tahun 2030, menyusun dan
melaksanakan kebijakan untuk
mempromosikan pariwisata
berkelanjutan yang menciptakan

06;07;08

a.

JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan

1. Perencanaan wilayah ramah lingkungan
dan ramah manusia

2. Peningkatan perencanaan ekowisata

3. Perlindungan lingkungan dan
peningkatan ruang terbuka hijau
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lapangan kerja dan mempromosikan
budaya dan produk lokal.

rendah seluas
33.429,53 Ha
(46,77%)

JE Rekreasi
ekowisata kategori
sedang seluas

64.887,74 Ha
(90,44%)
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga - Target tidak terkait DDDT-LH
keuangan domestik untuk
mendorong dan memperluas akses
terhadap perbankan, asuransi dan
jasa keuangan bagi semua.
9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang 01;02;04;06; a. JE Pangan sebagian 1. Penyediaan teknologi terbaru dalam
berkualitas, andal, berkelanjutan dan besar adalah penataan akses sumber daya pangan
tangguh, termasuk infrastruktur kategori sedang 2. Peningkatan akses air bersih sehingga
regional dan lintas batas, untuk seluas 48.286,49 Ha dapat merata di setiap masyarakat
mendukung pembangunan ekonomi (67,57%) 3. Penggunaan energi terbarukan dalam
dan kesejahteraan manusia, dengan b. JE air bersih inovasi pembangunan
fokus pada akses yang terjangkau dan sebagian besar 4. Perencanaan wilayah ramah lingkungan
merata bagi semua. adalah kategori dan ramah manusia
sedang seluas
48063,66 Ha
(66,97%)
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c. JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan
rendah seluas
33.429,53 Ha
(46,77%)

9.2 Mempromosikan industrialisasi - Target tidak terkait DDDT-LH

inklusif dan berkelanjutan, dan pada

tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan proporsi industri
dalam lapangan kerja dan produk
domestik bruto, sejalan dengan
kondisi nasional, dan meningkatkan
dua kali lipat proporsinya di negara
kurang berkembang.

9.3 Meningkatkan akses industri dan - Target tidak terkait DDDT-LH

perusahaan skala kecil, khususnya di

negara berkembang, terhadap jasa

keuangan, termasuk kredit
terjangkau, dan mengintegrasikan ke
dalam rantai nilai dan pasar.

9.5 Memperkuat riset ilmiah, - Target tidak terkait DDDT-LH

meningkatkan kapabilitas teknologi

sektor industri di semua negara,
terutama negara-negara berkembang,
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termasuk pada tahun 2030,
mendorong inovasi dan secara
substansial meningkatkan jumlah
pekerja penelitian dan
pengembangan per 1 juta orang dan
meningkatkan pembelanjaan publik
dan swasta untuk penelitian dan
pengembangan.

Secara signifikan meningkatkan akses
terhadap teknologi informasi dan
komunikasi, dan mengusahakan
penyediaan akses universal dan
terjangkau internet di negara-negara
kurang berkembang pada tahun
2020.

Target tidak terkait DDDT-LH

10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

10.1

Pada tahun 2030, secara progresif
mencapai dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan penduduk
yang berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.

Target tidak terkait DDDT-LH

10.2

Pada tahun 2030, memberdayakan
dan meningkatkan inklusi sosial,
ekonomi dan politik bagi semua,
terlepas dari usia, jenis kelamin,
difabilitas, ras, suku, asal, agama atau

Target tidak terkait DDDT-LH
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kemampuan ekonomi atau status
lainnya.

10.3

Menjamin kesempatan yang sama
dan mengurangi kesenjangan hasil,
termasuk dengan menghapus hukum,
kebijakan dan praktik yang
diskriminatif, dan mempromosikan
legislasi, kebijakan dan tindakan yang
tepat terkait legislasi dan kebijakan
tersebut.

Target tidak terkait DDDT-LH

10.4

Mengadopsi kebijakan, terutama
kebijakan fiskal, upah dan
perlindungan sosial, serta secara
progresif mencapai kesetaraan yang
lebih besar.

Target tidak terkait DDDT-LH

11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses
bagi semua terhadap perumahan
yang layak, aman, terjangkau, dan
pelayanan dasar, serta menata
kawasan kumubh.

02;06;14; 17; 18;

a.

JE air bersih sebagian
besar adalah kategori
sedang seluas
48063,66 Ha (66,97%)
JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang
seluas 34.752,52 Ha
(48,44%) dan rendah
seluas 33.429,53 Ha
(46,77%)

=

akses sumber daya pangan

2. Peningkatan akses air bersih sehingga
dapat merata di setiap masyarakat

3. Perencanaan wilayah ramah lingkungan
dan ramah manusia

4. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir dengan pengaturan
drainase dan daerah resapan

5. Penggunaan energi terbarukan dalam

inovasi pembangunan
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JE Tata Air dan Banjir

sebagian besar
berkatori sedang
seluas 57.663,79 ha
(80,44%)

6. Pengurangan bahan berbahaya dan
meminimalisir limbah dengan program
zero waste

7. Pemeliharaan kualitas udara dengan
pengurangan kendaraan bermotor dan
polusi udara dari kegiatan industry

11.5 | Padatahun 2030, secara signifikan 13; 14; a. JE pengaturan iklim 1. Pemeliharaan kualitas udara dengan
mengurangi jumlah kematian dan sebagian besar pengurangan kendaraan bermotor dan
jumlah orang terdampak, dan secara berkategori sedang polusi udara dari kegiatan industry
substansial mengurangi kerugian seluas 57.627,41 ha 2. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
ekonomi relatif terhadap PDB global (80,4%) bencana banjir dengan pengaturan
yang disebabkan oleh bencana, b. JE Tata Air dan Banjir drainase dan daerah resapan
dengan fokus melindungi orang sebagian besar
miskin dan orang-orang dalam situasi berkatori sedang
rentan. seluas 57.663,79 ha

(80,44%)

12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

12.5

Pada tahun 2030, secara substansial
mengurangi produksi limbah melalui
pencegahan, pengurangan, daur
ulang, dan penggunaan kembali.

Memul

15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Me

ihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

ngelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan,

15.1

Pada tahun 2020, menjamin
pelestarian, restorasi dan
pemanfaatan berkelanjutan dari

ekosistem daratan dan perairan darat

17;

JE pengaturan iklim
sebagian besar

berkategori sedang seluas

57.627,41 ha (80,4%)

1. Perlindungan keanekaragaman hayati
dan sumber daya alam

2. Perlindungan lingkungan dan
peningkatan ruang terbuka hijau

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026

BAB

I PENDAHULUAN




serta jasa lingkungannya, khususnya
ekosistem hutan, lahan basah,
pegunungan dan lahan kering, sejalan
dengan kewajiban berdasarkan
perjanjian internasional.

3. Pemanfaatan energi terbarukan dan
pengurangan penggunaan energi yang
tidak perlu

yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan

16.1 | Secara signifikan mengurangi segala 06
bentuk kekerasan dan terkait angka
kematian dimanapun.

JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang seluas
34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)

Target tidak terkait DDDT-LH

16.2 | Menghentikan perlakuan kejam, 06
eksploitasi, perdagangan, dan segala
bentuk kekerasan dan penyiksaan

JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang seluas

Target tidak terkait DDDT-LH

efektif, akuntabel, dan transparan di
semua tingkat.

terhadap anak. 34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)
16.6 | Mengembangkan lembaga yang 06 JE Tempat tinggal Target tidak terkait DDDT-LH

sebagian besar
berkategori sedang seluas
34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)
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identitas yang syah bagi semua,
termasuk pencatatan kelahiran.

sebagian besar
berkategori sedang seluas
34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)

16.7 | Menjamin pengambilan keputusan 06 JE Tempat tinggal Target tidak terkait DDDT-LH
yang responsif, inklusif, partisipatif sebagian besar
dan representatif di setiap tingkatan. berkategori sedang seluas
34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)
16.9 | Padatahun 2030, memberikan 06 JE Tempat tinggal Target tidak terkait DDDT-LH

17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Selatan, Selatan-Selatan dan
kerjasama triangular secara regional
dan internasional terkait dan akses
terhadap sains, teknologi dan inovasi,
dan meningkatkan berbagi
pengetahuan berdasar kesepakatan

sebagian besar
berkategori sedang seluas
34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)

17.1 | Memperkuat mobilisasi sumber daya | 06 JE Tempat tinggal Target tidak terkait DDDT-LH
domestik, termasuk melalui sebagian besar
dukungan internasional kepada berkategori sedang seluas
negara berkembang, untuk 34.752,52 Ha (48,44%)
meningkatkan kapasitas lokal bagi dan rendah seluas
pengumpulan pajak dan pendapatan 33.429,53 Ha (46,77%)
lainnya.
17.6 | Meningkatkan kerjasama Utara- 06 JE Tempat tinggal Target tidak terkait DDDT-LH

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026

BAB I PENDAHULUAN




timbal balik, termasuk melalui
koordinasi yang lebih baik antara
mekanisme yang telah ada,
khususnya di tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui
mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.18

Pada tahun 2020, meningkatkan
dukungan pengembangan kapasitas
untuk negara berkembang, termasuk
negara kurang berkembang dan
negara berkembang pulau kecil,
untuk meningkatkan secara
signifikan ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat waktu dan
dapat dipercaya, yang terpilah
berdasarkan pendapatan, gender,
umur, ras, etnis, status migrasi,
difabilitas, lokasi geografis dan
karakteristik lainnya yang relevan
dengan konteks nasional.

06

JE Tempat tinggal
sebagian besar
berkategori sedang seluas
34.752,52 Ha (48,44%)
dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)

Target tidak terkait DDDT-LH
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RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk
memberikan arahan terhadap penyusunan visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Sumba Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat

Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1) Memberikan gambaran mengenai kondisi umum serta capaian
kinerja pembangunan daerah pada Kabupaten Sumba Barat pada
lima tahun yang lalu;

2) Menyediakan informasi tentang permasalahan serta analisisnya,
isu strategis, serta informasi potensi/kemampuan daerah
Kabupaten Sumba Barat selama lima tahun yang lalu dan yang
akan datang;

3) Memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan
serta strategi Pembangunan lima tahun mendatang;

4)  Memberikan masukan tentang gambaran, permasalahan dan isu
strategis pembangunan yang perlu diselesaikan dalam periode

lima tahunan.

Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat

tahun 2021 - 2026 terdiri dari 9 bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kabupaten Sumba Barat serta
gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari dasar hukum
penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan

serta maksud dan tujuan.
BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
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demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum, dan aspek daya saing daerah.
BAB IIl GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu
meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan

proyeksi keuangan daerah tahun 2021-2026.
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan

isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Buapti dan Wakil
Bupati terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan
sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang

daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan
yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang
selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan
rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah
kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan
keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan
idnikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah
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kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat

pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat selama 5 (lima) tahun, baik yang
bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi,
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan
operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang
disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang
mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta

prioritas utama.
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek
kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.
BAB IX PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari
dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman

transisi dan kaidah pelaksanaan.
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GAMBARAN UMUM KONDISI
BAB DAERAH

I I 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas
wilayah daratan seluas 737,42 km? dan luas laut seluas 441 km?.
Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan dengan kecamatan
terluas ialah Kecamatan Laboya Barat dengan luas daratan seluas
161,23 km? dan yang terkecil ialah Kecamatan Kota Waikabubak
dengan luas daratan seluas 44,71 km?® Sementara itu, jumlah
desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak
63 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah desa terbanyak berada di
Kecamatan Tana Righu sebanyak 18 desa dan yang terkecil berada

di Kacamatan Laboya Barat sebanyak 4 desa. Adapun luas wilayah

dan jumlah desa untuk masing-masing kecamatan ditunjukkan pada

Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Persentase
N Kecamatan Ibukota Jumlah Luas Terhadap
Luas Wilayah dan o SEatiE Kecamatan Desa/Kelurahan (kmz2)
Jumlah
Desa/Kelurahan 1 Lamboya Kabukarudi 11 125,65 17,04
;ﬁﬂfeigastﬁnmil 2 Wanokaka  Pogu Katoda 14 133,68 18,13
Batat Tal 2020 3 Laboya Hodi 4 161,23 21,86
Barat
Sumber : 4 | Loli Dokakaka 14 132,36 17,95
Kabupaten Sumba 5 Kota Waikabubak 13 44,71 6,06
Barat Dalam Angka . ’ ’
2021 Waikabubak
6 TanaRighu Malata 18 139,79 18,96

Total 74 737,42 100,00

Secara astronomis, posisi Kabupaten Sumba Barat terletak pada

9°22’-9°47’ Lintang Selatan dan 119°07'-119°33" Bujur Timur
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Gambar 2.1

Peta Wilayah
Administrasi
Kabupaten Sumba
Barat

Sumber : Dokumen
RTRW Kabupaten
Sumba Barat Tahun
2012 - 2031

dengan posisi geografis yang memiliki batas-batas wilayah sebagai
berikut:
1. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat
Daya; dan
4. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba.
Adapun peta administrasi Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat
lebih lanjut pada Gambar 2.1 berikut.
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2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

A. Posisi Astronomis
Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang
berada di bagian barat Pulau Sumba, dengan letak berada pada
9°22’-9°47’ Lintang Selatan dan 119°07°-119°33’ Bujur Timur.
B. Posisi Geostrategis
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014

Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat menjadi

salah satu kawasan perbatasan laut negara yaitu 3 (tiga)
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kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan

Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat. Secara strategis

pengembangan, kawasan tersebut telah dilintasi jalan provinsi

yang menghubungkan pesisir selatan Kabupaten Sumba Barat
hingga Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kawasan tersebut
selain sebagai kawasan perbatasan laut negara juga memiliki
potensi di sektor kelautan berupa perikanan dan potensi wisata

Pantai serta Budaya berupa kampung - kampung tradisional

arsitektur Sumba yang masih terjaga serta budaya Pasola yang

telah menjadi daya tarik wisatawan hingga mancanegara.
C. Kondisi Wilayah

1. Terpencil

Permasalahan yang menyebabkan suatu wilayah menjadi

terisolasi (terpencil) antara lain:

a. Pengaruh Geografis yang membagi wilayah dalam berbagai
keadaan/kondisi (Pulau, Pesisir, Dataran Rendah ataupun
Dataran Tinggi) dengan pembatas alami seperti Laut, Sungai,
Gunung, dan lain-lain;

b. Kurangnya Sarana Aksesibilitas yang menghubungkan suatu
wilayah dengan wilayah lain seperti Jalan, Jembatan, Dermaga
atau Bandar Udara; dan

c. Gangguan Akibat Bencana yang menyebabkan rusaknya

Sarana Aksesibilitas yang telah ada.

2. Pesisir

Topografi yang berbukit di Kabupaten Sumba Barat
mempengaruhi masyarakat dalam membentuk suatu komunitas.
Beberapa hal yang nyata terlihat adalah terbentuknya suatu desa
dengan luas yang berbeda. Untuk Wilayah Selatan, di Kecamatan
Wanukaka terdapat 6 (enam) desa pesisir, dimana wilayah
terluas berada di Desa Baliloku seluas 23.12 km? dengan panjang

garis pantai 7,35 km, sedangkan wilayah terkecil berada di Desa
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Wee Mangoma sebesar 7 km? dengan panjang garis pantai 1 km.
Kecamatan Lamboya memiliki 3 (tiga) desa pesisir yaitu Desa
Patiala Bawah, Desa Watu Karere dan Desa Palamoko, Desa
pesisir Patiala Bawah memiliki luasan sebesar 9.89 km? dengan
panjang garis pantai 9 km, sedangkan luas Desa Watu Karere
sebesar 9.36 km? dengan panjang garis pantai hanya 2 km. Desa
pesisir di Kecamatan Laboya Barat yang memiliki luasan paling
besar berada di Desa Wetana dengan luasan 64.12 km* dengan
panjang garis pantai 13 km, sedangkan desa yang memiliki luasan
terkecil berada di Desa Harona Kalla sebesar 17.06 km? dengan
panjang garis pantai 2,5 km. Untuk Wilayah Utara, Desa Lokory
memiliki luas desa 11,18 km? dengan panjang garis pantai 2.83
km. Pada tabel 2.2 di bawah menjelaskan secara lebih terperinci
mengenai nama desa pesisir berserta luas desa dan panjang garis
pantai masing masing desa Harona Kalla sebesar 17.06 km?
dengan panjang garis pantai 2,5 km. Untuk Wilayah Utara, Desa
Lokory memiliki luas desa 11,18 km? dengan panjang garis pantai
2.83 km. Pada Tabel 2.2 di bawah ditunjukkan secara lebih

terperinci mengenai nama desa pesisir berserta luas desa dan

panjang garis pantai masing masing desa.

Panjang Luas Desa
Hecaa e Garis Pantai (km?2)
Tabel 2.2 I Wanukaka 17,45 64,58
1 Hobawawi 2,00 11,00
Nama Desa, 2 Wei Mangoma 1,00 7,00
Panjang Garis 3 Rua 2,50 11,27
Pantai dan ! >
Luas Desa Di 4  Pahola 2,00 6,92
Wilayah Pesisir 5 Weihura 2,60 6,27
6 Bali Loku 7,35 23,12
Sumber : Data
masing-masing
desa pesisir ll LAMBOYA 12’00 19,25
2020 1  Patiala Bawa 9,00 9,89
2 Palamoko 1,00
3 | Watu Karere 2,00 9,36
III LABOYA BARAT 27,25 161,24
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1 Weetena 13,00 64,12
2 | Gaura 9,25 61,7

3  Patiala Dete 2.50 18,36
4  Harona Kalla 2,50 17,06
IV  TANA RIGHU 2,83 11,18
1 LokorY 2,83 11,18

3. Permukiman

pemantapan fungsi kota dalam rangka strategi dan
kebijaksanaan pengembangan peta struktur tata ruang wilayah
Kabupaten Sumba Barat . Dengan demikian struktur kota ini
diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antar
wilayah. Artinya, adanya keseimbangan pembangunan antara
perkembangan wilayah pusat, wilayah transisi, dan wilayah
belakang sehingga wilayah sekitar dapat ikut berkembang akibat
multiplier effect dari sistem kegiatan ekonomi pada pusat-pusat
pengembangan. Untuk menciptakan kondisi ini, maka struktur
ekonomi yang mantap dan seimbang diperlukan diantara sektor
primer, sekunder, dan sektor tersier.

Dalam suatu ruang wilayah, pembentukan struktur ruang
dilakukan dengan menata hierarki kota yang ada secara efisien.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 dalam pasal 8
ayat (5) disebutkan bahwa Kabupaten Sumba Barat termasuk
dalam sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah promosi
(PKWp) yang berada di Perkotaan Kota Tambolaka. Selain itu
berdasarkan RTRW Tahun 2012-2032 perkotaan Kota
Wauikabubak masuk dalam sistem perkotaan PKWp. Dengan
melihat Peraturan Menteri Agraria Peraturan Menteri Agraria
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota istilah promosi tidak

berlaku dalam penyusunan RTRW Kabupaten dan untuk
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kewenangan penentuan PKW berada di tingkat nasional. Maka
berdasarakan revisi rencana peraturan daearah Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka Perkotaan Kota waikabubak masuk dalam
klasifikasi fungsi perkotaan PKL.

Sedangakan untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) di dasakan pada hasil dari analisis
dan juga hasil masukan dari konsultasi publik yang telah
dilakukan didapat hasil sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

a. Perkotaan Malata di Kecamatan Tana Righu;

b. Perkotaan Dokaka di Kecamatan Loli;

c. Perkotaan Praibakul di Kecamatan Wanokaka;

d. Perkotaan Kabukaraudi di Kecamatan Lamboya;dan

e. Perkotaan Gaura di Kecamatan Laboya Barat.

2. Rencana PPL meliputi :

Desa Wee Patola di Kecamatan Tana Righu;

ISR

Desa Tema Tana di Kecamatan Loli;

g

Desa Weetana di Kecamatan Laboya Barat;

e

Desa Patiala Bawa di Kecamatan Lamboya;

e. Desa Lingu Lango di Kecamatan Tana Righu;

=-h

Desa Waihura di Kecamatan Wanokaka; dan
g. Desa Ringu Rara di Kecamatan Lamboya.
Untuk lebih jelas mengenai anlisis keterpusatan wilayah

dapat dilihat pada tabel 2.3 dan peta rencana sistem pusat

permukiman
Tabgl .2 3 No e Pusat Fungsi Kegiatan
Fungsi Sistem Kegiatan Perkotaan
Pusat
Pemukiman PElEEn
Kabupaten 1 Pusat Perkotaan -  Pusat pemerintahan skala regional
Sumba Barat Kegiatan Kota - Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
Lokal (PKL) = Waikabubak skala regional
Dokumen RTRW - Pusat peayanan kesehatan skala regional
Kabupaten

- Pusat pelayanan pendidikan Skala Regional
Sumba Barat . .
Tahun 2012 - - Pusat pelayanan transportasi skala regional
2031
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2  Pusat
Pelayanan

Kawasan
(PPK)

3. Pusat
Pelayanan

Kawasan
(PPK)

4  Pusat
Pelayanan

Kawasan
(PPK)

5 Pusat
Pelayanan

Kawasan
(PPK)

7  Pusat
Pelayanan

Perkotaan
Malata

Perkotaan
Dokaka

Perkotaan
Praibakul

Perkotaan
Kabukarudi

Perkotaan
Gaura

Pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah

Pengembangan pariwisata

Pengembangan agropolitan

Pusat pemerintahan skala lokal

Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
lokal

Pusat peayanan kesehatan skala lokal
Pusat pelayanan pendidikan skala lokal
Pusat pelayanan transportasi (terminal dan
pelabuhan)

Pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah

Pengembangan pariwisata

Pengembangan agropolitan

Pusat pemerintahan skala lokal

Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
lokal

Pusat peayanan kesehatan skala regional
Pusat pelayanan pendidikan skala regional
Pusat pelayanan olahraga skala regional.
Pusat pelayanan transportasi (terminal)
Pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah

Pengembangan pariwisata

Pengembangan agropolitan

Pusat pemerintahan skala lokal

Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
lokal

Pusat peayanan kesehatan skala lokal
Pusat pelayanan pendidikan skala lokal
Pusat pelayanan olahraga skala regional.
Pusat pelayanan transportasi (terminal)
Pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah

Pengembangan pariwisata

Pengembangan minapolitan
Pengembangan agropolitan

Pusat pemerintahan skala lokal

Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
lokal

Pusat peayanan kesehatan skala lokal
Pusat pelayanan pendidikan skala lokal
Pusat pelayanan transportasi (terminal)
Pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah

Pengembangan pariwisata

Pengembangan minapolitan
Pengembangan agropolitan

Pusat pemerintahan skala lokal

Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
lokal
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Kawasan - Pusat peayanan kesehatan skala lokal

(PPK) - Pusat pelayanan pendidikan skala lokal

- Pusat pelayanan transportasi (terminal)

- Pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah

- Pengembangan pariwisata
- Pengembangan minapolitan
- Pengembangan agropolitan

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
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2.1.1.3 Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Sumba Barat pada umumnya
berbukit-bukit dengan kemiringan lahan Kabupaten Sumba Barat
secara umum didominasi oleh pedataran sampai perbukitan
berlereng sedang dengan kemiringan 02 - 82 yang tersebar di sebelah
selatan, barat, dan utara yaitu Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan
Tana Righu; daerah perbukitan berlereng agak terjal dengan
kemiringan 82 - 252 di sebelah timur yaitu pada Kecamatan Kota
Waikabubak. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit dimana
50% luas wilayahnya memiliki kemiringan 142 - 702 derajat.
Topografi yang berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan
terhadap erosi.
Letak ketinggian wilayah Kabupaten Sumba Barat dari permukaan
air laut adalah kuranglebih 0 - 700 mdpl, letak ketinggian Kabupaten
Sumba Barat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Bagian Utara dan Selatan
merupakan daerah yang bervariasi mulai 0 - 550 mdpl yang
merupakan titik tertinggi. Kecamatan Tana Righu berada pada
ketinggian 0 - 550 mdpl, sedangkan Kecamatan Wanukaka
berada pada 0 - 450 mdpl.
b. Bagian Barat
Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat merupakan
daerah dataran dengan ketinggian 0 - 700 mdpl.
c. Bagian Timur
Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli berada pada

ketinggian 200 - 600 mdpl.

A. Kelerengan Lahan
Berdasarkan data peta dasar adalah Peta Rupa Bumi
Indonesia (RBI) digital skala 1:25.000 update Tahun 2018

bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang
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dikomplikasikan dengan Citra Spot 7 Skala 1:25.000 Tahun 2016 dan
pengolahan peta kontur interval 12,5, maka kondisi topografi
Kabupaten Sumba Barat pada umumnya berbukit-bukit dengan
kelerengan lahan Kabupaten Sumba Barat secara umum didominasi
oleh dataran sampai perbukitan berlereng dengan kelerengan 0-8%
(datar), 8-15% (landai), 15-25% (agak curam), 25-40% (curam)
dan > 40% (sangat curam). Topografi yang berbukit-bukit
mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

N Kecamatan 0-8% 8-15 15-25 25-40 > 40 Total

o % % % )
Tabel 2.4
Luas Wilayah 1 Lamboya 492248 272338  2.589,67 39373 4,18 10.632,66
Kecamatan
Berdasarkan 2 | Wanokaka 6.347,00  3.628,49 2.500,75 331,74 6,43 12.820,09
Kelerangan 3 Laboya Barat 8.841,98  3.96521 2.757,49 528,84 6,54 16.091,94
Lahan 4 Loli 8.387,90  2.937,47 2.110,92 121,50 - 13.554,17
5 Kota 3.681,73  1.424,43 1.001,35 29,71 - 6.138,34
Sumber : RTRW Waikabubak
Kabupaten 6 | TanaRighu 3.993,29  2.710,50 4.681,62 1.446,14 = 29,26 12.912,10
Sumba Barat 36.211,42 17.397,51  15.641,53 2.852,49 46,35 72.149,31
Tahun 2011- ]umlah . ) . ) . ’ B ) ) . »
2031 B. Ketinggian

Berdasarkan data peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
digital skala 1:25.000 update Tahun 2018 bersumber dari Badan
Informasi Geospasial (BIG) yang dikomplikasikan dengan Citra Spot
7 Skala 1:25.000 Tahun 2016 dan pengolahan peta kontur interval
12,5, maka Kklasifikasi ketinggian lahan di Kabupaten Sumba Barat
terdiri atas 0-100 mdpl, 100-200mdpl, 200-300 mdpl, 300-400
mdpl, 400-500 mdpl, 500-600 mdpl, 600-700 mdpl, 700-800 mdpl,
dan 800-900 mdpl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5

berikut ini :
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Tabel 2.5 No Kecamatan Klasifikasi Ketinggian (mdpl) (Ha)
Luas Wilayah
Kecamatan
berdasarkan 0-100 12%%'
ketinggian
1 Lamb 258453 38480 1390 9602 1071, 5771 200,07 1,20 10.632,66
Sumber : RTRW amboya 9 38 8 e 9
Kabupaten 2 Wanukaka 435137 52277 1966 7672  50L6 12.820,09
Sumba Barat 4.375,96 6666; 31';13 1433 5053 1,44 16.091,94
Tahun 2011- 3 Laboya Barat 375, 0667 e ol S ’ -091,
2031 4 Loli 187,54 3220 2529 6561, 3719, 169,38 68,39 13.554,17
5 10 87 46
5  Kota - 3529 2089 7431 2804, 2345, 6.138,34
Waikabubak 5 3 21 63
6 Tana Righu 248927 26030 1267 1398 2316, 1852, 692,83 23887 166  12.912,10
8 90 93 13 15
Jumlah 13.849,1 18573, 8271 7.823 1376 8496, 10622 30846 1,66 72.149.30
4 34 04 98 3,35 06 7
C. Jenis Tanah
Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Agroklimat, Peta
Sumberdaya Tanah Eksplorasi Tahun 2000 Skala 1:1.000.000
klasifikasi jenis tanah yang ada di Kabupaten Sumba Barat terdiri
atas Hapludands Endoaquepts, Haplustepts Haplustalfs, Haplustepts
Ustorthents, Haplusterts Haplustepts, Haplustolls Ustortents,
Haplustolls Ustorthents, Paleustults Haplustepts. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:
Tabel 2-6 Hapludands Haplustepts Haplustepts Haplusterts Haplustolls Haplustolls Paleustults
Luas Wil ay ah Endoaquepts Haplustalfs Ustorthents Haplustepts Ustortents Ustorthents Haplustepts
433393 184,78 490,95 562379  10.632,66
Kecamatan Lamboya
Berdasarkan Wanukaka 7.387,07 199,42 522793  12.820,09
Jenis Tanah Laboya 160,08 - 260296  10.008,06 332895  16.091,94
Barat
Sumber : RTRW Loli 1.674,47 1.174,50 10.708,82 - 1355417
Kabupaten
1.443,77 636,08 4.057,36 6.138,34
Sumba Barat 5 Kot.a
Tahun 2011- Waikabubak
2031 Tana Righu - 220366 805433 260281 - 1291210
Jumlah 311824 1369145 220366 2320473 520562  10.499,00 14.180,73  72.149.30
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Tabel 2.7

Klasifikasi
Ketinggian
Kecamatan

Sumber : RTRW

2.1.1.4 Geologi

A. Geologi

Kabupaten Sumba Barat terbentuk dari 10 formasi

geologi, yaitu Formasi Jawila (Tmj), Formasi Masu (Tpm),

Aluvial dan Endapan Koastal (Qal), Formasi Kananggar (Tmpk),

Formasi Kaliangga (Qpk), Formasi Watopata (Tew), Formasi

Kabupaten Sumba 2

Barat Tahun
2011-2031

100-  200- =~ 300-
200 300 400

Lamboya - 6103 2103 1572 1573 906 307 1
Wanukaka 4958 5361 1.858 818 373

Laboya Barat 4822 649 3.004 1.336 461 4

Loli 217 217 319 2485 5964 3.767 208 60
Kota Waikabubak - 32 165 563  1.907 1.804

Tana Righu 2812 2844 1333 1.621 2383 1984 783 218

12.809 21.054 8.783 8.394 12.662 8.464 1.297 279

Waihekang (Tmpw), Batuan Terobosan (Tp), Formasi Pamalar

(Tmp) dan Formasi Praikajelu (Kp).

1.
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Formasi Jawila

Lava, dan breksi gunung api bersusunan andesit.
1 :lava berwarna kelabu tua, kompak, berstruktur aliran dan
bersusunan andesit.

br : breksi gunung api, berwarna hijau muda, kompak, sebagian
mengalami ubahan cukup kuat, mengandung sisipan tuf dan .
Satuan ini menindih Formasi Praikajelu, Formasi Watopata dan
Formasi Paumbapa secara tak selaras; dan tertindih Formasi
Waikabubak secara tak selaras. Berdasarkan ciri tersebut,
satuan ini diduga berumur, Miosen Awal. Laufer dan Kraeff
(1957) menduga satuan ini berumur Neogen Tua.

Formasi Masu

Lava, breksi gunung api dan tuf. Mempunyai keragaman dari
susunan yang bersifat asam sampai basa; terdiri dari riolit,

andesir, basal dan unakit.

12.565
13.368
16.123
13.236

4.471
13.979

73.742




r : terdiri dari lava, berwarna kelabu, kompak bertekstur
porfiritik, bersusunan riolit dan telah tersilikakan.
u : terdiri dari lava, breksi gunung api; berwarna kelabu
kehijauan, getas dan telah bertuah. Lava terdiri dari unakit.
b : lava, breksi gunung api, breksi tufan, dan tuf, berwarna
kelabu, kelabu kehijauan dan kompak, berkomposisi andesit,
sebagian mempunyai struktur aliran.
Satuan batuan ini diterobos oleh granit dan granodiorit;
tertindih Formasi Tanahroong dan Formasi Watopata secara tak
selaras. Berdasarkan ciri tersebut, diduga satuan ini berumur
Paleosen atau lebih tua.

3. Aluvial dan Endapan Koastal (Qal)
Tersusun atas bahan endapan lempung lanau, pasir dan kerikil.
Bahan endapan ini berumur kuarter, kala Halosen. Penyebaran
aluvium ini, dijumpai di Desa Kawangu bagian barat - utara dan
telah dipergunakan untuk persawahan.

4. Formasi Kananggar (Tmpk)
Terendapkan dalam lingkungan laut dalam dan diperkirakan
berumur tersier, kala miosen akhir. Formasi ini terdiri dari
perselingan batu pasir, baru pasir tufaan, napal tufaan, tuf dan
napal pasiran dengan sisipan batu gamping. Bagian bawahnya
terutama ditempati oleh batu pasir tufaan, tuf dan sisipan batu
gamping, setempat dijumpai adanya struktur sedimen yang
mencirikan endapan turbudit. Formasi yang sering dijumpai
pecahan batu apung berbutir halus sampai kasar, sedangkan di
bagian atas, disusun oleh batu kapur plagik dan napal.

5. Formasi Kaliangga (Qpk)
Terendapkan dalam lingkungan laut dangkal. Berdasarkan
kandungan fosilnya, formasi ini diperkirakan berumur kuarter,
kala Plistosen atau lebih muda. Tersusun atas batu gamping
terumbu yang berundak-undak, berwarna putih kekuningan dan

berongga, mengandung koral dan cangkang kerang. Penyebaran
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formasi ini terdapat di bagian timur wilayah kabupaten, mulai
dari pantai utara ke selatan, mencapai jarak antara 25-30 km,
dengan ketinggian tempat mencapai 400-500 meter dpl.

6. Formasi Watopata (Tew)
Batu gamping berwarna kelabu dan kuning kecoklatan. Fosil
yang dijumpai dalam satuan ini terdiri dari : Assilina sp.,
Pellatispira sp., Operculina sp., yang menunjukkan umur Eosen
(Kadar, 1975, hubungan tertulis) terendapkan dalam
lingkungan laut dangkal. Satuan ini mempunyai hubungan
menjemari dengan Formasi Tanahroong; dan menutupi batuan
alas tak selaras.

7. Formasi Waihekang (Tmpw)
Batu gamping, batu gamping lempungan, sisipan napal, napal
pasiran, napal tufan dan tuf. Fosil yang ditemukan dalam satuan
ini adalah : Globigerinoides oblicuus, Globorotalia acostaensis
dan Globorotalia altispira; menunjukkan umur Miosen Akhir-
Pliosen; terendapkan dalam lingkungan laut dangkal hingga
dalam. Satuan ini dengan Formasi Kananggar mempunyai
hubungan menjemari, menindih satuan dibawahnya secara tak
selaras.

8. Batuan Terobosan (Tp)
Batuan Terobosan : Sienit, diorit, granodiorit, dan granit.
Sy: Sienit; berwarna kelabu, pejal dan bertekstur hablur penuh.
Batuan ini menerobos Formasi Masu.
di : Diorit; berwarna kelabu kehitaman, pejal dan bertekstur.
Batuan ini menerobos Formasi Praikajelu dan Formasi Masu;
dan tertindih Formasi Watopata secara tak selaras.
gr : Granit; berwarna jingga kecoklatan, pejal dan bertekstur .
Satuan ini menerobos Formasi Praikajelu dan Formasi Masu;
dan tertindih Formasi Watopata serta Formasi Tanahroong
secara tak selaras pula. Berdasarkan ciri tersebut, diduga satuan

ini berumur Paleosen atau lebih tua. Berdasarkan hasil
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penanggalan radiometri pada gabro semu, menunjukkan + 61,5
juta tahun atau kisaran umur Paleosen (Verdier, 1980).

9. Formasi Pamalar (Tmp)
Susunan yang terdiri dari batu gamping dan batu lempung
lingkungan laut dangkal berumur Miosen Awal. Bagian atas
Formasi Pamalar menjemari dengan Formasi Tanadaro yang
berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, terdiri dari
batulempng dalam kondisi laut dalam.

10. Formasi Praikajelu (Kp).
Batu pasir grewake, serpih, batu lanau, batu lempung, napal,
batu pasir, lempungan dan konglomerat. Batu pasir grewake;
berwarna kelabu, kompak sebagian gampingan, lanauan dan
tufan; berbutir halus-kasar, menyudut dan pilahan buruk;
berlapis baik.
Batuan pelitik; terdiri dari batu lanau, batu lempung dan serpih;
berwarna kelabu kehijauan, kebiruan hingga hampir hitam;
berlapis baik; dan setempat memperlihatkan pecah-pecah.
Konglomerat terdiri dari konglomerat ortokuarsit dan
konglomerat para; massadasar pasir gampingan dan
pecahannya terutama silica dengan beberapa di antaranya fosil

moluska.
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Tabel 2.8

No Jenis Geologi Jumlah (Ha)
Luas Wilayah .
Kecamatan 1 Kahangga 9.645, 14
Berdasarkan 2 Praikajelu 4.048,86
Geologi Tahun 3 Jawila 8.630,55
2020 4  Waihekang 34.221,71
Sumber : RTRW 5  Alluvium and Coastal Deposits 1.760,51
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 6 Kananggar 2-4‘93;08
2011-2031 7  Masu 6.199,33
8 Watopata 4.540,97
9 Pamalar 392,08
10  Intrusive Rocks (Granodiorit) 171,21
Total 72.149.30
B. Landform

Kabupaten Sumba Barat dikelompokkan dalam 7 grup landform,

yaitu:

1. Grup Aluvial (A)
Merupakan landform muda (resen) yang terbentuk dari proses
fluvial (aktivis sungai), koluvial (gravitasi) atau gabungan dari
proses keduanya. Penyebaran landform aluvial umumnya di
sekitar sungai, dataran aluvial, pelembahan dan lereng bawah
dari perbukitan, seluas 17.159 ha (4,36%).

2. Grup Marin (M)
Landform muda (resen) yang terbentuk oleh proses marin, baik
yang bersifat konstruktif (pengendapan) maupun destruktif
(abrasi). Penyebaran landform marin umumnya di sekitar pantai,
seluas 11.159 ha (2,84%).

3. Grup Fluvio-marin
Landform yang terbentuk oleh gabungan dari aktivitas marin dan
sungai. Bahan endapan yang terbentuk merupakan perpaduan
karakteristik dari bahan aluvial dari endapan sungai dan bahan

marin dari endapan pantai. Penyebarannya ditemukan di pantai

utara dan selatan terutama di sekitar sungai besar seluas 348

(0,09%).
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4. Grup Karst
Terbentuk dari bahan batu gamping keras dan massif (terumbu
karang) dengan bentukan topografi tidak teratur, terbentuk
karena pengangkatan batu gamping, yang dilanjutkan dengan
pelarutan batu gamping. Penyebaran landform Kkarst
mendominasi wilayah Kabupaten Sumba Barat terutama di
bagian tengah sampai kearah pantai seluas 217.081 ha (55,21%).

5. Grup Tektonik (T)
Terbentuk akibat dari proses tektonik (orogenesis dan
epirogenesis), berupa proses angkatan, lipatan dan atau patahan.
Bentukan landform tersebut ditentukan oleh proses-proses di
atas dan sifat litologinya (struktural). Landform tektonik di
Kabupaten Sumba Barat mempunyai penyebaran di bagian timur
berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah terutama di bagian

pantai utara dan selatan seluas 73.522 ha (18,70%). Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

No Simbol Landform Buas L et

Tabel 2.9 1 | Grup Aluvial (A)
Klasifikasi A13 Dataran aluvial 2.090 0,53
Landform A.14 Dasar lembah 2.104 0,54
Kabupaten A.15 Jalur aliran 6.667 1,70
Sumba Barat A221 Dataran koluvial 6.144 1,56

A.223 Lereng koluvial 154 0,04
Sumber : RTRW 2 Grup Marin (M)
Kabupaten M.21 Dataran padang surut 605 0,15
Sumba Barat pasir
Tahun 2011-2031 M.41 Karang pinggir 10.554 2,68

3 | Grup Fluvio Marin (B)
B.2 Dataran estuarin 348 0,09

sepanjang muara
4  Grup Karst (K)

K.11 Permukaan karst plateau 1.268 0,32
K.21 Dataran karst 77.728 19,77
K.24 Poljes dataran karst 19.682 5,01
K.31 Perbukitan karst 114.073 29,01
K.325 Pelembahan perbukitan 4.330 1,10
karst
5  Grup Volkan (V)
V.111 Kepundan/kawah 87
V.132 Aliran lava subresen 2.813
V.31 Dataran volkan tua 1.074
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V.32 Perbukitan volkan tua 23.641 6,01

V.33 Pegunungan volkan tua 16.988 4,23

V.41 Leher volkan 51 0,01

V.44 Batolit 443 0,11

6 | Grup Tektonik (T)

T.111 Dataran tektonik datar 55 0,01

T.112 Dataran tektonik 2.268 0,58
berombak

T.113 Dataran tektonik 2.870 0,73
bergelombang

T.121 Perbukitan tektonik 32.414 8,24

T.122 Pegunungan tektonik 14.551 3,70

T.3 Bute 707 0,18

T.41 Teras angkatan datar 11.908 3,03

T.42 Teras angkatan berombak 2.664 0,68

T.92 Perbukitan paralel 6.085 1,55

7  Grup Aneka (X)

X.1 Escarpment 28.026 7,13

X.3 Badan air ( sungai, danau, 745 0,19
waduk)

X.8 Pulau-pulau 22 0,01

Jumlah 393.159 100

2.1.1.5 Curah Hujan

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat
menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu
produk. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten
Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2
musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni
sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan
tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim
kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret
arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan
Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini
berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan
pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian,
mengingat Sumba Barat dan umumnya NTT dekat dengan Australia,
arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera
Pasifik sampai di wilayah Sumba Barat kandungan uap airnya sudah
berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Sumba Barat lebih
sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia.
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Tabel 2.10

Curah Hujan
Kabupaten
Sumba Barat
Tahun 2020

Sumber :
Kabupaten
Sumba Barat
Dalam Angka
Tahun 2021

Hal ini menjadikan Sumba Barat sebagai wilayah yang tergolong
kering dimana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret, dan
Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif
kering. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Curah Hujan Harian Hujan

NO Sl Milimeter Hari
1 Januari 3.599 158
2 Pebruari 1.556 93
3 Maret 2.171 87
4 April 876 63
5 Mei 32 5
6 Juni 74 11
7 Juli 40 8
8 Agustus 365 31
9 September 181 13
10 Oktober 269 11
11 Nopember 1.208 54
12 Desember 951 50

2.1.1.6 Hidrologi

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air
permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama
air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya
eksploitasi sumber air permukaan untuk Kkepentingan
pembangunan. Kabupaten Sumba Barat memiliki 36 Daerah Aliran
Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 72.100,20 Ha. DAS terluas
adalah Kalada dengan luas 9.904,71 Ha. Sedangkan Kabupaten
Sumba Barat juga memiliki sungai sebanyak 47 dengan panjang
keseluruhan mencapai 1.374,88 Km dengan Sungai yang terpanjang
adalah Loko Kalada sepanjang 29,21 km Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini
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Tabel 2.11

Nama Sungai di

Kabupaten 1 Tamma Maurani 0,95
Sumba Barat 2 Loko Welawora 7,98
Sumber : 3 Loko Weemarada 11,65
RTRW Kabupaten 4 Loko Wasandari 14,84
%ﬁ: 5(;11?-’:2031 5 Loko Wangge 575
6 Loko Waikajelung 17,62
7  Loko Waibete 5,00
8 Loko Uburara 3,52
9 Loko Tengairi 1,54
10 Loko Subaka 22,21
11 Loko Puuwooeri 17,67
12 Loko Praingilu 5,82
13 Loko Praibakul 6,96
14 Loko Pombo 4,86
15 Loko Polapare 20,16
16 Loko Paikawata 11,65
17 Loko Ombalewa 2,49
18 Loko Ngedo 11,21
19 Loko Moda 10,19
20 Loko Matekaboko 7,73
21 Loko Matangira 8,03
22 Loko Marasa 3,74
23 Loko Lokoboro 8,02
24  Loko Letebukana 7,73
25 Loko Laliang 9,17
26 Loko Lalajangi 3,10
27 Loko Lakaraha 12,52
28 Loko Laimanokaka 1,65
29 Loko Kotana 3,66
30 Loko Kihi 7,00
31 Loko Kerimaraga 6,16
32 Loko Karendi 20,16
33 Loko Karenapu 10,31
34 Loko Kametimada 4,57
35 Loko Kalowo 6,85
36 Loko Kalada 29,51
37 Loko Kajoruk 5,38
38 Loko Kahobe
39 Loko Kadengar
40 Loko Kabunu
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41 Loko Golumareda 8,46

42 Loko Boduwitu 5,67
43 Loko Beradolu 8,13
44  Loko Bera 2,71
45 Loko Bakul 7,63
46 Loko Analoko 7,50
47 Sungai Lainnya (yang tidak bernama) 963,27
Jumlah 1.374,88
e I8 Nama DAS Ll‘;:s
Aliran Sungai
Kabupaten 1  Analoku 1.209,78
Sumba Barat 2 Dasang 1.270,59
Sumber : RTRW 3  Golumareda 2.735,83
Kabupaten 4  Kadengar 9.050,60
Sumba Barat
Tahun 2011- 5 Kahobe 346,20
2031 6  Kajoruk 1.050,44
7  Kalabara 647,94
8 Kalada 9.904,71
9 Kalowo 578,10
10 Karenapu 2.693,98
11 Labariri 6.921,33
12 Lakahara 711,05
13 Legihege 695,41
14  Letebukana 960,08
15 Libukaputka 861,90
16 Limateke 923,83
17 Loko Bakul 1.163,88
18 Loko Bera 665,48
19 Loko Lalang 1.056,02
20 Lokory 1.682,11
21 Mara 1.053,70
22  Matekaboko 672,54
23 Moda 1.953,08
24 Ngedo 1.442,44
25 Paikawata 2.792,47
26 Palakaweyewa 7.756,82
27 Pombo 326,38
28 Ramukwaru 2.177,85
29 Tanakaka 1.562,36
30 Uburara 1.043,05
31 Wairasa 356,93
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32  Watukalabar 1.016,15

33 Weekasi 1.863,05
34 Weemerada 1.434,03
35 Weitapou 537,33
36 | Welawora 982,76

Jumlah 72.100,20

2.1.1.7 Klimatologi

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat
menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu
produk. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten
Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya terdapat 2
musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni
sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan
tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim
kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan April
arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan
Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini
berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan
pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian,
mengingat Sumba Barat dan umumnya NTT dekat dengan Australia,
arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera
Pasifik sampai di wilayah Sumba Barat kandungan uap airnya sudah
berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Sumba Barat lebih
sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia.
Hal ini menjadikan Sumba Barat sebagai wilayah yang tergolong
kering dimana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret, dan
Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif

kering. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.
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Gambar 2.2
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2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumba Barat terdiri dari
penggunaan lahan hutan, tegalan, padang rumput, permukiman,
sawah tadah hujan, semak belukar, kebun, danau, sawah irigasi dan
rawa. Pengunaan lahan di Kabupaten Sumba Barat didominasi oleh
kawasan tidak terbangun berupa kawasan semak belukar seluas
29.806,7 Ha. Sedangkan kawasan terbangun berupa permukiman

seluas 376,4 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.13

berikut.
Tabel 2.13
Penggunaan
12‘3};%“ drfah“n 1 Lamboya 1500 1953  3.186,0 359 6979 50994 8142 247 9070 499 = 12.5650
Kabupaten 2 Wanukaka 930 3443 35413 45 17406 52669 11240 203 . - 133680
Sumba Barat 3 Laboya 240 1952 21530 61 4575 93668 4896 28 2980 - 161230
Barat
Sumber : RTRW 4 Lol . 6654 42499 639 15490 53068 4788 06 694 - 132360
Kabupaten Sumba
Barat Tahun Kota 104 1082 19768 1309 9518 7401 2432 10 . - 44710
2011-2031 Waikabubak
6  TanaRighu 585 14702 7937 950 1469 4026 5459 ; ; - 139790
Total 3.359 2978  22.300 376 5.543  29.806 3.695 495 1274 499 73.742

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang memiliki potensi

yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan daerah.
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Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rencana umum

pengembangan wilayah yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang

wilayah Kabupaten Sumba Barat serta didasarkan pada

karakteristik wilayahnya, Kabupaten Sumba Barat diarahkan

menjadi 4 pusat pertumbuhan yaitu:

a. PKWp di Perkotaan Waikabubak.

b. PKLp di Perkotaan Kabukarudi.

c. PPK di Perkotaan Dokakakaka, Perkotaan Gaura, Perkotaan
Taramanu, Perkotaan Malata dan Perkotaan Kareka Nduku.

d. PPL di Desa Tana Rara, Desa Watu Karere, Desa Mamodu, Desa
Patiala Dete dan Desa Wee Patola

Dari sisi wilayah pengembangan maka pengembangan daerah

Kabupaten Sumba dapat dibagi sebagai berikut:

1. Wilayah Utara
memiliki potensi sebagai potensi pengembangan jalur distribusi
barang dari laut melalui pengembangan Dermaga di Lokory
Kecamatan Tanarighu serta pengembangan peternakan dan
perkebunan,

2. Wilayah tengah
Sebagai pusat pelayanan ibukota Kabupaten berupa pusat
pemerintahan, perdagangan dan jasa serta sumber pangan
dengan mempertahankan lahan pertanian basah yang ada di
perkotaan Waikabubak.

3. Wilayah selatan
memiliki potensi pengembangan di sektor perikanan,
pariwisata, perkebunan, peternakan dan budaya. Adanya
potensi untuk pengembangan sentra perikanan tangkap di
Kecamatan Wanukaka, terdapat beberapa kampung adat dan
atraksi pasola yang menjadi daya tarik wisatawan dan sudah
menarik wisatawan mancanegara.

4. Wilayah pesisir selatan
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Terdapat resort Nihiwatu yang menjadi primadona dan berkelas
internasional yang sudah terkenal keseluruh penjuru dunia.
Selain itu, berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Sumba
Barat maka Sumba Barat memiliki potensi yang dikembangkan
sebagai kawasan budidaya. Kawasan tersebut adalah kawasan di
luar kawasan lindung yang menurut fungsi dominannya seperti
kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian,
kawasan perkebunan, perikanan, pertambangan, industri,
parawisata, permukiman, kawasan hankam dan kawasan tertentu.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031
maka potensi sumber daya yang diperuntukkan bagi wilayah
budidaya terbagi menjadi beberapa kawasan yang akan dijelaskan

lebih lanjut pada pembahasan selanjunya.

2.1.2.1 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata menjadi salah satu ikon penting yang berada
pada Kabupaten Sumba Barat. Selain didukung dengan kondisi alam
yang baik, pengaruh budaya menjadi salah satu kekhasan tersediri
yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat. Sumba Barat merupakan
salah satu Destinasi wisata dengan memiliki Potensi - Potensi
pariwisata tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 3

kelompok utama yaitu:
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Tabel 2.14

Potensi Wisata
dan Kebudayaan

Sumber : Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Tahun 2020

Tabel 2.15

Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
Kabupaten
Sumba Barat
Tahun 2017-
2020

Sumber : Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten
Tahun 2021

Wisata Alam Wisata Budaya Event Budaya

Atraksi Pasola
Wulla Podu

Pantai Rua
Pantai Nihi Watu
Pantai Pahiwi

Kampung Adat Kadoku
Kampung Adat Wai Galli
Kampung Adat Waikawolu
dan Kampung Waiwuli
Kampung Adat Prai Golli
Kampung Adat Bodo Ede
Kampung Adat Tabera
Kampung Adat Gelle Koko
Kampung Adat Waitabar
Kampung Adat Wee
Kalowo

Kampung Adat Tarung
Kampung Adat
Bondomaroto

Kampung Adat Tambelar
dan Paleti Lolu

Kampung Adat Praijing

Pantai Lai Liang

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa potensi wisata alam terbagai
menjadi 4 jenis wisata dimana salah satu pantainya yaitu Pantai Nihi
Watu sudah terkenal sampai ke level international. Sementara itu,
untuk wisata budaya, Kabupaten Sumba Barat memiliki 14 jenis
kampung adat sedangkan untuk event budaya terdapat dua jenis
kegiatan yaitu Atraksi Pasola dan Wulia Padu.

Pariwisata mengalami perkembangan cukup pesat selama periode 4

(empat) tahun terakhir seperti pada tabel 2.15

Uraian 2017 2018 2019 2020
Domestik 4561 4052 1451 2273
Manca Negara 3711 3432 555 821

Rata - Rata Lama Menginap
Domestik 3 3 3 3
Manca Negara 3 3 3 3
Jumlah Kunjungan Event
Domestik dan 23995 125108 61940 11

Manca Negara
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Potensi tersebut jika dikelola secara optimal maka akan ikut
mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat. Hal ini
misalnya bisa dilihat dari kenaikan jumlah rumah makan. Sejak
tahun 2016 - 2019 telah terjadi kenaikan jumlah rumah makan yang
hampir mencapai 2 kali jumlah rumah makan sejak tahun 2016.

Tren tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut.
Gambar 2.3

Jumlah Rumah
Makan/Restoran
Menurut Kecamatan
Kabupaten Sumba
Barat Untuk Tahun
2017 - 2020

Sumber : Kabupaten
Sumba Barat Dalam
Angka 2021 25 25 25
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Lamboya Wanukaka Laboya Barat Loli Kota Tana Righu
Waikabubak

2017 m2018 m2019 m2020

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan rumah makan di
Kabupaten Sumba Barat masih berpusat di Kota Waikabubak.
Sementara itu, untuk Kecamatan Lamboya, Wanukaka, Laboya Barat,
dan Tana Righu jumlah pertumbuhan rumah makannya sangat
terbatas.

Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya
memaksimalkan potensi pariwisata adalah dengan ketersediaan
hotel. Jenis hotel terbagi menjadi dua yaitu hotel berbintang dan
nonbintang. Hotel berbintang di Provinsi NTT hanya terdapat pada
5 wilayah salah satunya di Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu,
pertumbuhan hotel menjadi aspek penting untuk bisa

memaksimalkan manfaat dari potensi pariwisata di NTT secara

umum dan Kabupaten Sumba Barat secara khusus. Adapun rincian
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Tabel 2.16

Jumlah Hotel
Berbintang dan
Nonbintang di
Kabupaten Sumba
Barat dan Provinsi
NTT

Sumber : Provinsi
NTT dalam angka
tahun 2021

terhadap kapasitas hotel di Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi

NTT secara umum tersaji pada tabel 2.16 berikut :

Kontribusi

Sumba Provinsi
Barat (III
S0 2019 2020 2019 2020

Jenis
Hotel (I)

Kapasitas

Hotel Akomodasi 2 2 31 31 645% 6,45%

Berbintang Kamar 40 40 2.309 2313 1,73% 1,73%
Tempat 47 66 3.840 3907 1,22% 1,69%
Tidur

Hotel Akomodasi 11 14 467 499  2,36% 2,81%

Nonbintang Kamar 172 173 7.318 7.564 235% 2,29%
Tempat 310 310 12.817 12960 2,42% 2,39%
Tidur

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa hotel berbintang di Kabupaten
Sumba Barat relatif tidak mengalami pertumbuhan selain jumlah
tempat tidur. Sementara itu, untuk hotel nonbintang juga tidak
menunjukkan pertumbuhan selain pada aspek akomodasi. Jika
dilihat secara keseluruhan maka dapat dilihat bahwa kontribusi
aspek perhotelan di Kabupaten Sumba Barat relatif kecil pada kedua
jenis hotel tersebut. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian lebih bagi
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Selain didukung dengan
potensi wisata yang cukup besar, Sumba Barat juga merupakan
bagian dari provinsi NTT yang pada level international telah
memiliki nama sebagai salah satu tempat destinasi wisata terbaik di
dunia. Oleh karena itu, untuk memastikan wisatawan dapat tinggal
lebih lama di Kabupaten Sumba Barat maka salah satu yang perlu
dibenahi adalah ketersediaan perhotelan yang memadai baik dari

segi kuantitas maupun kualitas.

Pengembangan Aspek Kelembagaan di sektor pariwisata Kabupaten
Sumba Barat dibuktikan dengan dibentuknya beberapa kelompok/
lembaga yang mengangani urusan pariwisata dapat dilihat pada

table berikut
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Tabel 2.17

Jumlah
Kelembagaan
Sektor Pariwisata

Sumber : Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten Tahun
2021

No. Uraian Jumlah ‘

1. DesaWisata @ 6DesaWisata
2.  Kelompok Sadar Wisata 9 Kelompok
3.  SSC (Sumba Surfing Club) 1 SSC

4. Kelompok Tata Kelolah Destinasi 1 Kelompok
5. Kelompok Sanggar Kesenian 10 Kelompok

Pengembangan aspek kelembagaan ini berfungsi untuk memberikan
peluang dalam pembangunan di daerah khususnyapengembangan

sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat.

2.1.2.2 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang
diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang berada di daerah perkotaan atau daerah perdesaan.
Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk
permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh
lahan pertanian, tegalan, perkebunan. Sementara itu, Kawasan
permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk
kegiatan permukiman dengan kegiatan utamanya non pertanian
(dominasi kegiatannya bersifat kekotaan) dan umumnya ditunjang
oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas
peribadatan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan.
Untuk prosentase kawasan permukiman yaitu seluas 376,4 Ha dari
keseluruhan luas wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan di
wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Namun demikian, sampai dengan tahun 2020 baru sekitar 55,4 %
rumah tangga di Sumba Barat yang memiliki akses listrik PLN
(Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat). Lebih lanjut, pada tahun
yang sama terdapat sekitar 2,02 persen rumah tangga tinggal di
rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m? sementara salah satu

syarat rumah sehat menurut WHO adalah rumah tinggal yang
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Tabel 2.18

Statistik
Perumahan
Kabupaten Sumba
Barat

Sumber : Susenas
2018 - 2020 dalam
Statistik Daerah
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

Gambar 2.4

Jumlah Sarana
Perdagangan
Menurut Jenisnya
di Kabupaten
Sumba Barat
Tahun 2017 -
2020

Sumber :
Kabupaten Sumba
Barat Dalam
Angka 2021

memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m2 Adapun data statistik

perumahan yang lebih lengkap disajikan pada Tabel 2.18 berikut.

Uraian 2018 2019 2020

Rumah tangga dengan luas lantai < 20 m?2 (%) 4,76 3,42 2,02
(Perkotaan + Perdesaan)
Rumah Tangga menurut kualitas

perumahan(%) 85,10 90,73 89,15
1. Lantai bukan Tanah 69,93 74,18 78,59
2. Atap bukan dedaunan/rumbia 52,46 26,84 24,51
3. Dinding Bambu

Rumah yang sumber utama air minumnya 3,6 0,83 5,33
adalah air kemasan, isi ulang, dan/atau leding

Penerangan rumah tangga dengan 7198 73,56 74,11
menggunakan PLN

Tabel 2.18 menunjukkan bahwa perumahan masih menjadi isu yang
cukup penting di Kabupaten Sumba Barat. Sampai dengan tahun
2020 terdapat 74,11% lebih perumahan masyarakat yang belum
menggunakan listrik PLN. Sementara itu, untuk penggunaan sumber

air minum yang idel hanya sebesar 5,33%.

2.1.2.3 Kawasan Perindustrian

Kawasasan industri merupakan kawasan tempat berlangsungnya

kegiatan ekonomi masyarakat yang terletak pada suatu lokasi

962
843
550 300 I
200 205 205 207
115 125 130 135
15 12 12 14 i [ .

Kios Warung
2017 m2018 W2019 W2020
tertentu. Berdasarkan jenisnya, jumlah sarana perdagangan di

Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa secara total terdapat kenaikan

sarana perdagangan yang sangat signifikan di tahun 2020 jika
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh
kenaikan jumlah kios sebesar 65% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya Selain itu, untuk jumlah toko dan warung mengalami
kenaikan tetapi kenaikannya tidak sebesar kenaikan jumlah kios.
Hanya jumlah pasar yang mengalami penurunan dimana pada tahun
2017 terdapat 15 pasar namun di tahun 2018-2019 jumlah pasar
hanya sebanyak 12 pasar, sedangkan tahun 2020 menjadi 14 pasar.
Sementara itu, jika melihat komposisi jumlah pedagang per
kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Waikabubak
menjadi sentral perdagangan di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini
ditunjukkan dengan jumlah pedagang yang hampir 1/3 berada di
Kecamatan Kota Waikabubak, baik pedagang besar, menengah, dan
kecil. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.5 berikut.
Gambar 2.5

Jumlah Pedagang
Menurut
Kecamatan di
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2020

Sumber :
Kabupaten Sumba
Barat Dalam Angka
2021

42
ol o

0

Lamboya Wanokaka Laboya Barat Loli Kota Tana Righu
Waikabubak

M Pedagang Besar M Pedagang Menengah M Pedagang Kecil

2.1.2.4 Kawasan Pertanian

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
belum membentuk peraturan terkait Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LCP2B). Sehingga regulasi perlindungan lahan pertanian

berkelanjutan yang bersifat delegatif ini menjadi prioritas.
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Tabel 2.19

Luas Lahan
Sawah dan Jenis
Pengairan di
Kabupaten Sumba
Barat Berdasarkan
Kecamatan Tahun
2020

Sumber : Sumba
Barat dalam
angka tahun 2021

Tabel 2.20

Luas Panen,
Produksi,
Produktivitas Pada
di Kabupaten
Sumba Barat
Berdasarkan
Kecamatan Tahun
2020

Sumber Sumba
Barat dalam angka
tahun 2021

Pada tahun 2020 penduduk yang bekerja di Kabupaten Sumba Barat
sebanyak 51,49% berada pada sektor pertanian. Sementara itu,
kontribusi sektor pertanian sebesar 26,93 persen terhadapa PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020
(sumber: Kabupaten Sumba Barat dalam angka). Luas lahan sawah
yang digunakan untuk pertanian sebesar 9.590 hektare dan sebagian
besar lahan sawah bertempat pada Kecamatan Loli dengan luas
lahan sebesar 3.937 hektare sementara yang terendah berada di
Kecamatan Tanah Righu dengan luas lahan sebesar 75 hektare.
Adapun penggunaan lahan dari masing-masing kecamatan dapat

dilihat pada Tabel 2.19 berikut.

Non

Kecamatan Irigasi s Jumlah
Irigasi

1 Lamboya 420 625 1.045
2 Wanokaka 1.174 380 1.554
3 Laboya Barat 42 715 757
4 Loli 780 3.157 3.937
5 Kota Waikabubak 369 1.853 2.222
6  Tana Righu 62 13 75

Total 2.847 6.743 9.590

Sementara itu, jika melihat kapasitas produksi padi per luas panen
pada tahun 2020 maka rata-rata produktivitasnya sebesar 3,55
ton/ha. Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Kota Waikabubak
memiliki kapasitas tertinggi dengan 3,62 ton/ha sementara itu
Kecamatan Loli hanya menghasilkan 3,53 ton/ha. Adapun
produktivitas masing-masing kecamatan tersebut dapat dilihat lebih
lanjut pada tabel berikut.
Luas

No Kecamatan Panen
(ha)

Produksi Produktivitas

(ton) (ton/ha)

1 Lamboya 1.858 6.720,12
2  Wanokaka 1.752 6.174,00
3 Laboya Barat 3.876 13.625,20
4 Loli 4.513 15.917,00
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5 Kota Waikabubak 2.326 8.415,01 3,62
6  Tana Righu 692 2.437,00 3,52
Total 15.017 53.288,33 3,55

2.1.2.5 Kawasan Perkebunan

Untuk hasil perkebunan di Kabupaten Sumba Barat dikelompokkan
menjadi 4 jenis hasil perkebunan yaitu hasil perkebunan kelapa,
kopi, kakao, dan lainnya. Adapun hasil perkebunan dari masing-

masing kecamatan tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel

berikut.

Tabel 2.21

Kecamatan

Hasil Komoditi

Wanokaka Loili Kota Tana

Laboya

Lamboya

Perkebunan Barat Waikabubak Righu
Kabupaten Kelapa Luas Areal 660 3.370 730 669 476 1.691
Sumba Barat 1) (ha)
Tahun 2020 Produksi 80 680 67 11 35 180
(ton)
Sumber Sumba Produktivit ~ 12,12%  20,18%  9,18% 1,64% 735%  10,64%
Barat dalam as (ton/ha)
angka tahun 2021 \ee I e Areal 121 120 1426 288 358 45
(2) (ha)
Produksi 18 5 52 10 10 14
(ton)
Produktivit ~ 14,88% 417%  3,65% 3,47% 2,79%  31,11%
as (ton/ha)
Kakao Luas Areal 241 11 1.573 6 56 46
(3) (ha)
Produksi 8 2 41 2 5 6
(ton)
Produktivit 3,32% 18,18%  2,61% 33,33 893%  13,04%
as (ton/ha) %
Lainny Luas Areal 353 4.068 296  1.072 16 2.675
a(4) (ha)
Produksi 65 339 32 148 3 475
(ton)
Produktivit ~ 18,41% 833% 10,81 13,81 18,75%  17,76%
as (ton/ha) % %
Total Luas Areal 1.375 7.569  4.025 2.035 906 4.457
(ha)
(1+2+3+4
)
Produksi 171 1.026 192 171 53 675
(ton)
(1+2+3+4
)
Produktivi  12,44% 13,56% 4,77% 8,40 585% 15,14%
tas %
(ton/ha)
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Tabel 2.21 menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas lahan yang
digunakan untuk perkebunan dan hasil produksi yang terbesar
berada di Kecamatan Wanokaka sementara yang terendah berada
pada Kecamatan Kota Waikabubak. Namun jika dilihat dari aspek
produktivitas hasil perkebunan maka Kecamatan Tana Righu
menjadi yang tertinggi dan yang terendah Kecamatan Laboya Barat.
Hasil ini menunjukkan bahwa potensi perkebunan yang dimiliki oleh
Kabupaten Sumba Barat sebenarnya cukup besar namun disisi lain
hasil produksi kebun yang diperoleh relatif masih sangat kecil
dimana nilai produktivitas dari hasil-hasil perkebunan tersebut

tidak ada yang sampai 20% dari total lahan yang digunakan.

2.1.2.6 Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah tempat galian untuk pengambilan
endapan berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di
bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Penggunaan
bahan galian di Sumba Barat masih didominasi oleh pasir dan batu
(termasuk batu kali, batu kerikil, dan batu potong), yang termasuk
dalam bahan galian golongan C. Pada tahun 2020 sektor ini memberi
kontribusi sebesar 24,77 miliar terhadap perekonomian Kabupaten
Sumba Barat. Angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya dimana kontribusi sektor pertambangan dan
penggalian di tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 22,22
miliar dan 23,90 miliar rupiah (sumber: Sumba Barat Dalam Angka

Tahun 2021).

2.1.2.7 Kawasan Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Sumba Barat mempunyai potensi kelautan dan
perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal dan
berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah
Kabupaten Sumba Barat (RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun
2011-2031). Dimana arah pengembangan wilayah tersebut
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Tabel 2.22

Desa yang
Mempunyai
Potensi Perikanan
dan Kelautan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2020

Sumber : RTRW
Kabupaten Sumba

Barat Tahun 2011-

2031

dijelaskan bahwa potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk
dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan
pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Laboya Barat,
Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka. Ketiga daerah
tersebut berada pada wilayah kawasan pesisir selatan dengan luas
421 km? dan panjang pantai + 56 km yang berhadapan langsung

dengan Samudera Indonesia. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada

tabel berikut.

Perikan Tawar
an ut

Tangka

Payau

Proses
Identifikasi

1  Laboya Harona Kalla
Barat

Patiala Dete
Gaura
Watana

< 2 2 <

Proses
Identifikasi
Proses
Identifikasi
v v

2 lLamboya = Watu Karere

< < < 2 2 < T
< < < 2 2 <

Patiala Bawa
Sodana
Weeibo
Laboya Bawa
Laboya Dete
Kabukarudi

3  Wanukaka Waihura Proses

Identifikasi
Proses
Identifikasi

< 2 2 2 =2 2 2

Baliloku

Pahola

Rua Proses

Identifikasi

< < 2 < <
< < 2 < <

Hobawawi
Hupumada
Praibakul

4 Lol Lapale
Kel. Weekaroku
Dedekadu
Beradolu
Kel. Sobawawi
Dokaka
Padira Tana

22 2 2 2 2 2 2 2 =2 <
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Tabel 2.23

Produktivitas
Hasil Perikanan
Untuk Tahun
2020

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2021

Kel. Loda Pare
Uburaya

Ubu Pede
Tanarara
Baliledo

Kel. Sobawawi
Tebara
Kalimbukuni

Kel. Kampung
Sawah

Kel. Kampung
Baru

Kel. Komerda

Kel. Wailiang
Kel. Padaeweta
Lokory \/ \/

5 Kota
Waikabub
ak

< 2 2 < 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Proses
Identifikasi

6 Tana
Righu
Proses
Identifikasi
Total 12 12 36 1

Tabel 2.22 menunjukkan bahwa potensi perikanan yang paling besar

Malata

berada pada sektor air tawar dengan jumlah yang mencapai 36 desa.
Sementara itu, untuk potensi perikanan tangkap dan laut masing-
masing terdapat di 12 desa dan payau memiliki potensi sebanyak 1
desa yang telah terindentifikasi. Lebih lanjut, potensi perikanan
terbesar berada di Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Laboya
Barat. Hal ini juga tercermin dari hasil produksi perikanan di kedua
kecamatan ini yang memiliki nilai produksi tertinggi dari enam
kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun hasil produksi
perikanan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada

tabel berikut.

Kecamatan

Keterangan Uraian Kota

Lamb Wano L;ZO Loli Waik Tana
oya kaka Barat azﬁb Righu
lah Perikanan
Jumla Tangkap di 389 1157 122 O 0 30
Rumah Laut
Tangga -
Perikanan ~ Perikanan
(1) Perairan 22 76 177 96

Umum Daratan
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Perikanan

Produksi Tangkap di 490 1582 840 0 0 106
. Laut
Perikanan .
(Ton) (2) Perikanan
Perairan 0,8 7,63 0 563 8,08 0,27
Umum Daratan
Perikanan
Nilai . 2450 791 42.0
Produksi Tangkap di 0 00 00 0 0 53.000
. Laut
Perikanan .
(Juta Perikanan
Rupiah) (3) Perairan 40 381 - 281 404 13
p Umum Daratan
Produktivitas Hasil Perikanan 115
1,25 389 122 0 0
(2)/(1) 7

Tabel 2.23 menunjukkan bahwa terdapat empat Kecamatan sebagai
penghasil perikanan di Kabupaten Sumba Barat untuk tahun 2020.
Produksi hasil perikanan, nilai produksi perikanan, dan jumlah
rumah tangga perikanan tertinggi berada di Kecamatan Wanokaka
sementara yang terendah dari ketiga aspek tersebut berada di
Kecamatan Tanah Righu. Namun demikian, jika ditinjau dari aspek
produktivitas yang dihitung dari produksi perikanan dibandingkan
jumlah rumah tangga perikanan maka Kecamatan Laboya Barat
menjadi Kecamatan dengan produktivitas yang tertinggi, terendah
berada Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanokaka yang
memiliki jumlah hasil produksi tertinggi ternyata memiliki

produktivitas hasil perikanan yang cukup rendah.

2.1.2.8 Kawasan Peternakan

Terkait aspek kesehatan ternak di Kabupaten Sumba Barat,
organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dan memiliki
kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan atau otoritas
veteriner belum terbentuk. Adapun kondisi kesehatan masyarakat
veteriner mulai membaik seperti kasus penyakit ASF, tingkat
kejadiannya tidak ada lagi. Untuk kasus penyakit surra, tingkat
kejadiannya kecil dan terjadi di tiga kecamatan yakni Kecamatan

Lamboya, Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Loli. Penyakit yang
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Tabel 2.24

Populasi Ternak
Untuk Tahun 2020

Sumber

Dinas Peternakan
Kab. Sumba Barat
tahun 2021

masih ada dan menyebar yakni penyakit hog cholera, kolik, cacingan

dan bloat, tetapi dalam jumlah kasus kecil.

Kabupaten Sumba Barat hanya memiliki 1 (satu) Rumah Potong
Hewan (RPH) yakni RPH Ruminansia, serta 6 (enam) Pusat

Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang tersebar di enam kecamatan.

Kabupaten Sumba Barat mempunyai potensi untuk pengembangan
kawasan peternakan di masing-masing kecamatan. Adapun populasi

ternak di Kabupaten Sumba Barat untuk masing-masing kecamatan

ditunjukkan lebih lanjut pada tabel berikut.

g © = =
g = 3 Q <
o X m = c = 0
Q o < o 45 o] ~
g = > = ~ 8 «
(3} ] o =] =
3 s | 2 5 8
3 = =
Sapi Populasi 266 414 233 280 143 523
Pot 1
otong (1) Produksi
daging
(kuintal)
Kerbau (2) Populasi 2.995 2.570 1.503 2.408 1.762 1.120
Produksi
daging
(kuintal)
Kuda (3) Populasi 1.434 405 616 592 353 488
Produksi
daging
(kuintal)
Kambing Populasi 1.828 720 528 303 279 1.515
4
(4) Produksi
daging
(kuintal)
Domba (5) Populasi 11 0 0 0 0 0
Produksi
daging
(kuintal)
Populasi 1.066 411 253 1.229 602
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Tabel 2.25

luas kawasan
Hutan di
Kabupaten Sumba
Barat tahun 2020

Sumber

Dinas Peternakan
Kab. Sumba Barat
tahun 2021

Babi (6) Produksi

daging
(kuintal)
Total Populasi Ternak 7.600 4.520 3.133 4.812 3.139 6.455
(1+2+3+4+5+6)
Ayam Populasi 58.789 = 54.854 28.088 49.495 47.189 34.612
Kampung
()
Ayam Populasi 1.631 4372 1336 26.601 25.584 15.857
Pedaging
(8)
Itik (9) Populasi 370 1.095 317 1.654 1.671 958

Total Populasi Unggas  60.790 60.321 29.741 77.750 74.444 51.427
(7+8+9)

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa populasi ternak didominasi oleh
ternak Kerbau sementara untuk jenis unggas didominasi oleh ayam

kampung di seluruh kecamatan.

2.1.2.9 Kawasan Kehutanan

Kawasan hutan merupakan salah satu kawasan potensial yang bisa
dikelola menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan jenis kayu hutan
yang diproduksi maka terdapat empat jenis kayu hutan yang telah
diproduksi di tahun 2020 yaitu Rimba Campuran sebanyak 27,8858
m2, Rimba Istimewa sebanyak 68,3873 m2, Rimba Indah sebanyak
104,3547 m?, dan MPTS sebanyak 19,9241 m2. Sementara itu, luas
kawasan Hutan di Kabupaten Sumba Barat sebesar 7.543,56 (ha)
yang dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Fungsi

Nama Kawasan RTK Luas Lokasi
Hutan

Watu Mbolo (Tata 65 48,01 Produksi Melintasi Kec Loli dan
Batas) Sumba Barat Daya
Kanungga Rara (Tata 52 794,97 Produksi Melintasi Kec Tana Righu
Batas)
Gollu Kare (Belum Tata 59 1009,4 Produksi Kec Laboya Barat, Desa
Batas) 3 Wetana
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Lamboya 3 2860,2 Produksi Kec. Lamboya, Kec. Laboya
(SK.P/Pemancangan 9 Barat, dan Sumba Barat
Sementara) Daya
Pogo Bina (Tata Batas) 19 279,85 Produksi Kec. Loli
Pola Pare Cako (Belum 27 412,38 Produksi Kec. Laboya Barat dan
Tata Batas) Sumba Barat
Total 5404,93 (1)
Omba Kaporota (Tata 21 98,85 Produksi Kec Kota Waikabubak, Desa
Batas) Terbatas = Puu Mawo, dan Soba Rede
Kalada Wogo (Tata 20 341,41 Produksi Kec Kota Waikabubak, Loli,
Batas) Terbatas dan Sumba Tengah
Weepada (Belum Tata 54 377,25  Produksi Kec Loli dan Sumba Tengah
Batas) Terbatas
Total 817,51 (2)
Rangga Dongu (*) 76 48,79 Hutan = Melintasi Kec Loli dan
Lindung = Sumba Tengah
Poronombu (Tata 4 1142,0 Hutan Melintasi Kec Tana Righu,
Batas) 6 Lindung Loli, dan Sumba Barat Daya
Rabawi Kaliasin 30 65,83 Hutan Melintasi Kec Loli, Tana
Lindung @ Righu, dan Sumba Tengah
Total 1256,68 (3)
Mati Katillu 29 500 APL Kec Loli dan Kec Lamboya
Total 500 (4)

Total Luas Lahan 7979,12 (1+2+3+4)
Tabel 2.25 menunjukkan bahwa berdasarkan fungsinya maka

terdapat 4 fungsi hutan yang berada di Kabupaten Sumba Baratyaitu
Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, dan
Hutan APL. Luas hutan terbesar yaitu hutan produksi dimana
luasnya mencapai 5.404,93 (ha), yang terkecil untuk Hutan APL
dengan luas yang mencapai 500 (ha) dan hutan lindung yang

memiliki luas lahan sebesar 1256,68 (ha).

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sumba Barat memiliki beberapa lokasi yang memiliki
potensi bencana seperti kebakaran, longsor, pergerakan tanah dan
banjir. Kawasan rawan longsor yaitu daerah Lapale, Rua, Sodana,
Raka, Dira Tana, Parimotu, Lolo Kolaka, Waibangga. Sedangkan
daerah-daerah rawan banjir adalah daerah berada di sekitar daerah
aliran sungai, yaitu sungai Kadengara, Lahi Kaninu, Tabaka Dana,
Loko Bakul dan Loko Kalada dan wilayah pesisir antara lain

Waihura, Wanokaka, Rua, Marosi dan Mambang.
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Tabel 2.26

No Uraian 2018 2019 2020
Banyaknya
Bencana Alam 1 Ban]'ir 11 7 i
yang Terjadi
menurut Jenis 2 Tanah Longsor 7 - -
Bencana Tahun 3 Gempa Bumi 7 9 )
2018-2020

Jumlah 25 16 -
Sumber Sumba  Selain potensi bencana alam di Kabupaten Sumba Barat ada potensi

Barat dalam

angka tahun 2021 hencana sosial berupa kebakaran kampung mengingat jumlah
perkampungan sangat banyak, dimana kampung-kampung situs
berjumlah 25 kampung, kampung adat berjumlah lebih dari seratus
kampung. Selain itu, pola permukiman di kampungkampung jarak
antar rumah sangat berdekatan satu sama lain dan beratapkan

alang-alang sehingga rawan terhadap kebakaran.
2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat sesuai data publikasi BPS
dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan.
Pada Tabel 2.21 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk
setiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Rata-rata kenaikan jumlah
penduduk ialah sebesar 1,56%. Jumlah penduduk pada tahun 2020
sebanyak 145.097 jiwa yang terdiri Laki-laki sebanyak 74.338

jiwa dan Perempuan sebanyak 70.759 jiwa.

Tabel 2.27 ‘
Jumlah

Penduduk 1 Perempuan (Jiwa) 59.895 60.858 61.789 62.814 70.759
Menurut Jenis . P

Kelamipor 2 Laki-Laki (Jiwa) 64018 64918  66.083  66.896  74.338
2016-2020 Jumlah 123913 125776 127.872 129.710 145.097

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2021
2.1.4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk di Kabupaten Sumba Barat mayoritas beragama Kristen

Protestan yang kemudian diikuti Kristen Katolik. Selanjutnya

penduduk Kabupaten Sumba Barat juga menganut agama Islam,
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Tabel 2.28

Jumlah
Penduduk
Menurut Agama
Tahun 2015-
2019

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2020

Tabel 2.29
Jumlah Penduduk
Menurut
Kelompok Umur
Tahun 2016-2020

Sumber
Berdasarkan
Proyeksi
Penduduk dalam
Kabupaten Sumba
Barat dalam

Hindu, Budha, dan aliran kepercayaan lainnya yang dirinci

berdasarkan populasi.

1 Islam 6.870 7.487 10.476 10.476 10.476
2 Protestan 56.823  71.342 73911 73.278 73.578
3  Katolik 29.215 32.330 32.330 32.330 35.559
4  Hindu 248 253 353 253 242
5 Budha - 16 16 - -
6  Lainnya - 12946 12946 12.946 -

2.1.4.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba BaratSumba Barat berdasarkan
kelompok usia menunjukkan bahwa Penduduk Kabupaten Sumba
Barat memang didominasi oleh usia produktif. Pada tahun 2020
jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak
75.644 jiwa, sedangkan yang berusian di bawah 15 tahun ialah
sebanyak 48.761 jiwa. Selain itu terdapat 5.305 jiwa yang berusian
di atas 64 tahun.

Berdasarkan jumlah tersebut, dapat dilihat bahwa rasio antara
penduduk di bawah umur produktif sebesar 64% dari penduduk
umur produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada potensi

penduduk yang besar yang kedepan akan menjadi penduduk usia

produktif.
1 0-4 17.133 17.265 17.443 17.599 18.087
2 5-9 15.542  15.605 15711 15766  14.867
3 10-14 14.937 15.095 15.269 15.396 14710
4 15-19 13.424 13615  13.775 13919 14120
5 20-24 10.195 10551  10.922  11.223 13948
6 25-29 8.835 9.031 9.297 9.597 12 341
7 30-34 8374 8390 8.421 8.444
8 35-39 7493 7584 7.679 7.767
9 40-44 6434 6512 6.603 6.666
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10 45-49 5517 5613 5.713 5.794 7038

11 50-54 4696 4805 4917 5.019 5764
12 55-59 3605 3735 3.865 3.982 4490
13 60-64 2818 2952 3.097 3.233 3816
14 65-69 2119 2177 2.249 2.331 2832
15 70-74 1484 1513 1.550 1.588 2089
16 75 keatas 1307 1333 1.361 1.386 2194

Jumlah 123913 125.776 127.872 129.710 145.097

2.1.4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat
kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik
perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk
adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah
dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang
ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan
oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah
kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar
dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.
Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun
dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai
persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk
dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik,
geometrik, dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di

BPS adalah metode geometrik dengan persamaan sebagai berikut

S

Dimana:
r = Laju pertumbuhan penduduk
Pt =Jumlah penduduk tahun t
Po = Jumlah penduduk tahun awal
t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

(dalam tahun)
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Berdasarkan data pada Tabel 2.29 menunjukkan bahwa rata-rata
pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Barat selama lima tahun

terakhir ialah sebesar 1,58%.

Tabel 2.30

Laju

Pertumbuhan

Penduduk 1 2015-2016 123.913 1,63%

5333“2015' 2 2016-2017 125.776 1,50%
3 2017-2018 127.872 1,67%

Sumber Sumba 4 2018-2019 129.710 1,44%

Barat dalam

angka tahun 5 2019-2020 145.097 1,44%

2021 Rata-Rata 1,58%

2.1.4.5 Distribusi/Persebaran Penduduk

Tabel 2.31 menunjukkan persebaran penduduk untuk setiap
kecamatan/kota di Kabupaten Sumba Barat. Penduduk terbesar
pada tahun 2017 dan 2018 memang berada di Kota Waikabubak
sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Akan tetapi pada tahun
2019 terjadi perubahan distribusi penduduk dimana Kecamatan Loli
menduduki peringkat pertama sebagai wilayah yang paling ramai
penduduknya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan
kepadatan penduduk, maka Kota Waikabubak tetap merupakan
wilayah terdapat dimana pada tahun 2020 kepadatannya ialah 796

jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.31

Jumlah Kepadat Jumlah Kepada Jumlah Kepadata
Pendudu an Pendudu tan Pendudu n
k (Jiwa) (Jiwa/K k (Jiwa) (Jiwa/K = k(Jiwa)  (Jiwa/Km

Distribusi/Perseb
aran Penduduk

Berdasarkan m?) m?) 2)
Kecamatan serta 1 Lamboya 18.320 146 23.337 186 22 059 186
Tingkat
Kepadatannya 2 Wanokaka 16.319 122 19.096 143 18811 143

Laboya 8.452 52 9.766 61 8815 61
Sumber Barat
Registrasi 4  Loli 31.319 237 38.126 288 38932 288
Kependudukan 5 Kota 33.187 742 35.582 796 33 064 796
Kab.Sumba Barat .

Waikabuba
2020 K

6  Tana Righu 20.275 145 24.009 172 23416
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Gambar 2.6

Pertumbuhan
Ekonomi Di
Kabupaten Sumba
Barat dan Provinsi
NTT

Untuk Tahun 2015
-2019

Sumber :
Kabupaten Sumba
Barat Dalam
Angka 2021

Jumlah 127.872 129.916 145.097

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pada pembahasan ini akan difokuskan pada penilaian terhadap
pencapaian pembangunan yang diukur dari tingkat kesejahteraan
masyarakat secara makro. Penilaian tersebut akan dibagi
berdasarkan tiga komponen utama yang terdiri dari Fokus
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan

Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu cara untuk melihat dan mengetahui kondisi kesejahteraan
masyakarakat di Kabupaten Sumba Barat dengan melihat indikator
pencapaian ekonomi secara makro. Indikator-indikator tersebut
dapat dilihat dari berbagai macam instrumen pengukuran antara
lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto,
Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, dan

Ketenagakerjaan.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk melihat pertumbuhan
produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode tertentu.

Semakin tinggi nilai dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan

e— Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat

e— Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT*
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Tabel 2.32

Laju PDRB
Kabupaten Sumba
Barat
Berdasarkan
Harga Berlaku
dan Harga
Konstan Menurut
Lapangan Usaha
Untuk Tahun
2016 - 2020

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun 2021

bahwa output berupa barang dan jasa yang dihasilkan semakin
tinggi yang akan berdampak terhadap prospek pengembangan
wilayah yang semakin baik. Adapun pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi NTT selama lima tahun

terakhir ialah sebagai berikut.

Gambar 2.6 tersebut menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Sumba Barat secara konsisten terus mengalami kenaikan
setiap tahunnya. Dimana tahun 2019 terjadi kenaikan paling tinggi
sebesar 0,05 basis poin dan yang terendah terjadi di tahun 2016
dengan kenaikan sebesar 0,02 basis poin. Namun demikian,
pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah pertumbuhan
ekonomi provinsi dimana sejak tahun 2015 pertumbuhan ekonomi
provinsi secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Sumba Barat.

2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan PDRB dimaksudkan untuk melihat besaran nilai
tambah yang dihasilkan yang berasal dari sektor-sektor ekonomi di
Kabupaten Sumba Barat. Perhitungan PDRB dibagi menjadi dua
yaitu PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (harga belaku
pada tahun tertentu) dan PDRB yang dihitung dengan berdasarkan
harga berlaku (harga tahun berjalan). Adapun PDRB Kabupaten

Sumba Barat selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.
PDRB Harga Berlaku PDRB Harga Konstan

Lapangan Usaha

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1. Pertanian, 2838 2791 2783 2738 2693 286 358 544 298 326
Kehutanan,
dan Perikanan
2. Pertambangan 109 107 106 102 102 688 671 656 453 556
dan
Penggalian
3. Industri 172 170 172 170 183 345 421 698 232 1205
Pengolahan
4. Pengadaan 005 006 006 006 0.06 1446 1091 1.71 1270 0.96
Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, 0.01 001 001 001 001 445 417 468 7.28
Pengelolaan
Sampah,
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Limbah dan

Daur Ulang

6. Konstruksi 633 653 663 673 681 550 775 632
7. Perdagangan 16.04 16.30 1644 1685 1728 573 657 5.69
Besar dan

Eceran;

Reparasi Mobil

dan Sepeda

Motor

8. Transportasi 2.04 2 201 201 198 451 458 6.19
dan

Pergudangan

6.70
7.67

6.97

9. Penyediaan 036 039 043 046 048 719 1576 1517 13.86

Akomodasi
dan Makan
Minum
10. Informasi dan 573 545 518 487 469 450 384 335
Komunikasi
11. Jasa Keuangan 490 493 507 5.06 5 777 867 732
dan Asuransi
12. Real Estat 277 277 274 269 253 393 391 491
13. Jasa 020 020 020 020 019 306 290 217
Perusahaan
14. Administrasi 16.77 17.08 17.04 1744 1778 705 516 2.66
Pemerintahan,
Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
15. Jasa 1027 1029 10.28 1025 10.14 339 294 443
Pendidikan
16. Jasa 139 141 145 148 150 490 653 7.95
Kesehatan dan
Kegiatan
Sosial
17. Jasa lainnya 196 188 185 180 176 266 251 472
PDRB 100 100 100 100 100 480 500 5.03
Provinsi 492 512 51
Nasional* 488 503 5,07

Tabel 2.32 menunjukkan bahwa nilai PDRB tertinggi berdasarkan
harga konstan pada tahun 2019 diperoleh dari sektor Industri
Pengolahan dan Industri Penyediaan Makanan dengan nilai di atas
10 basis poin sedangkan yang terendah berasal dari Industri Real
Estat dan Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai di bawah 1 basis
poin. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa kedua industri
tersebut mengalami penurunan yang cukup dalam di tahun 2019 jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sejak tahun 2015, nilai PDRB Kabupaten Sumba Barat berada di

bawah level provinsi dimana nilai tersebut lebih rendah 0,08 basis
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Gambar 2.7

Tren PDRB Per
Kapita Berdasarkan
Harga Berlaku dan
Harga Konstan
Kabupaten Sumba
Barat Untuk Tahun
2015-2019

Sumber : PDRB
Kabupaten Sumba
Barat Menurut
Lapangan Usaha
2015-2019

poin sejak tahun 2017. Sementara itu, jika dibandingkan dengan
rata-rata nasional maka nilai PDRB Kabupaten Sumba Barat
menunjukkan hasil yang membaik dimana sejak tahun 2016-2020
nilai PDRB nasional berada di atas Kabupaten Sumba Barat dan di
tahun 2019 nilainya berada di atas tingkat nasional

Sementara itu, PDRB tertinggi berdasarkan harga berlaku pada
tahun 2019 diperoleh dari kontribusi Industri Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perkebunan dengan nilai di atas 25 basis poin
selama 5 tahun terakhir sedangkan yang terendah dengan nilai di
bawah 1 basis poin diperoleh dari 4 sektor yaitu sektor Pengadaan
Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa
Perusahaan.

Selain itu, PDRB per kapita juga menunjukkan adanya tren yang
konsiten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baik yang diukur
berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Tren tersebut

dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.7 berikut.

2.169 2" d
1,989 +
. 1.828 #
. 1371 41
1,305
8 g g & ¢
2015 2016 2017 2018 2019

«==@==PDRB Per Kapita (ADHK) (Rp) «=@==PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp)

2.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi yang menunjukkan proses peningkatan
harga secara umum dan terus menerus yang disebebkan oleh
peningkatan faktor-faktor ekonomi yang dapat berdampak terhadap
penurunan nilai mata uang di suatu daerah tertentu. Penilaian angka
atau tingkat keparahan inflasi biasanya dikelompokkan dalam 4
(empat) golongan, yaitu: inflasi ringan (kurang dari 10%), inflasi
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Gambar 2.8

Tren Inflasi
Kabupaten
Sumba Barat
Untuk Tahun
2015-2019

Sumber : Lakip
Kabupaten

Criimha Ravat

Tabel 2.33

IPM Kabupaten
Sumba Barat
Untuk Tahun
2016 - 2020

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2021

sedang (10%-30%), inflasi berat (30%-100%) dan hiper inflasi
(lebih dari 100%). Adapun Inflasi di Kabupaten Sumba Barat
menunjukkan tren yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir

yang ditunjukan pada gambar berikut.

2015 2016 2017 2018 2019
Gambar 2.8 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir tingkat
Inflasi di Kabupaten Sumba Barat masuk dalam kategori ringan.
Dimana nilai inflasi tertinggi terjadi di tahun 2015 dan terendah di
tahun 2017. Sementara ituy, inflasi di tahun 2019 menunjukkan hasil
yang sama dengan tahun 2018 dengan tingkat inflasi yang berada
pada 3,23.

2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

I[IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pengukuran IPM diukur
oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan,
dan standar hidup layak (Badan Pusat Statistik). Adapun IPM

Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

2016 2017 2018 2019 2020

Komponen IPM

Angka Harapan Hidup

66,11 66,15 66,20 66,58 66,98
(Tahun)
Angka Harapan Lama
Sekolah (Tahun) 12,40 1264 1287 12,88 12,89
Rata-rata Lamanya Sekolah 6,44 6.45 651 6.52 a5
(Tahun)
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Tabel 2.34

Perbandingan
Garis Kemiskinan,
Jumlah Penduduk,
dan Persentase
Penduduk Miskin
Kabupaten Sumba
Barat dan Rata-
rata Provinsi

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun 2021

Pengeluaran Riil per Kapita
(ribu rp)

Indeks Pembangunan
Manusia

Tabel 2.33 menunjukkan bahwa nilai IPM di Kabupaten Sumba Barat

6776 6914 6997 7275 7586

61,36 61,85 62,30 6291 63,56

menunjukkan adanya kenaikan secara konsisten setiap tahunnya.
Hal ini juga diikuti oleh kenaikan secara konsisten yang terjadi pada
setiap komponen pembentuk IPM. Namun demikian, jika data
tersebut dibandingkan dengan nilai dari Rata-rata IPM NTT maka
nilai IPM di Kabupaten Sumba Barat masih jauh lebih kecil selama 5
tahun terakhir. Selain itu, jika dilihat data [PM secara nasional maka
nilai IPM Kabupaten Sumba Barat juga masih relatif kecil dimana

untuk tahun 2019 terdapat selisih sebesar 8,36 dari level nasional.

2.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan
diukur dengan melihat kemampuan setiap orang dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya. Penduduk yang dimasukan dalam kategori
miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
bulannya lebih kecil dari garis kemiskinan. Persentase penduduk
miskin menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumba Barat memiliki
rasio yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata
penduduk miskin tingkat provinsi. Perbandingan kedua hal tersebut

dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Keterangan Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase
Rupiah/kapita/bulan Miskin (ribu) Penduduk

Miskin
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Kabupaten Sumba 331.713 | 358 252 36,56 36,95 2829 2817
Barat
Rata-rata Provinsi 373922  403.005 1.146,32 1.153,76 2109 209
NTT

Tabel 2.34 menunjukkan bahwa garis kemiskinan yang berada di

Kabupaten Sumba Barat selama tahun 2019 - 2020 berada di bawah
rata-rata provinsi. Selain itu, kontribusi jumlah penduduk miskin
yang berada di Kabupaten Sumba Barat terhadap penduduk miskin
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Tabel 2.35

Jumlah Penduduk
Berumur 15
Tahun Ke Atas di
Kabupaten Sumba
Barat dan Provinsi
NTT

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun 2021

provinsi berturut-turut sebesar 3,15% dan 3,19% untuk tahun 2019
- 2020. Lebih lanjut, jika dilihat dari persentase penduduk miskin
maka persentase penduduk miskin yang berada di Kabupaten
Sumba Barat masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Namun
demikian, meskipun masih tinggi dari rata-rata provinsi namun
untuk tahun 2020 telah terjadi penurunan persentase penduduk
miskin sebesar 0,22 basis poin dari tahun sebelumnya.

Selain itu, jika melihat dari indikator gini rasio maka nilai gini rasio
di Kabupaten Sumba Barat untuk tahun 2019 berada pada 0,36
(sumber: LPPD 2019). Indikator gini rasio pada dasarnya digunakan
untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten
Sumba Barat. Indikator ini biasa digunakan sebagai salah satu
indicator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Tingkat ketimpangan sendiri dibagi menjadi 3 kelas dimana nilai
rasio <0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah; 0,4 - 0,5
menunjukkan tingkat ketimpangan sedang; dan >0,5 menunjukkan

tingkat ketimpangan tinggi.

2.2.1.6 Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Sumba Barat lapangan usaha yang paling banyak
menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian diikuti oleh sektor
jasa pendidikan dan kesehatan. Secara umum, pemetaan terhadap
sebaran jumlah penduduk di atas 15 tahun berdasarkan kegiatannya

dapat dilihat pada tabel berikut.

Kabupaten Sumba

%
Kegiatan Utama gy Provinsi Provinsi
Terhadap NTT* (4) (51:’;}‘4)
Total (3)

Angkatan Kerja 62.936 69,80% 2.477.703 2,30%
1. Bekerja 60.446 67,60%  2.394.673 2,31%
2. Pengangguran 2.490 2,20% 83.030 2,16%

Terbuka
Bukan Angkatan 25.636 30,20% 1.139.436 2,17%
Kerja

1. Sekolah 8.670 14,96% 427.553

2,86%
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2.Mengurus Rumah  13.303 12,53% 563.451 1,82%

Tangga
3. Lainnya 3.663 2,71% 148.432 1,49%
Jumlah total 88.572 100% 3.617.139

Tabel 2.35 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di
Kabupaten Sumba Barat berstatus sebagai pekerja atau sebesar
67,60% dari total penduduk di atas 15 tahun. Namun demikian,
sebanyak 14.961 atau sebesar 27,08% dari penduduk bekerja
berstatus sebagai pekerja yang tidak dibayar (pekerja keluarga)
(BPS Kabupaten Sumba Barat dalam Kabupaten Sumba Barat dalam
Angka 2020). Selain itu, untuk tingkat pengangguran terbuka
terdapat sebanyak 2,20% atau sebesar 2,16% dari tingkat provinsi.
Lebih lanjut, jika melihat sebaran penduduk bekerja berdasarkan

lapangan usahanya maka dapat dilihat lebih lanjut pada tabel

berikut.
Penduduk 15 1. Berusaha sendiri 28.383 51,39%
Tahun Ke Atas
yang Bekerja 2. Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan 564 1,02%
Selama Seminggu Listrik, Gas, dan Air
renum . 3. Industri Pengolahan 4.033 7,30%
apangan Kerja
Utama 4. Konstruksi 2.707 4,90%
Sumber Sumb 5. Perdagangan 4.496 8,14%
B‘;rrr;te;alzr; “ 6. Transportasi dan Akomodasi 1.907 3,45%
angka tahun 2021 7. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, 646 1,17%
dan Jasa Perusahaan
8. Administrasi Pemerintah 5.303 9,60%
9. Jasa Pendidikan dan Kesehatan 6.355 11,51%
10. jasa Lainnya 837 1,52%

Total 55.231 100,00%

Tabel 2.36 menunjukkan bahwa 50% lebih penduduk yang bekerja
bergerak pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Sementara itu, sebagian kecil penduduk Kabupaten Sumba Barat
bergerak pada sektor yaitu (1) sektor Pertambangan dan Penggalian,

Pengadaan Listrik, Gas, dan Air; (2) Informasi dan Komunikasi, Jasa
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Keuangan, dan Jasa Perusahaan; dan (3) jasa Lainnya dengan

persentase sebesar 1%-2%.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

AMH (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas

yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

AMH dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program 4 program pemberantasan
buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana
masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah
atau tidak tamat SD;

2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam
menyerap informasi dari berbagai media; dan

3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan
dan tertulis sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan
kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual

sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah

AMH didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah
penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan
seratus. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik pula
pelaksanaan program pemberantasan buta huruf di Kabupaten
Sumba Barat.

Angka melek huruf menunujukkan adanya tren yang berfluktuasi
dimana angka melek huruf tertinggi terjadi di tahun 2016 dengan
nilai sebesar 84,09% sementara di tahun 2019 angka melek huruf
menunjukkan nilai sebesar 82,22%. Adapun tren angka melek huruf

selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.9

Angka Melek
Huruf Kabupaten
Sumba Barat
Untuk Tahun
2015 -2019

Sumber : Lakip
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2019

Tabel 2.37

Rata-rata Lama
Sekolah Di
Kabupaten
Sumba Barat
Untuk Tahun
2016 - 2020
Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2021

2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah angka yang
menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah
dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada
prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori
TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah
rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15
tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi
investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah
diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan

individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan
ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini
mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak
mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Adapun
rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat ialah sebagai

berikut.

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Rata-rata Lama Sekolah 6,44 6,45 6,51 6,52 6,53
(Tahun)

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang naik. Tahun

2020 mengalami kenaikan sebesar 0,07 basis poin. Kenaikan
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Tabel 2.38

Angka Partisipasi
Murni (APM)
Menurut Jenjang
Pendidikan

Sumber : Dinas
Pendidikan
Kabupaten Sumba
Barat, Tahun 2021

tersebut menjadi kenaikan yang secara umum tidak terlalu jauh jika
dibandingkan dengan kenaikan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa selama tahun 2020 telah terjadi perbaikan
terhadap sistem pendidikan baik dalam bentuk sarana dan
prasarana pendukung di Kabupaten Sumba Barat yang mendorong

masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia
antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat
pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk
berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah
persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama APM
menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat
pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator
daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.
Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya
serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk
kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan
standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah
siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan
jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
sekolah tersebut. Berikut gambaran APM di Kabupaten Sumba Barat
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel

berikut.

2016 2017 2018 2019

Sekolah 95,00 94,20 96,78 97,93
Dasar

Sekolah Menengah 73,82 69,47 67,66 69,87
Pertama
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Sekolah Menengah

53,45 54,21 56,54 55,44 56,07
Atas

Tabel 2.38 menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir nilai APM
di Kabupaten Sumba Barat cenderung berfluktuasi baik dari level SD
sampai SMA. Di tahun 2020 sendiri nilai APM untuk level SD dan SMP
mengalami peningkatan sementara untuk level SMA juga terjadi
penguatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat
untuk menyelesaikan program pendidikan di bawah 12 tahun masih

sedikit lebih baik.

2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah pendudukberusia7 hingga
18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di
suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di
masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapatkan dengan membagi jumlah penduduk yang sedang
bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur,
pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.
Berikut gambaran APK di Kabupaten Sumba Barat dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Angka

Partisipasi

Kasar (APK) 2016 2017 2018 2019 2020
M

Jeniang SDZ';g'rah 11647 117,69 11494 11697 113,24
Pendidikan sekolah

Sumber : Dinas Menengah 100,89 99,32 98,12 97,30 92,69

Pendidikan Pertama

Kabupaten

Sumba Barat,

Tahun 2021
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Sekolah

Menengah Atas 69,06 68,56 80,82 79,11 90,10

Tabel 2.39 menunjukkan bahwa nilai APK untuk level SD, SMP dan
SMA cenderung mengalami tren yang fluktuasi, sementara pada
level SD dan SMP cendrung mengalami penurunan persentase pada
lima tahun terakhir. Namun demikian, jika nilai APK Kabupaten
Sumba Barat pada level SMA cendrung mengalami peningkatan

persentase.

2.2.2.5 Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat
terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta
dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT
bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan
pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan
perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat
kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Untuk

gambaran tentang kondisi APT di Kabupaten Sumba Barat untuk

tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.40

Beker Penganggu  Total
ja(2) ran (4=2+

Jumlah Penduduk

Berdasarkan Terbuka 3)
Pendidikan (3)
Tertinggi yang Tidak/Belum Pernah 30.24
Ditamatkan dan Sekolah/Tidak/Belum O 321 30.561 10.403 40.964
Jenis Kegiatan Tamat SD/Tamat SD (I)
Tahun 2020 Sekolah Menengah 4932 238 5170 10.024 15.194
Pertama (II)
Sumber : Dinas Sekolah Menengah 11.82
Pendidikan Atas (II) 4 996 12.820 3.314 16.134
Kabupaten Sumba Diploma
Barat, Tahun 2021 I/11/111/Akademi/Univ 8.235 239 8.474 932 9.406
ersitas (IV)
Total 55i23 1.794 57;)2 24.673 81.698

Tabel 2.40 menunjukkan bahwa sebanyak 40964 penduduk yang

tergolong dalam kelompok pertama (I), sementara penduduk yang

tergolong dalam kelompok ke dua (II) sebanyak 15.194 orang.
Sedangkan penduduk yang tergolong kelompok ke tiga (III)
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sebanyak 16.134 orang dan pada kategori (IV) sebanyak 9.406
orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian

penduduk usia sekolah tidak atau belum pernah sekolah.

2.2.2.6 Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu, bayi, dan balita merupakan salah satu
komponen dalam melihat tingkat kesehatan di Kabupaten Sumba
Barat. Adapun angka kematian bayi ibu, bayi, dan balita di

Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut.

Angka Kematian |

Ibu, Bayi dan Ibu 4 2 1 2 =
Balita Tahun .

2016-2020 Bayi 7 8 27 4 -
Kabupaten Balita 4 7 5 3 =

Sumba Barat

Sumber Tabel 2.41 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir angka
Dinas Kesehatan

Kabupaten : . P . . .
Sumba Barat, kematian bayi menjadi yang tertinggi dengan total kematian
Tahun 2021

sebanyak 46 kasus dan berturut-turut sebanyak 19 kasus kematian
balita serta 9 kasus untuk kematian ibu. Untuk kematian bayi
tertinggi terjadi pada tahun 2018, tahun 2017 untuk kematian ibu
bayi, dan tahun 2016 untuk kematian balita.

2.2.2.7 Angka Gizi Buruk Balita

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya
kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat
diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut
umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar)
yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai
dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah
standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar
dikatakan gizi buruk. Lebih lanjut tentang gambaran umum kondisi
gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat dalam periode kurun waktu 5

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.42
Kondisi Bayi di
Kabupaten
Sumba Barat
Untuk Tahun
2016-2020

Dinas Kesehatan
Kabupaten
Sumba Barat,
Tahun 2021

Jumlah Bayi Lahir 2287 2283 1453 1.507 2.306
Bayi Berat Badan Lahir 94 92 67 12 57
Rendah

Gizi Buruk 65 66 67 69 166
Stunting (%) - 47 255 32,2 27

Tabel 2.42 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran bayi di Kabupaten
Sumba Barat sempat mengalami penurunan sampai dengan tahun
2018 dan kembali naik di tahun 2019 dan 2020. Selain itu, tren yang
hampir serupa terjadi pada komponen Bayi Berat Badan Lahir
Rendah dimana sejak tahun 2016 terus mengalami penurunan
sampai 2019 dimana di tahun 2019 hanya terdapat 12 kasus. Namun
demikian, untuk kasus gizi buruk trennya dibandingkan dengan
keadaan di tahun 2016 cendrung mengalami kenaikan dari tahun
2017 hingga tahun 2020. Sedangkan angka stunting yang semula 47
persen ditahun 2017 berkurang menjadi 27 persen pada tahun 2020.
2.2.2.8 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x
adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun
tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan
masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang
akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Untuk gambaran angka usia harapan hidup di Kabupaten Sumba
Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat lebih lanjut
pada Gambar 2.10 berikut.
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Gambar 2.10

Usia Harapan

Hidup di
Kabupaten Sumba m @ €] (O] (s)
Barat Untuk Tahun 1 Angka Harapan Hidup (tahun)
2017-2020 L :‘1‘3 Ep ecta.scy atBi rlrJh (vear) 66,20 66,58 66,98 68,08
Sumber 2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
Sumba Barat Expected Years Schooling (year) U 1288 1289 31
dalam angka tahun
2021 3. Rata-rata Lamanya Sekolah (tahun)
Mean Years Schooling (year) L) L 5,33 6,60
4. Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rp) 6997 7275 7586 73

Per Capita Expenditure (thousands rp)

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa rata-rata angka usia harapan
hidup di Kabupaten Sumba Baratterus mengalami tren kenaikan
selama 5 tahun terakhir. Dimana angka harapan hidup untuk tahun

2020 mendekati usia 68,08 tahun.

2.2.2.9 Nilai SAKIP

Penilaian terhadap Sakip Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Hal ini
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas
kinerja dalam rangka reformasi birokrasi. Semakin baik nilai Sakip
suatu pemerintah daerah maka semakin baik pula hasil yang dicapai
sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD, Kriteria penilaian Sakip
pemerintah daerah terbagi menjadi 7 kelas utama dengan yang
tertinggi berada pada kelas AA dengan skor di atas 90 dan yang
terendah berada pada kelas D dengan skor di bawah 30.

Hasil penilaian Sakip Kabupaten Sumba Barat di tahun 2019
menunjukkan skor sebesar 51,14 poin (LPPD, 2019) atau berada di
kelas CC. Hasil ini menunjukkan bahwa Sakip berada pada level yang
cukup dimana akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan,

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi

informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak

perbaikan tidak mendasar.
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2.2.2.10 Opini BPK

Opini BPK pada dasarnya digunakan sebagai salah satu indikator
untuk menilai seberapa handal laporan keuangan yang disajikan
oleh pemerintah daerah. Semakin baik laporan keuangan tersebut
disusun maka informasi yang terkandung di dalam laporan
keuangan tersebut semakin dapat diandalkan dalam pengambilan
keputusan.

Penilaian terhadap terhadap laporan keuangan terbagi menjadi 4
opini dimana opini tertinggi adalah ialah opini Wajar Tanpa
Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Memberikan
Pendapat, dan yang terendah ialah opini Tidak Wajar. Hasil
penillaian terhadapa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat selama lima tahun terakhir ialah Wajar Dengan
Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang
disusun telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai,
namun terdapat salah saji material pada beberapa pos laporan

keuangan.

2.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga
Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat
dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai
dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial
budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan
beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk
mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
Pencapaian pembangunan di bidang seni, budaya, dan olahraga
dapat dilihat berdasarkan indikator berikut.
a. Jumlah gelanggang/balai remaja adalah jumlah gelanggang/balai
remaja per 10.000 penduduk.
b. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per
10.000 penduduk.
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c. Jumlah Prosentase Cagar Seni Budaya yang Lestari
d. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Adapun hasil tersebut selama lima tahun terakhir di Kabupaten

Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

No
Tabel 2.43 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Pencapaian 1 Gelanggang / 0,01/1000 0,01/1000  0,01/1000 0,02/1000 O'Oezn/;fgl?
Pembangunan balai remaja penduduk  penduduk = penduduk = penduduk p K
Seni, Budaya, 108/1000
dan Olahraga 2 Gedung 1,02/1000 1,02/1000  1,11/1000 1,08/1000 en/d p
Olahraga penduduk  penduduk  penduduk = penduduk P ku u
Sumber
Dinas Pemuda 3 Prosentase
dan Olahraga, r ni
Kabupaten LeppIr e 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 87%
Sumba Barat BUday_a yang
Tahun 2021 Lestari
4  Penyelenggara
an festival seni 2x 2x 2x 2x 2x
dan budaya

2.3 ASPEKPELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang yang strategis yang harus menjadi
fokus utama dalam pembangunan bangsa dan daerah. Pembangunan
pendidikan tersebt harus dioptimalkan untuk semua tingkatan serta
disetarakan untuk masing-masing wilayah.

Pendidikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs)
mengambil peran penting dalam target pada tahun 2030. SDGs
menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang
mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Oleh

karena itu kualitas sarana dan sumber daya manusia dalam dunia

pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan. Target SDGs lain dalam
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bidang pendidikan pada tahun 2030, adalah secara signifikan
meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu wilayah di Indonesia
memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar. (2)
Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan
nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. (5)
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah
kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya

dalam Daerah kabupaten/kota.
A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 2.44
Realisasi Kinerja

Indikator Urusan 1  Angka Partisipasi PAUD

Pendidikan Anak (%) 30,56 49,42 66 72 106
Usia Dini (PAUD
sla Dini{ ) 2  Persentase pendidik PAUD
Sumber yang memiliki ijazah
Dinas Pendidikan diploma empat (D-IV) atau
Kabupaten Sumba Sarjana (S1) bidang PAUD, 1,67 3,83 957 12,77 798

Barat Tahun 2021 kependidikan lain atau

psikologi dan sertifikat
pofesi guru PAUD
3  Persentase Satuan PAUD

Terakreditasi 167 222 10,00 20,56 22,22

Tabel 2.44 menunjukkan 3 indikator yang digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menilai keberhasilan

dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan tabel

realisasi indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
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Tabel 2.45

Jumlah Penduduk
Berumur 15 Tahun
Ke Atas di
Kabupaten Sumba
Barat dan Provinsi
NTT

Sumber :

Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

perlu intens mengadakan program untuk meningkatkan pelayanan
pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan tren
partisipasi PAUD dari tahun 2016 ke tahun 2020 menunjukkan
angka fluktuasi yaitu 77,92% pada tahun 2016, 78 % pada tahun
2017 dan 2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar
65,71% Sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami
peningkatan sebesar 71,46%. .

Selain tingkat partisipasi PAUD, pada Tabel 2.38 juga dapat dilihat
bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat perlu intens melakukan
pelayanan pada dua indikator lainnya. Fokus tersebut khususnya
pada tenaga pendidik PAUD dimana pada tahun 2020 persentase
pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau
Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi dan
sertifikat profesi guru PAUD sebesar 13,16%, mengalami
peningkatan dibanding 4 tahun sebelumnya. Selain itu, akreditasi
PAUD juga perlu dimasifkan. Pada tahun 2020 capaian akreditasi
PAUD cenderung berada pada capaian yang konstan, yaitu 21%, hal
ini disebabkan oleh standarisasi yang ditetapkan oleh kementerian

pendidikan dalam hal akreditasi PAUD, belum dapat diterapkan.

B. Pendidikan Dasar

a) Angka Partisipasi Sekolah

1  Jumlah Partisipasi Sekolah
SD/Sederjat

2 Jumlah Partisipasi Sekolah
SMP/Sederajat

3  Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A -
Tingkat Partisipasi Warga
Negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dan pendidikan
dasar

4  Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs/Paket B -
Tingkat Partisipasi Warga
Negara usia 13-15 tahun yang

23,269 22,520 21,630 20,687

9,233 9,524 9,504 9,574

86,28 85,53 84,91 87,29

64,65 61,11 56,78
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berpartisipasi dan pendidikan
menengah pertama

Berdasarkan Tabel 2.45 dapat dilihat bahwa angka partisipasi
pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Barat mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah siswa
dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami tren yang menurun. Pada
tahun 2016 jumlah siswa SD ialah sebanyak 24.216 siswa sedangkan
pada tahun 2020 menjadi 20.729 siswa. Penurunan ini disebabkan
oleh tingkat pertumbuhan penduduk pada usia sekolah dasar yang
cukup stabil.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah siswa justru
mengalami tren kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Pada
tahun 2016 jumlah siswa sebanyak 8.269 siswa menjadi 9.600 siswa
pada tahun 2020. Kenaikan tersebut didukung oleh semakin
tingginya daya tampung sekolah menengah pertama yang didukung
oleh menignkatnya tenaga pendidiknya.

Berdasarkan rasio tingkat partisipasi sekolah, baik untuk SD
maupun SMP keduanya mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga
tahun 2020. Tingkat partisipasi untuk tingkat SD cenderung
mengalami kenaikan yaitu sebesar 95% pada tahun 2016 naik
menjadi 97% pada tahun 2020. Hal yang berbeda pada tingkat SMP
justru mengalami penurunan yaitu 73,82% pada tahun 2019
menurun menjadi 69,54% pada tahun 2020. Adanya penurunan ini
perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
agar tercipta kesetaraan dalam pendidikan sebagai salah satu

bentuk cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Tabel 2.46

Realisasi
Indikator Rasio
Ketersediaan
Sekolah/Satuan
Penduduk Usia
Sekolah

Sumber

Dinas Pendidikan
Kabupaten
Sumba Barat
Tahun 2021

Tabel 2.47

Realisasi
Indikator Rasio
Murid/Guru
Kabupaten

Sumber

Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun
2021

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

1 SD/Sederjat 228 222 230 223 205
2 SMP/Sederajat 272 271 285 285 282
Pada Tabel 2.46 menunjukkan realisasi indikator ketersediaan

sekolah per penduduk usia sekolah khsusnya SD dan SMP. Angka
tersebut didapatkan dengan jumlah siswa untuk setiap tingkatan
sekolah dibagi 1000 kemudian dibagi dengan jumlah sekolah yang
tersedia. Semakin kecil angkanya menunjukkan bahwa rasio
ketersediaan sekolah Dasar dikabupaten Sumba Barat belum berada
pada kondisi ideal yang diharapkan. Berbeda untuk tingkat SMP

rasio ketersediaan sekolah berada pada kondisi ideal.

c) Rasio Murid/Guru

1 SD/Sederjat 20 19 21 21 15
2 SMP/Sederajat 14 16 16 15 11
Rasio murid per guru merupakan rasio yang menunjukkan berapa

perbandingan guru dengan murid, atau dengan kata lain satu guru
bertanggungjawab terhadap berapa siswa. Semakin rendah
angkanya menunjukkan bahwa rasionya semakin baik. Berdasarkan
Tabel 2.46, untuk tingkat SD rasionya menunjukkan angka yang
cukup stabil diangka 19 dan 20 dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
Sementara untuk tingkat SMP, angkanya sempat mengalami
kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi 27 dimana
sebelumnya rasionya ialah 13 pada tahun 2016 dan 17 pada tahun
2017. Meskipun demikian, angkanya kembali turun menjadi 16 pada

tahun 2019 dan 14 pada tahun 2020.

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




Tabel 2.48

Realisasi Indikator
Angka Putus
Sekolah dan Angka
Kelulusan

Sumber

Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

Tabel 2.49

Realisasi Indikator
Urusan
Pendidikan
Kesetaraan

Sumber

Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

d) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

1  Angka Putus Sekolah (APS) - 0,01 0,63 0,63
SD/MI

2 Angka Putus Sekolah (APS) - 0,11 1,78 1,78
SMP/MTs

3  AngkaKelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 99,34

4  Angka Kelulusan (AL) 100 | 100 99,40 99,20

SMP/MTs
Angka putus sekolah dan angka kelulusan siswa tingkat SD dan SMP

dapat dilihat pada Tabel 2.48. Berdasarkan tabel tersebut, dapat
dilihat bahwa angka putus sekolah untuk sekolah dasar mengalami
penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020.

Selain angka putus sekolah, perlu juga melihat indikator tingkat
kelulusan. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tingkat kelulusan SD
dan SMP menunjukkan angka yang cukup tinggi. Rata-rata tingkat
kelulusan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 98,5%
untuk SD dan 99,449% untuk SMP.

C. Indikator Pendidikan Kesetaraan

1 Pendudukyangberusia>15 84,09 8525 84,65 86,47
tahun melek huruf (tidak
buta aksara)

2 Tingkat partisipasi warga - - 15

negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
Tabel 2.49 menunjukkan dua indikator yang digunakan dalam

menilai kinerja dalam bidang pendidikan kesetaraan. Indikator
pendidikan kesetaraan pada urusan pendidikan yang pertama ialah
tingkat buta huruf usia diatas 15 tahun. Dari tahun 2016 hingga
tahun 2020 tingkat melek huruf di Kabupaten Sumba Barat
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menunjukkan angka yang cukup tinggi meskipun masih mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2018 angka melek huruf menunjukkan angka
sebesar 85,00%. Angka tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi
84,65%. Meskipun demikian, angkanya naik kembali menjadi
86,47% pada tahun 2020. Meskipun demikian, Pemerintah tetap
perlu memperhatikan 13,53% penduduk usia diatas 15 tahun yang
masih buta huruf pada tahun 2020.

Selain tingkat buta huruf, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga
perlu menaruh perhatian yang tinggi kepada masyarakat yang
belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP) agar
mengikuti pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2020 hanya 0,05%
masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan

SMP) mengikuti pendidikan kesetaraan.

2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan dasar yang wajib diberikan
kepada masyarakat. Hal tersebut telah dituangkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Khususnya pada pasal 28H ayat (1) yang
berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pembangunan kesehatan menjadi sangat penting, karena keigatan
masyarakat akan menjadi lancar sesuai dengan tingkat kesehatan
dan layanan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat yang
meningkat juga akan meningkatkan usia harapan hidup dan tingkat
kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang dapat

digunakan dalam menilai kinerja bidang kesehatan.
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Tabel 2.50

Realisasi
Indikator
Pelayanan Bayi
dan Ibu Hamil

Sumber

Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun
2021

A. Pelayanan Bagi Bayi dan Ibu Hamil

1 Persentase Ibu hamil 87,34 89,22 89,65 90,21
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil

2 Persentase ibu bersalin 87,41 87,78 88,90 95,32
mendapatkan pelayanan
persalinan

3 Persentase Balita Gizi 95%  97% 100% 100%
Buruk/Stunting yang
mendapatkan
perawatan/pelayanan kesehatan

4  Persentase bayi baru lahir 98,97 99,21 100% 100%
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir

5 Persentase pelayanan kesehatan 52,41 52,75 53,09 53,21
balita sesuai standar

6 | Persentase Desa/kelurahan 31,93 30,78. 25,67% 4595%
Universal Child Immunization
(ucn

7  Angka Kematian Ibu per 1000 0,04  0,04. 0,03. 0,02

Kelahiran Hidup

Pada Tabel 2.50 dapat dilihat tujuh indikator terkait dengan
pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi. Secara keseluruhan
capaian pelayanan kepada ibu hamil dan kepada bayi berbeda untuk
masing-masing indikator. Masih perlu ditingkatkan pada indikator
persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
yang baru 91,78% pada tahun 2020. Selain itu indikator persentase
pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang baru 54,93% juga
harus terus ditingkatkan.

Pemeritah Kabupaten Sumba Barat juga harus memperhatikan
pelayanan kesehatan kepada balita. Pemerintah Kabupaten Sumba
Barat juga harus fokus pada Universal Child Immunization (UCI)
yang merupakan tingkat imunisasi kepada anak. Angka realisasi
indikator tersebut berfluktuasi dari tahun 2016 ke tahun 2020. Pada
tahun 2018 angkanya masih sangat rendah yaitu 25,67% kemudian
meningkat sebesar 45,95% pada tahun 2019. Angka tersebut

kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

100%

100%

54,93%

19,00%

0,02%




2020 menjadi 19.00%. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah
meningkatkan program dan kegiatan untuk meningkatkan imunisasi

kepada anak di wilayah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

B. Indikator Lainnya Terkait Pelayanan Minimum Urusan

Kesehatan
Tabel 2.51
Realisasi
Indikator
Lainnya Terkait 1 Persentase anak usia pendidikan dasar yang 58,21 58,72 59,0 5944 59,61
Pe.la-yanan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 6
Minimum Urusan SEndar
Kesehatan 2 Persentase orang usia 15-29 tahun 45,46 46,01 47,8 4821 50,00
mendapatkan skrining kesehatan sesuai 3.
Sl{mber : b standar
ZZZLS I;i;i atan 3 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas 58,02 58,35 59,4 60,73 61,93
p mendapatkan skrining kesehatan sesuai 9.
Sumba Barat
standar
Tahun 2021 4  Persentase penderita hipertensi yang 86,04 8639 87,1 8732 8798
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 2.
standar
5 Persentase Penderita Diabetes Mellitus(DM) 95 97 97. 98 100

yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar

6 Persentase ODG]J berat yang mendapatkan 97 98 98. 99 100
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

7 Persentase orang terduga TBC mendapatkan 100 100 100 100 100
pelayanan TBC sesuai standar

8 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV
sesuai standar

9 Persentase penemuan dan penanganan 100 100 100 100 100
penderita penyakit DBD

Berdasarkan informasi pada Tabel 2.51 maka Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat juga perlu melakukan upaya yang lebih
dalam meningkatkan persentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2020
hanya sebesar 59,61% anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain itu
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga perlu meningkatkan
pelayanan orang usia produktif (usia 15-29 tahun) dan usia 60
tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Masing-masing realisasinya pada tahun 2020 hanya sebesar 50,00%

dan 61,93%.
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C. Indikator Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

1

ﬁf;illi{s;zir Rasio posyandu per satuan balita 13,80 12,32 14,13 14,68 14,55
Pelayanan Dasar 2  Rasio 0,07 0,07 0,07 0,23 0,20
puskesmas/poliklinik/pustu per
Sumber : satuan penduduk
g"zas Kisehsafm; 3 Rasio Rumah Sakit per satuan 002 002 002 002 0,02
abupaten sumba
penduduk
Barat Tahun2021 ™4 """ psio dokter per satuan 028 030 029 036 055
penduduk
5 Rasio tenaga medis per satuan 1,97 1,77 1,39 2,92 2,80
penduduk

6 Rasio daya tampung RS terhadap 0,11 0,11 0,12. 0,12 0,14
Jumlah Penduduk

7  Persentase RS Rujukan Tingkat 50 50 50 50 50
Kabupaten yang terakreditasi

Pata Tabel 2.52 dapat dilihat tujuh indikator yang dapat menjadi
acuan dalam melihat tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan di Kabupaten Sumba Barat. Rasio posyandu per satuan
balita menunjukkan angka yang cenderung naik setiap tahunnya
yaitu sebesar 13,80 pada tahun 2016 menjadi 14,55 pada tahun
2020. Rasio puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk juga
menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke
tahun 2020. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 0,07 sedangkan pada
tahun 2020 naik menjadi 0,20. Angka ini menunjukkan adanya
perbaikan pelayanan yang signifikan terkait puskesmas/
poliklinik /pustu, dengan adanya penambahan unit sebanyak 21 unit
pada tahun 2019 menjadi 30 unit. Meskipun demikian nilainya turun
menjadi 26 pada tahun 2020 yang mengakibatkan adanya
penurunan rasio menjadi 0,20.

Jumlah Rumah Sakit (RS) dari tahun 2016 ke tahun 2020 tidak
mengalami perubahan, yaitu sebanyak dua Rumah Sakit. Jika melihat
target rasio RS per satuan penduduk sebesar 0,02 dari tahun 2016
ke tahun 2020, angkanya tidak mengalami perubahan. Meskipun

demikian, ketersediaan dua unit rumah sakit masih sangat kurang

dibanding dengan jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat. Hal ini
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dapat dilihat pada daya tampung RS terhadap jumlah penduduk.
Daya tampung RS di Kabupaten Sumba Barat hanya sebesar 0,14 dari
jumlah penduduk.

Rasio dokter dan tenaga medis juga mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun. Fluktuasi pada capaian realisasi rasio tenaga medis per
satuan penduduk, dipengaruhi oleh adanya konsistensi kenaikan
jumlah penduduk setiap tahunnya, sementara jumlah tenaga medis
mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Pada aspek pelayanan dasar kesehatan, RS rujukan juga perlu
diperhatikan, karena hanya 50% persentase RS Rujukan Tingkat
Kabupaten yang terakreditasi selam kurun waktu tahun 2016-2020.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan
layanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada
masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah, wewenangan urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang terbagi atas sepuluh sub urusan meliputi
Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase,
Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan,
Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

a. Indikator Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Realisasi 1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam . . . .
gﬁ;kztf;n Kondisi Baik (%) 4985% 2645% 49,88  38,16%  4542%
Mini}:num Bidang 2 Presentase Irigasi dalam Kondisi Baik 57,86% 5897% 5917% 6390%  67,96%
Pekerjaan Umum 3 Persentase panjang jalan kabupaten yang i i i . 0
dan Penataan di rehabilitasifdirekonstruksi 8,05%  8,68%
Ruang 4  Persentase jumlah rumah tangga yang
Sumb mendapatkan akses terhadap air minum

umbper . - .
Dinas PUPR melalui SPAM jaringan perpipaan dan i i 59.23%  60,74% 6317%

bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap rumah tangga di seluruh
kabupaten

Sumba Barat
2021
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(3, ]

Persentase jumlah rumah tangga yang

memperoleh layanan pengolahan air - - - 52,64%
limbah domestik
Rumah tangga bersanitasi 27,26% 28,78% 29,64%  31,46%
Rumah tangga pengguna air bersih 1,26% - - 60,76%
Rasio luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten yang dilayani oleh jaringan - - - 81,9%
irigasi
9 Kawasan Kumuh - - 005%  04%
10 \;F\!/itf:;aghterbuka hijau per satuan luas 0016% 0016% 0016%  0,016%

Tabel 2.53 ialah Tabel yang menunjukkan realisasi indikator
pelayanan minimum dalam bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi jalan
di Kabupaten Sumba Barat sebagian besar dalam kondisi tidak baik.
Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jalan yang dalam kondisi baik
tidak pernah mencapai 50% dibanding total panjang jalan di
Kabupaten Sumba Barat. Meskipun pernah menyentuh angka 49,85%
pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 kembali mengalami
penurunan menjadi 26,45%. Meskipun masih banyak jalan yang
dalam kondisi tidak baik, akan tetapi telah ada upaya perbaikan dari
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan
rehabilitasi/derekonstruksi jalan sebesar 8% pada tahun 2019 dan
2020.

Kondisi irigasi di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan angka yang
cukup baik. Pada tahun 2020 terdapat 67,96% irigasi yang dalam
kondisi baik, angka tersebut masih harus dioptimalkan agar irigasi
yang baik dapat mencapai 100%.

Kondisi pelayanan air bersih dan sanitasi kepada rumah tangga di
Kabupaten Sumba Barat masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020,
hanya 64,36%. Kemudian rumah tangga yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik hanya 61,26% pada tahun 2020.
Rumah tangga yang bersanitasi pada tahun 2016 sebesar 27,26%
dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebesar
34,23%. Kondisi ini mewajibkan kepada Pemerintah Kabupaten

Sumba Barat untuk terus meningkatkan layanan dan sosialisasi
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terkait pentingnya penggunaan air bersih serta sanitasi yang baik
kepada warga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah juga perlu diperhatikan.
Tercatat selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 hanya
sebesar 0,016% ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah di

Kabupaten Sumba Barat.

B. Indikator Lainnya Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Tabel 2.54
Indikator Lainnya

Bidang Pekerjaan

Umum dan 1 Persentase tenaga 42,12 43,76 44,87 4511% 4511%
Penataan Ruang operator/teknisi/analisis

Sumber yang memll.lkl sertifikat

Dinas PUPR kompetensi

Sumba Barat 2021 Tabel 2.54 menunjukkan indikator lainnya dalam pelayanan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang. Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat juga perlu memperhatikan kualitas tenaga operator,
teknisi, dan analis agar semakin banyak yang memiliki sertifikat
kompetensi. Hanya 45,11% tenaga operator, teknisi, dan analis yang

memiliki sertifikat kompetensi di tahun 2020.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dalam urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerabh,
kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman terbagi
atas 5 sub urusan meliputi perumahan, kawasan permukiman,
perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana
dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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Tabel 2.55

Realisasi
Indikator Urusan
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

Sumber
Dinas PUPR
Sumba Barat
2021

Tabel 2.56

Realisasi
Indikator Urusan
Ketenteraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

Sumber

BPDB Kabupaten
Sumba Barat
2021

1 Kawasan Kumuh (Ha) 3483 348 348 157 70
3 3 5
2  Persentase penduduk berakses 7764 797 815 837 853
air minum 5 3 4 0
3  Persentase Rumah Layak huni 6953 726 758 785 819
dibangun 9 5 7 1
4  Persentase kawasan - 2,6 31 586 -

permukiman kumuh dibawah 10
ha di kabupaten yang ditangani
(ha)
Luasan kawasan kumuh yang tertangani sampai dengan tahun 2020

seluas 70 Ha. Persentase penduduk berakses air minum terus mengalami
peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 sampai tahun 2020
yaitu sebesar 85,30%. Demikian juga persentase rumah layak huni
yang telah dibangun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami
peningkatan sebesar 81,91%. Persentase kawasan permukiman kumuh
dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani (ha) dari tahun 2017 hingga
tahun 2019 secara berturut-turut seluas 2,6 Ha pada tahun 2017, 3,1
Ha pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan luasan pada tahun

2019 sebesar 5,86Ha.

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

1  Meningkatnya pencapaian SPM 100 100 100 100 100
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

2 Meningkatnya Ketertiban 100 100 100 100 100

Umum dan Perlindungan
Masyarakat (Jumlah Perda yang
ditegakkan)
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Tabel 2.57

Realisasi Indikator
Urusan Sosial

Sumber

Dinas Sosial
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.56 dapat dilihat bahwa indikator-indikator
kinerja dan capaian pada indikator 1-2 menggambarkan tentang
urusan wajib pemerintahan daerah terkait Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimana negara
wajib hadir menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman

kebencanaan.

2.3.1.6 Sosial

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewajiban dasar untuk
memberikan pelayanan dalam bidang sosial, tak terkecuali
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Urusan sosial memiliki
kewenangan yang cukup beragam mulai dari pemberdayaan sosial,
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, Pembinaan
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah
kegiatannya di kota), Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan
Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar, Pendataan dan
Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota,
Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan
trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan), Pemeliharaan

taman makam pahlawan nasional, dan urusan sosial lainnya.

Persentase (%) penyandang disabilitas 86. 89 92 97 100 %

terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti

2 Persentase korban bencana alam dan 100 100 100 100
sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana daerah
kabupaten

3 Persentase rumah 100 100 100 100
singgah/shelter/tempat tinggal
sementara yang dimiliki sesuai standar
dengan jumlah penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, dan gepeng
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4  Persentase penyandang disabilitas 100 100 100 100
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang direunifikasi
dengan keluarga

5  Rasio pekerja sosial profesional 1,82 1,82 1,82 1,82
dan/atau TKS dan/atau relawan sosial
yang disediakan

Tabel 2.57 menunjukkan 5 indikator yang dapat digunakan dalam
menilai pelayanan Kabupaten Sumba Barat dalam urusan sosial.
Terdapat 4 indikator yang menunjukkan angka capaian 100% di
tahun 2020. Sementara itu, untuk indikator kelima yaitu rasio
pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial
yang disediakan, baru mencapai angka 1,82 dalam kurun waktu
tahun 2016-2020. Hal ini menjadi catatan tersendiri untuk
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk terus meningkatkan

layanannya pada urusan sosial.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Sakernas 2019 angkatan kerja tahun 2019
berjumlah 57.025 orang atau 69,80 persen terhadap jumlah
penduduk usia kerja, dari jumlah tersebut sebanyak 98,95 persen
berstatus kerja. Di Kabupaten Sumba Barat, lapangan usaha yang
paling banyak menyerap tenaga kerja adalaha sektor pertanian

diikuti oleh sektor jasa pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan
kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan
percepatan proyek strategis nasional. Adapun realisasi kinerja
Kabupaten Sumba Barat dalam urusan tenaga kerja dapat dilihat

lebih lanjut pada Tabel 2.52 berikut.
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Tabel 2.58

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Tenaga Kerja

Sumber
Dinas Tenaga
Kerja dan

Transimigrasi Kab.

Sumba Barat
Tahun 2021

Indikator
1  Prosentase penduduk yang bekerja 98,20 98,20 96,17 95,94
2 Jumlah pencari kerja PMI yang 85 106. 90 42
ditempatkan
3 Jumlah pencari kerja terdaftar 178 210. 564 611
4  Jumlah pekerja/buruh peserta program - 1.042. 1.042. 1.568
BPJS Tenaga Kerja
5  Jumlah pekerja/buruh 49598 49598 44121  48.929
6  Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 67,38.  67,38. 58,77 63,97
7  Tingkat pengangguran terbuka (%) 1,80 1,80 3,83. 4,06
8  Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja - - - 5.642
pada perusahaan PMA/PMDN
10  Tenaga kerja bersertifikat kompetensi 85 106 90. 68.
(Orang)
12 Persentase Perusahaan yang - - 3,67 3,67

menerapkan tata kelola kerja yang
layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan)
13  Tenaga Kerja yang ditempatkan 15 2. 8 14.
(Dalam dan Luar Negeri) melalui
mekanisme layanan antar kerja dalam
wilayah kabupaten
14  Persentase perselisihan hubungan 100 100 100 100
industrial yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama oleh Mediator
Hubungan Industrial

Tabel 2.58 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat di bidang Tenaga Kerja dan terdapat 14
indikator yang dapat dilihat pencapaiannya. Dari indikator-indikator
tersebut terdapat beberapa indikator yang mengalami tren yang
fluktuatif, misalnya pada indikator Rasio Penduduk yang Bekerja.
Rasio ini cendrung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai
tahun 2019, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2020
sebesar 96,85. Sementara itu, untuk indikator Pencari Kerja yang
Ditempatkan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Selain itu,
pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami
penguatan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.
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Tabel 2.59

Realisasi Kinerja
Indikator
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Sumber
Dinas

Pengendalian
Dandsids.ls

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi kinerja Kabupaten Sumba Barat dalam wurusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat
dari realisasi kinerja untuk 11 indikator. Adapun realisasi kinerja

tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.59 berikut.

1 Partisipasi perempuan 986 1.004. 1.038  1.269 1.294
di lembaga
pemerintah

2  Partisipasi perempuan = 7.464 7932 8229 14.220 14.198
di lembaga swasta

(Jiwa)

3 Partisipasi angkatan 4198 4254  46.348 37.469 38.126
kerja perempuan 3 8

4  Jumlah perkara - - 2 3 1.

kekerasan terhadap
perempuan dan anak
yang disidangkan
5 | Indeks Pembangunan 94,04. 94,07. 94,09. 94,12
Gender 94,15
6  Desa/Kelurahan - - 1. 1. 1
Ramah Anak
7  Persentase ARG pada 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%. 0,05%
belanja langsung :
APBD
8  Persentase anak - - - - 0,04%
korban kekerasan
yang ditangani
instansi terkait
kabupaten
9  Rasio kekerasan - - - - 0,01/10.00
terhadap perempuan, 0 wanita
termasuk TPPO (per
100.000 penduduk
perempuan
10  Persentase korban - - - - 100%
kekerasan perempuan
yang terlayani
11  Partisipasi angkatan 4154 4286 43,79% 41,34% 50,24%
kerja perempuan

Tabel 2.59 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumba Barat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dapat dilihat pada indikator Partisipasi
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Tabel 2.60

Jumlah Cadangan
Pangan Provinsi
NTT Tahun 2013
-2016

Sumber:
RPJMD Provinsi
NTT

Angkatan Kerja Perempuan serta Partisipasi Perempuan di Lembaga
Pemerintah atau di Lembaga Swasta. Untuk Indikator Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan menunjukkan adanya tren yang positif
dimana pencapaian di tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan
dengan tahun 2016-2019. Sementara itu, untuk Partisipasi
Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2020 lebih baik dari
tahun sebelumnya dan Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta
justeru cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya.

2.3.2.3 Pangan

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah
memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok
masyarakat rentan/miskin. Potensi Penyediaan pangan untuk
wilayah NTT relative cukup besar kisaran persentasi potensi
wilayah berdasarkan luas masing-masing Kabupaten yang

berkategori sangat tinggi adalah 0.02 sampai 1,2 %.

Uraian 2013 2014 2015 2016 ‘
Jumlah Cadangan 100 109,23 178,27 146,32
Pangan

Kabupaten Sumba Barat tergolong dalam salah satu kabupaten
terendah dalam persentasi luasan wilayah dalam penyediaan
pangan. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten
Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada realisasi kinerja urusan

pangan pada Tabel 2.61 berikut.
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Tabel 2.61

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Pangan

Sumber:

Dinas Pangan
Kab. Sumba Barat
2021

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ketersediaan 28.77 2214 18.26 7.71 25,31
pangan utama
2 Persentase 10,06 6,7 6,69 6,7 7,08
ketersediaan

pangan (tersedianya
cadangan beras
dan/atau jagung
sesuai kebutuhan)
Tabel 2.61 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumba Barat di bidang Pangan yang dimana terdapat 3
indikator yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Dari 3
indikator tersebut terdapat 1 indikator yang tidak memuat realisasi
capaian dan terdapat. Sementara itu, untuk data tren dapat dilihat
pada indikator Regulasi Ketahanan Pangan serta Ketersediaan
Pangan Utama. Untuk Indikator Regulasi Ketahanan Pangan
menunjukkan tidak adanya regulasi yang disusun terkait dengan
regulasi ketahanan pangan di tahun 2016-2020 meskipun hal
tersebut ditargetkan akan ada minimal 1 regulasi setiap tahunnya di
dalam RPJMD. Lebih lanjut, untuk indikator Ketersediaan Pangan
Utama pada tahun 2016 menunjukkan adanya tren yang menurun
hingga tahun 2019, dan mengalami peningkatan di tahun 2020
sebesar 25,31. Sedangkan angka persentase ketersediaan pangan
(tersedianya cadangan beras dan/atau jagung sesuai kebutuhan)
juga mengalami penurunan secara fluktuatif dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019, dan sedikit mengalami peningkatan kembali di

tahun 2020.

2.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang
pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah
kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan

subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
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kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten,
d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten
dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah
kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan
penggunaan tanah yang hamparannya dalam  Daerah.
Penyelenggaraan pertanahan yang dilakukan oleh Kabupaten
Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada realisasi kinerja urusan

pertanahan pada Tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62
Realisasi Kinerja
Indikator Urusan

Pertanahan 1 Banyak Sertifikat yang 1.784 5.279 8.427 9.100 2.257
dikeluarkan Menurut Jenis

Sumber Hak Atas Tanah (Hak Milik)

Dinas Pertanahan 2  Banyak Sertifikat yang 36 15 73 370 86

Kabupaten dikeluarkan Menurut Jenis

Sumba Barat Hak Atas Tanah (HGB)

Tahun 2021 4 Banyak Sertifikat yang 4 1 1 7 21

dikeluarkan Menurut Jenis
Hak Atas Tanah (Hak Pakai)

5  Persentase penetapan tanah - - - 0,09% 0,18%
untuk pembangunan fasilitas
umum
6 Luas lahan bersertifikat (m?2) - - - - 2279
54.59
8

Tabel 2.62 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat di bidang Pertanahan. Untuk data tren
dapat dilihat pada indikator Banyaknya sertifikat yang dikeluarkan
menurut jenis hak atas tanah menunjukkan adanya peningkatan
sampai dengan tahun 2019 namun mengalami penurunan pada
tahun 2020. Sedangkan banyaknya sertifikat menurut HGB dan Hak

Pakai cenderung fluktuatif.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup
Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub

urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau
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Tabel 2.63

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Lingkungan
Hidup

Sumber Dinas

Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati),
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup (PPLH). Penyelenggaraan Lingkungan Hidup yang dilakukan
oleh Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada realisasi

kinerja urusan pertanahan pada Tabel 2.63 berikut.

1 Potensi timbulan sampah 5.685,51 5.772,49 5.860,81 5.950,48 6.041,53
rumah tangga dan sampah
sejenis rumah tangga

2 Target penanganan 75% 76% 77% 78% 79%
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis rumah
tangga

3 Target penanganan 4.264,13 4.387,10 4.512,83 4.641,38 4.641,38
sampah rumah tangga dan
sampah sejenisnya rumah
tangga

4 Realisasi penanganan 3.624,51 3.729,03 3.835,90 3.945,17 4.056,88
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis rumah

tangga
5 Rata-rata per bulan 302,04 310,75 319,66 328,76 338,07
6 Rata-rata per hari 10,07 10,36 10,66 10,96 11,27

Tabel 2.63 menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumba Barat di bidang Lingkungan Hidup yang dimana terdapat 6
indikator yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Untuk data
tren dapat dilihat pada indikator Jumlah Sampah yang Ditangani
yang dimana pada indikator ini menunjukkan adanya peningkatan
realisasi kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, meskipun

belum mencapai kinerja yang maksimal.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil

Realisasi kinerja Kabupaten Sumba Barat dalam urusan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari
realisasi kinerja untuk 6 indikatornya. Adapun realisasi kinerja

tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.64 berikut.
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Tabel 2.64

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Administrasi
Kependudukan
dan Catatan Sipil

Sumber

Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

1 47,14 47,38. 53,01 53,16
Persentase
Penduduk usia 0-
18 tahun yang
mempunyai akta
kelahiran (%)

2 Persentase
penduduk
berumur dari 17
tahun ke atas yang
mempunyai KTP
Elektronik (%)

3 Persentase
penduduk ber-KTP
per satuan
penduduk (%)

4 Aspek
Kesejahteraan
nikah (%)

57,11

64,13 64,57 65,21 67,40 70,32

59,98 60,32 60,81 61,84 67.54

3,46 3,52 3,57 3,57 3,68

262
Jiwa

213
Jiwa

5 Kepemilikan akte
kelahiran per 1000
penduduk (Jiwa
/1000 Penduduk)

6 Penerapan KTP - - -
Nasional berbasis
NIK

Tabel 2.64 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah

344 Jiwa 327 Jiwa | 387 Jiwa

60.780 64.487

Kabupaten Sumba Barat di bidang Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil yang dimana terdapat 6 indikator yang dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi. Melihat data tren ke enam
indikator diatas tergambar bahwa capaian kinerja dari tahun 2016
hingga tahun 2020 cendrung mengalami peningkatan. Dapat dilihat
pada indikator 1-5 yang dimana pada ketiga indikator tersebut
menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Realisasi kinerja Kabupaten Sumba Barat dalam wurusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari realisasi
kinerja untuk 6 indikatornya. Adapun realisasi kinerja tersebut

dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.65 berikut.
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Tabel 2.65
Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Sumber
DPMD
Kabupaten
Sumba Barat
2021

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase pengentasan 21,56 23,24 2585 2648 28,57
desa tertinggal
2 Persentase peningkatan 42 42 45 48 50
status desa mandiri
3 PKKaktif 74 74 74 74 74
4  Posyandu Aktif 244 244 244 244 244
5 Jumlah PKK 81 81 81 81 81
6  Jumlah kelompok binaan 148 148 148 148 148

PKK
Tabel 2.65 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumba Barat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang dimana terdapat 6 indikator yang dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi. Dari 6 indikator tersebut terdapat 3
indikator yang mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun 2016
hingga tahun 2020, dan 3 indikator yang memuat capaian kinerja

yang cendrung stabil.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara
penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang
masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang
dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari
kelahiran. Realisasi kinerja Kabupaten Sumba Barat dalam urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari
realisasi kinerja untuk 9 indikatornya. Adapun realisasi kinerja

tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.66 berikut.
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Tabel 2.66
Realisasi Kinerja

Indikator Urusan 1 TFR (Angka

Pengendalian

Penduduk dan Kelahiran Total) 4,73 4,54 4,52 4,51 4,46
Keluarga (%)
Berencana 2 Angka Kelahiran
Remaja umur 15-
Sumber
Dinas Pengendalian 19 ta_hun (AQ? 39 38 37 35 33
Penduduk dan Spesific Fertility
Keluarga Rate/ASFR 15-19)
Berencana 3  Persentase
Kabupaten Sumba kai
Barat 2021 pemakalan
kontrasepsi
modern (Modern 63,55 60,34 59,75 58,03 57,68
Contraceptive
Prevalence

Rate/mCPR) (%)
4  Persentase
kebutuhan ber-KB

yang tidak 3.203 2.497 = 3408 2755 @ 2.897
terpenuhi (unmet
need)

5 Rasio akseptor KB 54,61 59,09 52,63 58,03 57,68

6 Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera
I

7.014 7.400 6.509 7.171 7.250

7 Jumlah

desa/kelurahan
8 Jumlah PLKB/PKB 28 28 25 26 29
9 Cakupan peserta

KB aktif 8.632 9.328 8.880 9.790 10.225

Tabel 2.66 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat di bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana yang dimana terdapat 9 indikator yang dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi. Dari 9 indikator tersebut
terdapat 3 indikator yang mengalami penurunan realisasi capaian. 1
indikator stabil, dan 5 indikator yang mengalami fluktuatif capaian

kinerja.

2.3.2.9 Perhubungan
Realisasi kinerja Kabupaten Sumba Barat dalam wurusan

Perhubungan dapat dilihat dari realisasi kinerja untuk 6
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Tabel 2.67
Realisasi Kinerja
Indikator
Urusan
Perhubungan

Sumber
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Sumba Barat
2021

indikatornya. Adapun realisasi kinerja tersebut dapat dilihat lebih

lanjut pada Tabel 2.67 berikut.

1 Rasio Konektivitas 10 10 10 10 10
Kabupaten (Trayek)

2 | Kinerja Lalu Lintas 75 75. 76 76 76
Kabupaten (Rambu)

3  Jumlah Angkutan Orang 51 47 42 37 37

4 | Jumlah Angkutan Barang 523 613 636 921 921

5 Angkutan darat (%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

6  Prosentase Desa yang 78,7 81,9 85 94,5 95,76
Terhubung Dengan Moda

Transportasi Umum (%)

Tabel 2.67 di atas menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat di bidang Perhubungan yang dimana
terdapat 6 indikator yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
Dari 6 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang capaian realisasi
kinerjanya konsisten dan 3 indikator yang mengalami peningkatan
realisasi capaian kinerja. Selanjutnya terdapat 1 indikator yang
cendrung mengalami penurunan capaian kinerja, yaitu indikator

jumlah angkutan orang.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informasi

Pada bidang komunikasi dan informasi, Pemerintah Sumba Barat
telah memiliki website resmi sebagai media daring untuk
menyampaikan informasi terkait pengelolaan daerah kepada
masyarakat. Selain itu, dilakukan juga pameran dalam urusan
komunikasi dan informasi sebanyak 2 kali pada tahun 2017.

Data menunjukkan bahwa masih terdapat perangkat daerah yang
belum terhubung dengan akses internet sehingga Dinas KIPS perlu
melakukan strategi yang lebih intens dalam rangka menghubungkan
perangkat daerah terhadap akses internet. Layanan publik yang
dilakukan secara terintegrasi dan online telah mencapai titik

maksimum, hal ini perlu dipertahankan.
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Tabel 2.68
Realisasi Kinerja
Indikator
Urusan Kominfo

Sumber
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Sumba Barat
2021

Masyarakat sebagai prinsipal dalam pengelolaan negara maupun
daerah perlu mendapatkan informasi terkait kebijakan dan program
yang dilakukan pemerintah. Hal ini menjadi catatan penting
dilakukannya pembenahan untuk meningkatkan keterbukaan
informasi publik, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah daerah khususnya akan meningkat.
Rendahnya tingkat capaian penyebaran informasi publik juga terkait
dengan belum adanya peraturan daerah ataupun kepala daerah
terkait implementasi e-government, selain itu juga belum adanya
ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah
pengelolaan Dinas Kominfo. Perkembangan capaian kinerja DKIPS

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.68 berikut.

1  Website milik pemerintah
daerah

2 | Jumlah Media Baru
(Website, media dan on - - 2 2 7
line)

3 Jumlah kelompok informasi
masyarakat

4  Jumlah perangkat daerah
yang terhubung dengan - 8 8 74 95
akses internet

5 Jumlah perangkat daerah
yang telah menerapkan
system layanan berbasis - - 8 78 105
elektronik/e-government

6  Presentase aplikasi
Layanan SPBE yang
diselenggarakan perangkat 94% 91%  92% 87% 85%
daerah /unit kerja yang
terintegrasi

7  Jumlah Pengunjung website
milik Pemerintah Daerah

8  Jumlah sasaran penyebaran
informasi publik non digital

9  Peraturan daerah atau
peraturan kepala daerah
terkait implementasi
egovernment

10 Persentase ASN pengelola
TIK yang berkompeten di - 2 2 6
Dinas Kominfo

- - 5004 338142 751.729

- 1.570 770 720 1.276
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Tabel 2.69
Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah

Sumber

Dinas Koperasi
dan UMKM Kab.
Sumba Barat
Tahun 2021

2.3.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sebagai penyumbang yang cukup besar dalam membangun tatanan
perekonomian nasional, pengembangan koperasi sangat penting.
Koperasi aktif di Sumba Barat mengalami penurunan di tahun 2018
dan stabil sampai tahun 2020. Sedangkan untuk usaha mikro kecil
mengalami peningkatan yang efektif sejak tahun 2017 hingga tahun
2020. Untuk capaian Prosentase UMKM yang Meningkat Omsetnya /
Laba cendrung fluktuatif. Untuk capaian kinerja dari indikator
Meningkatnya koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan
yang signifikan di tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu sebanyak 30
koperasi. Untuk indikator peningkatan Usaha Mikro yang menjadi
wirausaha cendrung mengalami capaian kinerja yang fluktuatif.
Untuk indikator Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019, dan
mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu

sebesar 0%.

2016 2017 2018 2019 2020

No Uraian

Persentase koperasi aktif 70% 70% 60% 60% 60%
(%)

2 Usaha Mikro dan Kecil 653 1,247 1,693 2,217 6,156

3 Prosentase UMKM yang 4% 6% 7% 6% 5%
Meningkat Omsetnya /
Laba

4 Meningkatnya koperasi 6 6 6 30 30
yang berkualitas

5 Meningkatnya Usaha Mikro - 25 50 45 48
yang menjadi wirausaha

6 Persentase jumlah usaha 2% 2% 4%  4,5% 0%

kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi
standarisasi dan sertifikasi
produk usaha

2.3.2.12 Penanaman Modal

Kondisi iklim investasi dari segi investor dalam daerah cukup bagus.
Jumlah investor dalam negeri pada tahun 2017 mencapai 5 investor,
dari target 3 investor. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018
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menjadi 14 investor dari target 5 investor. Pada tahun 2020 terjadi
peningkatan jumlah investor sebanyak 16 investor.

Berdasarkan nilai investasinya, sejak tahun 2016 hingga tahun 2020
terus mengalami peningkatan jumlah nilai investasi baik penanaman
modal dalam negri maupun penanaman modal asing, hal ini

tergambar dari capaian nilai investasi pada tabel 2.70. Tabel 2.70

menunjukkan kondisi Investasi di Sumba Barat.

Tabel 2.70 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Realisasi Kinerja

Indikator Urusan

Penanaman 1  Jumlah Investor PMDN - 5 14 14 16
Modal 2 Jumlah Nilai Investasi

Sumber '(PMDN/PMA/)(dlm 24.543 33403  33.403 67471  67.471
Lakip dan LPPD jutaan)

Kabupaten 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Sumba Barat
Pada bidang kepemudaan dan olahraga, tingkat partisipasi pemuda

dalam kegiatan ekonomi mandiri serta pada organisasi kepemudaan
dan sosial dfari tahun 2016 hingga tahun 2020 Hal ini menunjukkan
bahwa peran serta pemuda sangat minim pada berbagai bidang.
Terlebih lagi dengan tingkat capaian prestasi olahraga pada tahun
2019 sebanyak 0%, hal ini dikarenakan minimnya jumlah pelatih
olahraga yang memiliki kompetensi di satuan olahraga yang
berjumlah hanya sebesar 2,70%. Rincian selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 2.71 berikut.

Hal ini menunjukkan bahwa peran serta pemuda sangat minim pada
berbagai bidang. Terlebih lagi dengan tingkat capaian prestasi
Tabel 2.71 olahraga pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 0%, hal ini

dikarenakan minimnya jumlah pelatih olahraga yang memiliki
Realisasi Kinerja Lo
Indikator Urusan Kompetensi di satuan olahraga.
Kepemudaan

dan Olahraga No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Sumber Dinas

Olahraga Kab. pemuda dalam kegiatan - - =
Sumba Barat ekonomi mandiri (Org)
2021
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2 Tingkat Partisipasi
pemuda dalam organisasi
kepemudaan dan 76 76 76 76
organisasi sosial
kemasyarakatan (Org)

3  Peningkatan prestasi

olahraga ) 3 >
4  Persentase jumlah
pelatih olahraga yang ) 20 30

memiliki kompetensi di
satuan satuan olahraga

2.3.2.14 Statistik

Statistik sangat penting dalam berbagai kegiatan di segenap aspek
kehidupan bermasyarakat baik pada level perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi penyelenggaraan
kegiatan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasanya penyelenggaraan
statistik sektoral menjadi kewenangan masing-masing daerah.
Undang-undang nomor 16 tahun 1997 menyebutkan bahwa statistik
sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi tertentudalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang
merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Secara konsisten pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021,
Sumba Barat telah mempublikasikan Buku berupa Sumba Barat
Dalam Angka. Ini berarti target selama lima tahun terakhir tercapai
100%. Kemudian dibuat juga buku PDRB kabupaten pada tahun
2016-2020. Perangkat daerah yang menggunakan data statistik
dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah
menembus capaian 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi maksimalisasi penggunaan data statistik. Lebih
lengkap tentang kinerja urusan statistik dapat dilihat pada Tabel
2.72 berikut.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

76



Tabel 2.72
Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Statistik

Sumber

BPS dan LPPD
Kabupaten
Sumba Barat

Tabel 2.73

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Kebudayaan

Sumber Lakip
dan LPPD
Kabupaten Sumba
Barat

s

Uraian

(=}

2016 2017 2018 2019 2020|

1 Buku "kabupaten dalam
angka”

2 Buku "PDRB kabupaten” - 1 1 1 1

3 Persentase Perangkat
Daerah (PD) yang
menggunakan data
statistik dalam
menyusun perencanaan
pembangunan

4 Persentase PD yang
menggunakan data
statistik dalam -
melakukan evaluasi
pembangunan daerah

2.3.2.15 Kebudayaan

- 1 1 1 1

= 100 100 100 100

100 100 100 100

Identitas suatu bangsa bisa dilihat dari kebudayaannya, yang mana
harus dihormati, dijaga, serta dilestarikan oleh penerus bangsa.
Budaya lokal yang kuat harus dipertahankan ditengah gempuran
pengaruh budaya asing. Penyelenggaraan seni dan budaya menjadi
sarana penting dalam rangka melestarikan budaya lokal. Pelestarian
cagar budaya dari tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga

tahun 2020, yaitu sebanyak 26 kampung situs.

Pada penyelenggaraan festival seni dan budaya, Sumba Barat telah
secara konsisten menyelenggarakan setiap tahun. Pada tahun 2016,
2017, serta tahun 2018 target tahunan penyelenggaraan festival seni
dan budaya masing-masing 1 kali. Pada tahun 2016, target tersebut
telah tercapai. Pada tahun 2017 serta tahun 2018 tercapai melebihi
target yaitu masing-masing 3 kali dan 4 kali. Pada tahun 2019,
penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan 3 Kkali,
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut.

2017 2018 2019

No Uraian

. 20 20 23 26 26
Terlestarikannya
kampung = kampung Kampung Kampung Kampung
Cagar Budaya : . . . .
situs situs situs situs situs
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Penyelenggaraan
2 festival seni dan 3 kali 2 kali 4 kali 3 kali. Tidak ada
budaya

2.3.2.16 Perpustakaan

Sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam pembangunan
sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, perpustakaan
berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Salah
satu urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah daerah, perlu
dilakukan tata kelola perpustakaan. Terkait indikator jumlah
pengenjung perpustakaan pertahun mengalami tren penurunan
yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan jumlah pengenjung
sebanyak 76 orang.

Terkait koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah juga
mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu
sebanyak 17.928 buku. Sedangkan untuk Persentase Naskah kuno dan
koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan mengalami
kestabilan pencapaian dari tahun 2016 hingga 2020. Lebih rinci dapat
dilihat pada tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74

Realisasi

Indikator . Jumlah pengunjung 1099 1075 574 305 76
Urusan perpustakaan per tahun

Perpustakaan Koleksi buku yang 18016 18016 17928 17928 17928
Sumber tersedia di perpustakaan

Dinas daerah

Perpustakaan Persentase Naskah kuno 3 3 3 3 3
dan kearsipan dan koleksi budaya etnis

Kab. Sumba nusantara yang dikelola

Barat 2020 dan dilestarikan

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
Pada bidang kelautan dan perikanan, terkait indikator perikanan

tangkap secara konsisten mengalami peningkatan meskipun dalam
tren yang fluktuatif. Kemudian, total produksi perikanan baik

tangkap dan budidaya juga mengalami tren peningkatan. Tempat

pelelangan ikan yang beroperasional sebanyak 100% terkawal
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Tabel 2.75
Realisasi
Kinerja
Indikator
Urusan
Kelautan dan
Perikanan

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2021

Tabel 2.76
Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Pariwisata

Sumber

Dinas Pariwisata
Kabupaten
Sumba Barat
Tahun 2020

pemanfaatannya. Secara rinci urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sumba Barat terdapat pada tabel 2.75.

1 Perikanan Tangkap  2.347. 2.453. 2.403. 299  2.894.684

(Tona) 000 000 080 7.90
0

2 Jumlah Total 30,73 31,67 3287 331 33,31
Produksi Perikanan 4
(Tangkap dan
Budidaya
Kabupaten)

3 Persentase 100 100 100 100 100%
Tempat % % % %

Pelelangan Ikan

yang operasional
2.3.3.2 Pariwisata
Pada sektor pariwisata, jumlah penginapan di Kabupaten Sumba
Barat mengalami peningkatan setiap tahun dan target setiap tahun
tercapai.
Target wisatawan mancanegara belum tercapai. Dan mengalami tren
menurun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 yang hanya sebanya
555 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri
juga mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan.
Nilai Kontribusi PDRB pada sektor pariwisata cendrung konsisten
pada capaian 0,5%. Pada indikator pertumbuhan jumlah wisatawan
mancanegara per kebangsaan; Persentase peningkatan perjalanan
wisatawan nusantara yang datang dan tingkat hunian akomodasi
juga mengalami tren penurunan. Secara rinci urusan pariwisata

Kabupaten Sumba Barat terdapat pada Tabel 2.76 berikut.

1 Jumlah penginapan 11 15 20 25
(unit)

2  Jumlah 4.744 5.705 3.711 3.432
perkembangan
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kunjungan
wisatawan (jiwa)
Mancanegara

3 Jumlah 2.976 3.724 4.561 4.052 1451

perkembangan
kunjungan
wisatawan
(jiwa)Dalam negeri

4  Nilai PDRB Sektor 0,5% 05% 05% 0,5% 0,5%

Pariwisata (%)
5 Persentase 82% 83% 82% 78% 36%

pertumbuhan
jumlah wisatawan
mancanegara per

kebangsaan
6 Persentase 80% 80% 85% 80% 40%

peningkatan
perjalanan
wisatawan
nusantara yang

datang
7 Tingkat hunian 75% 80% 80% 80% 30%

akomodasi

2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi mata
pencaharian utama penduduk Sumba Barat. Pada tahun 2020, sektor
pertanian menyumbang PDRB sebanyak Rp2.179.620 juta.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada
tahun 2018 sebanyak 3,55 ton/ha, kemudian meningkat pada tahun
2019 menjadi 4 ton/ha. Pada tahun 2020 produktivitas turun
menjadi 3,55 ton/ha dibandingkan tahun 2018. Jumlah ini juga tidak
mencapai target pada tahun 2019 sebanyak 4,5 ton/ha.

Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2020
mencapai 19,23%. Sektor pertanian menyumbang kontribusi
terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada
tahun 2016 sebesar 28,22%, tahun 2017 menjadi sebesar 27,81%,
dan pada tahun 2018 sebesar 27,43%, dan tahun 2020 mengalami

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Tabel 2.77

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan
Pertanian

Sumber Sumba
Barat dalam angka
tahun 2021

penurunan sebesar 26,78%. Pada tahun 2020 juga terjadi
penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
sebesar 5,59%. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.77.

berikut.

2016 2017 2018 2019 2020

Uraian

\[)

1  Nilai PDRB Sektor - - - -
Pertanian (Juta) 2.179.62

0

3,55

ton/ha

2 | Produktivitas padi - - 3,55 4
atau bahan pangan ton/h  ton/h
utama lokal a a
lainnya per hektar

3  Produktivitas - - - -
pertanian per
hektar per tahun

4  Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB

5  Persentase - - - -
penurunan
kejadian dan
jumlah kasus
penyakit hewan
menular

19,23%

28,22 27,81 26,78%

5,59%

2.3.3.4 Perdagangan

Peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan
merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah
daerah. Pembangunan dibidang ekonomi diaerahkan untuk
memajukan kesejahteraan umum. Pada saat ini, nilai PDRB sektor
UMKM pada tahun 2018 mencapai angka 16,15%, dari target
sebesar 17,85%. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan capaian
dibandingkan tahun 2018, dengan realisasi 16,71%.

Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan usaha
sebanyak 58% pada tahun 2020. Kemudian persentase alat-alat
ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera

sah yang berlaku sebanyak 7,39% pada tahun 2020. Secara rinci
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urusan perdagangan Kabupaten Sumba Barat terdapat pada Tabel

2.78 berikut.
Tabel 2.78 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1  Nilai PRDB Sektor UMKM =~ - - 1615% 1671% 16,71%
Realisasi Kinerja (%)
Indikator 0 =89 —n
Urusan 2 Persentase pelaku usaha - - - %o %
Pedagangan yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan
Sumber (IUPP/SIUP Pusat
Z‘gﬁzgf;wm Perbelanjaan dan
Sumba Barat [UTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
3  Persentase alat - alat - - - 739%  7,39%

ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang
berlaku

2.3.3.5 Perindustrian

Salah satu sektor yang berperan penting dalam mensukseskan
pembangunan nasional ialah sektor industri. Pada pemerintah
daerah peran sektor industri bisa dilihat berdasarkan kontribusinya
terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri (pengolahan) pada
Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016 sebanyak 1,72%. Pada
tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi menjadi 1,70%. Pada
tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dengan kontribusi
sebesar 1,71%, kemudian kembali mengalami penurunan dengan
kontribusi sebesar 1,69% tahun 2019 namun naik lagi di tahun 2020
menjadi 1,83%.

Pertumbuhan industri pada tahun 2018 mengalami peningkatan
sebesar 0,25%. Pada tahun 2019, pertumbuhan industri meningkat
menjadi 5,50%. Pada tahun 2020, terdapat pertambahan jumlah
industri kecil di kabupaten Sumba Barat sebesar 100%. . Secara rinci
urusan perindustrian Kabupaten Sumba Barat terdapat pada Tabel

2.79 berikut.
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Tabel 2.79 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Realisasi Kinerja
Indikator Urusan Industri terhadap PDRB

Perindustrian 2 Pertumbuhan Industri 224 185 550 3,28 1,53
Sumber 3 Pertampaha'njl'lmlah 76 82 87 94 100
BPS dan LPPD Industri kecil di

Kabupaten kabupaten

Sumba Barat

2.3.3.6 Transmigrasi

Pada bidang transmigrasi, terdapat dua indikator yang digunakan
sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja. Untuk wilayah binaan
transmigrasi lokal di tahun 2016 hingga 2017 terdapat 3 UPT binaan
dan mengalami peningkatan 1 UPT ditahun 2018, sehingga menjadi
4 UPT binaan yang berlangsung sampai tahun 2020. Jumlah satuan
pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan
pembinaannya sebanyak 443 unit (4 UPT) pada tahun 2016 dan
2017 berjumlah 418 unit dari 3 UPT binaan mengalami peningkatan
sebanyak 443 Unit dari 4 UPT binaan sejak tahun 2018 sampai

dengan tahun 2020.Secara rinci urusan transmigrasi Kabupaten

Sumba Barat terdapat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80

Realisasi No Uraian 2016 2017 2018 2019 | 2020

glr‘l‘l‘zgs 1 Transmigran Lokal 3UPT 3UPT 4UPT 4UPT 4UPT

Transmigrasi 2 Jumlah satuan 418 418 443 443 443
pemukiman transmigrasi

Sumber yang difasilitasi

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

pembangunannya dan
pembinaannya sebanyak
443 unit (4 UPT)

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan
Pada fokus layanan urusan penunjang pemerintahan, sistem

informasi manajemen pemda terdapat 26 aplikasi pada tahun 2019

dan bertambah pada tahun 2020 menjadi 50 aplikasi. Penjabaran
program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2019 terealisasi
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sebanyak 83,64%, jumlah ini meningkat menjadi 89,13% pada tahun
2020.

Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan pada tahun
2030 terealisasi sebanyak 10,81%. Rasio PAD pada tahun 2016
sebanyak 8,49%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 8,90%,
meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 12,31%. Pada 3 tahun
tersebut menunjukkan PAD yang cukup tinggi bila dibandingkan
dengan total pendapatan. Akan tetapi jumlah ini kemudian turun
pada 2 tahun selanjutnya. Pada tahun 2019 rasio PAD menjadi
10,54%, kemudian pada tahun 2020 menjadi 861%. Pada tahun
2019 perlu dilakukan evaluasi mendalam mengingat jumlah
penurunan persentase rasio PAD sangat tinggi. Disisi lain, rasio
belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer
expenditures) pada tahun 2019 sebesar 34,37%.

Fokus layanan urusan penunjang pemerintahan juga ada dua hal
penting yang perlu diketahui, yakni terkait maturitas SPIP dan
peningkatan kapabilitas APIP. Maturitas SPIP pada tahun 2019
belum dinilai. Kemudian peningkatan kapabilitas APIP berada pada
level 3.

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun
2020 yang ditandatangani pada kuartal pertama mencapai realisasi
sebesar 7,92%. Kemudian, persentase jumlah pengadaan yang
dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2020 sebesar
23,32%. Terkait dengan pengadaaan, rasio nilai belanja yang
dilakukan melalui pengadaan sebesar 9,99% pada tahun 2020.
Persentase pegawai fungsional terhadap seluruh jumlah pegawai
pada tahun 2020 sebesar 52%. Persentase jabatan Fungsional
bersertifikat kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 6%. Kedua
perhitungan tersebut tidak termasuk PNS guru dan tenaga
kesehatan. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam

APBD pada tahun 2020 sebesar 91,92%.
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Pada aset management dengan pertimbangan apakah perangkat
daerah membuat daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar
asset tetap, proses inventarisasi aset tahunan, serta pencantuman
nilai aset dalam laporan anggaran, pada tahun 2020 mencapai 110
perangkat daerah. Pada cash management, dimana nilai realisasi
SILPA dibagi dengan total belanja anggaran tahun sebelumnya, pada
tahun 2020 sebesar 3,60%.

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada
tahun 2020 terealisasi sebesar 0%. Pada tahun 2020, akses publik
terhadap informasi keuangan daerah sebesar 0%. Hal ini perlu
menjadi catatan karena karena Undang-Undang nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan
bahwa pada pasal 3 disebutkan bahwa negara menjamin hak warga
negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Hal ini
dilakukan antara lain dalam rangka penyelenggaraan negara yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan. Secara lebih rinci, kinerja layanan urusan

penunjang pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Realisasi Kinerja 1 Sistem Informasi Manajemen - - - 26 50
Indikator Pemda Aplikasi
Urusan 2 Penjabaran Program RPJMD - - - 83,64% 89,13%
Penun].ang ke dalam RKPD
Pemerintah 3 Rasio Belanja Pegawai di luar - - s - 1081%
Guru dan Tenaga Kesehatan
Sumber 4 Rasio PAD 8,49% 890% 12,31% 10,54% 8,61%
LPPD dan . .
Laporan 5 Rasio ].3elan]a Urusan - - = = 34,37%
Keuangan Peplerlnta.han Umum
Kabupaten (dlkura.ngl transfer
Sumba Barat expenditures)
6 Maturitas Sistem Level  Level Level3 Level3 Level 3
Pengendalian Intern 3 3
Pemerintah (SPIP)
7 Peningkatan Kapabilitas Level Level Level3 Level3 Level 3
Aparat Pengawasan Intern 3 3

Pemerintah (APIP)
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8 Persentase jumlah total - - - -
proyek konstruksi yang
dibawa ke tahun 2020 yang
ditandatangani pada kuartal
pertama

9 Persentase jumlah pengadaan - - - -
yang dilakukan dengan
metode kompetitif

10  Rasio nilai belanja yg - - - -
dilakukan melalui pengadaan

11 Persentase Pegawai - - - -
Fungsional terhadap seluruh
jumlah pegawai pemerintah
daerah (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga kesehatan)

12 Persentase jabatan Fungsional - - - -
bersertifikat kompetensi (PNS
tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

13 Budget execution : Deviasi - - - -
realisasi belanja terhadap
belanja total dalam APBD

14  Assets Management - - - -

15  Cash Management : Rasio - - - -
anggaran sisa terhadap total
belanja dalam APBD tahun
sebelumnya
16  Informasi tentang sumber - - - -
daya yang tersedia utk
pelayanan
17  Akses publik terhadap - - - -
informasi Jumlah dokumen
yang dipubliskasikan di
website pemda keuangan
daerah
2.3.5 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum
Pada fokus layanan urusan pemerintahan umum, kegiatan
pembinaan politik daerah pada tahun 2018 dilakukan sebanyak 8
kegiatan. Jumlah ini menurun pada 2 tahun berikutnya, yakni pada
tahun 2019 menjadi 2 kegiatan, dan pada tahun 2020 menjadi 1
kegiatan.
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKPRKPD pada
tahun 2017,2018, serta 2019 secara konsisten diadakan sebanyak 1
kali. Jumlah ini turun pada tahun 2020, dimana tidak ada kegiatan

pembinaan pada LSM, Ormas, maupun OKPRKPD.
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7,92%

23,32%

9,99%

52%

6%

91,92%

110
Perangkat
Daerah
3,60%

0%

0%



2.4 ASPEKDAYA SAING DAERAH

Hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun dalam
RPJMD 2016-2021 terhadap pelaksanaan aspek dan wurusan
pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.82
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2016-2021

Interpret
Kondisi Kinerja Akhir asi
ASPEK/FOKUS/BI
D ANG/ URUS Al(l / periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun belum _
No INDIKATOR Sebelumnya STAN ter(c<a)pa1
: KINERJA DAR sesuai (=)
PEMBANGUNAN -
melampa
DAERAH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ui
(=)
1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.1.1. | PDRB Per kapita

1| (ADHK) (Rp) 1.129.10 1.183,52 |  1.242,47 1.315,78 1.393,41 1.475,62 1.562,68 |  1.654,88 1.654,88
1.1.1. | PDRB Per kapita

2 | (ADHB) (Rp) 1.468,15 1.642,75 | 1.829,12 1.856,01 1.883,29 1.910,98 1.939,07 |  1.967,57 1.967,57
111 Laju dan

'3' " | pertumbuhan 4,76 4,82 5,00 5,03 5,16 5,28 5,42 5,55 5,55

ekonomi (%)

L.L1. | Pendapatan per 12.241,75 |  13.472,94 | 14.761,40 | 15.880,00 16.880,40 | 17.780,44 | 18.680,84 | 19.581,24 19.581,24

4 kapita (Rp)
1'15'1' Tingkat inflasi (%) 3,89 3,89 3,70 3,50 3,00 2,60 2,50 2,50 2,50
11 | Rasio Indeks Gini 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0.24 0,22 022
1'17'1' Nilai SAKIP 342(C)| 3424(C)| 3534(C)| 3935 (C)| 4255(CC)| 4678 (C)| 5235(C)| 55(C) 55 (¢
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1';'1' Opini BPK WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP <
111 Nilai LPPD
'9' " | (Rangking 318,00 320,00 319,00 305,00 298,00 280,00 270,00 250,00 250,00
Nasional
Indeks 63,85
1.2.1 | Pembangunan 60,90 61,36
Manusia 61,85 62,30 62,70 63,15 63,50 63,85
13.1 ‘é\%ka melek huruf 79,20 79,50 79,80 80,10 80,50 81,50 81,70 82,00 82,00
Angka Rata-rata
1.3.2 Lama Sekolah 6,38 6,44 6,45 6,51 6,60 6,67 6,72 6,78 6,78
Angka Harapan
1.3.3 Lama Sekolah 10,21 10,91 11,71 12,51 13,61 14,11 14,91 15,00 15,00
134 | AngkaPartisipasi 167,5 168,82 163,67 164,44 165,62 166,25 166,85 167,5 167,5
Murni (APM)
Angka Partisipasi
1.3.5 | Murni (APM) 95,00 95,00 94,20 96,78 97,50 97,85 98,45 98,85 98,85
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi
1.3.6 | Murni (APM) 73,82 73,82 69,47 67,66 67,90 68,50 69,10 70,50 70,50
SMP/MTs/Paket B
Angka partisipasi
kasar
1.3.7 | SD/Sederajat 121 116% 118% 119% 119% 120% 120% 121% 121%
1.3.8 | SMP/Sederajat 88 75,32% 60% 76% 77% 77% 78% 78% 78%

1.4.1 | Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
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1.4.1.

1 Ibu 4 4 3 2 1 1 0 0 0
1";1' Bayi 5 7 6 5 4 3 2 1 1
1'43'1' Balita 11 4 3 2 1 1 0 0 0
14.1. | Angka Usia 66 66,05 66,15 66,25 66,35 66,45 66,55 66,65 66,65

4 Harapan Hidup
1.4.1. | Persentase balita

5 gizi buruk (%) 515 4,35 2,84 5,88 5,13 4,38 3,63 1,98 1,98
14.1.") Prosentase 70% 68% 66% 64% 60% 47% 44% 40% 40%

6 Stunting
151 f;f:gg(aszfai/nbala‘ 0,01/1000 | 0,01/1000 | 0,01/1000 | 0,02/1000 0,02/1000 | 0,02/1000 | 0,02/1000 | 0,02/1000 0,02/1000

e may penduduk penduduk | penduduk penduduk penduduk penduduk | penduduk | penduduk penduduk
milik swasta)
152 | Lapanean olahraea 1,02/1000 1,02/1000 | 1,02/1000 | 1,08/1000 1,08/1000 1,08/1000 | 1,09/1000 | 1,10/1000 1,10/1000
- pang & penduduk penduduk | penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk | penduduk penduduk
Prosentase Cagar
1.6.1 | Seni Budaya yang 62,28% 63,33% 66,66% 70,00% 73,00% 76,66% 80,00% 83,00% 83,00%
Lestari
Penyelenggaraan
1.6.2 | festival seni dan 2x 2x 2x 2x 4x 4x 4x 4x 4x
budaya
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2.1 | Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi 70
2.1.1 PAUD (%) 40 40 45 50 55 60 65 70
2.2 | Pendidikan dasar
2.2.1 | Angka Partisipasi Sekolah
2.2.2. . 21.450
1 a. SD/Sederajat 24.302 24.216 23.255 21.829 21.342 20.650 20.080 21.450
2'22'2' b. SMP/Sederajat 8.269 8.269 10.069 9.219 8.987 8.624 8.350 8.000 8.000
2.2.2 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
2'21'2' a.SD/MI 260 263 233 208 194 180 167 172 172
2'22'2' b.SMP/MTs 215 218 252 220 204 187 174 160 160
2.2.3 | Rasio Guru / Murid
2'21'3' a.SD/MI 19,77 19,77 36,00 32,00 30,58 29,16 27,74 26,32 26,32
2'22'3' b.SMP/MTs 13,34 13,34 36,00 36,00 34,65 33,30 31,95 30,60 30,60
2.2.4 | Angka Putus Sekolah
294 Angka Putus
'1' " | Sekolah (APS) 0,16 0,14 0,14 0,12 0,10 0.08 0.04 i i
SD/MI ’ ’
224 Angka Putus
'2' " | Sekolah (APS) 4,75 i i
SMP/MTs 4,50 4,35 4,24 4,15 2,75 1,35
2.2.5 | Angka Kelulusan
2.2.5. | Angka Kelulusan o o o o o o o o
1 (AL) SD/MI 3.339 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.2.5. | Angka Kelulusan o o o o o o o o
2 (AL) SMP/MTs 2.374 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2.2.1

Rasio posyandu
per satuan balita

228,71

406,09

92,26

217,66

223,02

267,62

294,38

303,30

303,30

2.2.3

Rasio
puskesmas/polikli
nik/pustu

0,08

0,07

0,07

0,07

0,09

0,08

0,10

0,10

0,10

2.2.4

Rasio Rumah Sakit
per satuan
penduduk

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

2.2.5

Rasio dokter per
satuan penduduk

0,24

0,28

0,30

0,29

0,29

0,29

0,31

0,35

0,35

2.2.6

Rasio tenaga
medis per satuan
penduduk

2,63

1,97

1,55

1,39

1,37

1,46

1,54

1,93

1,93

2.3.1

Proporsi Panjang
Jaringan Jalan
Dalam Kondisi
Baik (%)

20,21%

22,08%

22,98%

33,59%

35,84%

41,97%

42,81%

45,06%

45,06%

2.3.2

Panjang Jalan
Kabupaten dalam
Kondisi Baik
(>40Km/Jam)

36,50

37,29

38,28

39,17

41,97

42,91

43,44

45,00

45,00

2.3.3

Prosentase Irigasi
dalam Kondisi
Baik

52.2

57.9

65.2

66,73

73.87

73,87

76,23

80

241

Kawasan Kumuh
(Ha)

0,75%

0,73%

61,00%

0,54%

0,50%

0,47%

0,40%

0,34%

0,34%

24.2

Persentase
penduduk
berakses air
minum

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

75,00%

75,00%
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243

prosentase rumah
tangga yang
memiliki sanitasi
layak

3,19%

3,31%

3,71%

4,12%

4,53%

4,94%

5,54%

6,15%

6,15%

244

Prosentase Rumah
Layak huni

69,10%

69,70%

70,02%

70,60%

71,07%

71,51%

72,3%

75,00%

75,00%

2.4.5

Rasio Elektrifikasi

29,10%

30,00%

20,81%

34,52%

38,23%

41,94%

46,65%

50,00%

50,00%

251

Kegiatan
pembinaan
terhadap LSM,
Ormas dan OKP

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.5.2

Kegiatan
pembinaan politik
daerah

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

253

Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per
10.000 penduduk

0,26

0,29

0,79

1,29

1,79

2,29

2,79

3,29

3,29

2.5.4

Jumlah Linmas per
Jumlah 10.000
Penduduk

96,65

96,65

111,65

126,65

141,65

156,65

171,65

186,65

186,65

2.5.5

Rasio Pos
Siskamling per
jumlah
desa/kelurahan

01:04

01:04

01:05

01:06

01:07

01:08

01:09

01:10

01:10

2.5.6

Penegakan PERDA

2.5.7

Cakupan patroli
petugas Satpol PP

231

240

240

240

240

240

240

240

240

2.5.8

Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




keindahan) di
Kabupaten

2.59

Petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten

1.480

1.480

1.522

1.564

1.606

1.648

1.690

1.732

1.732

2.5.10

Pembentukan
forum kerukunan
umat beragama
(FKUB) tingkat
kecamatan

2.5.11

Pembentukan
forum pambauran
kebangsaan (FKP)

2.5.12

Penguatan
kelembagaan FKP
dan FKUB

2.5.13

Peningkatan
wawasan
kebangsaan
berupa seminar,
lomba cerdas
cermat dan lomba
pidato antar
pelajar SMA dan
SMP

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2.5.14

Peningkatan
toleransi antar
umat beragama
berupa lomba
volley ball antar
umat beragama

2.5.15

Pembentukan
forum
kewaspadaan dini
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masyarakat
(FKDM) tingkat
kecamatan

2.5.16

Pengawasan orang
asing dan lembaga
asing di daerah

2.5.17

Penanganan
konflik sosial dan
pembuatan
rencana aksinya

2.5.18

Penguatan forum
kewaspadaan dini
masyarakat
(FKDM) tingkat
kecamatan

2.6.1

Angka kriminalitas
(%)

4,59

5,42

5,84

6,67

6,00

5,00

4,17

3,34

3,34

2.6.2

Sarana sosial
seperti panti
asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi (unit)

9,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

21,00

2.6.3

Persentase
penduduk diatas
garis kemiskinan
(%)

29,84

29,84

28,34

26,84

25,34

23,84

22,34

20,84

20,84

2.6.4

Anak balita
terlantar

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2.6.5

Anak terlantar

297

239

224

209

194

179

164

149

149

2.6.6

Anak berhadapan
dengan hukum

18

17

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

12,00

2.6.7

Lanjut usia
terlantar

40

50

45

40

35

30

25

20
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268 | Vanitarawan 450 25 20 17,00 14,00 11,00 8,00 5,00 5,00
sosial ekonomi

269 | RTSM/ Kepala 3347 3735 36,21 36,69 36,19 3450 33,20 22,50 22,50
Keluarga Miskin

2.6.10 Ezrrlri‘ah tidak layak 5472 4670 4515 4360 4.205 4.050 3.895 3.740 3.740

2.6.11 | Korbanbencana 77 63 59 55 51 47 43 39 39
alam

2.6.12 | Komunitas adat 60 50 50 51 52 53 54 55 55
terpencil
Penyandang

2613 | 41v7AIDS 11 33 28 21 16 10 5 0 0

2.6.14 ](‘]J‘l:/nvf)h RT Miskin 2014 2014 1.937 1.860 1.783 1.705 1.628 1.551 1.551

2.6.15 ](;r‘jlvgh Penduduk 17.066 17.066 17.322 17.578 17.834 18.090 18.346 18.602 18.602

2616 | Prosentase 12,32% 11,81% 11,18% 10,58% 10,00% 9,43% 8,88% 8,34% 8,34%
Penduduk Miskin

2.6.17 | Jumlah Desa 16 16 16 16 14 12 10 8 8
Swadaya

2.6.18 | Jumlah Desa 47 47 47 47 42 36 25 15 15
Swakarsa

2.6.19 | Jumlah Desa 74 74 74 74 94 99 104 109 109
Keseluruhan

271 | Rasio penduduk 75,21 77,15 77,65 78,15 78,65 79,15 79,65 80,15 80,15
yang bekerja
Jumlah Tenaga

2.7.2 | Kerja Yang di Latih 88 10 60 110 160 210 260 310 310
(jiwa)
Jumlah pendaftar

2.7.3 | pelatihan berbasis 197 50 80 130 180 230 280 330 330
masyarkat
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2.7.4

Jumlah pendaftar
pelatihan
kewirausahaan

203

87

117

147

177

207

237

267

267

2.7.5

Jumlah pencari
kerja yang
ditempatkan

197

50

75

100

125

150

175

200

200

2.7.6

Jumlah pencari
kerja terdaftar

606

320

370

420

470

520

570

620

620

2.7.7

Jumlah
pekerja/buruh
peserta program
jamsostek

1.036

1.038

1.113

1.188

1.263

1.338

1.413

1.488

1.488

2.7.8

Jumlah
pekerja/buruh

1.720

1.723

1.748

1.773

1.798

1.823

1.848

1.873

1.873

2.7.9

Tingkat partisipasi
angkatan kerja
(%)

69,09

67,17%

69%

71%

73%

75%

77%

80%

80%

2.7.10

Tingkat
pengangguran
terbuka

10,10%

8,09%

7,79%

7,68%

7,58%

7,07%

6,57%

6,57%

2.7.11

Jumlah Tenaga
Kerja yang bekerja
pada perusahaan
PMA/PMDN

1.720

1.723

1.748

1.773

1.798

1.823

1.848

1.873

1.873

2.7.12

Pekerja anak usia
5-14 tahun

43

38

33

28

23

18

13

2.8.1

Partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah

278

1254

1259

1264

1269

1279

1289

1299

1299

2.8.2

Partisipasi
perempuan di

28.715

29.671

29.671

29.691

29.711

29.731

29.751

29.771

29.771
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lembaga swasta

(Jiwa)

2.8.3

Jumlah Kasus
KDRT

49

44

2.8.4

Persentase jumlah
tenaga kerja
dibawah umur (%)

12,05

12,01

11,01

10,01

9,01

8,01

7,01

6,01

6,01

2.8.5

Partisipasi
angkatan kerja
perempuan

46.712

48.540

48.540

48.570

48.600

48.630

48.660

48.690

48.690

2.8.6

Jumlah perkara
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak yang
disidangkan

6,00

11,00

16,00

21,00

26,00

31,00

31,00

2.8.7

Indeks
Pembangunan
Gender

97,57%

94,57%

95,42%

96,87%

97,57%

97,67%

97,80%

98,00%

98,00%

2.8.8

Prosentase
Desa/Kelurahan
Ramah Anak

58,317460
32

52,32

54,32

56,32

58,32

60,32

61,32

66,32

66,32

29.1

Regulasi
ketahanan pangan

1

1

1

1

1

1

1

1

2.9.2

Ketersediaan
pangan utama

333,05Kg/
1000
Penduduk

333,14Kg/1
000
Penduduk

333,20Kg/
1000
Penduduk

333,25Kg/1
000
Penduduk

333,36Kg/10
00 Penduduk

333,39Kg/1
000
Penduduk

333,46Kg/1
000
Penduduk

333,52Kg/
1000
Penduduk

333,52Kg/
1000
Penduduk

3.0.1

Banyak Sertifikat
yang dikeluarkan
Menurut Jenis Hak

21.562

24431

24.451

24471

24491

24.511

24.531

24.551

24.551
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Atas Tanah (Hak
Milik)

3.0.2

Banyak Sertifikat
yang dikeluarkan
Menurut Jenis Hak
Atas Tanah (HGB)

533

533

548

563

578

593

608

623

623

3.03

Banyak Sertifikat
yang dikeluarkan
Menurut Jenis Hak
Atas Tanah (HGU)

3.0.4

Banyak Sertifikat
yang dikeluarkan
Menurut Jenis Hak
Atas Tanah (Hak
Pakai)

567

570

575

580

585

590

595

600

600

311

Persentase
penduduk
berakses air
minum

133

190

269

382

543

771

771

3.1.2

Jumlah sampah
yang ditangani (%)

111

157

224

318

451

451

3.1.3

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

71,10

71,35

71,55

71,75

72,30

72,45

73,20

73,20

321

Rasio penduduk
ber-KTP per
satuan penduduk

51,55

54,88

59,88

64,88

69,88

74,88

79,88

84,88

84,88

3.2.2

Rasio pasangan
berakte nikah

2,31

2,34

2,54

2,74

2,94

3,14

3,34

3,54

3,54

323

Kepemilikan KTP
non elektrik (%)
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3.2.4

Kepemilikan akte
kelahiran per 1000
penduduk

249

250

260

270

280

290

300

310

310

3.25

3.3.1

Penerapan KTP
Nasional berbasis
NIK

Jumlah PKK

46.430

50.135

50.335

50.535

50.735

50.935

51.135

51.335

51.335

80

3.3.2

Jumlah kelompok
binaan PKK

148

148

148

148

148

148

148

148

148

3.33

Indeks Desa
Membangun Status
Berkembang

2 Desa

4 Desa

6 Desa

8 Desa

10 Desa

14 Desa

16 Desa

20 Desa

20 Desa

34.1

Rata-rata jumlah
anak per keluarga

3,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

342

Rasio akseptor KB

47,07

55,62

56,62

57,62

58,62

59,62

60,62

61,62

61,62

343

Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera
I

21.260

19.281

19.283

19.285

19.287

19.289

19.291

19.293

19.293

344

Jumlah PUS yang
tidak ber KB

10.738

7.015

6.815

6.615

6.415

6.215

6.015

5.815

5.815

345

Jumlah keluarga
anggota BKB
peserta KB

120

135

155

175

195

215

235

255

255

3.4.6

Jumlah keluarga
anggota BKB
berstatus PUS

109

172

192

212

232

252

272

292

292

3.4.7

Jumlah desa dan
kelurahan

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

84,00

3.4.8

Jumlah kegiatan
BKB

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00
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3.4.9 glgah kelompok 6 8 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 13,00
Jumlah pertemuan i
3.4.10 kelompok BKB 72 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
3.4.11 | Jumlah PLKB/PKB 17 23 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 29,00
3.4.12 | Jumlah PPKBD 74 74 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 84,00
3.4.13 | Jumlah PPM PB 3.940 2117 2.122 2.127 2.132 2.137 2.142 2.147 2.147
3.4.14 | Jumlah PPM PA 12.897 - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00
3.4.15 | Cakupan peserta 9.550 8.793 8.993 9.193 9.393 9.593 9.793 9.993 9.993
KB aktif
3.5.1 | Jumlah Angkutan Orang dan Barang
3.5.1. | Jumlah Angkutan
2 | Orang 164 154 182,82 211,64 240,46 269,28 298,10 326,92 326,92
3.5.1. | Jumlah Angkutan 567 588 698,04 808,08 918,12 1028,16 1138,20 124824 1248,24
2 Barang
3'2'1' Angkutan darat 27,95% 28,20% 29,20% 30,20% 31.20% 36,20% 41,20% 46,20% 46,20%
Prosentase Desa
351 | yans Terhubung
2" | Dengan Moda 23,50% 23,80% 25,39% 28,57% 30,15% 31,20% 39,68% 41,20% 41,20%
Transportasi
Umum
Website milik
3.6.1 pemerintah daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.6.2 | Pameran/expo 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jumlah Media Baru
3.6.3 | (Website, media 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dan on line)
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Jumlah kelompok
3.6.4 | informasi 6 6 8 10 12 14 16 18 18
masyarakat
371 | ersentase 65 57,00 58,50 60,00 61,50 63,00 64,50 66,00 66,00
koperasi aktif (%)
3.7.2 EZ‘;‘E"" Mikro dan 55,00% 56,00% |  57,00% 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% |  62,00% 62,00%
Volume usaha
koperasi (Nilai 10.516.47 | 25.927.519. | 38.794.960.7 51.662.401. | 64.529.843. | 77.397.284 77.397.28
3.7.3 uang dalam 1.815.458. 1 2.158.332.2 2.037 498 44 990 236 482 4.482
. 305 04
koperasi)
Prosentase UMKM
3.7.4 | yang Meningkat 70,48 70,57 70,62 70,67 70,72 70,77 70,82 71 71
Omsetnya / Laba
3.7.5 | Nilai Ekspor (juta) 321.478 1.669.10
o ' 327.218 323.463 343.513 674.911 1.006.309 1.337.707 1.669.105
381 |Jumlahinvestor 4 5 6 7 8 9 10 10 10
o PMDN
Jumlah nilai
investasi 51.430.00 103.708.0 | 122.564.00 207.416.00 | 254.556.00 254.556.0
3.8.2 (PMDN/PMA) 0.000 94.280.000 00 0 141.420.000 | 169.704.000 0 0 00
(juta)
391 |Jumlah cabang 14 14 14 14 14 14 14 14 14
olahraga
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4.0.1

Buku "kabupaten
dalam angka”

4.02

Buku "PDRB
kabupaten”

411

Sarana
penyelenggaraan
seni dan budaya

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

421

Jumlah
perpustakaan

50

229

230

231

232

233

234

235

235

4.2.2

Jumlah
pengunjung
perpustakaan per
tahun

483

917

947

977

1007

1037

1067

1097

1097

423

43.1

Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan
daerah

Perikanan
Tangkap

13.405

2.486.872

14.972

2.672.451

15.547

2.806.074

16.122

3.086.681

16.697

3.549.683

17.272

4.259.620

17.847

5.324.525

18.422

6.921.882

18.422

6.921.882

43.2

Rumput Laut
(Ton)

60.000

60.000

63.000

69.300

79.695

95.634

119.543

155.405

155.405

4.4.1

Jumlah
penginapan (unit)

12

12

12

13

14

15

16

17

17
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Jumlah
perkembangan
kunjungan
wisatawan (jiwa)
4.4.2 | a. Mancanegara 678 9.727 9.922 10.120 10.525 11.051 11.825 12.889 12.889

4.4.3 | b.Dalam negeri 2.500 2.860 2917 2.976 3.095 3.249 3.477 3.790 3.790

Nilai PDRB Sektor
Pariwisata (%)

4,44 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19 1,20 1,20

451 Nilai PDRB Sektor 464,758

Pertanian (Juta) 465.633 508.599 995.715 1.482.831 1.969.947 2.457.063 | 2.944.179 2.944.179
Produktivitas padi
atau bahan pangan 2,90 3,10
45.2 utama lokal ton/ha 3,00 ton/ha ton/ha 3,55 ton/ha 4 ton/ha 4,5 ton/ha 5 ton/ha 6 ton/ha 6 ton/ha
lainnya per hektar
o o
461 Nilai PDRB Sektor 17,00% 18,00%
UMKM (%) 17,06% 17,10% 17,15% 17,85% 17,91% 17,96% 18,00%

Kontribusi sektor

4.7.1 | Industri terhadap 1,35%
PDRB 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 2,10% 2,50% 2,90% 2,90%
Pertumbuhan 5,80%
0 )
472 | 1dustri 2,35% 2,50% 3,50% 4,50% 5,50% 5,60% 5,70% 5,80%
481 Transmigran
e swakarsa 0,00% 0,00% 0,04% 0,14% 0,24% 1,24% 2,24% 3,24% 4,24%
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Lokasi
4.8.2 | Transmigrasi 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Lokal
5.1 | Kemampuan Ekonomi Daerah
5.1.1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pengeluaran
konsumsi RT per
51.1. | kapita sebulan 279 282 302 322 342 362 382 402 402
1 menurut
kelompok barang
makanan
Pengeluaran
511 konsumsi Rumah
'2' " | tangga perkapita 195 198 218 238 258 278 298 318 318
(angka konsumsi
RT per kapita)
5';'1' Nilai Tukar Petani 101,03 101 106 111 116 121 126 131 131
5.1.1. | Produktivitas total 1129,1 1.129 1.179 1.229 1.279 1329 1379 1.429 1.429
4 daerah
5.1.1. | Indeks Kepuasan o o
5 Masyarakat 68,04 68,05 69,55 70,03 71,33 73,45 74,98 74,98% 74,98%
5.1.2 | Penataan Ruang
5.1.2. | Ketaatan terhadap
1 RTRW (%) 80 80 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2. | Luas wilayah 120.589 120589 |  120.589 120.589 120.589 120.589 120.589 120.589 120.589
2 produktif (ha)
5.1.2. | Luas wilayah
3 perkotaan (ha) 3838 3.838 3.915 3.993 4.073 4.154 4.237 4.322 4322
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5.1.3 | Iklim Berinvestasi

5.1.3.
1 Lama proses perijinan
5';'3' Izin usaha 217 255 255 275 280 285 291 299 299
5';'3' Data badan usaha 370 372 372 377 385 390 397 405 405
5.1.3. | Tanda daftar 131 152 152 159 165 172 179 185 185
4 usaha
513 Jumlah dan macam
'5' " | pajak serta 20 20 20 20 20 20 20 20 20
retribusi daerah
Penegakan
5.1.4 PERDA
514 Jumlah Perda yang
' 1' " | mendukung iklim 6 8 8 8 8 8 8 8 8
usaha
5.1.4. | Jenis dan jumlah
9 bank dan cabang 7 8 8 10 13 15 18 21 21
5.1.5 | Sumber Daya Manusia
5'11'5' Kualitas tenaga kerja
3.1.5. | Rasio lulusan
11 $1/52/S3 356 357 357 508 665 826 988 1151 1151
3.1.5. | Rasio 0,7 0,7 0,645 0,59 0,535 0,48 0,425 0,37 0,37
1.2 ketergantungan
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Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah

diolah dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah adalah kapasitas ekonomi daerah
yang harus dimiliki untuk menciptakan daya tarik bagi pelaku
ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah
sehingga akan berdampak pada terciptanya multiplier effect bagi
peningkatan ekonomi dan daya saing bagi daerah.

Untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah maka dapat
dilihat dari beberapa indikator ekonomi yang akan dijelaskan lebih

lanjut pada pembahasan selanjutnya.
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga
yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah
tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin
atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui
dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita yang dihitung
dengan melihat rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk
untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.
Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan
jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Adapun pengeluaran konsumsi
rumah tangga tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.76
berikut.
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Tabel 2.83

Rata-rata
Pengeluaran Per
Kapita Sebulan
Menurut Kelompok
Komoditas

Sumber

Dinas Pangan
Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021

Pengeluaran konsumsi pangan per ~ 22.886 24.361 26.931 28.327 30.769
kapita (rupiah) (1)

% Kenaikan konsumsi pangan dari 7.781 5938  3.865 4.1
tahun sebelumnya (11)

Pengeluaran konsumsi non pangan 18.501 23.671 28.417 30.589 32.987
perkapita (rupiah) (Ill)

4.205

% Kenaikan konsumsi non pangan 6.29 5.09 4.56 495 587
dari tahun sebelumnya (IV)
Total Pengeluaran Konsumsi 41.387 48.032 55.3483 58.916 63.756

Kabupaten Sumba Barat (V=I+Il1)

Tabel 2.83 di atas menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi
pangan secara konsisten mengalami kenaikan selama lima tahun
terakhir sementara pengeluaran konsumsi non pangan mengalami
mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Kenaikan
konsumsi pangan tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar
5,87% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.. Selain
itu, untuk rata-rata pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan
untuk tingkat provinsi menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk

tahun 2019-2030.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga
yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani
(dalam persentase). Indeksi ini merupakan salah satu indikator
yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli
petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of
trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang
dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP
secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli
petani.

Nilai tukar petani di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2019
berada pada level 102,18 yang mana nilai NTP ini ditargetkan

berada pada level 116 di tahun yang saman. Namun demikian, nilai
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Tabel 2.84

Kondisi dan Jenis
Permukaan Jalan
Kabupaten Sumba
Barat

Sumber

Dinas Pekerjaam
Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Sumba
Barat dalam
Kabupaten Sumba
Barat Dalam

tersebut menunjukkan bahwa petani masih mengalami surplus

dimana nilai NTP yang berada di atas 100.

2.4.2 Fokus Wilayah dan Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting
dalam menunjang percepatan dan pemerataan pembangunan
daerah. Suatu daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai
dapat menjadi salah satu nilai tambah dalam menciptakan daya
saing daerah dengan daerah lainnya. Hal ini juga tentu akan

berdampak terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah.

2.4.2.1 Infrakstruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam
mendukung proses transportasi dan distribusi barang. Semakin
baik kualitas jalan yang dimiliki suatu daerah maka hal ini akan

mendukung percepatan proses ekonomi di suatu daerah. Adapun

kondisi infrakstruktur jalan di Kabupaten Sumba Barat dapat

dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.84 berikut.

(km) % (km) % (km) %

Panjang Baik 96,65 21,73 179,60 40,38 202,63 45,55
]alan Sedang 90,04 20,24 42,23 9,49 58,10 13,06
Menurut Rusak 117,63 26,44 64,02 14,39 60,40 13,58
Kondisi Rusak 140,49 31,58 158,96 35,74 123,68 27,81

Berat

Total 444,81 100,00 444,81 100,00 444,81 100,00
Panjang Aspal 351,17 78,95 275,02 81,83 320,53 72,06
]alan Kerikil 93,64 21,05 189,79 38,17 102,88 23,13
Menurut Tanah 21,40 4,81
Jenis Lainnya

444,81 100,00 444,81 100,00 444,81 100,00
Tabel 2.84 menunjukkan bahwa Kkondisi

Permukaan Total
jalan mengalami

perbaikan di tahun 2019 meskipun di tahun 2020 tidak ada
peningkatan kondisi jalan. Secara keseluruhan, sekitar 55,35%
kondisi jalan berada dalam kondisi baik dan sisanya berada dalam
kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, hal yang serupa juga
terjadi pada panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat. Secara

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




keseluruhan, jenis permukaan sebagian besar telah menggunakan

aspal.

2.4.2.2 Fokus Wilayah

a. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif yaitu wilayah yang sangat berpotensi sebagai
penghasil produk seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain. Di
Kabupaten Sumba Barat luas wilayah produktif yaitu seluas 78.742
ha di tahun 2018 dan 2019 (Lakip 2019 dan 2019). Nilai ini masih
lebih rendah dari apa yang ditargetkan di dalam RPJMD yaitu
sebesar 120.589 ha untuk tahun 2016 - 2019.

b. Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sumba Barat
terdapat di Kecamatan Wanukaka; Kecamatan Laboya Barat;
Kecamatan Lamboya, Kecamatan Kota Waikabubak dan Kecamatan
Loli seluas kurang lebih 1.407,9 Ha. Pada lokasi ini sering
mengalami gerakan tanah atau longsor terutama pada musim

hujan atau saat gempa bumi terjadi.

c. Luas Wilayah Kebanjiran

Kawasan rawan bencana banjir hampir meliputi seluruh wilayah
sepanjang pinggir sungai yang dapat menimbulkan kerugian bagi
masyarakat yaitu tergenangnya areal pertanian karena terletak di
dekat sungai. Kawasan rawan bencana banjir yang ada di
Kabupaten Sumba Barat berada di sekitar sungai meliputi seluruh
wilayah di pinggir sungai antara lain yaitu Sungai Kadengar di
Kecamatan Lamboya, Sungai Loku Bakul di Kecamatan Wanukaka,
Sungai Loko Kalada di Kecamatan Loli, dan Sungai Tabaka Dana di

Kecamatan Kota Waikabubak.

d. Rawan Abrasi pantai
Kabupaten Sumba Barat memiliki panjang garis pantai sekitar

kurang lebih 59 km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga
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memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan
masalah abrasi pantai. Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten
Sumba Barat meliputi Kawasan Pantai Rua, Pantai Wanukaka dan

Pantai Karewe.

e. Luas Wilayah Kekeringan

Di Kabupaten Sumba Barat terdapat beberapa lokasi yang memiliki
potensi rawan bencana, yaitu lokasi yang berada di sekitar daerah
aliran sungai antara lain wilayah Kadengara, Lahi Kaninu dan
wilayah pesisir antara lain Waihura, Rua, Kkere Wei, marosi dan
Mambang. Selain itu, potensi bencana yang diperkirakan dapat
terjadi antara lain: bencana kekeringan akibat musim kemarau
yang panjang diikuti munculnya berbagai penyakit antara lain :
busung lapar, kekurangan gizi, diare, dan penyakit tanaman yang
dapat menurunkan produksi pertanian serta berbagai jenis
penyakit ternak yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak
dan menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Untuk
mengatasi potensi bencana tersebut, ada berbagai kegiatan yang
dilakukan pemerintah daerah, yakni sosialisasi kepada masyarakat
untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan bencana alam
dengan membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana
alam, yang juga telah melaksanakan upaya sosialisasi di tingkat

kecamatan.

e. Luas Wilayah Kekeringan

Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumba Barat yaitu:
1. Perkotaan Waikabubak dengan luas 2.633,76 Ha

2. Perkotaan Lamboya dengan luas 231,52 Ha

3. Perkotaan Doka Kaka, dengan luas 1.666 Ha

4. Perkotaan Malata, dengan luas 1.796 Ha

5. Perkotaan Taramanu, dengan luas 800 Ha

6. Perkotaan Gaura, dengan luas 170 Ha

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam
meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran

dan kemiskinan.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan di suatu
daerah. Semakin rendah angka kriminalitas maka semakin
kondusif keadaan suatu wilayah yang akan berdampak pada daya
tarik minat investasi yang tinggi. Adapun angka kirminalitas
ditunjukkan melalui data tindak pidana di Kabupaten Sumba Barat.
Tindak pidana adalah peristiwa yang diterima kepolisian dari
laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap
tangan oleh kepolisian.

Tindak pidana di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan adanya
tren kenaikan yang cukup tinggi dimana untuk tahun 2018 jumlah
tindak pidana yang dilakukan berjumlah 80 kasus, 2019 sebanyak
436 kasus, dan 2020 sebanyak 951 kasus (Kepolisian Resort
Kabupaten Sumba Barat dalam Kabupaten Sumba Barat Dalam
Angka 2021). Hal ini menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang
terjadi di Kabupaten Sumba Barat mengalami kenaikan yang

sangat signifikan selama tiga tahun terakhir.

2.4.3.2 Penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang
mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan se instrumen kebijakan daerah yang sifatnya

formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif

maupun disinsentif se kebijakan di daerah terhadap aktivitas

perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu

perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas

barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.
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Tabel 2.85

Jumlah
Penegakan
Perda Tahun
2019-2020

Sumber
Lakip
Kabupaten
Sumba Barat

Berikut gambaran umum penegakan peraturan daerah di

Kabupaten Sumba Barat.

Keterangan

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Jumlah Perda 8 10 8 10
yang mendukung
iklim usaha

2.4.3.3 Status Desa (Prosentase desa berstatus swasembada

terhadap total desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk

memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki

hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota

dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan

sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat

pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki

ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat

mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka

mencapai

tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk

mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan

bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan

kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam

memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada

untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan

menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya

(transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian

masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya

manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga

tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya.

Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh
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Tabel 2.86

Status Desa di
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber Sumba
Barat dalam
angka tahun
2021

dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak
memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa
Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan
dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya
tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa
swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa
yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan
kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang
berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama
sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan
sesuatu secara gotong royong.
3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber
daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah
dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan
non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada
sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata
pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana
yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat

pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi
yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan
percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.
Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa

swasembada dapat beberapa indikator yang terdapat dalam tabel

berkut ini.
Status Desa 2018 2019 2020 ‘
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah Desa 15 15
Sangat
Tertinggal
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Jumlah Desa 54 37 36
Tertinggal

Jumlah Desa 9 11 12
berkembang

Tabel 2.86 di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir
jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 15 Desa, Desa tertinggal 36

desa dan jumlah desa berkembang sebanyak 12 desa.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
kunci keberhasilan pembangunan untuk tingkat nasional dan
daerah. Hal ini disebabkan oleh peran manusia sebagai subyek dan
obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka
pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan
memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan
profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan,
mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif
dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting
dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan
investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas
tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat

sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban
yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia
dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang
belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada
orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu,
penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif

lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun,
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adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas
dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah
penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun
tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini
memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai
indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi
suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang
sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu
indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase
dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang
harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai
hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah
menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia
<15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64
tahun, untuk lebih jelasnya tentang gambaran umum tingkat
ketergantungan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada
Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio 1 Jumlah 47947 47.612 47965 48.423 48.761
Ketergantungan Penduduk Usia
Kabupaten < 15 Tahun (I)
2 Jumlah 4774 4910 5.023 5.160 5,305
Sumber Sumba .
B Penduduk Usia
arat dalam angka
tahun 2021 > 64 Tahun (1)
3 Jumlah 52711 52.522 52.988 53.583 54.066
Penduduk Usia

Tidak Produktif
(ITI=I1+1)
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4  Jumlah 69.200 71.391 72.788 74.289 75.644
Penduduk Usia
15-64 Tahun

(1V)

5 Rasio 0,7619 0,7357 0,728 0,721 0,714
Ketergantungan
(V=II1/1V)

Tabel 2.87 di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan

selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Hal ini
dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penduduk usia produktif dari
tahun ke tahun meskipun di saat yang bersamaan juga terjadi

kenaikan kelompok usia non produktif setiap tahunnya.

2.4.5 Capaian TPB

Pada bagian ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis

mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian

indikator TPB secara keseluruhan di Kabupaten Sumba Barat.

Kategori capaian TPB Kabupaten Sumba Barat berdasarkan hasil

analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu :

1. Indikador TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai
target nasional (SS)

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai
target nasional (SB)

3. Indikator TPB yang belum memiliki data dan belum mencapai
target nasional (TT)

4. Indikator TPB yang tidak/belum memiliki Data (NA)

Secara umum Kabupaten Sumba Barat masih menghadapi

tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian

indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator

yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil

perhitungan dan pengolahan data, dari 220 indikator nasional,

Kabupaten Sumba Barat memiliki 182 indikator yang merupakan

indikator yang relevan dengan kewenangan dan kebutuhan daerah.

Rincian dari 182 indikator tersebut berupa:
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Tabel 2.88

Capaian Indikator
TPB Kabupaten
Sumba Barat
Terhadap Target
Nasional

Sumber
Hasil Analisa,2020

59 indikator telah dilaksanakan dan mencapai tartget

nasional (SS)

70 indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai

indikator nasional (SB)

12 indikator belum dilaksanakan belum ada target (TT)
41 indikator tidak memiliki data (NA)

Capaian indikator TPB Kabupaten Sumba Barat terhadap target

nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar

dibawah ini :
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Capaian

Sudah dilaksanakan
dan sudah mencapai
target (SS)

Sudah dilaksanakan,
namun belum
mencapai target (SB)
Belum dilaksanakan,
belum ada target
(TT)

Indikator tidak
memiliki data (NA)
Jumlah

Sosial

29

39

19

90

Ekonomi

16

19

10

47

Lingkungan

10

29

Hukum Jumlah Persentase
Tata (%)

Kelola

4 59 32.42

7 70 38.46

1 12 6.59

4 41 22.53

16 182 100.00




Tabel 2. 89

Tingkat Ketercapaian TPB Kabupaten Sumba Barat

1. Tanpa Kemiskinan

2. Tanpa Kelaparan

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Berkualitas

5. Kesetaraan Gender

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

7. Energi Bersih dan Terjangkau

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

10. Berkurangnya Kesenjangan

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim

15. Ekosistem Daratan

16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Total

Sumber: Hasil analisis 2020
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Pilar

Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Lingkungan
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Hukum

Ekonomi
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182

Ketercapaian (SS/Total

indikator*100)(%)

25.00
27.27
53.57
15.38
21.43
27.27
0.00
21.05
60.00
57.14
37.50
0.00
100.00
66.67
25.00
22.22
32.42




Gambar 2.11

INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN
SUDAH MENCAPAI TARGET (SS)

1. Tanpa Kemiskinan NN

Indikator yang
Sudah
Dilaksanakan de.ln 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan
Sudah Mencapai
Target (SS) 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan...
15. Ekosistem Daratan
Sumber 14. Ekosistem Lautan
KLHS RPJMD .
Sumba Barat 13. Penanganan Perubahan Iklim
2021-2026 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung...
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
10. Berkurangnya Kesenjangan
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
5. Kesetaraan Gender
4. Pendidikan Berkualitas
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
2. Tanpa Kelaparan
Gambar 2.12
Indikator yang
Sudah

Dilaksanakan dan

Belum Mencapai 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Target (SB

8 (SB) 15. Ekosistem Daratan
Sumber 13. Penanganan Perubahan Iklim
KLHS RPJMD

Sumba Barat 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
2021-2026

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
7. Energi Bersih dan Terjangkau

5. Kesetaraan Gender

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

1. Tanpa Kemiskinan
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INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN BELUM
MENCAPAI TARGET (SB)

2
7
3
2
2
12
1
2
7
9
7
3

13

SB




Gambar 2.13
Indikator yang
Belum
Dilaksanakan
Belum Ada Target
(TT)

Sumber
KLHS RPJMD
Sumba Barat
2021-2026

Gambar 2.14
Indikator Tidak INDIKATOR YANG TIDAK ADA DATA (NA)

Memiliki Data
(NA) 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan
Sumber 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan...
KLHS RPJMD 15. Ekosistem Daratan
Sumba Barat 14. Ekosistem Lautan
2021-2026 13. Penanganan Perubahan Iklim
12. Konsumsi dan Produksi yang...
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
10. Berkurangnya Kesenjangan
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan...
7. Energi Bersih dan Terjangkau
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
5. Kesetaraan Gender
4. Pendidikan Berkualitas
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
2. Tanpa Kelaparan
1. Tanpa Kemiskinan
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2.4.5.1. Capaian TPB Pada Setiap Pilar

Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan indikator TPB meliputi 17
tujuan. Untuk lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Sumba Barat
yang dianggap relevan dan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten
Sumba Barat dalam setiap Tujuan TPB dapat dilihat pada tabel dan gambar

dibawah ini.

A. Capaian TPB Pada Pilar Sosial

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar Sosial di Kabupaten
Sumba Barat meliputi tujuan 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk
Dimanapun), tujuan 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan
Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan),
tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan
Seluruh Penduduk Semua Usia), tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang
Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat
untuk Semua), dan tujuan 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan), capaian pada masing - masing tujuan

dapat dilihat pada tabel.
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Tabel 2.90

Capaian TPB Pada Pilar Sosial

NO
INDIKATOR

1 1.4.1.(a)

2 1.4.1.(b)

3 1.4.1.(g)

4 1.4.1.(j)

5 1.5.1*

INDIKATOR TPB

Persentase perempuan
pernah kawin umur 15-
49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan.

Persentase anak umur
12-23 bulan yang
menerima imunisasi
dasar lengkap.

Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MlI/sederajat.

Persentase penduduk
umur 0-17 tahun dengan
kepemilikan akta
kelahiran.

Jumlah korban
meninggal, hilang, dan
terkena dampak bencana
per 100.000 orang.

NO

INDIKATOR

1.2.1*

1.3.1.(a)

1.3.1.(b)

1.3.1.(d)

1.4.1.(c)
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INDIKATOR TPB

Persentase penduduk yang
hidup di bawah garis
kemiskinan nasional,

menurut jenis kelamin dan

kelompok umur.

Proporsi peserta jaminan
kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan.

Proporsi peserta Program
Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.

Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan
tunai bersyarat/Program
Keluarga Harapan.

Prevalensi penggunaan
metode kontrasepsi (CPR)
semua cara pada Pasangan
Usia Subur (PUS) usia 15-

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO

INDIKATOR

1.5.1.(a)

1.5.1.(c)

1.5.1.(d)

INDIKATOR TPB

Jumlah lokasi
penguatan
pengurangan
risiko bencana
daerah.

Pendampingan
psikososial
korban bencana
sosial.

Jumlah daerah
bencana
alam/bencana
sosial yang
mendapat
pendidikan
layanan khusus.
(SMAB=Sekolah/
Madrasah Aman
Bencana)

NO
INDIKATOR

1.5.2.(a)

l.a.1*

2.1.1*

2.1.2*

2.1.2.(a)

INDIKATOR TPB

Jumlah kerugian ekonomi
langsung akibat bencana.

Proporsi sumber daya yang
dialokasikan oleh pemerintah
secara langsung untuk
program pemberantasan
kemiskinan.

Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan (Prevalence
of Undernourishment).

Prevalensi penduduk dengan
kerawanan pangan sedang
atau berat, berdasarkan pada
Skala Pengalaman Kerawanan
Pangan.

Proporsi penduduk dengan
asupan kalori minimum di
bawah 1400 kkal/kapita/hari.




10

11

12

13

14

BAB

1.5.3*

2.1.1.(a)

2.2.2.(a)

2.2.2.(b)

3.1.1*

3.1.2*

3.1.2.(a)

3.2.1*

BYMs

Dokumen strategi
pengurangan risiko
bencana (PRB) tingkat
nasional dan daerah.

Prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada
anak balita.

Prevalensi anemia pada
ibu hamil.

Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI
eksklusif.

Angka Kematian Ibu
(AKID).

Proporsi perempuan
pernah kawin umur 15-
49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya
ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih.

Persentase perempuan
pernah kawin umur 15-
49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan.

Angka Kematian Balita
(AKBa) per 1000
kelahiran hidup.

Angka Kematian
Neonatal (AKN) per
1000 kelahiran hidup.

1.4.1.(d)

1.4.1.(e)

1.4.1.(h)

1.4.1.(k)

1.5.1.(b)

1.5.1.(e)

l.a.2*

2.2.1*

2.2.1.(a)

49 tahun yang berstatus
kawin.
Persentase rumah tangga
yang memiliki akses
terhadap layanan sumber
air minum layak dan
berkelanjutan.
Persentase rumah tangga
yang memiliki akses
terhadap layanan sanitasi
layak dan berkelanjutan.
Angka Partisipasi Murni
(APM)
SMP/MTs/sederajat.
Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
sumber penerangan
utamanya listrik baik dari
PLN dan bukan PLN.
Pemenuhan kebutuhan
dasar korban bencana
sosial.

Indeks risiko bencana
pada pusat-pusat
pertumbuhan yang
berisiko tinggi.

Pengeluaran untuk
layanan pokok
(pendidikan, kesehatan
dan perlindungan sosial)
sebagai persentase dari
total belanja pemerintah.
Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di
bawah lima tahun/balita.

Prevalensi stunting
(pendek dan sangat

I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.2.2.(c)

2.3.1*

3.4.1.(c)

3.4.2*

3.5.1.(e)

3.5.2*

3.8.1.(a)

3.9.3.(a)

4.1.1*

Kualitas konsumsi pangan
yang diindikasikan oleh skor
Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai; dan tingkat
konsumsi ikan.

Nilai Tambah Pertanian dibagi
jumlah tenaga kerja di sektor
pertanian (rupiah per tenaga

kerja).

Prevalensi obesitas pada
penduduk umur 218 tahun.

Angka kematian (insidens
rate) akibat bunuh diri.

Prevalensi penyalahgunaan
narkoba.

Konsumsi alkohol (liter per
kapita) oleh penduduk umur =
15 tahun dalam satu tahun
terakhir.

Unmet need pelayanan
kesehatan.

Proporsi kematian akibat
keracunan.

Proporsi anak-anak dan
remaja: (a) pada kelas 4, (b)
tingkat akhir SD /kelas 6, (c)



15

16

17

18

19

3.2.2.(a)

3.3.1.(a)

3.3.2.(a)

3.4.1.(a)

3.4.1.(b)

Angka Kematian Bayi
(AKB) per 1000
kelahiran hidup.

Prevalensi HIV pada
populasi dewasa.

Insiden Tuberkulosis
(ITB) per 100.000
penduduk.

Persentase merokok
pada penduduk umur
<18 tahun.

Prevalensi tekanan
darah tinggi.

2.2.2%

3.2.2.(b)

3.3.3*

3.7.1*

3.7.1.(a)
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pendek) pada anak di
bawah dua tahun/baduta.

Prevalensi malnutrisi
(berat badan/tinggi
badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe.

Persentase
kabupaten/kota yang
mencapai 80% imunisasi
dasar lengkap pada bayi.

Kejadian Malaria per 1000
orang.

Proporsi perempuan usia
reproduksi (15-49 tahun)
atau pasangannya yang
memiliki kebutuhan
keluarga berencana dan
menggunakan alat
kontrasepsi metode
modern.

Angka prevalensi
penggunaan metode
kontrasepsi (CPR) semua
cara pada Pasangan Usia

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

4.a.1*

5.3.1*

5.3.1.(a)

5.3.1.(b)

5.6.1.(b)

tingkat akhir SMP /kelas 9
yang mencapai standar

kemampuan minimum dalam:
(i) membaca, (ii) matematika.

Proporsi sekolah dengan
akses ke: (a) listrik (b)
internet untuk tujuan
pengajaran, (c) komputer
untuk tujuan pengajaran, (d)
infrastruktur dan materi
memadai bagi siswa
disabilitas, (e) air minum
layak, (f) fasilitas sanitasi
dasar per jenis kelamin, (g)
fasilitas cuci tangan (terdiri

air, sanitasi, dan higienis bagi

semua (WASH).

Proporsi perempuan umur 20-

24 tahun yang berstatus
kawin atau berstatus hidup
bersama sebelum umur 15

tahun dan sebelum umur 18
tahun.
Median usia kawin pertama
perempuan pernah kawin
umur 25-49 tahun.

Angka kelahiran pada

perempuan umur 15-19 tahun

(Age Specific Fertility
Rate/ASFR).

Pengetahuan dan pemahaman

Pasangan Usia Subur (PUS)
tentang metode kontrasepsi
modern.




20

21

22

23

24

25

26

27

28

3.7.1.(b)

3.7.2%

3.a.1*

3.b.1.(a)

3.c.1*

4.4.1*

4.6.1.(b)

5.2.2%

5.5.1*

Angka penggunaan
metode kontrasepsi
jangka panjang (MK]JP)
cara modern.

Angka kelahiran pada
perempuan umur 15-19
tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR).

Persentase merokok
pada penduduk umur
215 tahun.
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di
Puskesmas.
Kepadatan dan distribusi
tenaga kesehatan.
Proporsi remaja dan
dewasa dengan
keterampilan teknologi
informasi dan
komunikasi (TIK).
Persentase angka melek
aksara penduduk umur
15-24 tahun dan umur
15-59 tahun.
Proporsi perempuan
dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64
tahun) mengalami
kekerasan seksual oleh
orang lain selain
pasangan dalam 12
bulan terakhir.
Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di
parlemen tingkat pusat,

3.7.2.(a)

3.8.2*

3.8.2.(a)

4.1.1.(a)

4.1.1.(b)

4.1.1.(d)

4.1.1.(e)

4.1.1.(g)

4.2.2.(a)
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Subur (PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus
kawin.

Total Fertility Rate (TFR).

Jumlah penduduk yang
dicakup asuransi
kesehatan atau sistem
kesehatan masyarakat per
1000 penduduk.

Cakupan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).

Persentase SD/MI
berakreditasi minimal B.

Persentase SMP/MTs
berakreditasi minimal B.

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/sederajat.

Angka Partisipasi Kasar
(APK)
SMP/MTs/sederajat.

Rata-rata lama sekolah
penduduk umur 215
tahun.

Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).
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29

30

31

32

33

34

35

parlemen daerah dan
pemerintah daerah.

Proporsi individu yang
5.b.1* menguasai/memiliki
telepon genggam.

4.5.1*

4.6.1.(a)

4.c.1*

5.1.1*

5.2.1*

5.2.1.(a)

5.2.2.(a)
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Rasio Angka Partisipasi
Murni (APM)
perempuan/laki-laki di (1)
SD/MI/sederajat; (2)
SMP/MTs/sederajat; (3)
SMA/SMK/MA/sederajat;
dan Rasio Angka
Partisipasi Kasar (APK)
perempuan/laki-laki di (4)
Perguruan Tinggi.
Persentase angka melek
aksara penduduk umur
215 tahun.
Persentase guru TK, SD,
SMP, SMA, SMK, dan PLB
yang bersertifikat
pendidik.

Jumlah kebijakan yang
responsif gender
mendukung
pemberdayaan
perempuan.
Proporsi perempuan
dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64
tahun) mengalami
kekerasan (fisik, seksual,
atau emosional) oleh
pasangan atau mantan
pasangan dalam 12 bulan
terakhir.
Prevalensi kekerasan
terhadap anak perempuan.
Persentase korban
kekerasan terhadap




perempuan yang
mendapat layanan
komprehensif.
Proporsi perempuan yang
36 5.5.2* berada di posisi
managerial.
Proporsi perempuan umur
15-49 tahun yang
membuat keputusan
37 5.6.1* sendiri terkait hubungan
seksual, penggunaan
kontrasepsi, dan layanan
kesehatan reproduksi.
Unmet need KB
(Kebutuhan Keluarga
Berencana/KB yang tidak
terpenuhi).

38 5.6.1.(a)
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Tabel 2.91
Rekapitulasi Capaian TPB Pada Pilar Sosial

2 (Menghilangkan 3 (Menjamin 4 (Menjamin Kualitas

1 (Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Kehidupan yang Pendidikan yang 5 (Mencapai
Kemiskinan Ketahanan Pangan dan Sehat dan Inklusif dan Merata P
- . . . Kesetaraan Gender
dalam Segala Gizi yang Baik, serta Meningkatkan serta Meningkatkan
. . . dan Memberdayakan
Bentuk Meningkatkan Kesejahteraan Kesempatan Belajar Kaum Perempuan)
Dimanapun) Pertanian Seluruh Penduduk Sepanjang Hayat P
Berkelanjutan) Semua Usia) untuk Semua)
ss 6 3 15 2 3 29
SB 13 3 7 9 7 39
TT 3 0 0 0 0 3
NA 2 5 6 2 4 19
Total 24 11 28 13 14 90

Sumber : Hasil analisis 2021 (data diolah)
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Gambar 2.15
Jumlah Indikator
Yang Sudah
Dilaksanakan
Pada Setiap
Tujuan TPB Pada
Pilar Sosial

Sumber
KLHS RPJMD
Sumba Barat

Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB pada pilar
Sosial beserta dengan rincian masing-masing kelompol capaian disajikan

pada grafik berikut.

40
35
30
25
20
15
10

%)}

Category 1

B. Capaian TPB Pada Pilar Ekonomi
Tujuan  pembangunan berkelanjutan pada pilar ekonomi di

Kabupaten Sumba Barat meliputi tujuan 7 (Menjamin Akses Energi yang
Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua), tujuan 8
(Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,
Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang
Layak untuk Semua), tujuan 9 (Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi),
tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara), dan tujuan 17
(Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk
Pembangunan Berkelanjutan), capaian pada masing - masing tujuan dapat

dilihat pada tabel..
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Tabel 2.92

Capaian TPB Pada Pilar Ekonomi

NO INDIKATOR TPB NO INDIKATOR NO INDIKATOR TPB NO INDIKATOR TPB
INDIKATOR INDIKATOR TPB INDIKATOR INDIKATOR
1 8.1.1* Laju pertumbuhan 7.1.1* Rasio 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang 7.2.1* Bauran energi terbarukan.
PDB per kapita. elektrifikasi. ditawarkan untuk

dilaksanakan dengan
skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan

Usaha (KPBU).
2 8.2.1* Laju pertumbuhan 8.1.1.(a) PDB per kapita. 17.17.1.(b) Jumlah alokasi 8.3.1* Proporsi lapangan kerja
PDB per tenaga pemerintah untuk informal sektor non-
kerja/Tingkat penyiapan proyek, pertanian, berdasarkan jenis
pertumbuhan PDB transaksi proyek, dan kelamin.
riil per orang dukungan pemerintah
bekerja per tahun. dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU).
3 8.3.1.(b) Persentase tenaga 8.3.1.(a) Persentase 8.6.1* Persentase usia muda (15-24
kerja informal tenaga kerja tahun) yang sedang tidak
sektor pertanian. formal. sekolah, bekerja atau
mengikuti pelatihan (NEET).
4 8.5.1* Upah rata-rata per 8.3.1.(c) Persentase akses 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri
jam pekerja. UMKM (Usaha pariwisata dalam proporsi
Mikro, Kecil, dan terhadap total pekerja.
Menengah) ke
layanan
keuangan.
5 9.2.1* Proporsi nilai 8.5.2* Tingkat 9.2.2%* Proporsi tenaga kerja pada
tambah sektor pengangguran sektor industri manufaktur.
industri manufaktur terbuka
terhadap PDB dan berdasarkan
per kapita. jenis kelamin
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dan kelompok

umur.

6 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan 8.5.2.(a) Tingkat setengah 9.5.1* Proporsi anggaran riset
PDB industri pengangguran. pemerintah terhadap PDB.
manufaktur.

7 9.3.2* Proporsi industri 8.9.1* Proporsi 10.2.1* Proporsi penduduk yang
kecil dengan kontribusi hidup di bawah 50 persen

pinjaman atau pariwisata dari median pendapatan,
kredit. terhadap PDB. menurut jenis kelamin dan
penyandang difabilitas.

8 9.c.1* Proporsi penduduk 8.9.1.(a) Jumlah 17.1.1* Total pendapatan pemerintah

yang terlayani wisatawan sebagai proporsi terhadap
mobile broadband. mancanegara. PDB menurut sumbernya.

9 9.c.1.(a) Proporsi individu 8.9.1.(b) Jumlah 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak

yang kunjungan terhadap PDB.
menguasai/memiliki wisatawan
telepon genggam nusantara.
10 9.c.1.(b) Proporsi individu 8.9.1.(c) Jumlah devisa 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T
yang menggunakan sektor yang terjangkau layanan
internet pariwisata. akses telekomunikasi
universal dan internet.
11 10.1.1* Koefisien Gini. 8.10.1* Jumlah kantor
bank dan ATM
per 100.000
penduduk
dewasa
12 10.1.1.(d) Jumlah Desa 8.10.1.(a) Rata-rata jarak
Mandiri. lembaga
keuangan (Bank
Umum).
13 10.1.1.(e) Rata-rata 8.10.1.(b) Proporsi kredit
pertumbuhan UMKM terhadap
ekonomi di daerah total kredit.
tertinggal.
14 10.4.1.(b) Proporsi peserta 9.1.2.(b) Jumlah dermaga
Program Jaminan penyeberangan.
Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.
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15

16

17

18

19

17.8.1*

17.19.2.(b)

Proporsi individu 9.3.1*
yang menggunakan
internet.
Tersedianya data 10.1.1.(c)
registrasi terkait
kelahiran dan
kematian (Vital
Statistics Register)
10.1.1.(f)
17.1.2*
17.6.2.(c)
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Proporsi nilai
tambah industri
kecil terhadap
total nilai
tambah industri.
Jumlah desa
tertinggal.

Persentase
penduduk
miskin di daerah
tertinggal.
Proporsi
anggaran
domestik yang
didanai oleh
pajak domestik.
Proporsi
penduduk
terlayani mobile
broadband
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Tabel 2.93

Capaian TPB Pada Pilar Ekonomi

L. 8 (Meningkatkan Pertumbuhan 9 (Membangun 17 (Menguatkan Sarana
7 (Menjamin Akses . . .
Energi van Ekonomi yang Inklusif dan Infrastruktur yang 10 (Mengurangi Pelaksanaan dan
. glyang Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Tangguh, Meningkatkan Kesenjangan Merevitalisasi Kemitraan
Terjangkau, Andal, , . d
. yang Produktif dan Menyeluruh, Industri Inklusif dan Intra- dan Global untuk
Berkelanjutan dan . .
serta Pekerjaan yang Layak untuk Berkelanjutan, serta Antarnegara) Pembangunan
Modern untuk Semua) . ;
Semua) Mendorong Inovasi) Berkelanjutan)
SS 0 4 6 4 2 16
SB 1 12 2 2 2 19
TT 0 0 0 0 2 2
NA 1 3 2 1 3 10
Total 2 19 10 7 9 47

Sumber : Hasil analisis 2021 (data diolah)
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Gambar 2.16
Jumlah Indikator
Yang Sudah
Dilaksanakan
Pada Setiap
Tujuan TPB Pada
Pilar Ekonomi
Sumber

KLHS RPJMD
Sumba Barat
2021-2026

Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB pada pilar

ekonomi beserta dengan rincian masing-masing kelompol capaian disajikan

pada grafik berikut.
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C. Capaian TPB Pada Pilar Lingkungan
Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan di

Kabupaten Sumba Barat meliputi tujuan 6 (Air Bersih dan Layak Sanitasi),

tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), 12 (Pola Produksi dan

Konsumsi Berkelanjutan), tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan

tujuan 15 (Pelestarian dan pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem

Daratan),capaian pada masing - masing tujuan dapat dilihat pada tabel.
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Tabel 2.94

Capaian TPB Pada Pilar Lingkungan

NO NO NO NO
INDIKATOR INDIKATOR TPB INDIKATOR INDIKATOR TPB INDIKATOR INDIKATOR TPB INDIKATOR INDIKATOR TPB
1 6.2.1.(c) Jumlah 6.1.1.(c) Proporsi populasi 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang
desa/kelurahan yang memiliki baku untuk melayani memiliki fasilitas cuci
yang melaksanakan akses layanan rumah tangga, perkotaan tangan dengan sabun dan
Sanitasi Total sumber air dan industri, serta air.

Berbasis minum aman dan penyediaan air baku

Masyarakat (STBM). berkelanjutan. untuk pulau-pulau.

2 6.2.1.(d) Jumlah 6.2.1.(b) Persentase 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai

desa/kelurahan rumah tangga yang terlayani sistem sumber air baku.
yang Open yang memiliki pengelolaan air limbah
Defecation Free akses terhadap terpusat.
(ODF)/ Stop Buang layanan sanitasi
Air Besar layak.
Sembarangan (SBS).
3 6.3.1.(b) Proporsi rumah 11.1.1.(a) Proporsi rumah 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang 6.4.1.(b) Insentif penghematan air
tangga yang tangga yang terkelola dan proporsi pertanian/perkebunan dan
terlayani sistem memiliki akses limbah B3 yang diolah industri.
pengelolaan lumpur terhadap hunian sesuai peraturan
tinja. yang layak dan perundangan (sektor
terjangkau. industri).
4 11.5.1* Jumlah korban 11.5.1.(a) Indeks Risiko 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah 6.5.1.(g) Kegiatan penataan
meninggal, hilang Bencana yang didaur ulang. kelembagaan sumber daya
dan terkena dampak Indonesia (IRBI). air.
bencana per
100.000 orang.

5 11.5.1.(c) Jumlah sistem 11.6.1.(a) Persentase 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik 11.3.2.(b) Jumlah lembaga
peringatan dini sampah yang menerapkan Standar pembiayaan infrastruktur.
cuaca dan iklim perkotaan yang Pelayanan Masyarakat

serta kebencanaan. tertangani. (SPM) dan teregister.
6 11.b.2* Dokumen strategi 15.9.1.(a) Dokumen rencana 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi

pengurangan risiko pemanfaatan langsung akibat bencana.

keanekaragaman hayati.

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



bencana (PRB)
tingkat daerah.
7 13.1.1* Dokumen strategi
pengurangan risiko
bencana (PRB)
tingkat nasional dan
daerah.
8 13.1.2* Jumlah korban
meninggal, hilang
dan terkena dampak
bencana per
100.000 orang.
9 15.1.1.(a) Proporsi tutupan
hutan terhadap luas
lahan keseluruhan.
10 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan
kritis yang
direhabilitasi
terhadap luas lahan
keseluruhan.
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12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang
menerapkan sertifikasi SNI
ISO 14001.

12.7.1.(a) Jumlah produk ramah
lingkungan yang teregister.




Tabel 2.95
Rekapitulasi
Capaian TPB Pada
Pilar Lingkungan

15

(Pelestari
KLHS RPJMD 6 (Air 11 (Kota 12 (Pola 13 an dan
Sumba Barat Bersi dan Produksi (Penan pemanfaa Juml
2021-2026 hdan Permukim dan anan g tan ah
Layak an Konsumsi Berkelanj Capai
. . . Perubah
Sanita Berkelanj Berkelanj an Iklim) utan an
si) utan) utan) Ekosiste
mm
Daratan)
SS 3 3 0 2 2 10
SB 2 3 0 0 0 5
TT 2 0 3 0 1 6
NA 4 2 2 0 0 8
Total 11 8 5 2 3 29
Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB pada pilar
lingkungan beserta dengan rincian masing-masing kelompol capaian
disajikan pada grafik berikut.
Gambar 2.17 10
Jumlah Indikator 10
Yang Sudah
Dilaksanakan 8
Pada Setiap
Tujuan TPB Pada 6
Pilar Lingkungan
KLHS RPJMD 4
Sumba Barat
2021-2026
2
0

D. Capaian TPB Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola
Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar hukum dan tata kelola

di Kabupaten Sumba Barat meliputi tujuan 16 (Menguatkan Masyarakat yang
Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses
Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,
Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan),capaian pada masing - masing

tujuan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.96
Capaian TPB Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

INDIKATOR TPB

NO INDIKATOR

INDIKATOR TPB
1 16.2.1.(b) Prevalensi
kekerasan

terhadap anak
laki-laki dan
anak
perempuan.

Persentase
keterwakilan
perempuan di

Dewan

Perwakilan
Rakyat (DPR)

dan Dewan

Perwakilan
Rakyat Daerah

(DPRD).
Proporsi anak
umur di bawah

5 tahun yang

kelahirannya

dicatat oleh
lembaga
pencatatan

2 167.1.(a)

3 16.9.1*

INDIKATOR

16.2.1.(a)

16.2.3.(a)

16.6.1.(a)

INDIKATOR TPB

Proporsi rumah tangga yang
memiliki anak umur 1-17
tahun yang mengalami
hukuman fisik dan/atau
agresi psikologis dari
pengasuh dalam setahun
terakhir.

Proporsi perempuan dan
laki-laki muda umur 18-24
tahun yang mengalami
kekerasan seksual sebelum
umur 18 tahun.

Persentase peningkatan
Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan
Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota).
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INDIKATOR

INDIKATOR TPB NO
INDIKATOR
Jumlah kepemilikan 16.1.4*
sertifikat Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
untuk mengukur kualitas
PPID dalam menjalankan
tugas dan fungsi
sebagaimana diatur
dalam peraturan
perundang-undangan.
16.6.1*
16.6.1.(d)

Proporsi penduduk yang

merasa aman berjalan
sendirian di area tempat
tinggalnya.

Proporsi pengeluaran
utama pemerintah
terhadap anggaran yang
disetujui.

Persentase instansi
pemerintah yang
memiliki nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Baik
Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah




sipil, menurut (Provinsi/
umur. Kabupaten/Kota).
16.9.1.(a) Persentase 16.6.1.(b) Persentase peningkatan 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan
kepemilikan Sistem Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan UU
akta lahir Pemerintah (SAKIP) Pelayanan Publik
untuk Kementerian/Lembaga dan Kementerian/Lembaga
penduduk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah
40% (Provinsi/ (Provinsi/
berpendapatan Kabupaten/Kota). Kabupaten/Kota).
bawabh.
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-
procurement terhadap
belanja pengadaan.
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan
perempuan sebagai
pengambilan keputusan di
lembaga eksekutif (Eselon I
dan II).
16.9.1.(b) Persentase anak yang

memiliki akta kelahiran.
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Tabel 2.97
Rekapitulasi
Capaian TPB Pada
Pilar Hukum dan
Tata Kelola

KLHS RPJMD
Sumba Barat
2021-2026

Gambar 2.18
Jumlah Indikator
Yang Sudah
Dilaksanakan
Pada Setiap
Tujuan TPB Pada
Pilar Hukum dan
Tata Kelola

Sumber
KLHS RPJMD
Sumba Barat
2021-2026

16 (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan
Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan,
Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan
Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel,
dan Inklusif di Semua Tingkatan)

SS 4 4
SB 7 7
TT 1 1
NA 4 4
Total 16 16

Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB pada pilar
lingkungan beserta dengan rincian masing-masing kelompol capaian disajikan

pada grafik berikut.
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GAMBARAN UMUM
KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum keuangan
daerah yang menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah yaitu, kinerja keuangan masa laluy,
Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka
pendanaan. Masing-masing aspek tersebut diuraikan lebih lanjut

pada pembahasan selanjutnya.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk
memberikan gambaran terhadap pencapaian pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerah yang diamanatkan oleh
masyarakat. Pencapaian tersebut selanjutnya diukur dengan
melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan
potensi penerimaan yang dimiliki dan kemampuan pemerintah
dalam mendistribusikan belanja daerah dalam upaya pencapaian

kesejahteraan masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk melihat seberapa
baik pemerintah daerah dalam mengeksekusi janji yang telah
direncanakan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi
penyerapan APBD maka semakin baik dan optimal kinerja
pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi. Pada bagian ini
akan disajikan kinerja pelaksanaan APBD Sumba Barat yang
berhubungan dengan sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang akan dibagi
menjadi empat pembahasan utama. Keempat hal tersebut akan

dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.
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Gambar 3.1

Kinerja Realisasi
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : BAKD
Kab. Sumba
Barat 2021

3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah dimaksudkan untuk melihat seberapa
baik pemerintah daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi
penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah. Secara
keseluruhan, kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Sumba
Barat menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini

dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 3.1 berikut.
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Gambar 3.1 menunjukkan bahwa sejak lima tahun terakhir,
penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat
menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2020,
kinerja realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Namun demikian,
struktur pendapatan di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan
bahwa sebagian besar diperoleh dari Pendapatan Transfer
meskipun di saat yang bersamaan, komposisi pendapatan transfer
yang diterima terhadap total pendapatan menunjukkan tren yang

menurun. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 3.2 berikut.
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Gambar 3.2

Komposisi
Sumber
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : BAKD
Kab. Sumba
Barat 2021
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Gambar 3.2 menunjukkan bahwa berdasarkan sumber
pendapatannya maka pendapatan transfer mendominasi struktur
pendapatan daerah di Kabupaten Sumba Barat. Meskipun
demikian, proporsi pendapatan transfer cenderung mengalami
penurunan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2019
menunjukkan ada sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Disisi lain, Pendapatan Asli Daerah justru
menunjukkan adanya tren yang cenderung meningkat selama lima
tahun terakhir meskipun di tahun 2020 terjadi penurunan jika
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, untuk Lain-lain
Pendapatan yang Sah menunjukkan adanya kenaikan yang

konsisten sejak tahun 2016.

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat juga
perlu untuk dilihat lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat
kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi
pendapatan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya daerah
secara langsung. Adapun struktur PAD Kabupaten Sumba Barat

dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 3.3 berikut.
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Gambar 3.3

Struktur PAD
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : BAKD
Kab. Sumba
Barat 2021
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Gambar 3.3 menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir,
Lain-Lain Pendapatan yang Sah mendominasi struktur PAD
Kabupaten Sumba Barat meskipun di tahun 2014 Pendapatan
Retribusi menjadi yang tertinggi. Sementara itu, kemampuan
pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak
daerah juga menunjukkan tren yang positif dimana terjadi
kecenderungan peningkatan kontribusi pendapatan setiap
tahunnya dan di tahun 2018 menjadi yang tertinggi selama lima
tahun terakhir. Selain itu, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Retribusi Daerah
cenderung berkontribusi stabil terhadap struktur pendapatan
meskipun di tahun 2014 Pendapatan Retribusi Daerah menjadi
yang tertinggi jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan
lainnya. Adapun rincian perkembangan realisasi pendapatan
daerah secara keseluruhan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel

berikut.
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Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sumba Barat Untuk Tahun 2017-2020

URAIAN

TARGET DAN REALISASI APBD KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

80.792.569.348,00

85.144.270.411,32

82.557.440.870,00

85.182.226.434,41

95.168.742.343,91

78.673.259.944,88

53.448.349.493,66

55.726.443.568,41

Pajak Daerah

10.985.582.236,00

13.813.958.939,90

25.855.513.481,00

28.934.432.818,83

32.755.936.557,00

26.434.758.460,21

10.938.045.290,00

10.784.612.124,00

Retribusi Daerah

3.028.611.100,00

2.838.718.889,66

2.696.297.500,00

2.322.038.147,25

4.440.736.634,91

3.435.138.272,00

2.815.514.586,00

2.981.750.776,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

10.405.953.178,00

10.405.953.178,00

9.767.437.406,00

9.777.437.406,00

9.171.170.446,00

9.171.170.446,00

8.381.091.900,00

8.381.091.920,37

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

56.372.422.834,00

58.085.639.403,76

44.238.192.483,00

44.148.318.062,33

48.800.898.706,00

39.632.192.766,67

31.313.697.717,66

33.578.988.748,04

PENDAPATAN TRANSFER

612.454.852.009,10

597.355.009.011,10

712.459.997.797,00

704.140.931.042,00

687.198.523.747,00

667.389.448.693,00

618.592.958.824,41

610.969.482.838,41

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

546.980.150.000,00

529.457.071.579,00

631.351.343.000,00

623.328.838.862,00

584.781.287.000,00

564.724.587.411,00

511.054.812.215,00

505.772.133.477,00

Dana Bagi Hasil Pajak

8.446.942.000,00 8.103.961.501,00 8.029.632.000,00 6.955.810.148,00 7.110.078.000,00 5.575.462.520,00 5.912.667.331,00 5.917.010.279,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

1.528.167.000,00 683.973.678,00 1.474.470.000,00 1.099.715.008,00 1.060.950.000,00 687.623.534,00 1.539.057.000,00 892.550.071,00
Dana Alokasi Umum

394.534.044.000,00 394.534.044.000,00 | 397.976.871.000,00 | 397.430.281.000,00 | 415.566.783.000,00 | 411.342.783.000,00 | 379.392.302.000,00 | 377.323.812.000,00

Dana Alokasi Khusus

142.470.997.000,00

126.135.092.400,00

223.870.370.000,00

217.843.032.706,00

161.043.476.000,00

147.118.718.357,00

124.210.785.884,00

121.638.761.127,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

53.562.395.000,00

53.562.395.000,00

67.192.170.000,00

67.192.170.000,00

85.550.126.000,00

85.550.125.990,00

90.786.467.000,00

90.786.467.000,00

Dana Otonomi Khusus

87.786.467.000,00

87.786.467.000,00

Dana Penyesuaian

53.562.395.000,00

53.562.395.000,00

67.192.170.000,00

67.192.170.000,00

85.550.126.000,00

85.550.125.990,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi

11.912.307.009,10

14.335.542.432,10

13.916.484.797,00

13.619.922.180,00

16.867.110.747,00

17.114.735.292,00

16.751.679.609,41

14.410.882.361,41

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

11.912.307.009,10

14.335.542.432,10

13.916.484.797,00

13.619.922.180,00

16.867.110.747,00

17.114.735.292,00

16.751.679.609,41

14.410.882.361,41
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Pendapatan Bagi Hasil Retribusi

Bantuan Keuangan dari Provinsi

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

9.000.000.000,00 9.329.697.500,00 19.299.600.000,00 19.197.817.500,00 18.292.800.000,00 23.005.692.756,00 57.605.001.968,00 53.226.576.049,13
Pendapatan Hibah

9.000.000.000,00 9.329.697.500,00 19.274.600.000,00 19.159.000.000,00 18.292.800.000,00 22.463.840.000,00 27.083.960.000,00 24.850.366.415,13
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

- - 25.000.000,00 38.817.500,00 - 541.852.756,00 30.521.041.968,00 28.376.209.634,00

TOTAL PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3)

702.247.421.357,10

691.828.976.922,42

814.317.038.667,00

808.520.974.976,41

800.660.066.090,91

769.068.401.393,88

729.646.310.286,07

719.922.502.455,95
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Gambar 3.4

Kinerja Realisasi
Belanja Daerah
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : BAKD
Kab. Sumba
Barat 2021

3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Kinerja belanja daerah dimaksudkan untuk melihat seberapa baik
pemerintah daerah dalam mendistribusikan sumber daya yang
diterimanya dan merealisasikan apa yang telah menjadi janji
kepala daerah. Secara keseluruhan, kinerja Belanja Daerah di
Kabupaten Sumba Barat manunjukkan tren yang cenderung
meningkat setiap tahunnya meskipun di tahun 2017 sempat terjadi
penurunan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 3.4
berikut.

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa sejak lima tahun terakhir, belanja
daerah Kabupaten Sumba Barat menunjukkan kecenderungan tren
yang positif meskipun sempat mengalami penurunan di tahun
2017. Di tahun 2018, kinerja realisasi belanja daerah mengalami
kenaikan sebesar 74,32% jika dibandingkan dengan tahun 2014.
Namun demikian, struktur belanja di Kabupaten Sumba Barat
menunjukkan bahwa sebagian besar digunakan untuk Belanja

Operasi. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 3.5 berikut.

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB Il GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH




Gambar 3.5
Rp600.000.000.000

Komposisi

Peruntukkan Rp500.000.000.000
Belanja Daerah

Kabupaten Rp400.000.000.000

Sumba Barat

Rp300.000.000.000
Sumber : BAKD
Kab. Sumba

Rp200.000.000.000
Barat 2021 P

Rp100.000.000.000

Rpo —== — —— =
2016 2017 2018 2019 2020

Belanja Operasional Belanja Modal M Belanja Tidak Terduga

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa komposisi belanja di Kabupaten
Sumba Barat didominasi oleh penggunaan belanja modal dan
belanja operasi. Kedua belanja tersebut cenderung mengalami
fluktuasi setiap tahunnya meskipun di tahun 2018 komposisi
belanja modal mengalami kenaikan sedangkan belanja operasi
mengalami penurunan. Sementara itu, komposisi belanja tak
terduga relatif begitu kecil setiap tahunnya dimana belanja tak
terduga hanya direalisasikan pada tahun 2015 dan 2018. Lebih
lanjut, rincian pertumbuhan belanja daerah di Kabupaten Sumba
Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.2
berikut.
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Il BELANJA

1.1 Belanja Operasional

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan
Pemdes

1.2 Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

1.3 Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga

JUMLAH BELANJA (1.1 +11.2 +11.3)

ANGGARAN

480.178.138.403,00
169.260.340.376,00

308.533.398.027,00

2.350.000.000,00

34.400.000,00

203.154.078.386,60
4.186.460.000,00
45.714.042.935,00
59.349.138.642,60
90.567.939.224,00

3.336.497.585,00

238.693.964,89

238.693.964,89

683.570.910.754,49

TAHUN 2017

REALISASI

436.921.266.979,00
163.741.962.542,00

270.933.512.937,00

2.231.391.500,00

14.400.000,00

183.938.071.838,00
950.350.000,00
42.028.042.542,00
54.700.450.657,00
85.198.414.733,00

1.060.813.906,00

620.859.338.817,00
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TAHUN 2018
ANGGARAN REALISASI
484.764.950.543,81  450.079.506.593,00
171.927.179.621,00 = 166.635.047.432,00

299.264.385.903,00

7.453.985.019,81

6.119.400.000,00

271.792.664.201,00
4.472.500.000,00
45.142.810.604,00
83.992.789.409,00
132.035.936.882,00

6.148.627.306,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

758.057.614.744,81

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

270.640.657.261,00

6.686.201.900,00

6.117.600.000,00

261.425.463.836,00
2.210.473.000,00
44.398.713.122,00
78.404.559.659,00
131.505.961.672,00

4.905.756.383,00

71.295.776,00

71.295.776,00

711.576.266.205,00

Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Sumba Barat Untuk Tahun 2017-2020

TAHUN 2019
ANGGARAN REALISASI
513.786.832.863,00 ~ 479.107.847.760,93
278.500.281.994,00  269.060.597.275,00

221.972.925.369,00

8.911.725.500,00

4.401.900.000,00

199.566.815.661,26
6.029.729.600,00
27.049.914.547,96
67.332.299.983,95
91.769.124.955,35

7.385.746.574,00

§71.180.000,00

571.180.000,00

713.924.828.524,26

197.674.692.135,93

8.398.858.350,00

3.973.700.000,00

184.367.319.409,88
3.821.319.961,00
25.221.248.902,50
63.404.614.729,42
86.464.781.208,19

5.455.354.608,77

663.475.167.170,81

ANGGARAN

463.140.430.333,24
268.702.352.923,00

156.498.384.960,24

37.096.292.450,00

843.400.000,00

147.610.597.735,25
7.225.000.000,00
56.569.328.550,00
51.043.577.378,50
22.248.415.645,75

10.524.276.161,00

10.698.813.000,00

10.698.813.000,00

621.449.841.068,49

TAHUN 2020

REALISASI

448.750.045.528,45
265.465.674.811,00

147.442.897.278,42

35.100.073.439,03

741.400.000,00

141.940.433.703,99
7.187.989.075,00
53.079.200.563,50
51.009.959.505,70
21.467.948.068,79

9.195.336.491,00

8.981.419.591,00

8.981.419.591,00

599.671.898.823,44



3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan atau pengeluaran
pemerintah daerah yang perlu dibayar atau diterima kembali yang
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari Sisa
Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA),
Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali

Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Dalam hal Penerimaan Pinjaman Daerah perlu dilakuka kajian
terkait peluang pinjaman daerah untuk pembangunan sarana
prasarana daerah baik prasarana ekonomi, sosial, perhubungan

maupun pelayanan dasar

Secara keseluruhan, kinerja Pembiayaan Daerah di Kabupaten
Sumba Barat manunjukkan adanya tren yang cenderung terus
meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada
Tabel 3.3 berikut.
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[\ PEMBIAYAAN

\'Al Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SILPA Tahun Lalu

Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir

V.2 Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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TAHUN 2017
ANGGARAN REALISASI
76.386.405.097,39 | 76.386.405.097,39
76.386.405.097,39  76.386.405.097,39
76.386.405.097,39 | 76.386.405.097,39
- 52.357.192.177,81

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sumba Barat
Untuk Tahun 2016-2020

TAHUN 2018
ANGGARAN REALISASI
52.357.192.177,81 = 53.456.818.077,81
52.357.192.177,81 = 53.456.818.077,81
52.357.192.177,81 = 53.456.818.077,81

41.888.669.533,35

ANGGARAN

41.888.669.533,35

41.888.669.533,35

41.888.669.533,35

TAHUN 2019

REALISASI

41.921.933.611,35

41.921.933.611,35

41.921.933.611,35

18.970.702.682,42

TAHUN 2020
ANGGARAN REALISASI
18.970.702.682,42 = 23.970.702.682,42
18.970.702.682,42  18.970.702.682,42

- | 5.000.000.000,00

- | 5.000.000.000,00

- | 5.000.000.000,00
18.970.702.682,42 = 28.970.702.682,42
0,00 12.241.537.817,93



Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas
pembiayaan di Kabupaten Sumba Barat berasal dari penerimaan
pembiyaan pada Penggunaan Silpa Tahun Lalu. Sementara itu,
untuk Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir dan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah hanya terjadi di tahun 2015
dan 2016. Untuk Penggunaan Silpa Tahun Lalu selama lima tahun
terakhir menunjukkan adanya tren yang menurun setiap tahunnya.

Dimana tendensi penurunannya sebesar 17,72%.

3.1.1.4 Kinerja Pertumbuhan Realisasi APBD

Kinerja pertumbuhan realisasi APBD dimaksudkan untuk melihat
seberapa baik pertumbuhan penyerapan APBD di Kabupaten
Sumba Barat. Pertumbuhan tersebut dilihat dari persentase
capaian realisasi dan anggaran APBD setiap tahunnya serta

tendensi penyerapan anggaran sejak tahun 2016-2020. Adapun

hasil tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Persentase o
Pertumbuhan % % % % %

Ejﬁﬂ;ft‘eﬁpw PENDAPATAN 97.08 9852 9929 9605 874
Sumba Barat  pendapatan Asli Daerah 108,84 105,39 103,18 82,67 104,16
Sumber : BAKD Pendapatan Transfer 96,13 97,53 98,83 97,12 98,87
Kab. Sumba Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 77,86 103,66 99,47 125,76 92,37
Barat 2021 BELANJA 88,87 90,83 93.87 9293 96,67
Belanja Operasional 89,39 90,99 92,84 93,25 97,12
Belanja Modal 88,85 90,54 96,19 92,38 96,16
Belanja Tidak Terduga - - 4,75 - 83,95
PEMBIAYAAN 100,00 100,00 102,10 100,07 100,00
Penerimaan Pembiayaan 100,00 100,00 102,10 100,08 126,36

Pengeluaran Pembiayaan - - - - -
Tabel 3.4 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan

tendensi penerimaaan pendapatan daerah sebesar 98.74% dengan
persentase penyerapan tertinggi serta melampaui target berasal

dari Pendapatan Asli Daerah sedangkan yang terendah berasal dari
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Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selain itu, untuk Belanja Daerah
persentase serapannya berada pada angka 96,67% dimana
kecenderungan realisasi belanja yang terus mengalami kenaikan
penyerapan anggaran setiap tahunnya. Sementara itu. Pembiayaan
Daerah menunjukkan persentase tendensi realisasi sebesar 100%
yang mana tendensi penyerapan tersebut sama dengan tendensi
penyerapan di Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaraan

Pembiayaan.

3.1.2 Neraca Daerah

Pada dasarnya, neraca merupakan gambaran tentang aset yang
dimiliki oleh pemerintah daerah dan sumber aset tersebut
diperoleh. Berdasarkan jenisnya, aset di pemerintah daerah dibagi
menjadi aset tetap, aset lancar, aset tak berwujud, dana cadangan,
investasi, dan aset lainnya. Sementara itu, jika berdasarkan
sumbernya maka aset bisa berasal dari dua yaitu dari ekuitas
dan/atau kewajiban. Pertumbuhan neraca Kabupaten Sumba Barat

lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.5
Pertumbuhan Neraca Derah Kabupaten Sumba Barat untuk tahun 2014-2019

c TAHUN
e Tendensi
Pertumbuhan 2018 R 2017 R 2016 R 2015 R 2014
ASET 5,75%| Rp1.587.665.425.825 | 6,42%| Rp1.491.832.918.326 [ 5,07%| Rp1.419.798.121.931| 12,14%| Rp1.266.038.139.294 -5,95%| Rp1.346.157.654.381
ASET LANCAR -10,56%| Rp 79.715.348.271 ['-11,75%| Rp 90.326.396.645 [ -9,36%| Rp 99.658.873.090 [ -25,12%| Rp 133.088.638.135 | 4,60%| Rp 127.239.876.031
Kas di Kas Daerah -27,62%| Rp 30.479.151.948 | -25,00%| Rp 40639454.047 | -43,12%| Rp 71443443390  -30,24%| Rp 102416619876 | -9,71%| Rp 113429.221.9%4
Kas di Bendahara Pengeluaran 43,93%| Rp 644361483 | -81,30%| Rp 3445033834 | 83,83%| Rp 1874024194 89,92%| Rp 986.718.523 | 4,03%|Rp 948.534.642
Kas di Bendahara Penerimaan -80,88% Rp 702000 | -97,33%| Rp 26323440 549,96%| Rp 4050.000 | -80,88%| Rp 21182419
Kas di Bendahara FKTP -| Rp 9.633.670.460
Kas di Bendahara BOS -| Rp 2720433309
Kas di Bendahara BLUD 66,32%| Rp 26089.368.802 | -47,75%| Rp 547003277 | 66,32%| Rp 3094602635  95,04%| Rp 1.586.626.462
Kas Lainnya 68,49%| Rp 55.004.600 | -98,71%| Rp 4272682230 | 68,4%| Rp 2535.922.268| 52107,48%| Rp 4857393
Investasi Jangka Pendek -
Piuang Pajak 11,74%| Rp 2066515352 | -1,77%| Rp 2103749.340 | 25,25%| Rp 1679659653 -32,19%| Rp 2477035.222 | 161,07%| Rp 948.800.582
Piuang Refrbusi 43,65%| Rp 251030575 | 41,19%| Rp 17596862625 | 31,83%| Rp 1.365.131.142)  46,11%| Rp 934319912 | 241,97%| Rp 213.215.500
Piutang Transkr 17,95%| Rp 2451841924 | 16,48%| Rp 213600331 19,43%| Rp 1.769.783.680 2,81%| Rp 1721483881 | 121,12%| Rp 778.346.650
Bagian Lancar Tunfutan Ganf Rugi -
Piuiang Lain-lain PAD yang Sah 0,51%| Rp 64058104 | -9,48%[ Rp 70765780 | -94,58%| Rp 1.306.703.376)  10,49%| Rp 1.182.654.980 | 2307,57%| Rp 49122308
Piuang Lainnya -13,99%| Rp 335508438 | -79,23% Rp  1615343.250 7,91%| Rp 149987250  -35,88%| Rp 2.334523.750 | 1061,15%| Rp 201.062.000
Penyisihan Piutang 9,25%|-Rp 3332468.286 | -11,78% Rp 3777579865 | 28,51%| Rp 2939504938 9,25%|-Rp 2690654.890
Belanja di Bayar di Muka -32,44%| Rp 1003503920 | 9.19% Rp 9046860 | -75,85%| Rp 3805.026.559) -32,44%| Rp 5.631.761.592
Persediaan 28,48%| Rp 32353367642 |  1,18%|Rp 31.976838.776 | 162,09%| Rp 12200860372]  -26,05%| Rp 16.498.541.434 | 55,79%| Rp 10.590.189.936
INVESTASI JANGKA PANJANG -0,82%| Rp 56.392.697.034 | -1,13%| Rp 57.036.615.2719 | -2,37%|Rp 58.419.367.359 | -0,51%|Rp 58.719.501.879 | 34,37%|Rp 43.698.988.223
Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen -31,60%| Rp 176.683.758 | -76,68%| Rp 757.787.393 | -51,85%| Rp 1573929618 |  -11,34%| Rp 1775331827 | 23,13%| Rp 1.441.853.770
Investasi Permanen
Penyeriaan Modal Pemeriniah D -0,14%| Rp 56.216.013.276 |  -0,11%| Rp 56.278827.886 |  -1,00%| Rp 56.845.427 741 -0,17%| Rp 56.944.170.082 | 34,76%| Rp 42257134453
ASET TETAP 6,86%| Rp 1407.539.144470 [ 9,72%| Rp 1.282.838.785.008 | 4,01%|Rp 1.233.400.246.351 | 18,22%| Rp 1.043.332.085.448 | -8,53%| Rp 1.140674.184.243
Tanah 1,28%| Rp 49922671787 | 3,32%| Rp 48.318823.286 | -10,88%| Rp M.218.059.1%6 3,10%| Rp 92.587474.766 0,07%| Rp 52,592 474.761
Peralatan dan Mesin 17,23%| Rp 313.270.109.180 | 12,29%| Rp 278.961.3680.963 9,28%| Rp 200291131514 72,98%| Rp 207.588.060.097 | 22,16%| Rp 169.927.823.74
Gedung dan Bangunan 11,13%| Rp 449.297660.233 | 11,79%| Rp 401912840184 | 10,46%| Rp 363840.028530)  14,50%| Rp 7.768.919.009 6,77%| Rp 297.617.863.460
Jalan, Ingasi dan Jaringan 14,83%| Rp 1.015.591.879.208 |  17,02%| Rp 867.868.762.119 | 12,90%| Rp 768.747.166.081)  15,97%| Rp 662.097.712.744 | 13,70%| Rp 283.014.119.938
Aset Telap Lainnya 12,61%| Rp 43058653017 | 12,07%| Rp 3422313840 -0,31%| Rp 30542760335  13,14%|Rp M.065428.794 | 30,17%| Rp 26.169.018.175
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TAHUN

i Tendensi
Pertumbuhan 2018 R 2017 R 2016 R 2015 R 2014
Aset Tetap Lainnya 12,61%| Rp 43056653517 | 12,07%| Rp BA2 N840 -0,31%| Rp 3B.42760335)  13,14%| Rp M065.428.7%4 | 30,17%| Rp 26.169.018.175
Konstruksi Dalam Pengerjaan 32,06%| Rp 44094019663 | -6,88%| Rp 4735047213 | -38,28%| Rp 76720410118  293,81%| Rp 19481555018 | 71,00%| Rp 11.392.884.149
Akumulas! Penyusutan 26,91%|-Rp 507635855125 | 26,91%|-Rp 400036539496 | 23,48%| Rp 323954.310577)  29,04%|-Rp 251.057.084.9%0
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
ASET LAINNYA -9,45%| Rp 44.018.236.050 [ -28,58%| Rp 61.631.151.384 [ 117,63%| Rp 28.319.645.131 | -B,34%| Rp 30.897.933.832 [ -10,56%| Rp 34.544.605.884
Taghan Penjualan Angsuran -
Tunfutan Ganf Rugi 10,88%| Rp 5733664673 | -5,65%| Rp 501725117 | 54,81%| Rp 3925.621.238 16,10%| Rp 3.381.157 483 5,65%| Rp 3.200.405.874
Piutang Tidak Lancar Lainnya -100,00% -100,00%| Rp 3.720.615.088
Aset Tak Berwujud 5,20%| Rp 2811320895 | 1,63%| Rp 2.766.330.895 8,77%| Rp 2543360895  69,85%| Rp 1497445573 | -18,38%| Rp 1.834.720.8%
Aset Lain-ain -4,08%| Rp 37674391376 | -31,35%| Rp 54881087178 | 131,91%] Rp 23664788732)  -9,05%| Rp 26.09.330717 0,89%| Rp 25.788.864.027
Akumulasi Amorisasi 10,27%|-Rp 2201140895 |  5,14%|Rp 2093528395 | 15,40%| -Rp 1814125734
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 4,42%| Rp 1.587.665.425.823 | 6,42%| Rp 1491832918326 | 5,07%| Rp 1419798121931 [ 12,14%| Rp 1.266.038.139.297 | -5,95%| Rp 1.346.157.654.382
KEWAJIBAN 87,13%| Rp 10.532.190.263 [184,91%| Rp 3.696.622.877 | -71,06%| Rp 12773.619.198 [ 77,44%| Rp 7.199.038.896 | 96,83%| Rp 3.657.500.377
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 87,13%| Rp 10.532.190.263 [184,91%)| Rp 3.696.622.877 | -71,06%| Rp 12773619.198 [ 77,44%| Rp 7.199.038.89 [ 96,83%| Rp 3.657.509.377
Utang Perhiungan Pihak Keliga 272,63%| Rp 265.880.521 | 460,39%| Rp 47445370 |  84,86%| Rp 25665182  998,03%| Rp 2337393 | -27,45%| Rp 3221615
Pendapatan Dierima Dimuka 66,01%| Rp 37178735 | 66,01%| Rp 2239135 | -18,19%| Rp 21.377133) 1760,06%| Rp 1.471.843
Utang Belanja 76,7%%| Rp 10474126407 | 180,53%| Rp 36267813712 | -71,4%%| Rp 12720576881 76,79%| Rp 7.195.229.660
Utang Jangka Pendek Lainnya -100,00%| Rp 35004 600 -100,00%| Rp 3654 287 762
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Jangka Panjang
Total Kewajiban Jangka Panjang
EKUITAS 4,32%| Rp 1.577.133.235.560 | 5,98%| Rp 1488.136.295.449 | 5,76%| Rp 1.407.024502.733 | 11,77%| Rp 1.268.839.100401 | -6,23%| Rp 1.342.500.145.005
EKUITAS 4,32%| Rp 1577133235560 |  5,98%| Rp 1.488.136.295.44% 5,76%| Rp 1407024502733 11,77%| Rp 125883910040 | -6,23%| Rp 1.342.500.145.005
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Tabel 3.6

Rasio Keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : BAKD
Kab. Sumba
Barat 2021

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa tendensi pertumbuhan aset
secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir sebesar 5,75%.
Dimana aset lancar cenderung mengalami penurunan sebesar
10,56%, investasi jangka panjang turun 0,82%, aset tetap naik
sebesar 6,86% serta aset lainnya turun sebesar 9,45%. Sementara
itu, jumlah ekuitas dan kewajiban secara keseluruhan mengalami
kenaikan sebesar 4,42% dimana kewajiban cenderung
mengalami kenaikan sebesar 87,13% dan ekuitas cenderung
mengalami kenaikan 2,32%.

Selain pertumbuhan neraca, analisis terhadap rasio-rasio
keuangan juga perlu dilakukan. Analisis rasio keuangan
dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi yang
memadai tentang kondisi dan kinerja keuangan kepada para
pemangku kepentingan. Analisis rasio keuangan yang digunakan
dalam menganalisis keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumba Barat menggunakan beberapa jenis rasio. Hasil analisi
rasio tersebut dapat digambarkan lebih lanjut pada Tabel 3.6
berikut.

Jenis Rasio Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Likuiditas

Aset lancar 3478,87 1848,70 780,19 244348 756,87%
per utang % % % %

lancar

(Kas dan 3127,78 145851 618,26 1447,40 400,89%
Setara % % % %
Kas+Investasi

Jangka

Pendek) per
utang lancar

Solvabilitas Anggaran
Total 117,87% 106,89 103,81 111,43 113,62%
pendapatan/t % % %

otal belanja
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Solvabilitas Jangka Panjang

Total 36805,31 17586,2 111150 40356,6 1507441
Aset/kewajiba % % % % %
n

Kemandirian Keuangan Daerah

PAD/Total 6,79% 8,49% 8,90% 12,31% 10,54%
Pendapatan

PAD/Total 8,00% 9,07% 9,24% 13,71% 11,97%
Belanja

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa terdapat empat jenis rasio yang
digunakan dalam analisis ini. Rasio likuditas menunjukkan tren
rasio yang berfluktuasi dengan nilai rasio yang berada di atas
angka 750% untuk rasio 1 dan 400% untuk rasio 2. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban yang dimiliki, dijamin
minimal sebesar Rp750 aset lancar. Semakin tinggi nilai ini
menunjukkan semakin likuid kondisi keuangan.

Sementara itu, untuk solvabilitas anggaran menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan
pendapatan dalam rangka membiayai aktivitas operasionalnya.
Idealnya, rasio ini menunjukkan keseimbangan antara
pendapatan dan belanja selama satu periode tertentu. Hasil
anallisis data menunjukkan bahwa tren solvabilitas anggaran
menunjukkan tren yang cukup berfluktuasi dengan angka di atas
100% setiap tahunnya.

Selain itu, untuk rasio solvabilitas jangka panjang menunjukkan
tren yang cukup berfluktuasi. Namun demikian, untuk jangka
panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat
menunjukkan kondisi yang solven dimana nilai rasio yang di atas
10.000% setiap tahunnya.

Rasio terakhir yang digunakan dalam menganalisis kondisi
keuangan Kabupaten Sumba Barat adalah kemandirian keuangan

daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan suatu
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kondisi dimana pemerintah tidak rentan terhadap sumber
pendanaan yang berasal di luar kendalinya. Semakin tinggi rasio
ini maka semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai
aktivitasnya tanpa tergantung dari sumber pendanaan yang
berasal dari pihak luar. Rasio kemandirian Kabupaten Sumba
Barat menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total
pendapatan maupun total belanja relatif rendah dimana nilai

tersebut berada di bawah level 15%.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU
Pada kebijakan pengelolaan masa lalu dengan kurun waktu tahun
2014 sampai dengan 2018, akan diuraikan proporsi penggunaan

anggaran serta analisis pembiayaan.
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan

Aparatur

Pada proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun
anggaran 2014-2018, terjadi penurunan secara konsisten. Pada
Tabel 3.7 menunjukkan bahwa persentase proporsi belanja
pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2014 sebanyak
50,22%. Hal ini terus mengalami tren penurunan sampai pada

tahun 2018 proporsi tersebut menjadi 23,42 %.
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Tabel 3.7

Total Belanja Total

Analisis untuk Pengeluaran

Proporsi Belanja Uraian Pemenuhan (Belanja + Persentase

Pemenuhan Kebutuhan Pengeluaran

Kebutuhan Aparatur Pembiayaan

Aparacur Tahun Anggaran

sumber:BAKD | 2016 215.108.689.114 428.368.223.650  50,22%

Kab. Sumba

Barat 2021 ;3';‘7‘“A“ggam“ 179.755.116.820 537.402.648.942  33,45%
;g';g“A“gga“a“ 189.422.542.625 659.601.670.810  28,72%
gzgg“Angg*‘ra“ 163.741.962.542 620.859.338.817  26,37%
gggg“Anggara“ 166.635.047.432 711.504.970.429  23,42%

3.2.1.2 Proporsi Unsur Belanja Daerah Terhadap Total
Belanja

Proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah pada
tahun 2016-2020 tidak terlalu dinamis. Pada tahun 2016 proporsi
belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 71,65%,
kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 65,72%, tahun 2018
menjadi 56,98%. Pada tahun 2019 meningkat dibandingkan
tahun 2018, menjadi 61,03%. Akan tetapi, pada tahun 2020
menjadi 54,89%.

Tidak berbeda dengan belanja operasi, belanja modal terhadap
total belanja tidak terdapat perubahan yang sangat dinamis.
Persentase belanja modal terhadap belanja daerah pada tahun
2016 sebesar 26,42%, tahun 2017 sebesar 28,76%, tahun 2018
sebesar 35,49%, tahun 2019 sebesar 25,69%, serta tahun 2020
menjadi 31,88%.

Persentase belanja tidak terduga terhadap belanja daerah pada
tahun 2017 sebesar 0,02%. Pada proporsi transfer terhadap
belanja daerah pada tahun 2016 sebesar 1,93%, tahun 2017
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Tabel 3.8

Proporsi Unsur
Belanja
DaerahTerhadap
Total Belanja

Sumber : Laporan
Keuangan
Pemerintah
Sumba Barat
(data diolah)

sebesar 5,50%, tahun 2018 sebesar 7,53%. Pada tahun 2019 dan
2020, proporsi transfer terhadap belanja daerah cukup besar
masing-masing sebesar 13,27% dan 13,23%. Lebih rinci proporsi

masing-masing unsur belanja terhadap total belanja dapat dilihat

pada tabel 3.8 berikut.
Uraian Proporsi

2014 2015 2016 2017 2018
BELANJA DAERAH 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
BELANJA OPERASI 71,65% 65,72% 56,98% 61,03% 54,89%
Belanja Pegawai 51,72% 32,52% 26,55% 22,87% 20,32%
Belanja Barang dan Jasa 18,22% 29,71% 29,84% 37,85% 33,00%
Belanja Bunga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Belanja Subsidi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Belanja Hibah 0,79% 3,49% 0,59% 0,31% 0,82%
Belanja Bantuan Sosial 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75%
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kab/Kota dan 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pemdes
BELANJAMODAL 26,42% 28,76% 35,49% 25,69% 31,88%
Belanja Tanah 0,36% 0,01% 0,28% 0,13% 0,27%
Belanja Peralatan dan Mesin 5,86% 7,55% 6,72% 5,87% 5,41%
Belanja Gedung dan Bangunan 5,79% 6,23% 9,37% 7,64% 9,56%
Belanja Jalan, Irigasi d\
J:rirg:n alan, igast can 14,17% 13,62% 19,10% 11,90% 16,04%
Belanja Aset Tetap Lainnya 0,24% 1,35% 0,02% 0,15% 0,60%
Belanja Aset Lainnya 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BELANJATIDAK TERDUGA 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Belanja Tidak Terduga 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
TRANSFER 1,93% 5,50% 7,53% 13,27% 13,23%
TRANSFER BAGI HASIL KE
KAB/KOTAIDESA™) 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bagi Hasil Pajak 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bagi Hasil Retribusi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRANSFER BANTUAN
KEUANGAN 0,00% 5,50% 7,53% 13,27% 13,23%
Transfer keuangan ke
pemerintah d ae?ah lainnya 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
g::;fer Bantuan Keuangan ke 0,00% 5,38% 7,43% 13,18% 13,16%
Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya 0,00% 0,13% 0,10% 0,09% 0,07%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Sumba Barat (data
diolah)
3.2.1.3 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Daerah
Proporsi belanja pegawai di Kabupaten Sumba Barat cukup besar
yakni Rp215.108.689.114 atau sebesar 51,72% dari total belanja

daerah. Pada 4 tahun selanjutnya, terdapat penurunan belanja
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Proporsi Belanja
Pegawai terhadap
Total Belanja

Sumber : Laporan
Keuangan
Pemerintah
Sumba Barat
(data diolah)

Defisit Riil
Anggaran
Pemerintah
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : Laporan
Keuangan
Pemerintah
Sumba Barat
(data diolah)

pegawai yang cukup signifikan. Persentase Belanja Pegawai
terhadap total belanja daerah pada tahun 2015 sebesar 32,52%,
tahun 2016 sebesar 26,55%, tahun 2017 sebesar 22,87%, serta
pada tahun 2018 sebesar 20,32%. Perkembangan belanja
pegawai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Total Belanja 415900423650 | 552.830.196513 | 713.327.034.810 | 715.858.189.842 | 820.017.827.745
Belanja Pegawai 215.108.689.114 | 179.755.116.820 | 189.422.542.625 | 163.741962.542 | 166.635.047432
Proporsi terhadap Total Belanja 51,12% 3252% 26,55% 22.87% 20,32%

3.2.2 Analisis Pembiayaan

3.2.2.1 Defisit Riil Anggaran

Pada kurun waktu tahun 2014-2018, Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat tidak mengalami defisit. Hal ini artinya adalah
realisasi pendapatan daerah lebih besar daripada realisasi
belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengalami
surplus pada tahun 2014 sebanyak Rp 52,37 M, tahun 2015
sebanyak Rp 21,016 M, tahun 2016 sebanyak 21,126 M, tahun
2017 sebanyak 70,96 M, serta tahun 2018 sebanyak Rp 96,94 M.
Defisit riil anggaran lebih rinci, dapat dicrmati pada Tabel 3.10.

Proporsi
2016

Nomor Uraian

2014 2015 2017 2018

1

480.743.921.607

558.419.635.103

684.728.366.542

691.828.976.922

808.520.974.976

Realisasi Pendapatan Daerah

Dikurangi Real

2

Belanja Daerah

407.868.223.650

522.402.848.942

659.601.670.810

620.859.338.817

711.576.266.205

3

Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

20.500.000.000

15.000.000.000

4

Defisit/Surplus

52.375.697.957

21.016.786.161

25.126.695.732

70.969.638.105

96.944.708.771

3.2.2.2 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Pada Tabel 3.11 penutup defisit riil dibawah menunjukkan bahwa
pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan
bahwa tidak terjadi defisit anggaran (dalam artian terjadi
surplus). Hal ini menunjukkan bahwa tidak diperlukan anggaran

penutup defisit. Sebagai contoh pada tahun 2015 terjadi surplus
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Tabel 3.11

Komposisi
Penutup Defisit
Riil Anggaran
Pemerintah
Kabupaten
Sumba Barat

Sumber : Laporan
Keuangan
Pemerintah
Sumba Barat
(data diolah)

sebesar Rp21,016 milyar. Untuk itu, SiLPA tahun sebelumnya

(tahun 2014), tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan

dialokasikan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan pada

tahun berkenaan (tahun 2015), dan akan ditambahkan pada

SILPA tahun berkenaan (tahun 2015) yang selanjutnya akan

menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)

tahun sebelumnya pada tahun 2016.

N Urai Tahun
omor faian 2014 2015 2016 2007 2018

1 |Defisit/Surplus 52.375.697.957 | 21.016.786.161 | 25.126.695.732 | 70.969.638.105 | 96.944.708.771
Sisa Lebih Perhitungan

2 |Anggaran (SiLPA) Tahun 69.864.409.914 | 114.369.582.271 | 104.981.268.266 | 76.386.405.097 | 53.456.818.078
Anggaran Sebelumnya

3 |Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan

4 e
yang dipisahkan

5 Penerimaan Pinjaman Daerah 211.674.400

6 Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah 31.144.000 13.805.100

7 |Penerimaan Piutang Daerah - -

8 Realisasi Pembiayaan Daerah| 70.076.084.314 | 114.400.726.271 | 104.995.073.366 | 76.386.405.097 | 53.456.818.078
Sisa Lebih Perhitungan

9  |Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) 139.940.494.229 | 228.770.308.542 | 209.976.341.632 | 152.772.810.195 | 106.913.636.156
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3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan
Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan
dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan
peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala
Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan
bersifat proyeksi yang dihitung dengan menggunakan data
historis keuangan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan
program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima)
tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah
mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah
dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber

penerimaan tersebut akan dialokasikan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja merupakan angka yang
diperkirakan akan tercapai sesuai tahun proyeksi. Proyeksi
dilakukan dengan melihat rata-rata fluktuasi pendapatan dan
beban selama lima tahun ke belakang. Dasar dalam proyeksi

pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Table 3.4.

Berdasarkan data historis Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ditemukan rata-rata
kenaikan pendapatan selama lima tahun ialah sebesar 14,17%
dan rata-rata kenaikan belanja selama lima tahun sebesar
15,77%. Hasil proyeksi untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat
pada Tabel 3.12 berikut.
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Tabel 3.12

Persentase Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumba Barat

Untuk Tahun 2014-2018

. Tendensi TAHUN
Pertul
2018 R 2017 R 2016 R 2015 R 2014
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 51,75% 28.934.432.819 109,46% 13.813.958.940 18,04% 11.702.766.615 70,62% 6.858.878.003 32,88% 5.161.795.827
Pendapatan Retribusi Daerah -1,51% 2.322.038.147 -18,20% 2.838.718.890 16,90% 2.428.333.964 15,18% 2.108.276.507 | -82,33% 11.929.978.870]
Pendapatan Hasil Pengell. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 5,82% 9.777.437.406 -6,04% 10.405.953.178 -7,37% 11.233.998.915 62,56% 6.910.554.205 17,69% 5.871.947.586
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38,05% 44.148.318.062 -23,99% 58.085.639.404 63,15% 35.602.509.318 12,95% 31.521.034.583 | 225,43% 9.685.906.015
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,14% 85.182.226.434 0,04% 85.144.270.411 39,65% 60.967.608.812 28,63% 47.398.743.298 45,17% 32.649.628.298
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak -5,00% 6.955.810.148 -14,17% 8.103.961.501 -6,97% 8.710.935.499 12,75% 7.725.786.100 -3,03% 7.966.845.744
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 21,47% 1.099.715.008 60,78% 683.973.678 -36,81% 1.082.467.013 -17,85% 1.317.615.350 72,11% 765.544.121
Dana Alokasi Umum 3,52% 397.430.281.000 0,73% 394.534.044.000 -0,75% 397.520.803.000 6,54% 373.105.900.000 6,31% 350.946.291.000
Dana Alokasi Khusus 72,81% 217.843.032.706 72,71% 126.135.092.400| -21,49% 160.658.208.552 99,84% 80.394.241.000 72,92% 46.492.555.000
TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 15,80%| 623.328.838.862 17,73%| 529.457.071.579 | -6,78%| 567.972.414.064 22,79%| 462.543.542.450 | 13,88%| 406.171.235.865
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus - -
Dana Penyesuaian 21,95% 67.192.170.000 25,45% 53.562.395.000 25,71% 42.607.900.000 10,67% 38.501.678.000 18,45% 32.505.044.000|
TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 21,95%| 67.192.170.000 25,45%| 53.562.395.000 | 25,71%| 42.607.900.000 10,67%| 38.501.678.000 | 18,45%| 32.505.044.000
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 9,16% 13.619.922.180 -4,99% 14.335.542.432 29,44% 11.075.289.166 12,38% 9.854.965.194 5,95% 9.301.854.844
Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 0,00% - - - B 706.160 -69,41% 2.308.600]
Bantuan Keuangan dari Provinsi 2,70% - - - - 148.627.500 23,86% 120.000.000 5,40% 113.850.000]
TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI r 9,22% 13.619.922.180 -4,99% 14.335.542.432 [ 27,72% 11.223.916.666 [ 12,51% 9.975.671.354 5,92% 9.418.013.444
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER r 15,96% 704.140.931.042 [ 17,88% 597.355.009.011 [ -3,93% 621.804.230.730 [ 21,68% 511.020.891.804 [ 14,04% 448.094.293.309
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 121,16% 19.159.000.000|  105,35% 9.329.697.500| 379,30% 1.946.527.000 - -
Pendapatan Dana Darurat 0,00% - - -
Pendapatan Lainnya 0,00% 38.817.500
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH I 121,27%| 19.197.817.500 [” 105,77% 9.329.697.500 [379,30% 1.946.527.000 - -
TOTAL PENDAPATAN 16,51%| 808.520.974.976 16,87%| 691.828.976.922 1,04%| 684.718.366.542 22,62%| 558.419.635.102 | 16,16%| 480.743.921.607
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai -5,90% 166.635.047.432 1,77% 163.741.962.542| -13,56% 189.422.542.625 5,38% 179.755.116.820 | -16,44% 215.108.689.114
Belanja Barang dan Jasa 28,43% 270.640.657.261 -0,11% 270.933.512.937 27,30% 212.830.716.920 29,57% 164.263.048.103 116,76% 75.782.126.047
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah 76,55% 6.686.201.900 199,64% 2.231.391.500 -46,55% 4.174.850.400 -78,36% 19.295.000.559 487,35% 3.285.090.000|
Belanja Bantuan Sosial -9,49% 6.117.600.000| 42383,33% 14.400.000 4,35% 13.800.000 -23,33% 18.000.000 -99,43% 3.148.000.000|
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 664.480.434|
Total Belanja Operasi 9,68%| 450.079.506.593 3,01%| 436.921.266.979 [ 7,50%| 406.441.909.945 [ 11,87%| 363.331.165.482 | 21,93%| 297.988.385.595
BELANJA MODAL
Belanja Tanah 40,08% 2.210.473.000 132,60% 950.350.000 -52,43% 1.997.959.600( 5608,46% 35.000.000 -97,67% 1.499.810.000
Belanja Peralatan dan Mesin 10,28% 44.398.713.122 5,64% 42.028.042.542| -12,32% 47.933.724.442 14,92% 41.711.445.910 71,05% 24.384.911.977|
Belanja Gedung dan Bangunan 43,19% 78.404.559.659 43,33% 54.700.450.657| -18,15% 66.832.162.959 94,13% 34.426.767.169 43,05% 24.066.990.437|
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 41,07% 131.505.961.672 54,35% 85.198.414.733 -37,47% 136.241.794.864 80,90% 75.314.589.781 27,78% 58.938.746.552
Belanja Aset Tetap Lainnya 475,38% 4.905.756.383| 362,45% 1.060.813.906| 588,31% 154.119.000| -97,94% 7.483.880.600 | 656,42% 989.379.089
Belanja Aset Lainnya
Total Belanja Modal 43,40%| 261.425.463.836 [ 42,13%| 183.938.071.838 [ -27,34%| 253.159.760.865 | 59,25%| 158.971.683.460 [ 44,68%| 109.879.838.055
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga -100,00% 71.295.776 -100,00% 100.000.000
Total Belanja Tak Terduga -100,00% 71.295.776 -100,00% 100.000.000 -
TOTAL BELANJA 20,44%| 711.576.266.205 14,61%| 620.859.338.817 | -5,87%| 659.601.670.810 26,26%| 522.402.848.942 | 28,08%| 407.868.223.650
Surflus / (defisit) 96.944.708.771 70.969.638.105 25.116.695.732 36.016.786.160 72.875.697.957
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Untuk Tahun 2021-2026

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Sumba Barat

KETERANGAN

TAHUN PROYEKSI

2020

2021

2022

2023

2024

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengell. Kekay Daerah yg Dipi:

39.278.819.267

45.764.650.455

53.321.440.674

62.126.029.748

72.384.457.798

3.152.193.004

3.672.692.146

4.279.137.597

4.985.721.058

5.808.977.606

13.272.981.681

15.464.654.449

18.018.222.505

20.993.443.035

24.459.940.505

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Retribusi
Bantuan Keuangan dari Provinsi
TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

59.931.840.274

69.827.957.471

81.358.149.896

94.792.240.734

110.444.607.145

115.635.834.226

134.729.954.521

156.976.950.672

182.897.434.575

213.097.983.054

9.442.590.818

11.001.778.471

12.818.423.657

14.935.038.502

17.401.154.855

1.492.875.541

1.739.383.428

2.026.595.404

2.361.232.644

2.751.126.144

539.516.094.070

628.602.537.474

732.399.189.685

853.335.042.532

994.240.169.935

295.724.376.689

344.555.233.148

401.449.180.548

467.737.619.569

544.971.795.586

846.175.937.118

985.898.932.521

1.148.693.389.293

1.338.368.933.246

1.559.364.246.520

91.214.129.480

106.275.667.909

123.824.210.720

144.270.419.205

168.092.764.223

91.214.129.480

106.275.667.909

123.824.210.720

144.270.419.205

168.092.764.223

18.489.198.150

21.542.187.528

25.099.295.260

29.243.762.814

34.072.576.726

18.489.198.150

21.542.187.528

25.099.295.260

29.243.762.814

34.072.576.726

955.879.264.747

1.113.716.787.958

1.297.616.895.274

1.511.883.115.265

1.761.529.587.469

26.008.558.835

30.303.166.596

35.306.912.296

41.136.890.825

47.929.532.113

52.695.195

61.396.376

71.534.322

83.346.274

97.108.649

26.061.254.030

30.364.562.972

35.378.446.618

41.220.237.098

48.026.640.762

TOTAL PENDAPATAN

1.097.576.353.003

1.278.811.305.451

1.489.972.292.564

1.736.000.786.939

2.022.654.211.285

BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes

Total Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Total Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Total Belanja Tak Terduga

241.706.405.488

291.104.597.911

350.598.432.648

422.251.183.448

508.547.800.904

392.567.958.863

472.798.135.354

569.425.170.208

685.800.133.759

825.958.963.654

9.698.426.907

11.680.520.669

14.067.700.299

16.942.754.292

20.405.390.853

8.873.662.108

10.687.196.455

12.871.367.726

15.501.923.993

18.670.094.165

652.846.453.366

786.270.450.389

946.962.670.881

1.140.495.995.492

1.373.582.249.576

3.206.321.188

3.861.605.729

4.650.812.546

5.601.311.697

6.746.066.931

64.400.937.992

77.562.732.032

93.414.437.551

112.505.799.040

135.498.913.759

113.726.881.476

136.969.552.118

164.962.390.281

198.676.200.559

239.280.193.512

190.751.188.215

229.735.524.942

276.687.196.101

333.234.507.400

401.338.545.790

7.115.866.439

8.570.155.326

10.321.661.171

12.431.127.007

14.971.710.086

379.201.195.310

456.699.570.148

550.036.497.650

662.448.945.702

797.835.430.079

103.415.494

124.550.798

150.005.582

180.662.629

217.585.140

103.415.494

124.550.798

150.005.582

180.662.629

217.585.140

TOTAL BELANJA

1.032.151.064.170

1.243.094.571.335

1.497.149.174.113

1.803.125.603.823

2.171.635.264.795

Surflus / (defisit)

65.425.288.833

35.716.734.116

7.176.881.549

67.124.816.884

148.981.053.510

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan Silpa Tahun Lalu
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir
Total Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaraan Pembiayaan
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah
Total Pengeluaraan Pembiayaan

1.032.151.064.170

1.243.094.571.335

1.497.149.174.113

1.803.125.603.823

2.171.635.264.795

67.374.945.179

75.639.053.365

84.916.824.478

95.332.592.869

107.025.943.552

67.374.945.179

75.639.053.365

84.916.824.478

95.332.592.869

107.025.943.552

PEMBIYAAN NETO

67.374.945.179

75.639.053.365

84.916.824.478

95.332.592.869

107.025.943.552
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PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DAERAH

Gambaran kondisi Kabupaten Sumba Barat yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan pembangunan
daerah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun yang
akan datang. Permasalahan pembangunan daerah tersebut
dipengaruhi oleh kondisi global dan nasional. Kondisi global dan
nasional tersebut akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam
merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba

Barat untuk lima tahun yang akan datang.

Kondisi global menunjukkan tahun 2020 merupakan tahun yang berat
bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya
muncul secara lokal di Wuhan China, lalu merebak dan memporak-
porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Menurut WHO, per 19
Oktober 2020 menunjukkan 39.596.858 orang di dunia terkonfirmasi
wabah Covid-19 dan 1.107.374 orang di antaranya telah meninggal
dunia. Menurut Muhyiddin(2020), United Nations Conference on
Trade and Development menyebutkan bahwa Covid-19 memukul
perekonomian negara-negara berkembang pada saat mereka
sedang berjuang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan
selama bertahun-tahun. Perkembangan krisis kesehatan yang
berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara
di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah

ditetapkan sebelummnya.
Secara nasional, dampak negatif wabah Covid-19 dirasakan oleh

hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi

masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan
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masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak

sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena

turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi.

Perdagangan nasional juga terdampak akibat rendahnya aktivitas

perdagangan di tingkat global.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan:

1.
2.

Angka partisipasi dalam PAUD masih kurang optimal;

Masih rendahnya Pendidik yang memiliki sertifikat
kompetensi baik tingkat PAUD dan Pendidikan Dasar;

Masih rendahnya satuan PAUD yang terakreditasi;
Implentasi wajib belajar 9 tahun belum optimal;

Masih rendahnya ketersediaan sarana sekolah dibanding
jumlah penduduk usia sekolah khususnya pada tingkat
sekolah menengah pertama;

Pemberantasan buta huruf belum maksimal; dan

Masih rendahnya warga yang putus sekolah pendidikan dasar

untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan:

1.
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Masih rendahnya daya tampung rumah sakit terhadap jumlah
penduduk;

Masih rendahnya RS rujukan tingkat kabupaten yang
terakreditasi;

Akses pelayanan kesehatan kepada ibu hamil belum optimal;
Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang sesuai
standar kepada balita;

Masih rendahnya tingkat Universal Shild Immunization (UCI);

IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS




Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan kepada anak
usia pendidikan dasar;

Akses layanan kesehatan kepada masyarakat secara umum
belum optimal;

Masih rendahnya akses skrining kesehatan sesuai standar
kepada lanjut usia; dan

Penanganan terhadap penyakit hipertensi masih belum

optimal.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1.

2
3.
4

10.

Masih rendahnya jaringan jalan dengan kondisi baik;

. Jumlah irigasi dalam kondisi baik belum optimal;

Masih rendahnya kawasan terbuka hijau;

. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum

melalui jaringan SPAM;

Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap pengolahan
limbah air domestik;

Masih rendahnya rumah tangga yang bersanitasi memadai;
Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber air
bersih;

Penanganan terhadap kawasan kumuh belum optimal;

Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi yang menjadi
kewenangan kabupaten; dan

Masih rendahnya tenaga operator, teknisi, dan analis yang

memiliki sertifikat kompetensi

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

RPJMD
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1. Katersediaan rumah layak huni bagi masyarakat masih
belum optimal;

2. Layanan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban
bencana kabupaten masih belum optimal;

3. Akses masyarakat terhadap air minum belum optimal;
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4. Masih terdapat kawasan pemukiman kumuh yang belum
ditangani secara optimal; dan
5. Penyediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
kepada perumahan masih belum optimal.
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat:
1. Masih rendahnya jangkauan layanan informasi rawan
bencana kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana; dan
3. Aparat personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) masih rendah.
f. Sosial:
1. Masih rendahnya ketersediaan pekerja sosial dan/atau
relaawan sosial; dan
2. Layanan jaminan sosial yang berkelanjutan belum berjalan

dengan optimal.
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4.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Dinas Tenaga Kerja

1.
2.

Lapangan pekerjaan yang masih terbatas;

Partisipasi angkatan kerja yang rendah akibat cukup rendahnya
daya saing SDM di Sumba Barat;

Masih banyak potensi lokal yang belum bisa diolah secara
optimal sehingga berdampak pada minimnya wirausaha baru;
Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan
untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal; dan

Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

dan ketrampilan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Masih rendahnya partispasi perempuan dalam pembangunan

di berbagai sektor; dan

2. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
c¢. Pangan
1. Dayabeli masyarakat yang masih rendah yang berdampak pada
sistem ketahanan pangan; dan
2. Pemahaman dan keterampilan masyarakat untuk mengelola

dan mengkonsumsi pangan lokal yang berimbang dan bergizi

masih relatif rendah.

d. Pertanahan

1.

e. Lingkungan Hidup
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Masyarakat cenderung sangat pasif dalam mengurus status
kepemilikan tanah secara swadana; dan

Wilayah Sumba Barat masih rawan terhadap konflik yang
disebabkan oleh sengketa pertanahan baik dalam keluarga
maupun antar keluarga, serta antar desa dalam kecamatan
terutama pada masyarakat yang bermukim di daerah

perbatasan




J-
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Kualitas lingkungan hidup yang rendah karena tingkat kerusakan

ekosistem yang cukup tinggi sebagai akibat dari aktivitas

masyarakat yang cenderung tidak ramah lingkungan.

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.

Keterlambatan blanko KTP tiba di kabupaten seringkali
menyebabkan lambatnya pelayanan kepada masyarakat; dan
Keterbatasan SDM pengelola menghambat dalam menjangkau

daerah terpencil.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.

Pemberdayaan lembaga dan kelompok ekonomi produktif
belum tertata secara baik;

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih
rendah dan peran pendamping masih belum maksimal; dan
Kemampuan desa dalam mendorong ekonomi masyarakat dan

desa masih relatif terbatas.

. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengimplementasian program KB masih belum dilaksanakan

secara optimal.

Perhubungan

Masih kurangnya sarana transportasi umum.

Komunikasi dan Informatika

1.

Masih rendahnya perangkat daerah yang terhubung dengan
akses internet;

Masih rendahnya masyarakat yang menjadi sasaran
penyebaran informasi publik;

Belum adanya peraturan daerah terkait implementasi e-
government; dan

Belum adanya ASN pengelola TIK yang tersertifikasi

kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo




k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.

Masih rendahnya persentase peningkatan koperasi yang
berkualitas;

Persebaran jumlah koperasi aktif tidak merata tiap kecamatan
Belum optimalnya kegiatan ekspor; dan

Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha untuk usaha

kecil masih belum optimal.

1. Penanaman Modal

1.
2.

Rendahnya peningkatan investasi di Sumba Barat; dan
Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kerjasama

dan kolaborasi investasi daerah masih belum optimal.

m.Kepemudaan dan Olahraga

1.

Rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi
mandiri;

Rendahnya  keterlibatan pemuda dalam  organisasi
kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan;

Terbatasnya sumber daya bidang olahraga yang menyebabkan
minimnya prestasi olahraga; dan

Data dasar tentang sumber daya kepemudaan, serta model

pembinaan dan pengembangan organisasinya masih terbatas.

n. Statistik

Rendahnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan data

statistik untuk evaluasi pembangunan daerah.

0. Kebudayaan

1.

2.

Masih terbatasnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya;
dan

Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya.

p. Perpustakaan

1.
2.
3.
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Kurangnya minat baca masyarakat;
Koleksi buku yang tidak update setiap tahun;

Belum dilaksanakannya budaya baca;




. Minimnya pengelolaan dan pelestarian naskah kuno dan

koleksi budaya etnis nusantara;
. Minimnya bahan akuntabilitas kinerja ketersediaan arsip;
. Minimnya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip; dan
. Kurangnya fasilitas perpustakaan untuk membangun minat dan

budaya baca bagi masyarakat.

4.1.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan

d.
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Kelautan dan Perikanan

Produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya kurang

maksimal.

Pariwisata

Rendahnya capaian kunjungan wisatawan mancanegara.

Pertanian

Produktivitas pertanian masih belum optimal.

Peternakan

Masih rendahnya penurunan kejadian dan jumlah kasus pada

penyakit hewan menular.

Perdagangan

1. Masih rendahnya perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha;
dan

2. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum menggunakan
UTTP bertanda tera sah yang berlaku.

Perindustrian

1. Masih rendahnya kegiatan pemantauan dan pengawasan
perizinan pada sektor industri; dan

2. Masih rendahnya pertumbuhan industri.

Transmigrasi

Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi belum

maksimal.




4.1.4

4.1.5
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Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

Belum optimalnya penjabaran program RPJMD ke dalam
RKPD;

Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan
daerah;

Masih rendahnya optimalisasi PAD;

Masih rendahnya jumlah pengadaan yang dilakukan dengan
metode kompetitif;

Masih rendahnya pejabat fungsional bersertifikat kompetensi;
Rendahnya keterbukaan informasi publik berbasis laman
terkait keuangan daerah yang dikelola Pemkab Sumba Barat;
dan

Rendahnya informasi tentang sumber daya yang tersedia
untuk pelayanan.

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

Masih terbatasnya frekuensi pembinaan terhadap dunia
politik; dan

Masih terbatasnya frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKPRKPD.




4.2.1 LINGKUNGAN GLOBAL
1. Pandemi Covid-19

Corona virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah yang masih
belum jelas kapan akan berakhir. Wabah virus yang awalnya muncul
di Kota Wuhan, China telah menyebar ke seluruh dunia.
Penyebarannya yang sangat cepat ke seluruh dunia membuat
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai sebuah
pandemi yang biasa disebut Pandemi Covid-19. Dampak dari Pandemi
Covid-19 telah membuat aktivitas masyarakat terganggu dan
menyebabkan kontraksi ekonomi secara global termasuk di
Indonesia. Sebagian besar sumber daya pemerintahan diarahkan
untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk dari Pandemi Covid-
19. Kondisi ini berdampak terhadap sejumlah rencana pembangunan
yang akhirnya tertunda karena dananya dialihkan untuk penanganan

Covid-19.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB telah
menetapkan rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan pasca
2015 hingga tahun 2030. Hasilnya ialah 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan yang disebut dengan istilah Sustainable Development
Goals (SDGs). Tujuan ini merupakan pengganti dari Millennium
Development Goals (MDGs) yang sebelumnya telah disepakati untuk
tahun 2000 hingga tahun 2015. Secara umum SDGs merupakan
komitmen global untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup

serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang
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mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi
ke generasi berikutnya.
Komitmen tersebut telah direpresentasikan dalam 17 tujuan SDGs,
yaitu:

1) tanpa kemiskinan;

2) tanpa kelaparan;

3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan;

4) pendidikan berkualitas;

5) kesetaraan gender;

6) air bersih dan sanitasi;

7) energi bersih dan terjangkau;

8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;

9) industri, inovasi dan infrastruktur;

10) mengurangi kesenjangan;

11) keberlanjutan kota dan komunitas;

12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab;

13) aksi terhadap iklim;

14) kehidupan bawah laut;

15) kehidupan darat;

16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan

17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 yang awalnya diperkenalkan pada tahun 2011
dalam acara Hannover Trade Fair di Jerman. Konsep ini kemudian
terus berkembang dan menjadi perhatian seluruh dunia. Revolusi
Industri 4.0 telah membuat perubahan yang sangat besar dalam dunia
industri. Pada era ini, dunia industri berinovasi dengan menerapkan
konsep automatisasi dengan tenaga mesin tanpa memerlukan tenaga

manusia dalam pengaplikasiannya. Terdapat sembilan teknologi yang
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menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri 4.0,
antara lain:

1) Internet of Things (IoT);

2) Big Data;

3) Argumented Reality;

4) Cyber Security;

5) Artifical Intelegence;

6) Addictive Manufacturing;

7) Simulation;

8) System Integeration; dan

9) Cloud Computing
Revolusi industri 4.0 ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan
yang harus dihadapai dalam pembangunan daerah. Diperlukan daya
adaptasi yang tinggi untuk dapat menyesuaikan diri dan mengambil
peluang dari revolusi industri ini. Di sisi lain, ancaman dari revolusi
4.0 ini sangat nyata jika pemerintah tidak dapat menyesuaikan diri

dengan perkembangan revolusi 4.0 tersebut.

4. Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi Eropa
(MEA)

Pada tahun 2015 negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang memiliki lima kharakteristik
yang saling terkait dan saling menguatkan yaitu:

a. Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh;

b. ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis;

c. Peningkatan konektifitas dan kerja sama sektoral;

d. ASEAN yang tangguh, inklusif serta berorientasi dan terpusat

pada masyarakat;

e. ASEAN yang global.
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Cakupan kerja sama ASEAN mencakup bidang perindustrian,
perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi,
pariwisata serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup
bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral serta usaha

mikro kecil menengah (UMKM).

5. Isu Berdasarkan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals

(SDGs)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai

capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB

secara keseluruhan di Kabupaten Sumba Barat. Kategori capaian TPB

Kabupaten Sumba Barat berdasarkan hasil analisis data terbagi atas

4 (empat) kategori yaitu :

1. Indikador TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai
target nasional (SS);

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai
target nasional (SB) ; dan

3. Indikator TPB yang belum memiliki data dan belum mencapai
target nasional (TT).

4. Indikator TPB yang tidak/belum memiliki Data (NA)

Secara umum Kabupaten Sumba Barat masih menghadapi tantangan

yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB.

Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai

target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data,

dari 220 indikator nasional, Kabupaten Sumba Barat memiliki 182

indikator yang merupakan indikator yang relevan dengan

kewenangan dan kebutuhan daerah. Rincian dari 182 indikator

tersebut berupa:
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e 59indikator telah dilaksanakan dan mencapai tartget nasional
(SS);

e 70 indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai
indikator nasional (SB);

e 12 indikator belum dilaksanakan belum ada target (TT) ; dan

e 41 indikator tidak memiliki data (NA).

4.2.2 LINGKUNGAN NASIONAL

1. Tinjauan RPJP Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana ]Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menetapkan bahwa visi
pembangunan nasional adalah “Mewujudkan Indonesia yang
Mandiri, Adil, dan Makmur”. Implementasi visi ini dilaksanakan
melalui proses secara bertahap, terencana, terpadu dan terukur serta
berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan negara. Untuk
mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 8 (delapan) misi
pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
Mewujukan bangsa yang berdaya saing;

Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum;
Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu;
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlilan;

Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;

N o ks W

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional;

8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan
dunia internasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana
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Gambar 4.1

Tahapan
Pembangunan
Dan Arahan
Kebijakan RPJPN
2005-2025

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan rumusan
arahan prioritas kebijakan pada masing-masing tahapan. Dalam
RPJMN ke 3 (2015-2019) prioritas kebijakan diarahkan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif

dalam perekonomian dengan berlandaskan keunggulan sumber daya

RPIM2
(2010-2014)
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kemampuan IPTEX yang terus
meningkat

ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing
perekonomian

untuk menciptakan
Indonesia yang aman dan
damai, yang adil dan
demokratis dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya
meningkat

(UU 17 TAHUN 2007)

2. Tinjauan RPJM Nasional

Visi pembangunan nasional periode Tahun 2015-2019, adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan Visi ini, diupayakan melalui 4 (empat) misi

pembangunan sebagai agenda yang akan menjadi acuan dalam

penyiapan kerangka kerja pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan

kerjasama industri dan talenta global;

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
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Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah
akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan
Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama,
UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan Kerja,
memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi; dan

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai
nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional, prioritas penataan kelembagaan pemerintah yang sejalan

dengan prinsip-prinsip Kerangka Kelembagaan diarahkan guna

mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, yang terdiri dari:

1.

Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas;

Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan;

Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing;

Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan
Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

Transformasi Pelayanan Publik.
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3. Tinjauan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun

yang akan datang, yaitu: “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat

Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan

pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih

konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1.
2.

Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat
pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty);
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan

5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 4.1 ialah sebagai berikut.

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
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Tabel 4.1

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
TRANSFORMASI PEMBANGUNAN PERUBAHAN PENGEMBAGAN MATA KEMANDIRIAN LOKAL
STRUKTUR DAN BERPUSAT PADA STRUKTUR EKONOMI RANTAI NILAI
KULTUR DALAM SUMBER DAYA MENUJU PADA PARIWISATA
PEMBANGUNAN MANUSIA INDUSTRI DAN JASA

BERBASIS PERTANIAN 1. Kebangkitan 1. Kemandirian Masyarakat
1. Percepatan Pembangunan | 1. Pembangunan Ekonomi 1 Sinersitas Tuiuan Pembangunan = Menuju dalam Pengelolaan
Infrastruktur dan Peningkatan Pariwisata Sebagai | 5 J Masyarakat Sejahtera Ekonomi Berkelanjutan
Pembangunan ; : . .
Pelayanan Dasar Penggerak Utama . : 2. Kerjasama lintas daerah . Peningkatan kualitas
i . Berkelanjutan Lintas )
2. Perbaikan kualitas Pembangunan . dalam  pengembangan hidup masyarakat
; Pemangku Kepentingan .
perencanaan dan | 2. Pencapaian dan . produk lokal . Pembangunan  industry
. 2. Peningkatan sumber daya . o .
penganggaran pemerintahan pemenuhan Standar air  untuk  kebutuhan 3. Pengembangan industry pariwisata sebagai
dengan memprioritaskan Pelayanan Minimal dan : . : pariwisata dengan pengerak multi sektor
: pertanian dan air bersih A
kebutuhan masyarakat Tujuan Pembangunan . . provinsi lain dan luar
. . . . . 3. Peningkatan industry .
3. Sinergitas tujuan dan prioritas Berkelanjutan \ . negeri
pertanian, perikanan dan
pembangunan dengan | 3. Pemberdayaan
peternakan
kabupaten/kota serta masyarakat dalam . .
emangku kepentingan mendukun eningkatan 4. Intekkoneksi jaringan
pe 5 p & 5 P 5 distribusi produk daerah
lainnya pendapatan keluarga o o
Co . . dan jaringan pariwisata
4. Reformasi birokrasi system | 4. Pengembangan  potensi :
. o Ring of Beauty
pemerintahan garam sebagai industry
5. Pengembangan sitem nasional
pemerintahan berbasis | 5. Pengembangan badan
elektronik usaha daerah pada sektor-
6. Keterbukaan informasi publik sektor potensial dalam
dalam pelaksanan | 6. Peningkatan pendapatan

pembangunan daerah

daerah, pembukaan
lapangan usaha baru dan
peningkatan produk lokal
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4. Tinjauan RT/RW Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2006-2020 telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Tata Ruang
Wilayah sebagai acuan spasial pelaksanaan pembangunan wilayah
mencakup fungsi-fungsi, antara lain:

1. Menjadi penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, wilayah
Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota;

2. Merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

3. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah serta keserasian antar sektor;

4. Memberikan arahan umum lokasi investasi yang dilakukan
kalangan usaha, masyarakat dan pemerintah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2006-2020, mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang sebagai matra ruang
pembangunan daerah untuk mewujudkan kebijakan struktur tata
ruang dan pola pemanfaatan tata ruang.
Tinjauan khusus dilakukan terhadap struktur tata ruang wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi: Pengembangan sistem
kota-kota dan pusat permukiman; Pengembangan sistem jaringan
prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi; sumber
dan jaringan distribusi tenaga listrik; sistem jaringan telekomunikasi;
dan sistem prasarana sumberdaya air dan Pengembangan kawasan
prioritas.

Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah Provinsi, khususnya

pusat permukiman perkotaan, yang terdiri atas Pusat Kegiatan

Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), yang meliputi:
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1. Kota PKN yaitu Kota-kota Kupang, Atambua, Waingapu, Labuanbajo
dan Maumere;

2. Kota PKW yaitu Kota-kota ibukota kabupaten dan ibukota
kabupaten pemekaran serta ibukota kecamatan strategis;

3. Kota PKL yaitu meliputi seluruh kota - kota ibukota kota kecamatan
di Kabupaten yang memiliki keterkaitan kuat dengan PKL.

Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup
sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut,
dan sistem jaringan transportasi udara, merupakan satu keterpaduan
sistem moda dan jaringan yang menghubungkan pusat-pusat
permukiman dan kawasan-kawasan prioritas.
Pengembangan sistem energi dan kelistrikan disesuaikan dengan
pengembangan sumber-sumber energi listrik yang ada dan energi
alternatif yaitu energi baru terbarukan, pusat pembangkit listrik,
sistem jaringan transmisi dan distribusi, jaringan terinterkoneksi dan
jaringan inter dan antar kawasan dan atau kabupaten.
Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah meliputi
pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi
baik sistem jaringan kabel ataupun nir-kabel. Pengembangan sistem
prasarana sumberdaya air wilayah meliputi penetapan wilayah sungai
untuk pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat permukiman,
dan perlindungan di kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai
kritis. Pengembangan kawasan prioritas ditetapkan dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan
wilayah, keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah. Kawasan
prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah:

1. Pada intinya arahan pengembangan yang difokuskan pada kawasan
andalan yang telah diidentifikasi, dengan tujuan untuk
menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada agar
potensi-potensi yang terkandung dapat dimanfaatkan dan

didayagunakan seoptimal mungkin, dalam rangka pengembangan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



wilayah yang lebih luas. Kawasan pesisir dan laut meliputi 9 Satuan
Kawasan Pengembangan Pesisir Laut Terpadu (SKPLT) yaitu:
SKPLT- Selat Ombai-Laut Banda, SKPLT- Laut Sawu I, SKPLT- Laut
Sawu I, SKPLT- Laut Sawu III, SKPLT - Laut Flores, SKPLT- Selat
Sumba, SKPLT- Laut Timor, SKPLT- Laut Hindia, SKPLT- Selat Sape;

2. Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan
pengembangan wilayah meliputi: Kawasan daerah terbelakang: Sub
Kawasan Pesisir : Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores
Utara, Timor Selatan, Rote Selatan; Sub Kawasan Pedalaman: Timor
Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur,
Gizing dan Pota; Sub. Kawasan Pulau - pulau kecil: Sabu, Raijua,
Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan
pulau di Manggarai Barat;

3. Sedangkan kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan
ekosistem meliputi kawasan berfungsi lindung di kawasan
perbatasan negara, perbatasan provinsi dan lintas kabupaten,
kawasan Kritis dan kawasan rawan bencana lintas kabupaten.

4. Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keamanan wilayah
meliputi kawasan pulau-pulau terluar, seperti pulau Batek, Ndana,
Salura, Mengkudu dan Kotak Pola Pemanfaatan ruang wilayah
Provinsi menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan
budidaya serta kawasan tertentu.

Arahan pengembangan sistem perwilayahan ditetapkan dengan

memperhatikan ekosistem kepulauan yang dibagi menjadi tiga wilayah

pengembangan:

1. Wilayah Pengembangan I meliputi Timor Barat, Rote dan Alor,
dengan pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan kering,
hortikultura, peternakan dan kelautan serta pengembangan basis
kegiatan penunjang terdiri dari lahan basah, perkebunan,

pariwisata dan pertambangan;
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2. Wilayah Pengembangan II meliputi Flores dan Lembata, dengan
pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan basah,
hortikultural, perkebunan, Kkelautan dan pariwisata serta
pengembangan penunjang lahan kering, dan pertambangan;

3. Wilayah Pengembangan III meliputi Sumba, dengan pengembangan
utama komoditi unggulan untuk lahan basah, lahan kering,
hortikultural, peternakan, kelautan, dan pariwisata serta

pengembangan penunjang perkebunan dan pertambangan.

5. Tinjauan RPJPD Kabupaten Sumba Barat 2005-2025

Visi Pembangunan daerah 2005-2025 adalah

Untuk merealisasikan misi ini terdapat 8 (delapan) misi pembangunan

daerah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Membangun ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal
dalam artian mengembangkan agribisnis yang mencakup subsistem
agribisnis hulu, subsistem agribisnis usaha tani, subsitem agribisnis
hilir, dan subsistem jasa penunjang agribisnis sebagai sektor utama
ekonomi rakyat serta menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) dan sekaligus mengembangkan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) untuk mendukung pengembangan ekonomi
rakyat.

2. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
dalam artian melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan musim
kemarau yang panjang sebagai sumber energi alternatif, efektifitas
dan efisiensi manajemen penggunaan tanah, manajemen
pembakaran padang rumput, manajemen pemanfaatan potensi air
permukaan dan air tanah, manajemen pemanfaatan sumber daya
laut, manajemen limbah dan genangan air yang bersumber dari

rumah tangga-rumah tangga.
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3. Membangun sumber daya manusia yang bermutu dan beretos kerja
dalam artian mengefisienkan dan mengefektifkan kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berkelanjutan serta
berwawasan gender, mengupayakan peningkatan kesehatan
sumber daya manusia agar selalu prima, serta mengupayakan cara-
cara untuk meningkatkan semangat kerja, daya juang dan disiplin
kerja di kalangan sumber daya manusia.

4. Membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang bermutu dan
merata dalam artian meningkatkan prasarana dan sarana
transportasi, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih,
jaringan irigasi dan pengendalian sedimen, akses informasi, energi
yang bermutu dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

5. Menegakkan supremasi hukum dalam artian menyusun regulasi
daerah yang mengakomodir semua kepentingan, melakukan
perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan
perempuan dan anak, serta penegakan hukum yang adil dan tidak
diskriminatif.

6. Menumbuhkembangkan tata kelola kepemerintahan yang baik
dalam artian merevitalisasi kinerja birokrasi dengan cara
mewirausahakan birokrasi, melakukan reformasi birokrasi
mencakup pembangunan birokrasi yang fleksibel, rasionalisasi
birokrasi, bekerja atas dasar prestasi kemampuan, keahlian, dan
transparansi, bekerja sama dalam kerangka meritokrasi, bekerja
dengan mengutamakan misi dan komitmen, dan bekerja atas dasar
aturan hukum yang jelas serta penegakan hukum yang tegas.

7. Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi partisipatif dalam
artian memberi peluang kepada masyarakat dalam mendiskusikan
isu-isu politik dan membentuk opini, memberikan wawasan kepada
para pemimpin demokratis tentang isu-isu publik yang realistis dan
bermakna dan memberi peluang kepada warga masyarakat untuk

memberikan justifikasi sehingga dapat diidentifikasi pilihan-pilihan
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yang baik dan buruk dan memungkinkan warga masyarakat untuk
memperkuat legitimasi demokrasi formal.

Menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing daerah dalam
artian meningkatkan mutu warga masyarakat dan pemerintah
daerah melalui pendidikan dan pelatihan, memperbaiki serta
meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemerintah daerah,
meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
berbagai penelitian murni maupun terapan, serta mendorong
masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir global dan

bertindak lokal.

Dalam kerangka visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak

dicapai selama Periode 2005-2025 adalah:

1.

® N o w

Berkembangnya ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal;

. Meningkatnya pelestarian sumber daya alam lingkungan;

2
3.
4

Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia;

. meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan

ekonomi yang tersebar secara merata;

Meningkatnya penegakan supremasi hukum;

Bertumbuh kembangnya tata kelola kepemerintahan yang baik;
Bertumbuh kembangnya kehidupan demokrasi partisipatif; dan
Meningkatnya kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan

pemerintah daerah.

6. Tinjauan RT/RW Kabupaten Sumba Barat

Tinjauan internal kebijakan pembangunan wilayah ditelaah terhadap

kondisi dan kebijakan Kabupaten Sumba Barat yang bersifat spasial,

yaitu RTRW Kabupaten Sumba Barat. Dengan adanya perubahan

paradigma dan dasar hukum dalam penyusunan Penataan ruang yang

sangat mendasar, maka pada tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
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(RTRW) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012-2032 sehingga
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi
kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah
dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Detail dan Rencana
Zonasi di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun tujuan penataan ruang Kabupaten Sumba Barat adalah

mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat sebagai sentra

komoditas pertanian yang berdaya saing yang didukung oleh
agroindustri dan ekowisata yang berwawasan lingkungan hidup dan
berkelanjutan untuk tercapainya Kkesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat adalah

adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung
pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agroindustri
dan ekowisata;

2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan
budidaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan
hidup demi pembangunan yang berkelanjutan;

3. Terbentuknya pola dan struktur ruang wilayah yang dapat
dijadikan acuan spasial dalam pengembangan wilayah Kabupaten
Sumba Barat, termasuk di dalamnya penetapan kawasan strategis
potensial dalam kawasan budidaya;

4. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan
wilayah yang mendukung pengembangan pertanian wilayah
beserta kegiatan agriindustri dan ekowisata;

5. Terkoordinasinya program antar wilayah dan antar sektor
pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wlayah
beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;

dan
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6.

Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di
wilayah Kabupaten yang mendukung pengembangan pertanian

wilayah beserta agroindustri dan ekowisata.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah, maka

disusun kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi:

1.

Pemantapan agroindustri melalui pengembangan sistem
agropolitan dan minapolitan untuk mendorong potensi ekonomi
berbasis pertanian dan perikanan;

Pemantapan pusat pelayanan wilayah dalam menata distribusi
penduduk sesuai daya tampung wilayah;

Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan
bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota
kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem
permukiman pedesaan;

Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah meliputi
transportasi, energi, sumberdaya air, telekomunikasi dan prasarana
lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi
pertanian dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program
pembangunan berkelanjutan;

Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan
sistem agropolitan, agroindustri, minapolitan dan ekowisata; dan
Pengembangan, pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir

untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai.

Secara Umum Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat di bagi

dalam 2 bagian yaitu:

a. Pusat-pusat kegiatan, yaitu:
» Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yaitu Perkotaan
Waikabubak;
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» Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), yaitu Perkotaan

Kabukarudi;

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Perkotaan Dokakaka,
Perkotaan Gaura, Perkotaan Taramanu dan Perkotaan
Malata; dan

Pusat Pelayanan Lokal (PPL), yaitu Desa Tana Rara, Desa
Beradolu, Desa Watu Karere, Desa Laboya Dete, Desa
Mamodu, Desa Waihura, Desa Patiala Dete, Desa Wetana,

Desa Wee Patola dan Desa Kareka Nduku.

b. Sistem jaringan prasarana utama meliputi:

>
>

Sistem jaringan prasarana transportasi darat; dan

Sistem jaringan prasarana transportasi laut.

c. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

>
>
>
>
>

Sistem jaringan prasarana energi;
Sistem prasarana telekomunikasi;
Sistem jaringan prasarana sumber daya air;
Sistem jaringan prasarana lingkungan; dan

Sistem jalur evakuasi bencana.

2) Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan

kawasan budidaya.

a. Kawasan lindung, meliputi:

>
>

YV V V

>

Kawasan hutan lindung;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
Kawasan rawan bencana; dan

Kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan budidaya, meliputi:

>
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Kawasan peruntukan pertanian;
Kawasan peruntukan perikanan;
Kawasan peruntukan pertambangan;
Kawasan peruntukan industri;
Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan peruntukan permukiman; dan

YV V.V V V V V

Kawasan peruntukan lainnya.

7. Isu Startegis Wilayah Dari Sisi RT/RW

Adapun isue-isue strategis di wilayah Kabupaten Sumba Barat

diantaranya dapat dilihat sebagai berikut :

1.
2.

Adanya Relokasi Pasar Inpres Dari Wailiang Ke Weekarau;
Adanya rencana pembangunan jalan lingkar di kawasan
perkotaan Kota Waikabubak;

Adanya Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang akan berdampak pada kebijakan baru tata
ruang di wilayah perbatasan dan untuk Kabupaten Sumba Barat
yaitu Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan
Laboya Barat;

Adanya perubahan luasan hutan yang diatur dalam Surat
Keputusan  Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-
VII/KUHP/2014 yang telah dirubah ke dalam SK No.2512
/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017;

Adanya Kebijakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang
Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya
di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Adanya pemekaran desa yang dapat berdampak pemekaran

wilayah kecamatan.
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

8.

Adanya rencana pengembangan kawasan transmigrasi lokal dan
Kawasan Adat Terpencil (KAT) di 3 Kecamatan yaitu Wanukaka,
Lamboya, dan Laboya Barat;

Adanya gagasan pengembangan ibukota Kabupaten Untuk
menghindari perubahan alih fungsi lahan pertanian;

Adanya relokasi terminal tipe B Dari Wailiang Ke Weekarau.
Adanya pembangunan energi biomassa di Desa Bondohula
Kecamatan Lamboya 1 MW;

Adanya pembangunan PLTMH di Lapopu Kecamatan Wanukaka;
Adanya rencana IPLT dengan lahan seluas 4.800 m? lokasi
berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya di Kecamatan
Loli;

Adanya rencana pembangunan PLTS (solarcell) dilokory;
Adanya rencana embung Balawona di Kecamatan Loli;

Adanya rencana bendungan di Sungai Pola Pare; dan

Adanya rencana dermaga di Desa Patiala bawa Kecamatan

Lamboya.

Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Sumba Barat

Rumusan isu pembangunan bekelanjutan diperoleh melalui hasil

perhitungan GAP (selisih) antara target RPJMN dengan capaian RPJMD

Kabupaten Sumba Barat terhadap setiap indikator yang bersangkutan.

Tidak semua indikator yang dihitung termasuk daam isu pembangunan

bekelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan

capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB),

memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang

belum memiliki data (NA).
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Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan
dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP.
46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan
hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim,
emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.
Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk masing-masing

kelompok adalah sebagai berikut:

e Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai
target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar
dapat mencapai target nasional;

¢ Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target
RPJMD dan belum mencapai target nasional;

e Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang

ditetapkan secara nasional; dan

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah
mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar
tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB
dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sumba Barat, berikut adalah
rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam
empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata

kelola kelembagaan.
A. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan,

yaitu:

1. Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
2. Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan

dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
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3. Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;

4. Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta
mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan

5. Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan
kaum perempuan.

B. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan
berkelanjutan, yaitu:

1. Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;

2. Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif,aman
tangguh dan berkelanjutan;

3. Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan;

4. Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan
iklim dan dampaknya;

5. Tujuan 14 melakukan konservasi dan pemanfataan sumber daya
laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan;
dan

6. Tujuan 15 pelestarian dan pemanfataan berkelanjutan ekosistem

daratan.

C. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan
berkelanjutan, yaitu :
1. Tujuan 7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal,

berkelanjutan dan modern untuk semua;
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2. Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyelurubh,
serta pekerjaan yang layak untuk semua;

3. Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan
industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;

4. Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan
Tujuan 17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi

kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

D. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan

Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu
tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan

yang kokoh.
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Tabel 4.2 Matriks Keterkaitan isu Strategis Prioritas terhadap Aspek Kajian KLHS

1 Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

sistem dan upaya
perlindungan sosial yang
tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling
miskin, dan pada tahun 2030
mencapai cakupan
substansial bagi kelompok
miskin dan rentan.

1.2 Pada tahun 2030, 01;02;06;14;18; 20 JE Pangan sebagian besar adalah 1. Perlu perlindungan lahan pertanian pangan
mengurangi setidaknya kategori sedang seluas 48.286,49 2. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
setengah proporsi laki-laki, Ha (67,57%) meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
perempuan dan anak-anak JE air bersih sebagian besar hidup sehingga lebih fokus untuk usaha
dari semua usia, yang hidup adalah kategori sedang seluas peningkatan perekonomian
dalam kemiskinan di semua 48063,66 Ha (66,97%) 3. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
dimensi, sesuai dengan JE Tempat tinggal sebagian besar bencana sehingga penduduk dapat fokus
definisi nasional. berkategori sedang seluas dalam upaya peningkatan perekonomian

34.752,52 Ha (48,44%) dan 4. Pemeliharaan kualitas udara dengan
rendah seluas 33.429,53 Ha pengurangan kendaraan bermotor dan
(46,77%) polusi udara dari kegiatan industry
. JE Tata Air dan Banjir sebagian
besar berkatori sedang seluas
57.663,79 ha (80,44%)
1.3 Menerapkan secara nasional | - Target tidak terkait DDDT-LH
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JE pengaturan iklim sebagian
besar berkategori sedang seluas
57.627,41 ha (80,4%)

1.4 Pada tahun 2030, menjamin 01;02;04;06; 14;18; 20 JE Pangan sebagian besar adalah 1. Perlu perlindungan lahan pertanian pangan
bahwa semua laki-laki dan kategori sedang seluas 2. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
perempuan, khususnya 48.286,49 Ha (67,57%) meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
masyarakat miskin dan JE air bersih sebagian besar hidup sehingga lebih fokus untuk usaha
rentan, memiliki hak yang adalah kategori sedang seluas peningkatan perekonomian
sama terhadap sumber daya 48063,66 Ha (66,97%) 3. Peningkatan upaya inovasi energi
ekonomi, serta akses JE Tempat tinggal sebagian terbarukan
terhadap pelayanan dasar, besar berkategori sedang seluas 4. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
kepemilikan dan kontrol atas 34.752,52 Ha (48,44%) dan bencana sehingga penduduk dapat fokus
tanah dan bentuk rendah seluas 33.429,53 Ha dalam upaya peningkatan perekonomian
kepemilikan lain, warisan, (46,77%) 5. Pemeliharaan kualitas udara dengan
sumber daya alam, teknologi JE Tata Air dan Banjir sebagian pengurangan kendaraan bermotor dan
baru, dan jasa keuangan yang besar berkatori sedang seluas polusi udara dari kegiatan industry
tepat, termasuk keuangan 57.663,79 ha (80,44%)
mikro.

1.5 Pada tahun 2030, 01;02;06;13;14;18; 20 JE Pangan sebagian besar adalah 1. Perlu perlindungan lahan pertanian pangan
membangun ketahanan kategori sedang seluas 2. Perlu peningkatan akses air bersih sehingga
masyarakat miskin dan 48.286,49 Ha (67,57%) meningkatkan Kesehatan dan kelayakan
mereka yang berada dalam JE air bersih sebagian besar hidup sehingga lebih fokus untuk usaha
kondisi rentan, dan adalah kategori sedang seluas peningkatan perekonomian
mengurangi kerentanan 48063,66 Ha (66,97%) 3. Peningkatan upaya teknologi ramah
mereka terhadap kejadian JE Tempat tinggal sebagian lingkungan
ekstrim terkait iklim dan besar berkategori sedang seluas 4. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
guncangan ekonomi, sosial, 34.752,52 Ha (48,44%) dan bencana sehingga penduduk dapat fokus
lingkungan, dan bencana. rendah seluas 33.429,53 Ha dalam upaya peningkatan perekonomian

(46,77%) 5. Pemeliharaan kualitas udara dengan

pengurangan kendaraan bermotor dan
polusi udara dari kegiatan industry
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e.

JE Tata Air dan Banjir sebagian
besar berkatori sedang seluas
57.663,79 ha (80,44%)

2 Tujuan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2

Pada tahun 2030,
menghilangkan segala
bentuk kekurangan gizi,
termasuk pada tahun 2025
mencapai target yang
disepakati secara
internasional untuk anak
pendek dan kurus di bawah
usia 5 tahun, dan memenuhi
kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula.

Target tidak terkait DDDT-LH

3 Menj

amin Kehidupan yang Sehat dan

Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

3.1

Pada tahun 2030,
mengurangi rasio angka
kematian ibu hingga kurang
dari 70 per 100.000
kelahiran hidup.

Target tidak terkait DDDT-LH

3.2

Pada tahun 2030, mengakhiri
kematian bayi baru lahir dan
balita yang dapat dicegah,
dengan seluruh negara
berusaha menurunkan Angka
Kematian Neonatal
setidaknya hingga 12 per
1000 KH (Kelahiran Hidup)

Target tidak terkait DDDT-LH
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dan Angka Kematian Balita
25 per 1000.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan | - Target tidak terkait DDDT-LH
universal, termasuk
perlindungan risiko
keuangan, akses terhadap
pelayanan kesehatan dasar
yang baik, dan akses
terhadap obat- obatan dan
vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua orang.
4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

4.1 Pada tahun 2030, menjamin | - Target tidak terkait DDDT-LH
bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki
menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah tanpa
dipungut biaya, setara, dan
berkualitas, yang mengarah
pada capaian pembelajaran
yang relevan dan efektif.
4.2 Pada tahun 2030, menjamin | - Target tidak terkait DDDT-LH
bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki
memiliki akses terhadap
perkembangan dan
pengasuhan anak usia dini,
pengasuhan, pendidikan pra-
sekolah dasar yang
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berkualitas, sehingga mereka
siap untuk menempuh
pendidikan dasar.

4.6 Pada tahun 2030, menjamin | - Target tidak terkait DDDT-LH
bahwa semua remaja dan
proporsi kelompok dewasa
tertentu, baik laki-laki
maupun perempuan,
memiliki kemampuan literasi
dan numerasi.

4.c Pada tahun 2030, secara - Target tidak terkait DDDT-LH
signifikan meningkatkan
pasokan guru yang
berkualitas, termasuk
melalui kerjasama
internasional dalam
pelatihan guru di negara
berkembang, terutama
negara kurang berkembang,
dan negara berkembang
kepulauan kecil.

5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
5.6 Menjamin akses universal - Target tidak terkait DDDT-LH
terhadap kesehatan seksual
dan reproduksi, dan hak
reproduksi seperti yang telah
disepakati sesuai dengan
Programme of Action of the
International Conference on
Population andDevelopment
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and the Beijing Platform
serta dokumen-dokumen
hasil reviu dari konferensi-

konferensi tersebut.

kelompok masyarakat
rentan.

besar berkatori sedang seluas
57.663,79 ha (80,44%)

5b Meningkatkan penggunaan - Target tidak terkait DDDT-LH
teknologi yang
memampukan, khususnya
teknologi informasi dan
komunikasi untuk
meningkatkan
pemberdayaan perempuan.

6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

6.1 Pada tahun 2030, mencapai 02;14; a. JE air bersih sebagian besar 1. Perlu peningkatan akses air bersih
akses universal dan merata adalah kategori sedang seluas sehingga meningkatkan Kesehatan dan
terhadap air minum yang 48063,66 Ha (66,97%) kelayakan hidup masyarakat
aman dan terjangkau bagi b. ]E Tata Air dan Banjir sebagian 2. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
semua. besar berkatori sedang seluas bencana banjir dengan pengaturan

57.663,79 ha (80,44%) drainase dan daerah resapan

6.2 Pada tahun 2030, mencapai 02;06; 14;17;20 a. JE air bersih sebagian besar 1. Perlu peningkatan akses air bersih
akses terhadap sanitasi dan adalah kategori sedang seluas sehingga meningkatkan Kesehatan dan
kebersihan yang memadai 48063,66 Ha (66,97%) kelayakan hidup masyarakat
dan merata bagi semua, dan b. JE Tempat tinggal sebagian 2. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap
menghentikan praktik buang besar berkategori sedang bencana banjir dengan pengaturan
air besar di tempat terbuka, seluas 34.752,52 Ha (48,44%) drainase dan daerah resapan
memberikan perhatian dan rendah seluas 33.429,53 Ha
khusus pada kebutuhan (46,77%)
kaum perempuan, serta c. JE Tata Air dan Banjir sebagian
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7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

7.2 Pada tahun 2030, meningkat | 02;04;09;14 a. JE air bersih sebagian besar 1. Perlu peningkatan akses air bersih serta
secara substansial pangsa adalah kategori sedang seluas pemanfaatan air bersih sebagai sumber
energi terbarukan dalam 48063,66 Ha (66,97%) energi terbarukan
bauran energi global. b. JE Tata Air dan Banjir sebagian 2. Pemanfaatan energi terbarukan dalam

besar berkatori sedang seluas upaya perlindungan lingkungan
57.663,79 ha (80,44%) 3. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap

bencana banjir dengan pengaturan
drainase dan daerah resapan

7.3 Pada tahun 2030, melakukan | - Target tidak terkait DDDT-LH

perbaikan efisiensi energi di
tingkat global sebanyak dua

kali lipat.
8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
8.1 Mempertahankan - Target tidak terkait DDDT-LH

pertumbuhan ekonomi per
kapita sesuai dengan kondisi
nasional dan, khususnya,
setidaknya 7 persen
pertumbuhan produk
domestik bruto per tahun di
negara kurang berkembang.
8.2 Mencapai tingkat - Target tidak terkait DDDT-LH
produktivitas ekonomi yang
lebih tinggi, melalui
diversifikasi, peningkatan
dan inovasi teknologi,
termasuk melalui fokus pada
sektor yang memberi nilai
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tambah tinggi dan padat
karya.

8.3

Menggalakkan kebijakan
pembangunan yang
mendukung kegiatan
produktif, penciptaan
lapangan kerja layak,
kewirausahaan, kreativitas
dan inovasi, dan mendorong
formalisasi dan
pertumbuhan usaha mikro,
kecil, dan menengah,
termasuk melalui akses
terhadap jasa keuangan.

Target tidak terkait DDDT-LH

8.5

Pada tahun 2030, mencapai
pekerjaan tetap dan
produktif dan pekerjaan yang
layak bagi semua perempuan
dan laki-laki, termasuk bagi
pemuda dan penyandang
difabilitas, dan upah yang
sama untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

Target tidak terkait DDDT-LH

8.6

Pada tahun 2020, secara
substansial mengurangi
proporsi usia muda yang
tidak bekerja, tidak
menempuh pendidikan atau
pelatihan.

Target tidak terkait DDDT-LH
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8.9 Pada tahun 2030, menyusun | 06;07;08 a. JE Tempat tinggal sebagian 1. Perencanaan wilayah ramah lingkungan
dan melaksanakan kebijakan besar berkategori sedang dan ramah manusia
untuk mempromosikan seluas 34.752,52 Ha (48,44%) 2. Peningkatan perencanaan ekowisata
pariwisata berkelanjutan dan rendah seluas 33.429,53 Ha 3. Perlindungan lingkungan dan
yang menciptakan lapangan (46,77%) peningkatan ruang terbuka hijau
kerja dan mempromosikan b. JE Rekreasi ekowisata kategori
budaya dan produk lokal. sedang seluas 64.887,74 Ha

(90,44%)

8.10 Memperkuat kapasitas - Target tidak terkait DDDT-LH
lembaga keuangan domestik
untuk mendorong dan
memperluas akses terhadap
perbankan, asuransi dan jasa
keuangan bagi semua.

9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

9.1 Mengembangkan 01;02;04;06; a. JE Pangan sebagian besar 1. Penyediaan teknologi terbaru dalam
infrastruktur yang adalah kategori sedang seluas penataan akses sumber daya pangan
berkualitas, andal, 48.286,49 Ha (67,57%) 2. Peningkatan akses air bersih sehingga
berkelanjutan dan tangguh, b. JE air bersih sebagian besar dapat merata di setiap masyarakat
termasuk infrastruktur adalah kategori sedang seluas 3. Penggunaan energi terbarukan dalam
regional dan lintas batas, 48063,66 Ha (66,97%) inovasi pembangunan
untuk mendukung c. JE Tempat tinggal sebagian 4. Perencanaan wilayah ramah lingkungan
pembangunan ekonomi dan besar berkategori sedang dan ramah manusia
kesejahteraan manusia, seluas 34.752,52 Ha (48,44%)
dengan fokus pada akses dan rendah seluas 33.429,53 Ha
yang terjangkau dan merata (46,77%)
bagi semua.
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9.2

Mempromosikan
industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, dan pada
tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan proporsi
industri dalam lapangan
kerja dan produk domestik
bruto, sejalan dengan kondisi
nasional, dan meningkatkan
dua kali lipat proporsinya di
negara kurang berkembang.

Target tidak terkait DDDT-LH

9.3

Meningkatkan akses industri
dan perusahaan skala kecil,
khususnya di negara
berkembang, terhadap jasa
keuangan, termasuk kredit
terjangkau, dan
mengintegrasikan ke dalam
rantai nilai dan pasar.

Target tidak terkait DDDT-LH

9.5

Memperkuat riset ilmiah,
meningkatkan kapabilitas
teknologi sektor industri di
semua hegara, terutama
negara-negara berkembang,
termasuk pada tahun 2030,
mendorong inovasi dan
secara substansial
meningkatkan jumlah
pekerja penelitian dan
pengembangan per 1 juta

Target tidak terkait DDDT-LH
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orang dan meningkatkan
pembelanjaan publik dan
swasta untuk penelitian dan
pengembangan.

9.c

Secara signifikan
meningkatkan akses
terhadap teknologi informasi
dan komunikasi, dan
mengusahakan penyediaan
akses universal dan
terjangkau internet di
negara-negara kurang
berkembang pada tahun
2020.

Target tidak terkait DDDT-LH

10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan

Antarnegara

10.1

Pada tahun 2030, secara
progresif mencapai dan
mempertahankan
pertumbuhan pendapatan
penduduk yang berada di
bawah 40% dari populasi
pada tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.

Target tidak terkait DDDT-LH

10.2

Pada tahun 2030,
memberdayakan dan
meningkatkan inklusi sosial,
ekonomi dan politik bagi
semua, terlepas dari usia,
jenis kelamin, difabilitas, ras,
suku, asal, agama atau

Target tidak terkait DDDT-LH
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kemampuan ekonomi atau
status lainnya.

10.3 | Menjamin kesempatan yang -
sama dan mengurangi
kesenjangan hasil, termasuk
dengan menghapus hukum,
kebijakan dan praktik yang
diskriminatif, dan
mempromosikan legislasi,
kebijakan dan tindakan yang
tepat terkait legislasi dan
kebijakan tersebut.

Target tidak terkait DDDT-LH

10.4 | Mengadopsi kebijakan, -
terutama kebijakan fiskal,
upah dan perlindungan
sosial, serta secara progresif
mencapai kesetaraan yang

Target tidak terkait DDDT-LH

57.663,79 ha (80,44%)

lebih besar.
11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
11.1 Pada tahun 2030, menjamin 02;06;14; 17; 18; a. JE air bersih sebagian besar 1. akses sumber daya pangan
akses bagi semua terhadap adalah kategori sedang seluas 2. Peningkatan akses air bersih sehingga
perumahan yang layak, 48063,66 Ha (66,97%) dapat merata di setiap masyarakat
aman, terjangkau, dan b. JE Tempat tinggal sebagian besar 3. Perencanaan wilayah ramah lingkungan
pelayanan dasar, serta berkategori sedang seluas dan ramah manusia
menata kawasan kumuh. 34.752,52 Ha (48,44%) dan 4. Peningkatan ketahanan wilayah
rendah seluas 33.429,53 Ha terhadap bencana banjir dengan
(46,77%) pengaturan drainase dan daerah
c. JE Tata Air dan Banjir sebagian resapan
besar berkatori sedang seluas 5. Penggunaan energi terbarukan dalam

inovasi pembangunan
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6. Pengurangan bahan berbahaya dan
meminimalisir limbah dengan program
Zero waste

7. Pemeliharaan kualitas udara dengan
pengurangan kendaraan bermotor dan
polusi udara dari kegiatan industry

11.5 Pada tahun 2030, secara 13; 14; a. JE pengaturan iklim sebagian 1. Pemeliharaan kualitas udara dengan
signifikan mengurangi besar berkategori sedang seluas pengurangan kendaraan bermotor dan
jumlah kematian dan jumlah 57.627,41 ha (80,4%) polusi udara dari kegiatan industry
orang terdampak, dan secara b. JE Tata Air dan Banjir sebagian 2. Peningkatan ketahanan wilayah
substansial mengurangi besar berkatori sedang seluas terhadap bencana banjir dengan
kerugian ekonomi relatif 57.663,79 ha (80,44%) pengaturan drainase dan daerah
terhadap PDB global yang resapan

disebabkan oleh bencana,
dengan fokus melindungi
orang miskin dan orang-
orang dalam situasi rentan.
12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
12.5 Pada tahun 2030, secara
substansial mengurangi
produksi limbah melalui
pencegahan, pengurangan,
daur ulang, dan penggunaan
kembali.

15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan
Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

15.1 | Padatahun 2020, menjamin | 17; JE pengaturan iklim sebagian besar 1. Perlindungan keanekaragaman hayati
pelestarian, restorasi dan berkategori sedang seluas 57.627,41 dan sumber daya alam
pemanfaatan berkelanjutan ha (80,4%) 2. Perlindungan lingkungan dan
dari ekosistem daratan dan peningkatan ruang terbuka hijau
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perairan darat serta jasa

lingkungannya, khususnya
ekosistem hutan, lahan
basah, pegunungan dan lahan
kering, sejalan dengan
kewajiban berdasarkan
perjanjian internasional.

3. Pemanfaatan energi terbarukan dan
pengurangan penggunaan energi yang
tidak perlu

16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang
Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

memberikan identitas yang

berkategori sedang seluas 34.752,52

16.1 | Secara signifikan mengurangi | 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
segala bentuk kekerasan dan berkategori sedang seluas 34.752,52
terkait angka kematian Ha (48,44%) dan rendah seluas
dimanapun. 33.429,53 Ha (46,77%)
16.2 | Menghentikan perlakuan 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
kejam, eksploitasi, berkategori sedang seluas 34.752,52
perdagangan, dan segala Ha (48,44%) dan rendah seluas
bentuk kekerasan dan 33.429,53 Ha (46,77%)
penyiksaan terhadap anak.
16.6 | Mengembangkan lembaga 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
yang efektif, akuntabel, dan berkategori sedang seluas 34.752,52
transparan di semua tingkat. Ha (48,44%) dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)
16.7 | Menjamin pengambilan 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
keputusan yang responsif, berkategori sedang seluas 34.752,52
inklusif, partisipatif dan Ha (48,44%) dan rendah seluas
representatif di setiap 33.429,53 Ha (46,77%)
tingkatan.
16.9 | Padatahun 2030, 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
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syah bagi semua, termasuk Ha (48,44%) dan rendah seluas

berkembang, untuk
meningkatkan kapasitas

pencatatan kelahiran. 33.429,53 Ha (46,77%)
17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
17.1 | Memperkuat mobilisasi 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
sumber daya domestik, berkategori sedang seluas 34.752,52
termasuk melalui dukungan Ha (48,44%) dan rendah seluas
internasional kepada negara 33.429,53 Ha (46,77%)

dan internasional terkait dan
akses terhadap sains,
teknologi dan inovasi, dan
meningkatkan berbagi
pengetahuan berdasar
kesepakatan timbal balik,
termasuk melalui koordinasi
yang lebih baik antara
mekanisme yang telah ada,
khususnya di tingkat
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), dan melalui
mekanisme fasilitasi
teknologi global.

lokal bagi pengumpulan
pajak dan pendapatan
lainnya.
17.6 | Meningkatkan kerjasama 06 JE Tempat tinggal sebagian besar Target tidak terkait DDDT-LH
Utara-Selatan, Selatan- berkategori sedang seluas 34.752,52
Selatan dan kerjasama Ha (48,44%) dan rendah seluas
triangular secara regional 33.429,53 Ha (46,77%)
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17.18

Pada tahun 2020,
meningkatkan dukungan
pengembangan kapasitas
untuk negara berkembang,
termasuk negara kurang
berkembang dan negara
berkembang pulau kecil,
untuk meningkatkan secara
signifikan ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat
waktu dan dapat dipercaya,
yang terpilah berdasarkan
pendapatan, gender, umur,
ras, etnis, status migrasi,
difabilitas, lokasi geografis
dan karakteristik lainnya
yang relevan dengan konteks
nasional.

06

JE Tempat tinggal sebagian besar
berkategori sedang seluas 34.752,52
Ha (48,44%) dan rendah seluas
33.429,53 Ha (46,77%)

Target tidak terkait DDDT-LH
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4.2.3 ANALISIS SWOT
a. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN KELEMAHAN

e Tersedianya t; dan enaga e Rendahnya fasilitas sekolah baik tingkat PAUD dan
pendidik yang memadai; tingkat dasar yang terakreditasi;
e Penduduk  didominasi e Rendahnya tenaga pendidik yang memiliki sertifikat
oleh usia produktif; dan profesional;
e Tersedianya unit Masih tingginya penduduk yang buta huruf;
posyandu dan Rendahnya daya tampung rumah sakit;
puskesmas yang Kurangnya jumlah tenaga medis dan dokter;
memadai. Masih banyak rumah tangga yang belum mengakses air
bersih dan sanitasi yang baik;
Rendahnya kompetensi tenaga opertor dan teknisi;
Kurangnya sarana dan prasarana perumahan;
Tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
Rendahnya akses kelistrikan terhadap warga;
Tingginya angka kriminalitas;
Kualitas jalan yang masih kurang baik;
Rendahnya layanan pencegahan terhadap potensi
bencana; dan
e Wilayah Sumba Barat yang cenderung merupakan
daerah kering dan kekurang sumber mata air.

Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG ANCAMAN

e Terbukanya akses bantuan dari e Belum ada kepastian selesainya Pandemi
Pemerintah Pusat; Covid-19;

e Adanya berbagai mekanisme e Tingginya potensi bencana kebaran rumah;
kerjasama dengan pihak ketiga yang dan

dapat dilakukan; e Masih rendah kesadaran masyarakat
e Perkembangan otonomi daerah yang berpartisipasi dalam pendidikan
memberikan peluang untuk kesetaraan.

memaksimalkan potensi daerah;

e Semakin besarnya nilai transfer dari
pusat baik berupa dana perimbangan
maupun dana desa; dan

e Pemanfaatan teknologi informasi
pada era revolusi industri 4.0
memungkinkan pelayanan semakin
cepat.
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b. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN KELEMAHAN

e Kuantitas SDM yang cukup besar di
sektor pangan;

o Potensi Daerah yang cukup besar; dan

o Kerajinan lokal yang cukup bervariasi.

Rendahnya daya saing SDM;

Banyaknya potensi lapangan pekerjaan
yang belum dapat dioptimalkan terutama di
sektor pariwisata;

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait
peran perempuan dalam pembangunan;
Penggunaan Teknologi yang belum
dimaksimalkan dengan baik;

Produktivitas yang masih rendah;
Dukungan infrasktruktur seperti jaringan
air irigasi yang masih kurang memadai;

Masyarakat cenderung pasif untuk
berhubungan dan berurusan dengan
birokrasi;

Kurangnya tenaga admininstrasi

pertanahan untuk menjangkau daerah
perbatasan;

Lemahnya pengawasan lingkungan;
Petugas KB yang kurang memadai;
Birokrasi yang masih lamban
traditional;

Informasi potensi Sumba Barat yang belum
terkelola dengan baik;

Terbatasnya pilihan yang dimiliki oleh
generasi muda; dan

rendahnya minat baca masyarakat

dan

Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG ANCAMAN

o NTT sebagai New Tourism Teritory.

e Pemanfaatan teknologi informasi pada
era revolusi industri 4.0
memungkinkan pelayanan semakin
cepat; dan

e Banyaknya sarana atau kegiatan
pengembangan diri yang dilaksanakan
pada level nasional ataupun
international.
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Belum ada kepastian selesainya Pandemi
Covid-19;

Dunia usaha yang membutuhkan tenaga
kerja profesional dan terampil di semua

bidang;
Potensi kerusakan ekosistem akibat
pengolahan lingkungan yang tidak

memperhatikan lingkungan;
Persaingan dan perkembangan industri
online dan traditional;

Kebutuhan data dan informasi yang up to
date dan real time sangat dibutuhkan
banyak pihak; dan

Daerah di Kabupaten Sumba Barat adalah
termasuk daerah kering.




c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN KELEMAHAN

e Sumbar Daya Manusia pada usia e Rendahnya pemantauan dan
produktif yang cukup besar; dan pengawasan perizinan pada sektor
e Potensi pariwisata yang berkelas  industri;
dunia. e Ketentuan Perizinan yang cukup rumit

e Belum optimalnya Pemerintah Sumba
Barat dalam menarik investor;

e Semakin menurunnya Produktivitas
pertanian;

e SDM yang kurang menguasai teknologi;
dan

e Tata kelola pariwisata yang belum
maksimal.

Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG ANCAMAN

e Banyaknya potensi pariwisata; ePandemi Covid-19 yang masih
o Potensi Kelautan dan Perikanan ; berlangsung dan masih  belum
e Banyaknya jumlah UMKM; dan dipastikan kapan berakhir;

e Semakin canggihnya teknologi eSemakin menurunnya luas lahan

informasi dengan adanya revolusi pertanian;
industri 4.0. eBanyaknya wilayah rawan bencana; dan
eRendahnya jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara.

d. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan dan Urusan

Pemerintahan Umum

Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN KELEMAHAN
e PNS sebagian besar Tingkat e Belum optimalnya alur perencanaan;
Sarjana/Doktor/Ph.D; e Pemberdayaan sumber-sumber PAD
e Anggaran mengalami peningkatan @ belum optimal;
setiap tahun; dan e SDM bersertifikat kompetensi masih
kurang;

e Update informasi ke publik melalui
laman resmi masih rendah;

e SDM untuk membina Partai politik,
LSM, Ormas, dan OKPRKPD masih
rendah; dan
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e Masih terdapat beberapa salah saji
material dalam LK yang belum dapat
dijelaskan dengan baik.

Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG ANCAMAN

e Tersedianya  berbagai akses e Kebutuhan masyarakat terkait

kerjsama dengan pihak ketiga. informasi publik yang update.
e Tersedianya berbagai Kkegiatan e Belum ada kepastian selesainya
pengembangan diri pada level Pandemi Covid-19.

nasional ataupun international.
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4.2.4. ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN

1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Kekuatan: Kelemahan:
Tersedianya  tenaga  pendidik yang | e Rendahnya fasilitas sekolah baik tingkat PAUD dan
memadai; tingkat dasar yang terakreditasi;

Penduduk didominasi oleh usia produktif;
dan

Tersedianya unit posyandu dan puskesmas
yang memadai.

Rendahnya tenaga pendidik yang memiliki sertifikat
profesional;

Masih tingginya penduduk yang buta huruf;
Rendahnya daya tampung rumah sakit;

Kurangnya jumlah tenaga medis dan dokter;

Masih banyak rumah tangga yang belum mengakses
air bersih dan sanitasi yang baik;

Rendahnya kompetensi tenaga opertor dan teknisi;
Kurangnya sarana dan prasarana perumahan;
Tingginya jumlah rumah tidak layak huni;

Rendahnya akses kelistrikan terhadap warga;
Tingginya angka kriminalitas;

Kualitas jalan yang masih kurang baik;

Rendahnya layanan pencegahan terhadap potensi
bencana; dan

Wilayah Sumba Barat yang cenderung merupakan
daerah kering dan kekurangan sumber mata air.

PELUANG:

Terbukanya akses bantuan dari Pemerintah
Pusat;

Adanya berbagai mekanisme Kkerjasama
dengan pihak ketiga yang dapat dilakukan;
Perkembangan otonomi daerah yang
memberikan peluang untuk
memaksimalkan potensi daerah;

S-0

Meningkatkan kapasitas kerjasama untuk
menyediakan lapangan kerja baru;
Meningkatkan daya tampung pendidikan
tingkat dasar yang menjadi kewenangan
kabupaten;

Meningkatkan kompetensi SDM terkait
pemanfaatan tekonologi informasi; dan

W-0

Menggali potensi dana dari pusat untuk meningkatkan
akreditasi sekolah tingkat PAUD dan dan pendidikan
dasar;

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar memiliki
sertifikat profesional melalui kerjasama dengan pihak
ketiga;
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e Semakin besarnya nilai transfer dari pusat
baik berupa dana perimbangan maupun
dana desa; dan

e Pemanfaatan teknologi informasi pada era
revolusi industri 4.0 memungkinkan
pelayanan semakin cepat.

Meningkatkan kualitas posyandu dan

puskesmas yang  tersedia
memanfaatkan dana dari pusat.

dengan

Melakukan pemberantasan buta huruf melalui
kerjasama dengan institusi pendidikan eksternal dan
internal;

Menggali potensi dana untuk meningkatkan kapasitas
rumah sakit;

Meningkatkan SDM bidang kesehatan melalui
kerjasama dengan instansi pendidikan;

Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi rumah
tangga melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
Meningkatkan kompetensi tenaga operator dan teknisi
melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

Optimalisasi dana perimbangan dan dana desa untuk
meningkatkan sarana dan prasarana perumahan;
Optimalisasi dana perimbangan dan dana desa untuk
mengurangi rumah tidak layak huni;

Meningkatkan kerjasama untuk membuka akses
kelistrikan kepada masyarakat;

Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan
teknologi tepat guna dalam menekan angka
kriminalitas;

Meningkatkan kualitas jalan dan sarana pencegahan
terhadap potensi bencana dengan memaksimalkan
bantuan dari pusat; dan

Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
dalam menignkatkan pengelolaan sumber-sumber air.
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ANCAMAN:

Belum ada kepastian selesainya Pandemi
Covid-19;

Tingginya potensi bencana kebakaran
rumah; dan;

Masih rendah kesadaran masyarakat
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan.

S-W

Penerapan protokol kesehatan yang
konsisten Kkhususnya bagi penduduk
dibawah dan diatas usia produktif;
Meningkatkan  kesadaran = masyarakat
terkait bahaya kebakaran dan upaya
pencegahannya;

Meningkatkan pemahaman masyarakat
terkait pentingnya pendidikan kesetaraan;
dan.

Peningkatan kualitas dan kesiapan layanan
kesehatan dasar dalam meminimalisir
potensi penularan Covid-19.

W-T

Membatasi proses belajar tatap buka dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Inventarisasi titik-titik sumber air terdekat pada
lokasi-lokasi rawan kebakaran rumah;

Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan
prasarana pendidikan Kkesetaraan untuk menarik
minat masyarakat dalam pendidikan kesetaraan;
Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sebagai
garda terdepan dalam penanganan Covid-19; dan
Meningkatkan kualitas jalan agar memudahkan akses
unit pemadam kebakaran.

Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

KEKUATAN:

Kuantitas SDM yang cukup besar di sektor
pangan;

Potensi Daerah yang cukup besar; dan
Kerajinan lokal yang cukup bervariasi.

KELEMAHAN:

Rendahnya daya saing SDM;
Banyaknya potensi lapangan pekerjaan yang belum
dapat dioptimalkan terutama di sektor pariwisata;
Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peran
perempuan dalam pembangunan;

Penggunaan Teknologi yang belum dimaksimalkan
dengan baik;

Produktivitas yang masih rendah;

Dukungan infrasktruktur seperti jaringan air irigasi
yang masih kurang memadai;

Masyarakat cenderung pasif untuk berhubungan dan
berurusan dengan birokrasi;

Kurangnya tenaga admininstrasi pertanahan untuk
menjangkau daerah perbatasan;

Lemahnya pengawasan lingkungan;

Petugas KB yang kurang memadai;

Birokrasi yang masih lamban dan traditional;
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Informasi potensi Sumba Barat yang belum terkelola
dengan baik;

Terbatasnya pilihan yang dimiliki oleh generasi muda;
dan

Rendahnya minat baca masyarakat.

PELUANG:

NTT sebagai New Tourism Teritory;
Pemanfaatan teknologi informasi pada era
revolusi industri 4.0; dan

Banyaknya sarana atau kegiatan
pengembangan diri yang dilaksanakan pada
level nasional ataupun international.

S-0

Mengembangkan Promosi Daerah melalui
media sosial dan influencer;

Labeling dan peningkatan kualitas daya
saing produk asli Sumba Barat; dan
Mendorong dan memfasilitasi masyarakat
di berbagai lomba dan kegiatan nasional
dan/atau internasional.

W-0

. Mendorong peningkatan kualitas pemuda di bidang

olahraga dan kebudayaan serta melibatkan di berbagai
kegiatan;

Mendorong penciptaan wirausaha baru dan
pemberdayaan UKM dari aspek permodalan dan
penggunaan IPTEK;

Membuka dan mengeskplorasi secara optimal potensi
wisata di Sumba Barat; dan

. Pengawasan dan pengedukasian terkait pemanfaatan

dan optimalisasi pengolahan lingkungan kepada
masyarakat.

ANCAMAN:

Belum ada kepastian selesainya Pandemi
Covid-19;

Dunia usaha yang membutuhkan tenaga
kerja profesional dan terampil di semua

bidang;
Potensi kerusakan ekosistem akibat
pengolahan  lingkungan yang tidak

memperhatikan lingkungan;

Persaingan dan perkembangan industri
online dan traditional;

Kebutuhan data dan informasi yang up to
date dan real time sangat dibutuhkan
banyak pihak; dan

Daerah di Kabupaten Sumba Barat adalah
termasuk daerah kering.

. Meningkatkan

S-T

. Peningkatan kerjasama, kemudahan, dan

keterbukaan Investasi Pemerintah Daerah;
dan

pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang
pemanfaatan dan penggunaan teknologi.

W-T

. Mendorong penerapan e-Gov yang terintegrasi,

transparan dan akuntabel;

Meningkatan profesionalisme dan kualitas ASN
Penyediaan sistem pelayanan publik yang efektif dan
efisien.

Menyediakan akses internet gratis tiap desa
Mengembangkan jaringan air pedesaan.
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3. Fokus Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan

Kekuatan:
Sumber Daya Manusia pada usia
produktif yang cukup besar.

Kelemahan:
Rendahnya pemantauan dan pengawasan perizinan
pada sektor industri;
Ketentuan perizinan yang cukup rumit;
Belum optimalnya Pemerintah Sumba Barat dalam
menarik investor;
Semakin menurunnya produktivitas pertanian; dan
SDM yang kurang menguasai teknologi.

Peluang:
Banyaknya potensi pariwisata;
Potensi Kelautan dan Perikanan;
Banyaknya jumlah UMKM ; dan
Semakin canggihnya teknologi informasi
dengan adanya revolusi industri 4.0.

S-0
Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi
pariwisata baik dalam maupun luar
negeri; dan
Mendorong penggunaan pembayaran
platform digital seperti QRIS maupun e-
money.

W-0
Peningkatan kualitas UMKM yang melek teknologi;
Pembinaan terhadap pelaku usaha baik perizinan atau
standarisasi UTTP; dan
Mempermudah proses perizinan usaha.

Ancaman:

e Pandemi Covid-19 yang masih
berlangsung dan  masih  belum
dipastikan kapan berakhir;

e Tingginya angka kriminalitas;

e Semakin menurunnya luas lahan

pertanian;
e Banyaknya wilayah rawan bencana; dan
e Rendahnya jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara.

S-T
Memperkuat regulasi mitigasi Covid-19
pada area yang rawan keramaian; dan
Meningkatkan promosi pariwisata
berbasis digital.

W-T
Dukungan Pemerintah Sumba Barat terhadap sektor-
sektor terdampak Covid-19 terutama pada
perkreditan berupa pemberian kredit lunak atau
lainnya;
Meningkatkan produktivitas pertanian melalui
peningkatan edukasi pada bidang teknologi pertanian;
dan
Mendorong peningkatan produktifitas SDM dengan
pemanfaatan teknologi informasi.
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4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum

Kekuatan:
PNS sebagian besar tingkat sarjana; dan
Anggaran mengalami peningkatan setiap
tahun.

Kelemahan:
Belum optimalnya alur perencanaan;
Pemberdayaan sumber-sumber PAD belum optimal;
SDM bersertifikat kompetensi masih kurang;
Update informasi ke publik melalui laman resmi masih
rendah;
SDM untuk membina Partai politik, LSM, Ormas, dan
OKPRKPD masih rendah; dan
Masih terdapat beberapa salah saji material dalam LK
yang belum dapat dijelaskan dengan baik.

Peluang:
Tersedianya berbagai akses kerjasama
dengan pihak ketiga; dan
Tersedianya berbagai kegiatan
pengembangan diri pada level nasional
ataupun international.

S-0
Mendorong peningkatan kapasitas teknis
SDM.

W-0
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
Meningkatkan kuantitas SDM yang bersertifikasi
kompetensi;
Mendorong  peningkatan  kualitas
keuangan dan perencanaan daerah; dan
Meningkatkan kuantitas pembinaan Partai politik,
LSM, Ormas, dan OKPRKPD.

pengelolaan

Ancaman:
Kebutuhan masyarakat terkait informasi
publik yang update; dan
Belum ada kepastian selesainya Pandemi
Covid-19.

S-T
Mengoptimalkan kenyamanan akses laman
resmi Pemerintah Daerah; dan
Meningkatkan pemanfaatan teknologi
informasi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

W-T

Meningkatkan kualitas transparansi berbasis web.
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4.2.5 KEBIJAKAN STRATEGIS KABUPATEN SUMBA BARAT

A.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Meningkatkan kapasitas kerjasama untuk menyediakan lapangan
kerja baru;

Meningkatkan daya tampung pendidikan tingkat dasar yang menjadi
kewenangan kabupaten;

Meningkatkan kompetensi SDM terkait pemanfaatan tekonologi
informasi;

Meningkatkan kualitas posyandu dan puskesmas yang tersedia
dengan memanfaatkan dana dari pusat;

Menggali potensi dana dari pusat untuk meningkatkan akreditas
sekolah tingkat PAUD dan pendidikan dasar;

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar memiliki sertifikat
profesional melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

Melakukan pemberantasan buta huruf melalui kerjasama dengan
institusi pendidikan eksternal dan internal;

Menggali potensi dana untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit.
Meningkatkan SDM bidang kesehatan melalui kerjasama dengan

instansi pendidikan;

10) Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi rumah tangga melalui

pemanfaatan teknologi tepat guna;

11) Meningkatkan kompetensi tenaga operator dan teknisi melalui

kerjasama dengan pihak ketiga;

12) Optimalisasi dana perimbangan dan dana desa untuk meningkatkan

sarana dan prasarana perumahan;

13) Optimalisasi dana perimbangan dan dana desa untuk mengurangi

rumabh tidak layak huni;

14) Meningkatkan kerjasama untuk membuka akses kelistrikan kepada

masyarakat;
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15) Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi tepat
guna dalam menekan angka kriminalitas;

16) Meningkatkan kualitas jalan dan sarana pencegahan terhadap
potensi bencana dengan memaksimalkan bantuan dari pusat;

17) Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam
meningkatkan pengelolaan sumbar-sumber air;

18) Penerapan protokol kesehatan yang konsisten khususnya bagi
penduduk dibawah dan diatas usia produktif;

19) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya kebakaran dan
upaya pencegahannya;

20) Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya
pendidikan kesetaraan;

21) Peningkatan kualitas dan kesiapan layanan kesehatan dasar dalam
meminimalisir potensi penularan Covid-19;

22) Membatasi proses belajar tatap buka dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi;

23) Inventarisasi titik-titik sumber air terdekat pada lokasi-lokasi rawan
kebakaran rumah;

24) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana
pendidikan kesetaraan untuk menarik minat masyarakat dalam
pendidikan kesetaraan;

25) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sebagai garda terdepan
dalam penanganan Covid-19; dan

26) Meningkatkan kualitas jalan agar memudahkan akses unit pemadam

kebakaran.
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Mengembangkan Promosi Daerah melalui media sosial dan
influencer;
2) Labeling dan peningkatan kualitas daya saing produk asli Sumba

Barat;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Mendorong dan memfasilitasi masyarakat di berbagai lomba dan
kegiatan nasional dan/atau internasional;

Mendorong peningkatan kualitas pemuda di bidang olahraga dan
kebudayaan serta melibatkan di berbagai kegiatan pemerintah;
Mendorong penciptaan wirausaha baru dan pemberdayaan UKM
dari aspek permodalan dan penggunaan IPTEK;

Membuka dan mengeskplorasi secara optimal potensi wisata di
Sumba Barat;

Pengawasan dan pengedukasian terkait pemanfaatan dan
optimalisasi pengolahan lingkungan kepada masyarakat;
Peningkatan kerjasama, kemudahan, dan keterbukaan Investasi
Pemerintah Daerah;

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

pemanfaatan dan penggunaan teknologi;

10) Mendorong penerapan e-Gov yang terintegrasi, transparan dan

akuntabel;

11) Meningkatan profesionalisme dan kualitas ASN;

12) Penyediaan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien;

13) Menyediakan akses internet gratis tiap desa; dan

14) Mengembangkan jaringan air pedesaan.

C.

1)

2)

3)
4)

5)

Fokus Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan

Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi pariwisata baik dalam
maupun luar negeri;

Mendorong penggunaan pembayaran platform digital seperti QRIS
maupun e-money;

Peningkatan kualitas UMKM yang melek teknologi;

Pembinaan terhadap pelaku usaha baik perizinan atau standarisasi
UTTP;

Mempermudah proses perizinan usaha;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



6)

7
8)

9)

Memperkuat regulasi mitigasi Covid-19 pada area yang rawan
keramaian;

Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital;

Dukungan Pemerintah Sumba Barat terhadap sektor-sektor
terdampak Covid-19 terutama pada perkreditan berupa pemberian
kredit lunak atau lainnya;

Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan edukasi
pada bidang teknologi pertanian serta perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan; dan

10) Mendorong peningkatan produktifitas SDM dengan pemanfaatan

teknologi informasi.

D. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan dan Urusan

iy
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

BAB IV

Pemerintahan Umum

Mendorong peningkatan kapasitas teknis SDM;

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;

Meningkatkan kuantitas SDM yang bersertifikasi kompetensi;
Meningkatkan kualitas transparansi berbasis web;

Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan
perencanaan daerah;

Meningkatkan kuantitas pembinaan Partai politik, LSM, Ormas,
dan OKPRKPD;

Mengoptimalkan kenyamanan akses laman resmi Pemerintah
Daerah;

Meningkatkan  pemanfaatan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan

Meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui pembenahan

regulasi, prosedur pembentukan regulasi dan penataan regulasi .
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PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN

Mencermati kondisi aktual daerah dengan berbagai permasalahan dan
tantangan yang dihadapi, serta capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan sampai dengan saat ini, maka untuk
mewujudkan harapan dan impian akan kehidupan masyarakat yang
lebih baik diperlukan upaya-upaya sistematis, terencana dan terukur.
Upaya-upaya dimaksud selanjutnya dirumuskan dalam Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran serta Program Strategis Kabupaten Sumba Barat 5

(lima) Tahun ke depan yaitu 2021-2026, adalah:

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2021-2026
adalah : "TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG
MAJU,BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN”

Merupakan kondisi ideal yang menggambarkan masayarakat
Sumba Barat sejahtera (terbebas dari kemiskinan, adanya rasa aman,
tentram dan damai dari semua bentuk gangguan kriminalitas, dan
konflik sosial) yang dibarengi dengan meningkatnya derajat hidup
masyarakat melalui pemenuhan hak-hak sosial dasar (pendidikan yang
berkualitas, layanan kesehatan yang aksesibel dan berkualitas, air
bersih, listrik, pemukiman layak huni dan rumah sehat, pelayanan
administrasi publik yang cepat, transparan dan berkualitas serta mudah
dalam mengakses modal usaha dan pasar.

Sumba Barat yang MAJU juga menggambarkan kondisi desa dan
kota yang semakin BERSERI (Bersih, Sehat, Rapih dan Indah). Sumba
Barat BERSERI secara analog juga menggambarkan sebuah kondisi baru
yang berhubungan dengan perubahan mentalitas, karakter, gaya hidup,

dan peradaban. BERSIH dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana
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masyarakat sipil dan aparatur sipil negara hidup dalam situasi baru
yang menolak praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, terhindar
dari tindakan kriminal dan praktik-praktik menyimpang yang
merugikan orang lain. SEHAT menggambarkan kondisi masyarakat
Sumba Barat sehat mental dan jasmani serta sehat pikiran dan sehat
lingkungannya. RAPI menggambarkan sebuah kondisi yang teratur,
baik, dan harmonis. Pada akhirnya, semua yang tampak BERSIH,
SEHAT, dan RAPI akan menghasilkan sesuatu yang INDAH untuk

dipandang, dinikmati dan dirasakan.

Kondisi yang menggambarkan Sumba Barat memiliki Sumber Daya
Manusia yang unggul, tangguh dan kompetitif menghadapi era
globalisasi, memiliki kesiapan infrastruktur memadai dan berkualitas
yang memudahkan akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
listrik, komunikasi dan informatika, serta adanya iklim usaha dan

investasi yang kondusif.

Ikhtiar pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh warga Sumba Barat. Pembangunan yang
berkeadilan sosial berarti juga membangun sesuai dengan potensi
wilayah dan peruntukannya, serta hasil dan manfaatnya dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya ini pada akhirnya akan menguatkan, memandirikan dan
menyejahterakan warga Sumba Barat dari desa hingga kota, sekaligus
memutus mata rantai ketidakadilan struktural yang menyebabkan

terjadinya kemiskinan.

Untuk mewujudkan rumusan visi di atas, dibutuhkan upaya yang
lebih konkrit dan terukur. Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

BAB V VIS, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



1. MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG
BERBASIS PERTANIAN DENGAN PARIWISATA SEBAGAI
PENGGERAK UTAMA;

2. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI PELAYANAN KESEHATAN YANG PROFESIONAL,
MUDAH DAN TERJANGKAU;

3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI
PRIBADI YANG CERDAS, UNGGUL DAN BERDAYA SAING MELALUI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG MEMADA],
BERKUALITAS DAN TERJANGKAU;

4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PENATAAN RUANG KAWASAN UNTUK MENJAMIN
AKSESIBILITAS PEMERATAAN PEMBANGUNAN;

5. MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;

6. MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL,
PROFESIONAL DAN BERJIWA MELAYANI.

Untuk menjabarkan dan atau mengimplementasikan pernyataan misi
yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dengan
merumuskan apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin dicapai,
dan apa yang akan dihasilkan, dengan memperhatikan sumber daya
yang dimiliki untuk menjawab isu-isu strategis, tantangan dan
permasalahan pokok yang dihadapi maka perlu dirumuskan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai lima tahun kedepan tergambar dalam matriks berikut ini.

BAB V VIS, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kabupaten Sumba Barat

TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYA
SAING DAN BERKEADILAN

MISI
MENGEMBANGKAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF YANG
BERBASIS PERTANIAN DENGAN
PARIWISATA SEBAGAI
PENGGERAK UTAMA.

MENINGKATKAN KUALITAS
KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI PELAYANAN
KESEHATAN YANG PROFESIONAL,
MUDAH DAN TERJANGKAU.

MENINGKATKAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI
PRIBADI YANG CERDAS, UNGGUL
DAN BERDAYA SAING MELALUI
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN YANG MEMADA],
BERKUALITAS DAN TERJANGKAU.

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN
RUANG KAWASAN UNTUK
MENJAMIN AKSESIBILITAS
PEMERATAAN PEMBANGUNAN.

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah; dan

2. Meningkatkan
kualitasdan taraf hidup
masyarakat.

Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
melalui upaya-upaya
promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif.

Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang
cerdas, unggul dan berdaya
saing.

Meningkatkan ketersediaan
dan kualitas infrastruktur
daerah.

. Meningkatnya

. Menurunnya

. Meningkatnya

. Meningkatnya

. Meningkatnya

SASARAN

. Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah dan pendapatan
perkapita masyarakat;

. Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Komoditi
Unggulan Daerah yang
berorientasi pasar;

kunjungan
wisatawan  baik  lokal
maupun mancanegara; dan
kemiskinan
dan pengangguran.

. Meningkatnya usia harapan

hidup, status gizi
masyarakat serta
penurunan stunting; dan

kualitas
kesehatan ibu, bayi baru

lahir dan balita.

. Meningkatnya mutu dan

pelayanan pendidikan
prasekolah ( PAUD dan
taman kanak-kanak);

angka
partisipasi pendidikan
dasar Sembilan tahun; dan
Partisipasi
masyarakat dalam
pendidikan kesetaraan dan
informal/nonformal;

. Meningkatnya ketersediaan

dan fungsi infrastruktur

daerah;

. Meningkatnya perumahan

dan permukiman layak
huni, bersanitasi baik serta
memiliki akses air bersih
dan listrik yang memadai
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah; dan

. Meningkatnya perencanaan,

pengendalian dan
pemanfaatan ruang serta
pembangunan yang

berwawasan lingkungan.




MENINGKATKAN Meningkatkan 1. Menurunnya kriminalitas

KETENTERAMAN DAN ketenteraman dan 2. Meningkatnya
KETERTIBAN UMUM. ketertiban serta perlindungan perempuan,
perlindungan masyarakat. anak dan disabilitas
3. Meningkatnya ketahanan
bencana.

MENINGKATKAN KAPASITAS Menyelenggarakan Meningkatnya
APARATUR DAN TATA KELOLA pemerintahan yang transparansi dan
PEMERINTAHAN YANG profesional, bersih dan akuntablitas kinerja
TRANSPARAN, AKUNTABEL, transparan serta penyelenggaraan
PROFESIONAL DAN BERJIWA berorientasi pada pemerintahan dan
MELAYANI. pelayanan publik. pembangunan.

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target Kinerja selama Lima Tahun

ke depan tergambar dalam Tabel 5.2 berikut ini

RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT 2021 - 2026
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN




Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

Target tahun ke -

No Visi & Misi Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal ] Kondisi Akhir
2 3 4 5
(1 (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU,BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN
1. MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS PERTANIAN DENGAN PARIWISATA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA
Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Laju dan pertumbuhan ekonomi 517 % 522 % 527 % 532% 537 % 542 % 542 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Angka Kemiskinan 27,63 27,14 % 26,48 % 26,11 % 2533 % 25 % 25%
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Garis Kemiskinan 0 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 0 (Rp)
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Angka Pengangguran 2,95 2,75 % 2,55 % 2,35% 2,15 % 1,95 % 1,95 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Prosentase Angkatan Kerja 71,06 72,06 % 73,06 % 74,06 % 75,06 % 76,06 % 76,06 %
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok |100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kesejahteraan sosial
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase PMKS yang tertangani 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk |, 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pemenuhan kebutuhan dasar
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase panti sosial yafng menyediakan sarana prasarana 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pelayanan kesehatan sosial
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase Angkatan Kerja 71,06 72,06 % 73,06 % 74,06 % 75,06 % 76,06 % 76,06 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran E:iir:: Pekerja Formal yang menjadi peseta BPJS ke-Tenaga |, 600 Orang 600 Orang 566 Orang 560 Orang 5094 Orang 5094 Orang
)
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentas§ Penanganan Pengad}Jan Kasus Perselisihan/ 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Penyelesaian Hubungan Industrial
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Besaran Tenaga Kerja Terdaftar yang ditempatkan 50 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 585 Orang 585 Orang
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase Penduduk yang bekerja 96,95 97,05 % 97,15 % 97,25 % 97,35 % 97,45 % 97,45 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase Pencari Kerja 71,06 72,06 % 73,06 % 74,06 % 75,06 % 75,06 % 75,06 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang Layak huni 65 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 90 %
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Persentase Transmigran Umum 4 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang dibangun 10 25 Unit 25 Unit 15 Unit 15 Unit 547 Unit 547 Unit
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Laju dan pertumbuhan ekonomi 5.17 % 522 % 5.27 % 532 % 537 % 542 % 542 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 1 1.7 % 25% 33% 41 % 5% 5%
mancanegara
Meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun . . .
mancanegara Jumlah Kunjungan Wisata domestik maupun mancanegara 2,500 3,000 Orang 5,000 Orang 7,000 Orang 9,000 Orang 12,000 Orang 12,000 Orang
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Pertumbuhan Ekonomi 5.17 522 % 5.27 % 532 % 537 % 542 % 5.42 %
perkapita masyarakat
Menmgkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Pendapatan Asli Daerah 60 67 Milyard 74 Milyard 81 Milyard 88 Milyard 95 Milyard 95 Milyard
perkapita masyarakat
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan PDRB Per Kapita ADHK 11234 11546 Ribu Rupiah  |11858 Ribu Rupiah 12170 Ribu Rupiah  |12482 Ribu Rupiah  |12794 Ribu Rupiah  |12794 Ribu Rupiah
perkapita masyarakat
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan PDRB Per Kapita ADHB 18211 18553 Ribu Rupiah  |18895 Ribu Rupiah 19237 Ribu Rupiah ~ [19579 Ribu Rupiah  |19921 Ribu Rupiah ~ |[19921 Ribu Rupiah
perkapita masyarakat
Menmgkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Laju inflasi 216 212 % 208 % 205 % 203 % 200 % 200 %
perkapita masyarakat
Menlngkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Pengeluaran Riil per Kapita 7352 7383 Ribu Rupiah 7417 Ribu Rupiah 7445 Ribu Rupiah 7476 Ribu Rupiah 7507 Ribu Rupiah 7507 Ribu Rupiah
perkapita masyarakat
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan |\ i i Sektor Pertanian Terhadap PDRB 26.98 27.22% 2734% 27.56 % 27.82 % 28 % 28%
Daerah yang berorientasi pasar
Meningkatnya Proéuk5| Flan Produktivitas Komoditi Unggulan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 16.87 1707 % 1727 % 1747 % 1767 % 1787 % 1787 %
Daerah yang berorientasi pasar Sepeda Motor
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan i i Sektor Jasa terhadap PDRB 19.57 19.77 % 19.97 % 2017 % 2037 % 2057 % 2057 %
Daerah yang berorientasi pasar
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan |\ i) i Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 185 188 % 192 % 194 % 197 % 2.00 % 2.00 %

Daerah yang berorientasi pasar




Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

Target tahun ke -

No Visi & Misi Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal ] Kondisi Akhir
2 3 4 5
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan 1, .1, RealiSASI nilai investasi (PMDN/PMA) 80965 97158 Juta 116590 Juta 139908 Juta 167889 Juta 201467 Juta 201467 Juta
Daerah yang berorientasi pasar
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan 1, .1, investor berskala nasional 10 11PMDN/PMA  |12PMDN/PMA  [13PMDN/PMA  [14PMDN/PMA  [15PMDN/PMA  |15PMDN /PMA
Daerah yang berorientasi pasar
2. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN KESEHATAN YANG PROFESIONAL, MUDAH DAN TERJANGKAU
Memngkatkan.derajat kefsehatarf masyaraka.tlmehlalw upaya- Indeks Pembangunan Manusia 63,59 Point 63,81 Point 64,27 Point 65,04 Point 65,42 Point 66 Point 66 Point
upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita [Persentase Posyandu aktif 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita |Persentase PKK aktif 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita [Angka Kematian Ibu 0 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita [Angka Kematian Bayi Baru Lahir 0 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita [Angka Kematian Balita 0 00 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita T|ngkata~n rl{mah saklt rujukan tingkat Kabupaten/kota yang Utama Utama Strata Paripurna Strata Paripurna Strata Paripurna Strata Paripurna Strata Paripurna Strata
terakreditasim Paripurna
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita llfﬂuaz;: sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi 0 Dasar Strata Dasar Strata Dasar Strata Dasar Strata Madya Strata Madya Strata
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita [Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Utama 0 1 Puskesmas 1 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 6 Puskesmas 6 Puskesmas
Meningkatnya us'la harapan hidup, status gizi masyarakat serta IPM 63,59 63.81% 6427 % 65,04 % 65.42 % 66 % 66 %
penurunan stunting
Meningkatnya usia harapan hidup, status gizi masyarakat serta ;. 1,00 Hidup 68,13 68,18 Tahun 68,23 Tahun 68,28 Tahun 68,33 Tahun 68,38 Tahun 68,38 Tahun
penurunan stunting
Meningkatnya u§|a harapan hidup, status gizi masyarakat serta Stunting 25 239% 21 9% 19 % 17 % 14% 14 %
penurunan stunting
Meningkatnya us.la harapan hidup, status gizi masyarakat serta Angka Gizi Buruk 146 126 Kasus 106 Kasus 94 Kasus 76 Kasus 50 Kasus 50 Kasus
penurunan stunting
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PRIBADI YANG CERDAS, UNGGUL DAN BERDAYA SAING MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG MEMADAI, BERKUALITAS DAN TERJANGKAU
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, Indeks Pembangunan Manusia 63,59 Point 63,81 Point 64,27 Point 65,04 Point 65,42 Point 66 Point 66 Point
unggul dan berdaya saing
_II\_/I(:]nmgkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Rata-rata Lama Sekolah 6,62 6,64 Tahun 6,67 Tahun 6,7 Tahun 6,71 Tahun 6,73 Tahun 6,73 Tahun
ahun
_l;/limngkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Harapan lama sekolah 13,12 13,14 Tahun 13,15 Tahun 13,16 Tahun 13,17 Tahun 13,17 Tahun 13,17 Tahun
ahun
xﬁn':gkat"ya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 111 108 % 106 % 104 % 102 % 100 % 100 %
u
?"E”'”gkamya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 70,32 70,61 % 7091 % 71,24 % 7143 % 71,62 % 71,62 %
ahun
Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Persentas.e .ke.tunvtasan kompetensi literasi dan numerasi dasar 57.15 60,15 % 63,15 % 66,15 % 69.15 % 69,15 % 69.15 %
Tahun peserta didik jenjang sekolah dasar
Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan indeks kedisiplinan (well being) peserta didik jenjang sekolah 3225 3425 % 3728 % 4125 % 4625 % 4625 % 46,25 %
Tahun dasar
Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Persentase .pendldllf dan t'erTaga kependidikan yarlmg. memiliki 50 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 %
Tahun kompetensi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan prasekolah (-, - b ticiasi PAUD/TK 71,81 72% 72,63 % 7343 % 74,21% 75 % 75%
PAUD dan taman kanak-kanak)
Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan prasekolah ( Persentase PAUD HI 22,18 29,18 % 36,18 % 43,18 % 50,18 % 57,18 % 57,18 %
PAUD dan taman kanak-kanak)
Meningkatnya Eart|5|pa5| masyarakat dalam pendidikan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 79 1.000 Orang 1.500 Orang 2.000 Orang 2.500 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang
kesetaraan dan informal/nonformal
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,12 0,12 % 012 % 0,12 % 0,12 % 012 % 0,12 %
kesetaraan dan informal/nonformal
Meningkatnya P.art|5|pa5| masyarakat dalam pendidikan Jum.lgh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki 7 10 Orang 12 Orang 14 Orang 16 Orang 18 Orang 18 Orang
kesetaraan dan informal/nonformal sertifikat
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 15.000 15.400 Buah 15.800 Buah 16.200 Buah 16.600 Buah 17.000 Buah 17.000 Buah
kesetaraan dan informal/nonformal
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 6.630 7.130 Buah 7.640 Buah 8.130 Buah 8.630 Buah 9.130 Buah 9.130 Buah
kesetaraan dan informal/nonformal
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Peningkatan SDM pengelola kearsipan 11 10 Orang 11 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang

kesetaraan dan informal/nonformal




Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

Target tahun ke -

No Visi & Misi Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal ] Kondisi Akhir
2 3 4 5
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
'I:’:I'tz?ak:‘r:”g:ﬁi;i‘)i‘g:f}g?fﬁ::ﬁt dalam pendidikan Angka melek huruf 95,72 9573 % 9574 % 9575 % 95,76 % 9576 % 9576 %
4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG KAWASAN UNTUK MENJAMIN AKSESIBILITAS PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah Prosentase infrastruktur dalam kondisi mantap 0% % % % % % 0%
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 67,96, 70,52 % 76,41 % 79,82 % 82,6 % 8521 % 8521 %
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah EZ:::;a:ersgt”ase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air |, o 68,5 % 73,75 % 78,38 % 83,24 % 88,75 % 88,75 %
i rsu
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) 45,55 47 % 48,5 % 50 % 53% 55 % 55%
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah PresentaseJaIar.1 yarTgAmemlhkl trotoar dan drainase/saluran 0,86 15% 3% 5% 7% 10 % 10 %
pembuangan air (minimal 1,5 m)
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah Persentase layanan angkutan darat 60 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 85 %
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah Pemasangan Rambu rambu 50 60 Unit 70 Unit 80 Unit 90 Unit 100 Unit 100 Unit
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah Rasio ijin trayek 10 11 Unit Kendaraan 11 Unit Kendaraan 12 Unit Kendaraan 12 Unit Kendaraan 13 Unit Kendaraan 13 Unit Kendaraan
Me”'”gka:”ya p‘:)re”ca”aa”/ pe”ge”da"a” dalr,‘ pekma”faata” Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 43,89 48,89 Point 53,89 Point 58,89 Point 63,89 Point 68,89 Point 68,89 Point
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dar? pemanfaatan !(gta?tan penang.g.ungjawab usaha dan/atau l.<eg|a.tan terhadap 73 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 173 Lembaga
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dar.m pemanfaatan Persentase jumlah sampah yang tertangani 24 30 % 36 % 42 % 48 % 50 % 50 %
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dar? pemanfaatan Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup 10 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 100 Orang
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
. . . o . :
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dar.1 pemanfaatan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan 0,29 0,29 % 0,32 % 0,35 % 0,38 % 041% 041 %
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan perkotaan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dar? pemanfaatan pr'e.sentase Tersedlanya data dan informasi bangunan/gedung 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan milik pemerintah daerah
Menmgkattnya p(le)rencanaan, pengendallan daF pekmanfaatan Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi terampil dan terlatih 229 329 Orang 379 Orang 429 Orang 479 Orang 529 Orang 529 Orang
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan |\ -1 torhadap RTRW 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dar.1 pemanfaatan Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang 12,5 25 % 375 % 50 % 62,5 % 75 % 75 %
ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni,
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang Persentase penduduk berakses air minum 67,58 70,96 % 74,51 % 78,23 % 82,14 % 86,25 % 86,25 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni,
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang Persentase rumah tinggal bersanitasi 62,76 65,76 % 69,19 % 72,65 % 76,28 % 80,09 % 80,09 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni, . . . .
R h layak huni bagi M kat B hasilan Rendah
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang (&:;r“ma ayakhuni bagt Masyarakat Berpenghastian Rendan | oo 40 64 % 68,59 % 73,19 % 77,79 % 82,39 % 82,39 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni,
Presentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yan
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang | =" %" ¢ ru?nah If e honi patenyang 1100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah P y
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni,
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang Persentase permukiman yang tertata 2,4 28 % 33% 38% 43 % 4,7 % 4,7 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni,
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 6,9 9,6 % 123 % 15,0 % 17,7 % 20,4 % 20,4 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni,
bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU 16,8 33,6 % 50,4 % 67,2 % 83,95 % 100 % 100 %
memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah
5. MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
msguzgak;:tkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan Angka Kriminalitas dan Mitigasi Bencana 0% % % % % % 0%
Y
Meningkatnya ketahanan bencana Presentase Tersedianyan data dan informasi daerah rawan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

bencana
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Meningkatnya ketahanan bencana Presentase warga negara yang memperoleh layanan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Meningkatnya ketahanan bencana Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 1 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Meningkatnya ketahanan bencana Tlr'mgkat Waktu.tanggap (response time rate) daerah layanan 10 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Meningkatnya ketahanan bencana Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
selama masa tanggap darurat
. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
Meningkatnya ketahanan bencana 100 100 % 100100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
. . A Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
Meningkatnya perlindungan perempuan, anak dan disabilitas R R R A ] 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Meningkatnya perlindungan perempuan, anak dan disabilitas Indeks Pembangunan Gender 94,81 95,01 Poin 95,21 Poin 95,41 Poin 95,61 Poin 95,61 Poin 95,61 Poin
Meningkatnya perlindungan perempuan, anak dan disabilitas Desa/Kelurahan Ramah Anak 6 6 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 30 Desa/Kelurahan 30 Desa/Kelurahan
Meningkatnya perlindungan perempuan, anak dan disabilitas TFR (Angka Kelahiran Total) 4,30 4,0 % 3.7 % 34 % 3,10 % 2,8 % 2,8 %
Menurunnya kriminalitas Persentase Siswa yang paham terhadap Idiologi Pancasila dan 68 68 Orang 225 Orang 225 Orang 225 Orang 225 Orang 225 Orang
Karakter Bangsa
Menurunnya kriminalitas Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi 5 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Menurunnya kriminalitas Persentase luas lahan bersertifikat 3,39 3,39 % 339% 339 % 339% 339 % 3,39 %
Menurunnya kriminalitas Penyelesaian kasus tanah Negara 57 80 Bidang 80 Bidang 65 Bidang 60 Bidang 60 Bidang 60 Bidang
Menurunnya kriminalitas Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 1460 1460 Orang 1460 Orang 1460 Orang 1460 Orang 1460 Orang 1460 Orang
Menurunnya kriminalitas Tlrygkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, 5 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
keindahan)
Menurunnya kriminalitas Persentase Penegakan PERDA 1 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
6. MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN BERJIWA MELAYANI
Menyelenggarakan pe'merlnttahan yang profesmnail, bersih dan Index Reformasi Birokrasi 0 Point Point Point Point Point Point 0 Point
transparan serta berorientasi pada pelayanan publik
Meningkatnya transpara.nS| dan akuntabilitas klnerJa. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WDP WTP Opini WTP Opini WTP Opini WTP Opini WTP Opini WTP Opini
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa' Persentase !(oordlnasn Slnlfronls.'?lm dan Evaluasi Kebijakan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Perekonomian dan Evaluasi Kebijakan
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Cakupan‘pengembanga.n fjan pemberdayaan Kelompok 1 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Presenta.se OPD Yan.g memiliki akses internet dan terhubunga 0 0% 9% 2% 2% 9% 2%
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan intra pemerintah
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Buku Kabupaten dalam angka 1 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Buku PDRB 1 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku 1 Buah Buku
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyusun Perencanaan Pemabangunan Daerah
Meningkatnya transparar\5| dan akuntabilitas klnerJa. Presentase OPD Ya.n gmenggunakan data statistik dalam 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melakukan evaluasi pembangunan daerah
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa' Persentasg OPD yang telah menggunakan sandi dalam 0 0% 10 % 30% 50 % 70 % 70%
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik komunkasi Perangkat Daerah
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Jumlah Lulu'lsan sertifikasi yang mengikuti peningaktan 0 0 Orang 10rang 10rang 10rang 10rang 10rang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kompetensi SDM Pengelola Keamanan SPBE
Meningkatnya transpara.nS| dan akuntabilitas klnerJa. Prosentase terkoordinasinya dan terkendalinya Kebijakan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Program Pembangunan
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja . .
. . Prosentase Terkendalinya kebijakan Program Pembangunan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Prosentase terlaksannya pengelola{an, pembinaan, advokasi 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah
Meningkatnya transpara.nS| dan akuntabilitas klnerJa. Prosentase .terfzflsﬂ.ltas!nya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan Komunikasi Pimpinan daerah
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Prosentase Terkoordinasinya Kebijakan KDH ditingkat Wilayah 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kecamatan
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Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja. Prosentase Terkendalinya kebijakan KDH di Wilayah Kecamatan | 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa' Prosen.ta.se TerIak§anaya pembinaan dan Pengawasan kebijakan 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik KDH di tingkat Wilayah Kecamatan
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Jumlah arus penumpang angkutan umum 105120 108040 Orang 110960 Orang 110960 Orang 113880 Orang 116880 Orang 116880 Orang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 50 55 % 60 % 65 % 70 % 80 % 80 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja S .
. . Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan 1 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja R .
. . Jlumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan 1 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Jumlah Perda Eksekutif yang ditetapkan 4 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk ) 95% % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Persentase Kepala Keluarga Yang memiliki Kartu Keluarga 80 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Cakupan penerbitan akta kelahiran 60 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Rasio pasangan berakte nikah 20 30 % 50 % 60 % 70,52 % 80 % 80 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 90 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Jumlah Taman Makan Pahlawan Kabupaten yang terpelihara 1 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP (skor) 52,07 52,07 Skor 57,35 Skor 58,85 Skor 60,25 Skor 62,15 Skor 62,15 Skor
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Nilai LPPD (Skor) 28132 2.9331 Point 3.1232 Point 3.2031 Point 3.4201 Point 3.5604 Point 3.5604 Point
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4 PERDA,10 4 PERDA,10 4 PERDA,10 4 PERDA,10 4 PERDA,10 4 PERDA,10 4 PERDA,10
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja e s PERBUP,300 PERBUP,300 PERBUP,300 PERBUP,300 PERBUP,300 PERBUP,300 PERBUP,300
. . Jumlah Produk Hukum Daerah Yang difasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik KEPUTUSAN,3 KEPUTUSAN,3 KEPUTUSAN,3 KEPUTUSAN,3 KEPUTUSAN,3 KEPUTUSAN,3 KEPUTUSAN,3
PERDES PERDES Dokumen PERDES Dokumen PERDES Dokumen PERDES Dokumen PERDES Dokumen PERDES Dokumen
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Prosentase Masyarakat yang sadar hukum 240 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Jumlah sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang 63 63 Unit 63 Unit 63 Unit 63 Unit 63 Unit 63 Unit
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik baik
Meningkatnya transparar\5| dan akuntabilitas kmerJa. Indeks Desa Membangun Kategori Desa Berkembang 25 26 Point 27 Point 28 Point 29 Point 30 Point 30 Point
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa' Jumlah Kerja Sama Desa 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Jumlah sistem pelayanan administrasi desa yang ditata sesuai 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik standar
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Persentase LPM Akif 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa' Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan 15 20% 25 9% 30% 35 9% 20 % 40 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masyarakat
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja .
. . Jumlah masyarakat yang paham terhadap politik 100 150 Orang 300 Orang 300 Orang 250 Orang 100 Orang 100 Orang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpara.nS| dan akuntabilitas klnerJa. Jumlah Ormas/ ormas asing di daerah yang berkontribusi dalam 35 50 Orang 65 Orang 70, Orang 80 Orang 100 Orang 100 Orang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pembagunan daerah
Meningkatnya transparahm dan akuntabilitas klnerJa' Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (29,73 27,03 % 29,73 % 18,92 % 18,92 % 18,92 % 18,92 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa. Persentase organisasi pemuda yang aktif 22 32% 42 % 52 % 62 % 74 % 74 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Persentase wirausaha muda 8 10% 12% 14 % 16 % 18% 18%

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
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Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas kmerJa. Jumlah atlet berprestasi 10 12 Orang 14 Orang 16 Orang 18 Orang 20 Orang 20 Orang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerJa' Jumlah prestasi olahraga 6 7 Cabang Olahraga |9 Cabang Olahraga |11 Cabang Olahraga |13 Cabang Olahraga |14 Cabang Olahraga |14 Cabang Olahraga
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Jumlah ASN yang mendapat layanan Kepegawaian 2454 3.030 ASN 4.030 ASN 4.030 ASN 4.030 ASN 24.099 ASN 24.099 ASN
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Juml:?h Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan 1 45 ASN 45 ASN 45 ASN 45 ASN 246 ASN 246 ASN
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pelatihan struktura
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan Strata 2 44 40 ASN 40 ASN 40 ASN 40 ASN 288 ASN 288 ASN
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan Strata 3 - 5 ASN 5 ASN 5 ASN 5 ASN 20 ASN 20 ASN
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpararm dan akuntabilitas klnerja. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan Formal 120 120 ASN 120 ASN 120 ASN 120 ASN 720 ASN 720 ASN
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpara.nS| dan akuntabilitas klnerJa. Perser?tase ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan 40 40 ASN 40 ASN 40 ASN 40 ASN 240 ASN 240 ASN
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Fungsional
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Persentase tindak lanjut temuan 70 72% 75% 77% 80 % 85 % 85 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat WBK 4 8 PD 10PD 10 PD 10 PD 52 PD 52 PD
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya transpara.nS| dan akuntabilitas klnerJa. Persentase kegla.tan p?rot?kol, komun.lka?sl. dar\ 90 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pendokumentasian pimpinan yang difasilitasi
Meningkatnya transparahm dan akuntabilitas klnerJa' Persentase Kebij